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ABSTRAK

Nama : Hendra Kurniawan
Program Studi : Pascasarjana Antropologi
Judul : KEBIJAKAN DAN KEKUASAAN

Kajian Kasus Pelayanan Publik dan Penegakamiduk
di Wilayah Kepolisian Resor Depok

Disertasi ini membahas dinamika hubungan-hubungaialsyang terjalin antara
polisi dan masyarakat dalam proses pertukaranlsteiatama yang berhubungan
dengan pelaksanaan kegiatan pelayanan publik daegpkan hukum di wilayah
hukum kepolisian resor Depok. Lebih khusus, peaeliini mengkaji bagaimana
realitas hubungan polisi dan masyarakat tersebumbeg penjelasan terhadap
proses kebijakan yang dibuat oleh para petugaspdinigan, dan relasi kekuasaan
di antara pihak-pihak yang terlibat.

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengdesain analisis yang bersifat
deskriptif, sebagai upaya peneliti dalam mengemiemgenis teori berdasarkan
data empirik di lapangan. Masalah-masalah yang oluwasi tindakan para polisi
yang bertugas di bagian terdepan (para pelaks#&adigges pembuat kebijakan di
lapangan, sebagai fokus), dikaji dengan cara nmeskeh refleksi dari tindakan
mereka berupa interaksi dengan masyarakat yangitela@i pengguna jasa,
pelapor, pengguna jalan, serta pelanggar hukumardinmubungan tersebut juga
terjadi dalam konteks kebijakan dan kekuasaan yaelghatkan peran polisi dan
mitra kerjanya, baik dari dinas lain maupun yangabal dari warga masyarakat.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelayanamligumerupakan proses
pertukaran sosial berupa interaksi timbal balik agitara para pelaku yang
menjalankan peran masing-masing sesuai dengan bolakngan serta struktur
kekuasaan yang ada di tempat kerja atau di laparfiganuan dari penelitian ini
memberi penjelasan bahwa semakin besar peluangangeopelaku untuk
melakukan pertukaran, maka semakin besar pula keknapelaku tersebut,
sehingga peluang pertukaran ini secara langsungaiben dengan proses
pembuatan kebijakan. Hal tersebut ditandai olehnyalapara pelaku yang
berinteraksi satu sama lain sekaligus menjalankartegi kekuasaan dengan cara
mensiasati hukum, aturan, dan kebijakan yang seéears-menerus diinterpretasi,
diadaptasi, dan dikomunikasikan dalam kehidupamrséfari untuk melegalkan
pertukaran di antara mereka. Kesimpulan peneliiamenyarankan kepada para
pelaku di kepolisian agar memfokuskan diri padamatan kualitas pelayanan
dan penegakan hukum yang bukan sekedar slogami w¢sgan menyadari
bahwa penekanan yang lebih kongkrit dari tindakanekea adalah terletak pada
bagaimana mereka mengatur pengelolaan uang pajak tggah diberikan oleh
masyarakat kepada pemerintah dengan sebaik-baiknya.

Kata Kunci: Resiprositas, Kebijakan dan Kekuasaan.
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ABSTRACT

Name : Hendra Kurniawan
Study Program : Postgraduate of Anthropology
Title : POLICY AND POWER

Case Study of Public Service and Law Enforagme
at Depok Police Administrative District

This dissertation discusses on dynamic socialioglatbetween police officer and
the public in the process of social exchange, pilgnan providing public service
and law enforcement activity at Depok Police Admiirative District. Simply put,
this research is about how the reality of the r@abetween police officer and the
public gives explanation to the process of poligking by the street-level
bureaucracy, and also how it could point out thevgrorelation among parties
involved.

This research is a qualitative one and its anabysssgn is descriptive, as an effort
of researcher to develop theory based on empidat in the field. Some others
Issues arise as effects of police action by theealfficer that placed in front of

public (policy-implementer and policy-maker in thield, as focus), studied in

this dissertation by explaining the reflection beir action in law enforcement
and providing service to the public that is intéiaT with the public, such as

police’s service users, reporters, street userd, law breakers, in which this

relation is in the context of policy and power tliecome wrapped around the
role of police officers an their partnership frotter department or sourced from
the public.

The results of this research indicates the pulBiwviee is a process of social
exchange like reciprocal interaction among parnme®lved in rules performing
according to the types of relation and the strestunf power occurred in the
workplace or in the field. This research finding@ws that the more opportunity
to bribe the more powerful the persons or the actand this opportunity is
directly related to policy-making process and posteucture. This can be found
the actors or performers interacts one anotheishoding their power strategy to
manipulate law, rules, and policy which is continsky interpreted, adapted, and
disseminated in daily live to legalize exchangeween them. This research
recommends to any actors in the police departntefddus on improving service
quality and law enforcement that is not just enostggans, but realizing that
concrete stressing of their actions is how to martag income paid by the public
to the government carefully.

Key words: Reciprocity, Policy and Power.

Kebijakan dan kekuasaan..., Hendra Kurniawan, FISIP Ul, 2009



DAFTARISI

HALAMAN JUDUL

LEMBAR PENGESAHAN

KATA PENGANTAR

LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH
ABSTRAK

ABSTRACT

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL DAN GAMBAR

1. PENDAHULUAN. ..ottt cieetteaaaaaaeeesesasssssssasteeeeeeaeaeaeessssssannnnnnes 1
1.1, Latar Belakang........uuuee e uuieeieiiiiiare e eeaiisass s it e e 1
1.2. Masalah Penelitian.............coooii e eeiiiiiiiiisana e e e e e seeeeeeeeeiiiiieees 14
1.3, Tujuan Penelitian...............ouuuuiieieee ettt ea e e e e eeeeeas 15
1.4, TINJAUAN TOOMM...cceeeeieeiiunrnias s immmmme e eeateeeeeeeeeeeeaee s annnn e seeeeeeneaaens 16
1.5. Lokasi dan Metode Penelitian Lapangan. ..ccce....cc.cccovvviiiieieeenienenn. 29
1.6. Metode dan Sistematika Penulisan............c....cco i, 38

2. POLRESDEPOK: WILAYAH HUKUM DAN KEBIJAKAN
ORGANISASI ...ttt et e e e e e et mnr et e et e e aaa e e e e e e e e e e s e annaneeeenees 41
2.1. Organisasi Kepolisian di Wilayah Hukum Resepbk....................... 42

2.1.1. Wilayah Kerja dan Kekuasaan Polres DepokK..................... 42

2.1.2. Tugas dan Wewenang Polisi di Jajaran POlegmk................ 50
2.2. Strategi dan Kebijakan Organisasi Polri diagdh Hukum

POIrES DEPOK. .. ..o 56

2.2.1. Visi, Misi, Kebijakan dan Program Kerja Kép@an................ 56

2.2.2. Pelaksanaan Kebijakan dan Pencapaian Program

Kerja Kepolisian di Polres DepokK............cccceeevieeeiiiiiiiiiiiiinn, 70

2.3. Catatan Reflektif Peneliti.............. o eeeeiiieiiiiiiiiiiiiiiee e 81

Kebijakan dan kekuasaan..., Hendra Kurniawan, FISIP Ul, 2009



3. POLISI DAN MASYARAKAT: ANTARA MENJALANKAN

KEBIJAKAN DAN MENJALIN HUBUNGAN.......cccooiieiieeie e, 86
3.1. Hubungan Sesama Polisi dalam Kerja Pelayarasyafakat............... 87
3.1.1. Faktor Dedikasi dan Loyalitas dalam Menj&erjasama........ 87
3.1.2. Kerjasama Polisi di Tingkat Polres, Polsak Bospol.............. 93
3.2. Hubungan Polisi dengan Pihak-Pihak yang Tarkialam
Kerja Pelayanan Masyarakat (Kasus Pospol TermiegbR)............ 106
3.2.1. Polisi dan Petugas dari Dinas Lain (DLLAJ)..................... 106
3.2.2. Polisi dan Mitra Kerja Kepolisian (Panter)..............cce....... 120
3.3. Catatan Reflektif Peneliti.............. commeeeeeieeeeeeiinneniiiiiiiiiiineee 3n
4. KEBIJAKAN DAN KEKUASAAN: ANTARA MELAYANI
MASYARAKAT DAN MENEGAKKAN HUKUM...........ceeeoeeiiiii 136
4.1. Interaksi Polisi, Pengguna Jasa dan Pelapor:
Praktik Pertukaran Uang dengan Barang dan Jasgapela.............. 137
4.1.1. Kantor Polisi: Aktivitas Melayani dan Wahdertukaran
(Kasus Pelayanan SKCK, SIM dan STNK).......................137
4.1.2. Kasus Pelayanan Pelapor di SPK, RPK dan.ldik.............. 147
4.2. Interaksi Polisi, Pengguna Jalan dan Pelantggkum:
Praktik Pertukaran Uang dengan Kemudahan dan Kanany........... 164
4.2.1. Tindakan Polisi: Faktor Kekuasaan dan Peaaafs
terhadap Hukum oleh Polisi di Lapangan.......................... 164
4.2.2. Kasus Penegakan Hukum oleh Polantas di Ralga............. 176
4.3. Catatan Reflektif Peneliti.............. e eeeeiiiiiieeiiiiiiiiieee 861
5. KESIMPULAN....oittiiiii et 191
5.1, KeSIMPUIAN.....uuuiiiiiiiii et ceeeee s e e e e e e e e e e e e e e eeaneenrenns 192
5.2. Implikasi dan Implementasi.............oeeeeeieeiiieeeeiiieeeeee 200

5.2.1. Implikasi Teoritis dan Metodologis
terhadap Disiplin ANtropologi.......cooooeeeeicoccciiiieeeeeeeeeiiiis 200
5.2.2. Implementasi Praktis dalam Pembuatan Kedjak.............. 203

DAFTAR REFERENSI
DAFTAR LAMPIRAN

Kebijakan dan kekuasaan..., Hendra Kurniawan, FISIP Ul, 2009



Bab 1

Gambar 1.1.

Bab 2

Tabel 2.1.
Tabel 2.2.
Tabel 2.3.
Tabel 2.4.
Tabel 2.5.

Gambar 2.1.
Gambar 2.2.
Gambar 2.3.
Gambar 2.4.

Bab 3

Tabel 3.1.

Bab 4

Tabel 4.1.
Tabel 4.2.

Gambar 4.1.
Gambar 4.2.
Gambar 4.3.
Gambar 4.4.
Gambar 4.5.

DAFTAR TABEL DAN GAMBAR

Alur Penelitian di Lapangan......cccccc..evvvviiiiiiiiiiiieiiieeeeeeeeee 33
Dat&rime Total Crime ClearancalanClearance Rate........... 46
Dat&rime TotaldanCrime CloCK......cc...ocooeveiiiiiiiiiiiiiiee, 47
DAat&rime TO@.....uuvueeeiiierieiiiiiee e 47
Data Korban Laka Lantas.............uuuueeeeoiineineeeeeeeeiieeeeeiiiiiiiens 48
Data Kerugian Materi Akibat Laka Lantas.............................. 48
Peta Wilayah Hukum Kepolisian ResordRep......................... 43
Data Situasi Kamtibmas (Kriminalitad<aBus)......................... 46
Permasalahan yang Dihadapi oleh Sadl&aires Depok........... 49
Rute Pengamanan Satlantas di RuasKiatamepok................ 49
Mekanisme Kerja Polsek dan Pospol dieBdbepok................ 103
Data Jumlah SKCK yang Dihasilkan dalatuSahun............. 140
Penggolongan Kerja Sentra Pelayananlisepo(SPK)........... 153
Proses Pengurusan SKCK Ideal......cccoeuuiiiiiiiiiiiiiiineiiiee, 139
Proses Pengurusan SKCK Faktual..............ccccevvvvvevivininnnnnns 139
Pelayanan Pelapor di SPK.......ccciieiiis 152
Proses Pelayanan Faktual terhadap K&DRT di RPK........ 158
Proses Penindakan Pelanggaran (Tidiadg)an Raya.............. 178

Kebijakan dan kekuasaan..., Hendra Kurniawan, FISIP Ul, 2009



Filename: Abstract.doc

Directory: C:\DOCUME~1\TOMY~1\MYDOCU~1\DISERT~1

Template: C:\Documents and Settings\T o m y\Appilica
Data\Microsoft\Templates\Normal.dotm

Title:

Subject:

Author: Hendra Kurniawan

Keywords:

Comments:

Creation Date: 11/29/2008 9:23:00 PM

Change Number: 24

Last Saved On: 12/14/2009 10:33:00 AM

Last Saved By: Tomy

Total Editing Time: 170 Minutes
Last Printed On: 12/23/2009 3:21:00 PM
As of Last Complete Printing
Number of Pages: 14
Number of Words: 2,927 (approx.)
Number of Characters: 16,686 (approx.)

Kebijakan dan kekuasaan..., Hendra Kurniawan, FISIP Ul, 2009



BAB 1
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Realitas pelayanan publik yang berlangsung di Ied@ntelah menjadi
topik pembahasan menarik yang telah banyak dikeli berbagai bidang kajian.
Kajian-kajian yang menaruh minat terhadap pembah&sgaik tersebut meliputi
bidang kajian administrasi dan kebijakan publikiitgodan ekonomi, sosial dan
budaya, serta sosiologi dan antropolb@ontoh dari berbagai kajian tersebut
salah satunya adalah kajian yang dilakukan oleruiasari (2005: 89-90) yang
memandang persoalan pelayanan publik dari sisidsgdan yang ditunjukkan oleh
adanya keleluasaan aparat dalam menjalankan swdtijakan tertentu yang
diberlakukan oleh pemerintah pusat. Kewenangan yiamgliki oleh organisasi
penyelenggara pelayanan yang bersumber dari pemtferipusat tersebut
membuatnya sulit untuk mengembangkan budaya dalsitieompetisi dengan
para penyelenggara pelayanan lainnya. Hal ini dika@kan bahwa keleluasaan
aparat di dalamnya didasarkan pada kekuasaan atavenkngan dalam
menjalankan kebijakan di berbagai wilayah tertamituk memenuhi kebutuhan
daerahnya sendiri. Kewenangan yang dimiliki oletarap ini pada akhirnya
dianggap kurang mampu mengembangkan inisiatif dalgnyelenggaraan
pelayanan publik di wilayahnya, terutama menyangkskresi yang diberikan

kepada para petugas di lapangan.

! Beberapa penelitian yang telah membahas topikliatsantara lain: (1) Penelitian yang
dilakukan oleh Effendi (1995) tentang pelayananligud Indonesia yang identik dengan biaya
tinggi (high-cost econon)y(2) Penelitian yang dilakukan oleh Purbokusu2@0§) tentang
pembengkakan biaya pelayanan di masing-masing isagibirokrasi publik; (3) Penelitian yang
dilakukan oleh Niels (1985 dalam Purwanto & Kumorob, 2005) tentang budaya pelayanan
birokrasi di Indonesia; serta (4) Penelitian yaitgkdikan oleh Kusumasari (2005) tentang
kekuasaan aparat di berbagai daerah atau wilay@intie di Indonesia dalam menjalankan
kebijakan pelayanan publik, dan masih banyak pgaeliainnya.

1 Universitas Indonesia
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Realitas kerja aparat di lapangan yang sesunggulsayah satunya
ditunjukkan oleh keberadaan para petugas Polantgalath raya yang kerap
menjadi sorotan publik. Hal tersebut disebabkai tileggkah laku serta tindakan
mereka yang secara umum dapat dilihat dari praktikiik pelayanan serta
penegakan hukum yang berlangsung di lapangan sg@esrgaturan lalu-lintas,
penindakan pelanggaran, penanggulangan kemacetata, Isantuan terhadap
korban kecelakaan di jalan raya yang tidak mengiketunjuk teknis dan
pelaksanaan (juknis/juklak) dari atasan merekajaKaparat ini membutuhkan
dukungan dari para atasan serta partisipasi dasyanakat sebagai wujud nyata
dari kerja kepolisian di mata masyarakat. Realifasg berlangsung tersebut
merupakan bagian dari fenomena pelayanan publilg ydapat dijumpai di

lapangan, khususnya di wilayah hukum kepolisianm&epok.

Berbicara tentang kerja aparat polisi, hal tersebatgantung pada
tindakan-tindakan yang diberikan oleh mereka kepadayarakat. Sementara,
baik-buruknya citra pelayanan yang diberikan olgharat polisi tersebut
bergantung pada tingkat kepuasan warga masyarakay perperan sebagai
penerima pelayanan mereka. Konsekwensi dari ma@storganisasi Polri, yaitu
“Polisi sebagai Penegak Hukum, Pelindung, Pengaydan Pelayanan
Masyarakat” memunculkan pertanyaan bahwa apakasi pada mewujudkannya
di lapangan? Berbagai krittk yang dialamatkan kepamtganisasi tersebut,
disikapi oleh para polisi sebagai kunci keberhasilsatuk memperbaiki citra
aparat di mata masyarakat. Fenomena yang dijumpapdngan menunjukkan
adanya upaya-upaya organisasi kepolisian untuk regrafki citra organisasi
mereka di mata publik. Sebagai contoh, upaya yaagukan oleh kepolisian ini
antara lain berupa pemasangan spanduk atau payafigt berisi slogan “Kami
Siap Melayani Anda” di wilayah terdepan untuk meminkan kesan bersahabat
bagi warga masyarakat yang hendak mencari perlgetun pelayanan dan
pertolongan dari aparat penegak hukum, atau beyepertiban aparat dan warga
sipil yang menjadi calo pembuatan Surat 1zin Meng@in(SIM) dan Surat Tanda
Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) yang telah menjsalah satu prioritas

dalam meningkatkan citra pelayanan kepolisian.
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Di luar upaya peningkatan citra pelayanan kepaligersebut di atas,
kenyataan di lapangan juga menunjukkan adanya sgbagrga yang merasa
lebih baik menemui calo atau petugas yang menawgdsa “extra” dari pada
berurusan langsung dengan para petugas di loket-M&anmin, atau berurusan
dengan para petugas di SPK untuk sekedar membp@atala kehilangan, atau
berurusan dengan para petugas di Satreskrim meskitdra mereka baru saja
menjadi korban kejahatan. Hal ini dikarenakan balsgbagian warga masih
merasa pelayanan yang diberikan oleh aparat tdrgbtasa belum maksimal.
Alasan yang demikian ini ditunjukkan oleh temuan taberapa lembaga survei
sebelumnya. Lembaga Survei Indonesia (LSI) salabnga mencatat bahwa
empat dari sepuluh warga (sekitar 36%) mengaku gberdiminta biaya
administrasi lebih tinggi dari biaya resmi yangtebitentukarf.Di samping hasil
survei tersebut, Komisi Ombudsman Nasional (KONjajumelaporkan hasil
temuannya yang menunjukkan bahwa lembaga kepolisiasih mendominasi
sejumlah keluhan warga masyarakat (sekitar 27,6098ng tertuju pada
lambannya kerja aparat, serta praktik suap yandarmpsung dalam proses
pemberian dan penerimaan barang dan jasa pelayanan.

? Penelitian yang dilakukan oleh Lembaga Survei hedia (LS!) pada 28 Juli sampai 2 Agustus
2005 memilih sekitar 1.396 orang penduduk dewa&2 dlirovinsi di seluruh Indonesia secara
acak untuk kemudian ditanyakan penilaian merekageai pengalaman berhubungan dengan
para petugas pelayanan di kantor polisi. Dalam tsditwn terakhir, hanya 21% yang mengaku
pernah berhubungan dengan kantor polisi untuk kepetertentu, sementara mayoritas (79%)
mengaku tidak pernah berurusan dengan kantor pdésiauan survei LSl mewakili
kecenderungan umum masyarakat Indonesia dengagin of errorsekitar +3% pada tingkat
kepercayaan 95%. Dalam laporannya tersebut, terdagtiar empat dari sepuluh anggota
masyarakat (36%) yang pernah berhubungan dengaor kgolisi dalam satu tahun belakangan ini
mengaku pernah mengalami hal semacam itu, mesfonites (58%) lainnya mengaku biaya
administrasi yang diminta sudah sesuai dengan ketemesmi. Pengalaman empat dari sepuluh
orang di atas tentunya tidak bisa dianggap sedi&iena hal ini menyebabkan sebagian warga
masyarakat lebih memilih untuk tidak berurusan @dengplisi dan lebih cenderung menghindar
darinya, atau mengeluarkan sejumlah “biaya ekst@at besarnya lebih besar dari ketentuan
resmi (Sumber: LSI, 2005).

% Penelitian yang dilakukan oleh Komisi Ombudsmasiblaal (KON) mencatat tuntutan warga
masyarakat terhadap kegiatan pelayanan di ingb@ngigak hukum sepanjang tahun 2005 sampai
dengan tahun 2007. KON menerima laporan warga malsya(sekitar 852 responden), dimana
sebagian di antaranya (27,60%) mengeluhkan pelayayaolisian, yang meliputi penundaan
pelayanan yang berlarut-larut (43%), penyimpangasgaur (14%), perbuatan melawan hukum
(8%), serta pembiaran keluhan dari warga masyaféka). Dalam catatan KON tersebut,
prosentase tanggapan instansi terhadap berbagaiketlari warga masyarakat selama dua tahun
terakhir mencapai angka tertinggi (73,3%). Namaggptahun 2007, aparat belum menanggapi
keluhan masyarakat (27,7%) (Sumber: KON, 2005-2007)
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Dalam praktik pemberian dan penerimaan barang daa pelayanan,
temuan dari survei tata pemerintahan dan desesasalyang diselenggarakan oleh
Universitas Gadjah Mada (UGM) bekerjasama dengankBBunia (2004)
mengungkapkan fakta bahwa dalam proses pembuatdn SKCK (dulunya
SKKB) dan surat-surat keterangan lainnya merupaaat-saat dimana warga
masyarakat (sekitar 36%) terpaksa harus membajyanisdn uang agar urusannya
cepat selesdiSementara, khusus untuk proses pembuatan SIMatecheriThe
Governance and Decentralization Indone&05) mencatat bahwa, meski secara
nasional rata-rata biaya resmi hanya Rp. 81.64Brmun pada kenyataannya
warga yang membutuhkan produk pelayanan tersebpakiga mengeluarkan
biaya extra (sekitar Rp. 176.000,- dan terkadarayabitersebut melambung
sampai Rp. 500.000,-) untuk setiap SIM yang dipnoya’

Berkenaan dengan isu di atas, saya mencoba mengasgaspenelitian
Dwilaksana (2005) di Polres Batang, yang mengunkgapbahwa tindakan
korupsi, kolusi dan nepotisme yang berlangsungegoksian merupakan budaya
organisasi yang memberi dampak pada citra polishalia masyarakat, terutama
dalam proses hubungan patron-klien yang dibangaarapolisi dengan warga
masyarakal. Di bagian yang lebih khusus, ia menegaskan bahola-pola
pemolisian yang terbentuk merupakan produk yanggahempengaruhi secara

timbal balik antara polisi dengan corak masyarakat kebudayaannya. Dalam

* Penelitian yang dilakukan oleh UGM dan Bank Dunngumpulkan pendapat umum dari

1.920 responden yang berada di 32 kabupaten/kateeiSni menyebutkan bahwa lebih dari 36%
responden terpaksa membayar “suap” untuk mendapptdayanan tersebut (Sumber: UGM-
World Bank, 2004).

® Hasil survei GDS Indonesia yang dilansir pada 2005 menyimpulkan bahwa secara umum
tidak ada peningkatan atau sesuatu yang baru datiang pelayanan kepolisian kepada
masyarakat dengan menunjukkan separuh respond#) &g menyatakan tidak adanya
pelayanan kepolisian yang mengalami peningkatamf@u GDS Indonesia, 2005).

® Dwilaksana (2005) menyatakan bahwa budaya yangaissekarang berlangsung di lingkungan
kepolisian yang ditelitinya, pada dasarnya jugdalker di kalangan masyarakat pada umumnya,
sehingga, pola-pola hubungan serta pola-pola psianliyang berlangsung di lapangan memiliki
ketergantungan timbal balik, baik antar sesamagastunaupun antara petugas dengan warga
masyarakatnya. Pola-pola tersebut mempengarutasidebijakan yang dibuat oleh petugas dan
yang diimplementasikan kepada masyarakat secam R@la-pola yang dijalankan oleh para
petugas dalam pemolisian masyarakat ini juga meggrehi kondisi masyarakat lainnya. Untuk
melindungi atau menjaga warga masyarakat, polishenkikan adanya aturan, hukum, maupun
norma-norma yang menunjukkan kesiapan para polaiand bekerja, terutama dalam
melaksanakan produktivitasnya.
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pandangannya, hubungan polisi dan masyarakat admlbbingan yang saling
mempengaruhi dan menyesuaikan di antara merekainggeh pola-pola

pemolisiannya pun bervariasi antara satu masyadekajan masyarakat lainnya.
Pola-pola pemolisian ini merupakan tindakan beryalag berasal dari kebijakan
organisasi atau yang dihasilkan dari petunjuk ®kman pelaksanaan
(uklak/juknis) yang diinterpretasi oleh para polt kesatuan masing-masing

kedalam strategi-strategi pemolisian mereka.

Beberapa hasil penelitian yang mencoba membahdisasepelayanan
publik di atas dilakukan dalam beragam cara pandes@ mengkaji, serta cara
menganalisis yang berbeda-beda sebagai konsekdemsnekanisme kerja ilmu
pengetahuan yang menganut ketaatan pada teori eladoiogi. Meski demikian,
harus diakui bahwa beragam cara pandang sertanearganalisis realitas sosial
tersebut merupakan cara-cara ilmu pengetahuan datefahirkan obyek
pengetahuan baru dalam mengakumulasi bentuk-benfakmasi atau temuan
data empirik di lapangan, yang untuk kemudian dei@n secara teoritis dan

metodologis oleh para penelitinya.

Penelitian yang saya lakukan di sini adalah dimdkan untuk
memperkenalkan cara pandang antropologi dalam nmaangriberbagai persoalan
yang muncul dari berlangsungnya kegiatan pelaygmalik dan penegakan
hukum oleh aparat kepolisian, dengan cara meliln@ntka hubungan para
pelaku dalam kegiatan tersebut. Pemikiran ini memap saya untuk menelusuri
beberapa sumbangan pemikiran dari para ahli ilmgsiakoterutama dari para
antropolog dalam menganalisis hubungan-hubungaal stisantara para pelaku
yang saling berkaitan antara satu dengan yangyainkdapun yang terpenting
dalam kajian ini bukanlah terfokus pada baik atamuknya pelayanan yang
diberikan oleh aparat atau yang diterima oleh wamggsyarakat, melainkan
bagaimana peneliti memandang persoalan baik atawkiya pemberian
pelayanan tersebut dalam konteks hubungan antarassadengan berbagai isu
lainnya, serta bagaimana peneliti melihat berlangsya proses tersebut. Proses

yang dimaksudkan di sini tidak hanya terbatas pestiatan manajemen para
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pembuat kebijakan tertulis yang dimulai dari peegra@n untuk mencapai tujuan
organisasi, tetapi juga dapat berupa sesuatu yanguing pada pengambilan

keputusan atau pembuatan kebijakan tertentu dntgpa

Pelaksanaan aturan dan kebijakan serta perintamtgteryang berasal dari
para atasan di kepolisian setempat yang dibahasidmeliputi: (1) bagaimana
para petugas di lapangan menginterpretasi atuednjakan dan perintah atasan,
sekaligus merespons berbagai keluhan yang datangvdeganya sendiri dalam
upaya memperbaiki citra organisasi kepolisian?; lj2gaimana aturan dan
kebijakan tersebut dikomunikasikan melalui pengapgik bahasa-bahasa yang
menunjukkan kesiapan aparat dalam hal pelayanapel@@gakan hukum?; serta
(3) seperti apa hubungan-hubungan yang dijalinrar@@arat polisi dan warga

masyarakat melalui program kerja mereka?

Berbagai persoalan tersebut di atas jika dilihat Hadua belah pihak,
maka dari sisi aparat, kebijakan dipandang sebagauatu yang diturunkan
melalui serangkaian petunjuk teknis dan pelaksangaklak/juknis) yang
diberlakukan di kalangan internal organisasi, aebagai prinsip-prinsip yang
memandu quiding principle$ tingkah laku dan tindakan mereka terhadap publik.
Sementara, dari sisi masyarakat, yang terpentirgj beereka adalah adanya
standar kebijakan yang menjabarkan apa-apa yangadidmaknya, siapa-siapa
yang mendapatkannya, serta apa persyaratan damkbgat Oleh karena
keyakinan yang berkembang menunjuk pada opini babteaitas kebijakan
merupakan keinginan penguasa semata, maka kebijgkagmn mengikat antara
aparat dan warga masyarakat menjadi sangat suilik wlijalankan. Sebab, suatu
kebijakan akan dipandang efektif jika menyangkutapgkat hukum berupa
peraturan perundang-undangan agar dapat diketaralikpmengenai apa-apa
yang telah diputuskan, struktur pelaksana dan pgyabnnya, serta mekanisme
yang memungkinkan publik mengetahui apakah suatbijakan dalam

pelaksanaannya mengalami penyimpangan atau tidak.
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Kemudian, selanjutnya saya menyoroti isu ketiddkadi yang
berhubungan dengan pelaksanaan kebijakan danwstikéituasaan di atas dengan
cara melihat perlakuan para petugas di lapanghadaep para pengguna jasa dan
pelapor yang datang ke kantor polisi, atau penggalaa dan pelanggar hukum di
jalan raya berdasarkan hubungan atau status sgmlaebagai contoh, adanya
kalangan polisi yang mengeluarkan surat tilang haoptuk sebagian kecil
pelanggar, tetapi membuat kebijakan sendiri dingpa dengan cara meloloskan
sebagian lainnya untuk menghindari kemacetan. Sefyam dengan ini,
disinyalir bahwa tindakan yang berbeda tersebuktisaja dikarenakan bahwa
para pelanggar akan memberi “uang pelicin” atamntidedamai” kepada petugas,
tetapi juga karena petugas tersebut mempertimbangfiedius sosial mereka, dan
para petugas lapangan inilah yang umumnya enggeradepan dengan para
pelanggar hukum yang berstatus sosial lebih tinggerti perwira di atasnya, atau
pejabat penting, atau pengusaha kaya (Muhamma8; 899

Menyangkut hubungan-hubungan sosial yang diwarni@h omotif
penggunaan uang untuk mendapatkan kemudahan dergdeean sanksi, atau
keuntungan lain berupa barang dan jasa pelayaag Yelmh cepat, saya
memasukkan wacana pertukaran sosial yang menjadeitisnya. Karena itu,
dalam menganalisis hubungan-hubungan sosial yaagsaya dipengaruhi oleh
perspektif pertukaran yang melihat hubungan inwrgkng berlangsung dalam
aktivitas memberi dan menerima pelayanan, terutpel@ayanan yang diberikan
langsung oleh para polisi, dengan argumentasi b&ewnatunganréward) yang
didapat dari adanya proses pertukaran sosial makinai sebagai hasil interaksi
timbal balik di antara masing-masing pihak. Hubumbabungan tersebut
meliputi: (1) hubungan antara sesama petugas pelayai kepolisian yang
bersama-sama melakukan tugasnya, serta menyelesmkiaagai masalah sosial
yang muncul di lingkungannya; dan (2) hubunganranp@ara petugas pelayanan

di kepolisian dengan warga masyarakat, yang bempsedagai pengguna jasa

"Henley dan Freeman (1975) mengamati interaksaksebagai medan pertempuran bagi
kekuasaan, dimana interaksi satu sama lain meropea paling lumrah dalam kontrol sosial
yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok g@amg merasa superior terhadap orang lain
atau kelompok lain yang dipandang inferior.
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kepolisan, mitra kerja polisi, serta petugas pelayadari dinas lain, dimana
permasalahan yang dihadapi oleh masing-masing Yemgangkutan berbeda
tujuan dan kepentingannya dengan yang dikehenditi pihak kepolisian,
sehingga satu sama lain saling mempengaruhi damlomenasi berbagai aspek

kehidupan masyarakat, atau sebaliknya.

Meski hubungan-hubungan sosial yang diteliti dii giga mencakup
hubungan antara sesama petugas pelayanan, baik baragal dari dinas
kepolisian maupun yang berasal dari dinas lain HMB/DLLAJ), namun yang
menjadi fokus pengamatan lebih mendalam terhaddpngsungnya hubungan-
hubungan tersebut tertuju pada hubungan antaraatagzolisi dan warga
masyarakat dengan alasan bahwa hubungan yang mieaekgan lebih banyak
menyajikan keuntungan serta kemudahan lain dadappayang dipertukarkan
oleh para petugas kepada masyarakat, atau bahBalikega. Dalam membahas
hubungan antara aparat polisi dan warga masyarakgfh berusaha melihat
hubungan-hubungan sosial yang dibangun di antareekae Di sini, saya
mengkategorikan kegiatan kepolisian yang ada dik&ah Polres, Polsek dan
Pospol (baik staf polisi yang bekerja di kantoruaf@os maupun petugas di
lapangan seperti Polisi Bimmas dan Polantas) ddlermteraksi dengan warga
masyarakat binaannya yang menekankan pada pengirigrbpungan mikro yang
bercorak antar pribadi. Oleh karena berbagai kagiakepolisian tersebut
mengarah pada hubungan interaksi timbal balik antaparat dan warga
masyarakatnya, serta kegiatan-kegiatan lain yangnbeg peluang bagi
terjalinnya jaringan hubungan sosial yang salingngo@tungkan di antara

mereka, maka proses-proses tersebutlah yang selgajdianalisis.

Analisis terhadap realitas tersebut dapat diteluspada pola-pola
hubungan para pelaku yang berkuasa dalam membbigiken di lapangan, atau
yang mampu membedakan barang-barang dan jasagaspdybutuhkan, serta
keuntungan dan kemudahan yang dihasilkan dari hgdsutersebut. Pola-pola
hubungan semacam ini dapat dikategorikan sebaganaauntuk menjamin

keberlangsungan hubungan sosial di antara paraybkrupa keuntungan yang
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didapat oleh para petugas, atau kemudahan yangnditeleh para pengguna
jasa, atau keringanan sanksi bagi para pelangdamhaengan cara melakukan
transaksi dan negosiasi dengan para petugas. Blaldgrsebut dapat dipandang
sebagai pola hubungan yang mengarah pada sikayy ¢along-menolong atau

saling membantu, terutama dalam tukar-menukar gatan jasa pelayanan.

Persoalan yang muncul selanjutnya adalah bagairapaeat menyikapi
hukum dan aturan sekaligus menyerap opini pubbkiaskebijakan seperti apa
yang dianggap dapat memuaskan tiap-tiap pelakk, deii kalangan petugas,
mitra kerja kepolisian, pengguna jasa, atau pelanggkum yang berasal dari
kalangan warga setempat? Jawaban sementara aaalpartersebut dapat dilihat
dari upaya para pemimpin organisasi di kepolisialam salah satu kebijakannya
yang memberdayakan mitra kerja kepolisian untukkdraounikasi dengan
masyarakat, atau upaya mereka dalam menampung ilaingnasyarakat,
sekaligus bagaimana mereka melakukan cara-caradasl menjelaskan kepada
khalayak soal mengapa keinginan warga masyaratalk tlapat dipenuhi, atau
mengapa yang berjalan justru malah sebaliknya,u yamiasyarakat sebagai
pemberi pelayanan dan aparat sebagai penerimaapelay

Pada awalnya, kajian mengenai keberadaan suatanafiau kebijakan
yang berlaku di masyarakat ini diawali oleh diskiisa antropolog ternama, yaitu
Radcliffe-Brown dan Malinowski yang memberikan pangan masing-masing
mengenai hal tersebut. Dalam pandangan RadcliibevBr hukum, aturan, dan
kebijakan merupakan sistem pengendalian sosial y@agya muncul dalam
kehidupan masyarakat (yang berada dalam suatu bangoegara). Hal ini
dikarenakan bahwa hanya dalam suatu organisasil 3@sig lebih besar seperti
negara terdapat pranata-pranata seperti polisgguoi#ian, penjara, dan lain-lain
sebagai alat-alat negara yang mutlak harus ad& uménjaga keteraturan sosial
dalam masyarakat. Ketertiban sosial dalam suatyarnasat ini dapat diatur dan
dijaga oleh tradisi-tradisi yang akan ditaati oggtiap anggota warga masyarakat
secara otomatis-spontanauomatic-spontaneous submission to tradition

Sementara, Malinowski berpendapat bahwa hukumamtudan kebijakan tidak

9 Universitas Indonesia
Kebijakan dan kekuasaan..., Hendra Kurniawan, FISIP Ul, 2009



semata-mata terdapat dalam masyarakat yang tersagaroleh suatu negara,
melainkan sebagai sarana pengendali sotghl orde) yang terdapat dalam

setiap bentuk masyarakat.

Hukum dalam kehidupan masyarakat, menurutnya, yustkan ditaati
karena adanya tradisi ketaatan yang bersifat oterspbntan (seperti yang
dikatakan oleh Radcliffe-Brown), melainkan lebitkatienakan adanya prinsip
timbal balik @rinciple of reciprocity dan prinsip publisitagpfinciple of publicity
yang mengendalikannya (Nader, 1965: 4-5; Koentjagmat, 1989: 28-9; dan
Moore, 1978: 218-223). Sebagai contoh, sistem kar&m sosial yang
berkembang dalam masyarakat Trobriand menjadi genhgosial dan daya
dinamis yang berfungsi untuk: (1) menggerakkan dugben ekonomi dan sosial
masyarakat melalui prinsip resiprositas atau tinadik dalam bentuk pertukaran
benda dan jasa tenaga; (2) menggerakkan hubundmamgan ekonomi,
pertukaran jasa antar kerabat; (3) menggerakkardiean kekerabatan, sistem
pertukaran mas kawin; serta (4) menggerakkan huyuagtar kelompok dalam
bentuk upacara-upacara yang berlangsung dalam ugmd bersama (Nader,
1965; Koentjaraningrat, 1989; dan Moore, 1978).

Pandangan dari kedua antropolog di atas memberb@am bahwa jika
suatu hukum, aturan, atau kebijakan diberi pereyestang sempit (hanya sebagai
sistem pengendalian sosial yang diciptakan oleliéga legislatif dan diterapkan
oleh aparat penegak hukum seperti polisi, hakikggaatau sipir penjara), maka
masyarakat-masyarakat sederhana yang tidak teisagardapat dikategorikan
sebagai masyarakat yang tidak memiliki aturan atatum. Tetapi, jika hukum,
aturan, atau kebijakan tersebut diberi pengertemgyebih luas (sebagai proses-
proses pengendalian sosial yang didasarkan padssipriresiprositas dan
publisitas dalam berbagai kehidupan masyarakafjareamua bentuk masyarakat
(betapapun sederhananya) akan memiliki aturan dabemtuk mekanisme-
mekanisme yang diciptakan oleh mereka untuk merkageraturan atau sarana
pengendalian sosial (Nader, 1965: 4; Pospisil, 1967Bohannan, 1967: 48).
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Wacana antropologis mengenai hukum, aturan, danjakah dalam
perkembangan selanjutnya, memperoleh elaborasi ki@angan antropolog
lainnya. Konsep timbal balik yang dikemukakan diéslinowski mendapat kritik
dari Bohannan (1967: 45-9), yang pada pokoknya wmta@kgn bahwa prinsip
resiprositas yang dimaksudkan oleh Malinowski banaaida basis kebiasaan yang
digunakan oleh masyarakat sebagai sarana untukageerketeraturan sosial.
Kritik yang sama juga datang dari Pospisil (1979:93), yang menyatakan
bahwa suatu proses timbal balik pada dasarnyaladatavitas kebudayaan yang
memiliki fungsi sebagai alat untuk menjaga keteeatisosial atau sebagai sarana
pengendali sosial dalam masyarakat.

Untuk membedakan suatu peraturan dengan norma-ramgang sama-
sama memiliki fungsi sebagai sarana pengendalalsdailam masyarakat, maka
suatu penegakan hukum salah satunya dicirikan dekgaeradaan polisi di
tengah masyarak&toleh karenpenegakan suatu hukum cenderung mengabaikan
kemajemukan sosial dan budaya dalam masyarakaiasek di dalamnya norma-
norma lokal yang dianut oleh warga dalam bermakgardan berkebudayaan,
maka pemberlakuan penegakan hukum dalam suatu kiamumasyarakat yang
memiliki kemajemukan sosial dan budaya menjaditsuiituk diterapkan
(Griffiths, 1986 4-12}.

8 Pospisil (1971) menyebutkan bahwa, sebagai penbgikm, polisi memiliki empat atribut
penegakan hukum, yaitu: (1) atribut otoritaftr{pute of authority, yaitu peraturan hukum yang
merupakan keputusan-keputusan dari para pemegaritagtuntuk menyelesaikan sengketa atau
ketegangan sosial dalam masyarakat, dikarenakdn adanya ancaman terhadap keselamatan
warga masyarakat, keselamatan pemegang otoritasantaman terhadap kepentingan umum; (2)
atribut yang dimaksudkan untuk diaplikasikan secari@ersal éttribut of intention of universal
application), yaitu keputusan-keputusan dari pemegang otaé@hagai keputusan-keputusan yang
diaplikasikan terhadap peristiwa-peristiwa yang &asecara universal; (3) atribut obligasio
(attribute of obligati9, yaitu keputusan-keputusan dari pemegang otoydag mengandung suatu
pernyataan bahwa pihak pertama memiliki hak untekagih sesuatu dari pihak kedua, dan pihak
kedua mempunyai kewajiban untuk memenuhi hak pibaktama tersebut sepanjang mereka
masih hidup; dan (4) atribut sanksitt(ibute of sanctio)) yaitu keputusan-keputusan dari pihak
pemegang otoritas yang disertai dengan penjatudnaisissanksi, baik berupa sanksi yang bersifat
fisik seperti hukuman badan dan penyitaan hartadeatau sanksi non-fisik seperti dipermalukan
di depan orang banyak, diasingkan dari pergaulaialsalibuat menjadi ketakutan, dan lain-lain.

° Basis peraturan hukum adalah norma-norma sosialndrma-norma sosial akan berubah
menjadi norma hukum apabila setiap pelanggaramatasa sosial tersebut dijatuhi sanksi
berdasarkan keputusan pemegang otoritas yang eibeenang khusus untuk menjatuhkan

sanksi tersebut (Hoebel, 1954: 28).
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Jika dihubungkan dengan konsep resiprositas yakgndikakan oleh
Malinowski sebelumnya, maka suatu peraturan dapairtikhn sebagai
seperangkat kewajiban yang dipandang sebagai hakawmasyarakat dan
kewajiban bagi warga masyarakat lainnya, yang tead#lembagakan ulang
menjadi suatu kebijakan (Bohannan, 1967: 45-9).eHKaritu, terciptanya suatu
kebijakan @uiding principle$ pada dasarnya bertujuan untuk memperjelas hak
dan kewajiban aparat dan warganya, agar aspek-&spakupan di antara mereka
dapat secara terus-menerus berlangsung dan bearimetmui keteraturan yang

dikendalikan oleh orang-orang yang bekerja pad#uss penegakan hukum.

Dalam memahami keberadaan suatu hukum atau pesssasuatu
kebijakan di masyarakat, saya merujuk kepada garamatropologi hukum yang
mempelajari hukum, aturan dan kebijakan bukan sesemata sebagai produk
dari logika seseorang atau sekelompok orang yafogndilasikan dalam bentuk
peraturan atau undang-undang, melainkan sebagiatinaku sosial serta produk
interaksi sosial yang mencakup proses kehiduparyaragt: ‘Anthropologist
have focussed upon micro processes of legal aarah interaction, they have
made the universal fact of legal pluralism a cehei@ment in the understanding
of the working of law in society, and they havef-eehsciously adopted a
comparative and historical approach and drawn thecessary conceptual and
theoritical conclusion from this choit€Griffiths, 1986: 2).

Llewellyn & Hoebel (1941) dan Hoebel (1954) mempaia hukum,
aturan, dan kebijakan sebagai bagian yang intedsali kebudayaan secara
keseluruhan. Pospisil (1971) juga mempelajari kddain atau aturan perundang-
undangan tertentu sebagai produk dari interaksialsgang dipengaruhi oleh
aspek-aspek kebudayaan, serta aspek-aspek lami gk, ekonomi, ideologi,
religi, dan lain-lain. Lebih dari itu, Moore (1978pempelajari hukum dan
kebijakan sebagai proses sosial yang berlangsulagndeehidupan masyarakat.
Hukum, aturan dan kebijakan dalam perspektif amiagp bukan semata-mata
berwujud peraturan perundang-undangan yang di@ptakeh negara, tetapi juga

berwujud peraturan-peraturan lokal yang bersumlaer sbatu kebiasaan yang
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berlaku dalam masyarakat, termasuk pula di dalammg&anisme-mekansime
pengaturan kehidupan masyarakat yang berfungsigaelsarana pengendali

sosial atau$ocial control.

Inti dari pembicaraan di atas menerangkan bahwandaperspektif
antropologi hukum, aturan dan kebijakan merupakaodyk dari aktivitas
kebudayaan yang berfungsi sebagai pemandu prigipyproagi seseorang, atau
sarana pengendali, atau alat untuk menjaga ketaratlalam masyarakat. Aturan
dan kebijakan tersebut dipelajari sebagai bagiarg yategral dari kebudayaan
secara keseluruhan, dan bukan sebagai suatu snsittnom yang terpisah dari
segi-segi kebudayaan yang lain (Pospisil, 1971: Jadi, untuk memahami
aktivitas pertukaran yang menempatkan hukum, atpeanndang-undangan, atau
kebijakan penguasa kedalam struktur dan kultur arakatnya, maka harus
dipahami terlebih dahulu mengenai kehidupan sodaidaya, politik, dan

ekonomi secara keseluruhan dari masyarakat yaelifidit

Dari wacana serta isu-isu yang melatarbelakangiilpgan tersebut di
atas, saya mencoba melihat bekerjanya kekuasaam gabses pembuatan serta
pelaksanaan kebijakan pelayanan publik dan penaghkkum sebagai proses
pertukaran posisi, yaitu antara polisi (sebagai s pelayanan sekaligus
penegak hukum) dan masyarakat (sebagai penerinegygpeln atau pelanggar
hukum). Sehubungan dengan ini, Schutz (1962: 23)ystmit proses pertukaran
yang demikian ini dengan istilatine reciprocity of motivés yaitu motif-motif
yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok daexhgdap orang lain atau
masyarakat luas berupa pertukaran di antara pdekuyeang terlibat, yang
didasari oleh ketergantungan secara timbal baltaransatu dengan yang lain
dalam bentuk antar tindakan (interaksi) yang dikaku Meski yang terjadi di
lapangan bisa sebaliknya, namun setidaknya upagabigt dapat dikategorikan
sebagai strategi organisasi dalam memperbaiki @rganisasi sekaligus citra para
anggotanya yang ditempatkan di lapangan. Karena ptoses pertukaran
semacam inilah yang kemudian hendak diteliti d&ajdiebih lanjut.
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1.2. Masalah Pendlitian

Penelitian ini menyoroti dinamika hubungan poliandnasyarakat dalam
proses pertukaran sosial, terutama yang berlangdatagn kegiatan pelayanan
publik dan penegakan hukum di wilayah kepolisissoreDepok’’ Lebih khusus,
penelitian ini mengkaji bagaimana realitas hubungasial antara polisi dan
masyarakat (yang ditunjukkan oleh adanya aktivitesmberi dan menerima
barang dan jasa pelayanan) tersebut memberi psaetarhadap kebijakan yang
dibuat oleh para petugas di lapangan, untuk kemudisituasikan dalam relasi
kekuasaan dengan pihak-pihak yang terlibat. Magsalasalah yang muncul dari
tindakan para polisi yang bertugas di bagian tadgjpara pelaksana sekaligus
pembuat kebijakan di lapangan, sebagai fokus),jidilemgan cara menjelaskan
refleksi dari tindakan mereka berupa interaksi denwarga masyarakat yang
terdiri dari para pengguna jasa, pelapor, penggalaa, serta pelanggar hukum,
dimana hubungan tersebut juga terjadi dalam konkekgakan dan kekuasaan
yang melibatkan peran polisi dengan mitra kerjaingak dari dinas lain maupun

yang berasal dari warga masyarakat.

Untuk bisa diteliti, saya merumuskan permasalaharatds kedalam
beberapa pertanyaan penelitian yang lebih operasigmitu: (1) Bagaimana
memahami realitas hubungan-hubungan sosial yangsitkan dari kegiatan
pelayanan publik dan penegakan hukum oleh kepofisi§2) Apa saja yang
dipertukarkan oleh para pelaku untuk menjalin hglaum) meraih kekuasaan, serta
mendapatkan kemudahan dan keuntungan lain yangpatiddari kegiatan
tersebut?; (3) Berkenaan dengan kebijakan yangatidan dinterpretasi oleh para
polisi di lapangan: (a) Kebijakan apa saja yangyadiakan akses keadilan bagi
warga masyarakat, bahkan bagi polisi sendiri? bé@maimana kebijakan diskresi
merefleksikan kekuasaan polisi di lapangan?; damApa implikasi teoritis dan
implementasi praktis dari kajian ini, terutama ydogrkenaan dengan analisis

mengenai relasi kekuasaan?

19 Alasan mengenai mengapa penelitian ini dilakukiafoda Depok dapat dilihat pada bagian
yang membahas pemilihan lokasi dan metode pemelé@angan.
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1.3.  Tujuan Pendlitian

Penelitian ini dimaksudkan untuk menjelaskan fenmnédwubungan-
hubungan sosial yang berlangsung dalam kegiatamaygehn publik dan
penegakan hukum di wilayah kepolisian resor Depddmngan tujuan untuk
mendalami dan memahami proses terjalinnya hubuhghongan tersebut.
Melalui studi-studi mengenai sistem pengendalian Heteraturan sosial yang
terdapat pada masyarakat yang diteliti, penelimanmencoba menggambarkan
pengalaman para pelaku/aktor, serta memahami ppoesss yang berlangsung
di lapangan. Untuk itu, kajian ini memperlakukamgpektif resiprositas sebagai
cara pandang yang dinamis agar fenomena yang herhab dengan kebijakan

dan kekuasaan ini dapat dijelaskan.

Secara umum, penelitian ini diharapkan bermanfaatrs teoritis dan
metodologis bagi perkembangan teori-teori dalaniplitisantropologi. Adapun
teori pertukaran sosial yang saya bahas di sinardgkan dapat memberi
kontribusi yang bermakna dalam mengembangkan komesfprositas yang
menyangkut persoalan pemberian dan penerimaarasaodal balik. Di samping
itu, hasil penelitian ini dapat diimplementasikatara praktis dalam manajemen
pelayanan publik, baik bagi instansi kepolisian pau instansi lain yang
mengurusi bidang pelayanan publik, hukum dan kkéia

Lebih khusus, penelitian ini diharapkan dapat mempenjelasan bagi
berlangsungnya proses-proses dalam kegiatan pelayaublik dan penegakan
hukum, serta pemahaman terhadap peran dan posiai pelaku dalam
membangun hubungan-hubungan sosial di antara metetkkaama pada aspek
pengkajian suatu kebijakan yang menyangkut kehidapang banyak. Penegasan
ini dipandang perlu bagi para pelaku di kepolisigajk bagi para pembuat
kebijakan di tingkat manajerial maupun para pemggeekuasaan di tingkat
lapangan, untuk mengimplementasikan program kegj&eglalam tindakan nyata
yang bukan sekedar slogan.
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1.4. Tinjauan Teori

Pada bagian ini saya mencoba menjelaskan landasgpikib atau
kerangka konseptual yang berbasis pada teori meeoksosial, terutama dalam
membahas hubungan interaksi timbal balik di anfmea pelaku/aktor. Dalam
melihat proses serta praktik-praktik yang berlangsudi lapangan, saya
menggunakan konsep resiprositas sebagai sasargkajian dalam disertasi ift.
Adapun konsep-konsep penting lainnya, baik se&matis maupun praktis, yang
dicantumkan di sini seperti konsep kebijakan, kekaa, interaksi, tindakan, dan
lain-lainnya adalah sebagai reflektif dari sisteemgertian konsep-konsep yang
sangat luas untuk dikaji, yang satu sama lain gdderhubungan antara konsep-

konsep tersebut dengan konsep yang pertama.

Menyangkut proses pertukaran sosial yang berlamgsiatam hubungan
polisi dan masyarakat di lapangan, saya mencobaumugédkan jaringan
hubungan-hubungan sosial antara polisi dan masy@irglang salah satunya
didasarkan pada penggunaan uang atau hadiah). Meskes terbentuknya
hubungan-hubungan tersebut tidak selamanya didasgr&da penggunaan uang
atau hadiah (ada juga yang didasarkan pada kepemcalpyalitas dan dedikasi),
namun kesemua proses tersebut pada hakikatnyadigpkingkan sebagai upaya
para pelaku yang bertujuan untuk mengenalkan llevel simbolik dari tindakan
mereka dengan kompleksitas sosial masyarakat bigaamelalui aktivitas
memberi dan menerima barang dan jasa pelayananmsregakan hukum untuk

1 Jary & Jary (1991) menyebut resiprositeiprocity) sebagai suatu ketetapan atau hubungan
antara dua orang atau kelompok, dimana di dalarergapat tindakan saling menguntungkan,
yaitu memberi dan meneringa state or relationship between two parties ongs in which there
is mutual action, giving and takingResiprositas juga sering disebut-sebut sebagaiukaran
pemberian” §ift exchanggdan “pertalian pemberiangift relationship yang masing-masing
memiliki pengertian sebagai hubungan timbal badiki gertukaran barang dan jasa pelaya@aan
reciprocal relationship of exchanging goods andvgssg. Barnard & Spencer (1996: 619)
mengartikan resiprositas sebagai kewajiban perankgang saling menguntungkan, atau praktik
yang mengikat hubungan antara satu dengan yangy&isementara itu, Sahlins (1972)
membedakan tiga tipe resiprositas dalam pengeyéiag lebih luas, yaitu: (I9eneralized
reciprocity yang mencakup pemberian tanpa harapan pengembpaligndihubungkan dengan
keluarga; (2palanced reciprocityang mencakup pertukaran nilai yang setara dramtang-
orang, yang dihubungkan dengan komunitas; dand@ative reciprocityyang mencakup kegiatan
ekonomi di antara orang-orang yang mencari peralelau keuntungan tambahan dengan
menggunakan biaya lain dalam mencapai maksud tsgunnya.
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melegalkan pertukaran di antara mereka sebagakseftiari tindakan mereka di
lapangan. Di sini, lebih tegasnya saya melukiskangusebagai sesuatu yang
berperan penting dalam proses perkembangan kogputisi dan masyarakat,
yang ditandai oleh pengutamaan penghitungan rdsibeeupa keuntungan
individual yang telah menjadi agen dalam mendorprases perubahan corak
masyarakat dan kebudayaannya. Artinya, uang datanrteks ini dapat dipandang
sebagai sesuatu yang mentransformasikan objek-obj@k makna-makna
intrinsiknya untuk berfungsi sebagai unsur-unsulamawacana kultural yang
terbebas dari cita rasa individu atau kelompok yaada dasarnya adalah berupa
pemberian yang dimaksudkan sebagai ungkapan rassat&asih dari warga
masyarakat yang merasa telah dibantu, ditolongrdkemudahan, atau bahkan
diringankan oleh para polisi di lapangan dari sahk&kum atas pelanggaran yang

dilakukannya.

Dari kasus-kasus yang ditemukan di lapangan (s@baga yang dibahas
pada bab 3 dan 4), saya mencoba menganalisa pekalagalahan dari apa yang
sebenarnya dipersoalkan oleh para pelaku yandodertlalam kegiatan yang
diamati, yaitu yang salah satunya ditunjukkan gdena polisi yang bertugas di
Pospol Terminal dan mitra kerjanya yang bertugafapdinas lain (DLLAJ) di
kawasan Terminal Depok. Masalah hubungan sosia ganurut mereka kurang
harmonis pada kenyataannya dapat diselesaikan migregtukaran uang dan jasa
pengamanan, yaitu berupa pemberian “uang lelah’vamiga yang bersangkutan
kepada kedua belah pihak yang saling berhadapark unéndapatkan jaminan
keamanan dari mereka. Sebagai contoh kasus, patlébedangsungnya acara
“Silaturahmi Paguyuban Ganto Minang Sepakat” yarepggelar acara hiburan
organ tunggal di kawasan terminal Depok, wargasd@adang yang secara tidak
langsung memiliki hubungan kekerabatan dengan jpettagas DLLAJ sekaligus
juga hubungan pertemanan dengan para polisi di dPoSprminal Depok,
membuat kesepakatan-kesepakatan yang berujungpeederian uang kepada

kedua belah pihak.
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Kategori hubungan timbal balik selanjutnya yangajugjbahas di sini
adalah interaksi polisi dengan mitra kerja kepahisyang berasal dari warga
masyarakat, baik yang didasarkan pada penggunaagihaaliah maupun yang
didasarkan pada kekuasaan yang hendak diraih Sepegangkat dasarnya,
terutama yang menyangkut kebijakan organisasi datembangun kemitraan.
Bagi seorang polisi, profesionalisme tidak dapd¢pdiskan dari apa-apa yang
merupakan tugas pokok kepolisian, yaitu penegakakurh sekaligus juga
bermitra dengan masyarakat. Jika dilihat dari ppgda warga masyarakat, hal
ini mengacu pada dua fungsi polisi, yaitu sebagaiegak hukum dan penyelesai
masalah. Penjelasan ambivalensi masyarakat terhmalizp ini dapat dilanjutkan

pembahasannya pada hubungan polisi dan masyarakat.

Adapun pendekatan polisi yang tidak didasari olemggunaan uang,
terutama dalam praktik penegakan hukum misalnyéokies pada peran polisi
yang secara persuasif mengajak warga binaanny& amémbantu polisi dalam
mengendalikan kejahatan, memberi kesaksian dalawyigkan kejahatan, serta
melaporkan adanya orang-orang yang mencurigakahingkungan mereka.
Sementara, pendekatan polisi pada penyelesaianlanakbih terfokus pada
hubungan timbal balik yang dibangun oleh polisigieenmitra kerja mereka untuk
saling mempercayai satu sama lain. Sebagai com@atia saat polisi mencari
informasi, maka sifatnya adalah timbal balkutual dependence and exchange
bukan semata-mata sebagai kegiatan intelijen ataarse. Jadi, strategi yang
dicanangkan oleh polisi dalam pemolisian masyarailgth satunya dapat dilihat
sebagai pendekatan penyelesaian masalah, yangingserslalah partisipasi
masyarakat berdasarkan saling mempercayai dan mengh (mutual trust and
respec}, dimana masyarakat diberdayakan untuk melinddirgidan menyadari
bahwa arti membantu polisi adalah membantu mer@pt&keteraturan sosial

(social ordej atau komunitas yang lebih baik.

Sehubungan dengan arti penting dari proses merjalibungan baik”
antara polisi dengan mitra kerja kepolisian (yaegabal dari dinas lain maupun

yang berasal dari warga masyarakat), adanya petDga#J atau organisasi
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Panter merupakan salah satu unsur yang mengkosisteaitas hubungan timbal
balik yang menjadikan kebudayaan sekaligus jugagusebagai perangkat
dasarnya. Pada tingkatan normatif, yang secaras-teanerus dihadapi oleh
seorang polisi di kantor polisi dan di lapanganlauddahwa, di samping harus
menjaga “hubungan baik” dengan rekan-rekan kerjayayag sesama polisi, ia
juga dituntut untuk mampu menjalin “hubungan yaegih baik” lagi dengan

pihak-pihak yang terlibat dalam pelayanan masydydb@k yang berasal dari
dinas lain maupun yang berasal dari warga masyar&aa kenyataannya di
lapangan, menjaga hubungan kemitraan dengan bertibghk yang terkait dalam

kerja pelayanan publik merupakan kebijakan yangaasulit dimplementasikan
oleh kedua belah pihak di lapangan, terutama dat@mgimplementasikan suatu

kegiatan yang berhubungan dengan orang banyak.

Di kantor polisi, jalinan hubungan timbal balik yarberlaku bagi
hubungan kerja para polisi di sana adalah menydnigku superordinasi dan
subordinasi. Hal tersebut merupakan sumber daya lyamilai bagi individu atau
kelompok superordinat polisi untuk meraih keuntungkari besarnya loyalitas
dan dedikasi dari subordinat polisi yang diberikeepada atasannya. Pada
tingkatan pragmatis, hubungan antara polisi bawatk@mgan atasannya juga
merupakan sumber daya yang bernilai politis berkpaaikan pangkat atau
jabatan yang diterima dari atasannya. Dalam ketéunggan timbal balik
semacam ini, sesungguhnya para bawahan sanganterggada suatu jalinan
hubungan yang bersifat dramatis, superfisial, &pura-puraan dengan atasan
mereka berdasarkan kebaikan yang mereka terima atasan, begitu juga
sebaliknya. Hanya saja, perbedaan keduanya terfetdl besar atau kecilnya
pengabdian (loyalitas dan dedikasi), serta besallnk@ pemberian (uang atau

hadiah) yang diterima oleh para atasan dari pasalban mereka.

Dengan memperlakukan konsep resiprositas—yangjatiga digunakan
sebagai fokus kajian—saya mencoba mencermati teoni-yang membahas
pertukaran sosial, untuk kemudian didiskusikan denigerbagai pandangan dari
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para ahli yang berhubungan dengan tema tersébBerdasarkan perspektif
resiprositas, saya melihat bahwa ide fundamentbélik proses hubungan timbal
balik yang berlangsung di lapangan adalah bahwayadgertukaran, baik berupa
uang atau hadiah dengan kemudahan, yang kesemteng@ dalam konteks
jaringan pertukaran sosial yang lebih besar. Sgjaingpa-apa yang dipertukarkan
(uang dan juga benda-benda simbolik lainnya) diapgkurang begitu penting,
jika dibandingkan dengan koneksi jaringan sertaukskan yang didapat dimana
pertukaran itu terjadi. Karena itu, dapat diasummsikbahwa peluang untuk
pertukaran semacam ini secara langsung berkaitagade struktur jaringan
kekuasaan. Asumsi ini ditunjukkan oleh kenyatadmtaeagar bisa “dilayani” dan
“berkuasa” atas orang lain, maka seseorang akanbmanjaringan pertukaran
dengan cara berinteraksi dengan orang lain, dimam@enting “hubungan baik”
yang dijalin oleh mereka merupakan konstruksi taslhubungan interaksi timbal

balik yang menjadikan materi (uang atau hadiahggaiperangkat dasarnya.

Untuk memahami hubungan-hubungan sosial yang diEnoleh aturan
serta ketergantungan timbal balik, saya mencoba dmslamsikan beberapa
pandangan ahli antropologi yang menyediakan anglestukaran sosial yang
relevan dengan kajian ini seperti contoh-contohtyb@ran pemberian dalam
Potlachdi pesisir Pasifik Utara dalula Ringdi Kepulauan Trobriand, terutama
yang serupa dalam tipe-tipe hubungannya. Analisandaontoh-contoh tersebut
menunjukkan bahwa sistem pertukaran yang mengguana&eang (barter) pada
masyarakat primitif merupakan sebuah cara penghidwyang juga berlangsung
pada masyarakat modern yang menggunakan uang. &a gemikian ini
mengarah pada interaksi sosial yang menjalankaensigpertukaran sebagai

sistem simbot? yang menjamin adanya keteraturan sosiatial ordej.**

12 Antropologi dan sosiologi telah lama menaruh péshgpada proses pertukaran sosial yang
dikembangkan dari kajian Mauss (1925) dafdime Gift” (Pemberian). Penekanan pada
pentingnya pertukaran dalafula RingdanPotlachdalam teori Mauss sedikit berbeda dengan
Levi-Strauss (1949). Mauss berpendapat bahwa pésnbsgringkali dipertimbangkan sebagai
ritual sosial yang mencakup kegiatan memberi damem@a dalam setiap masyarakat, sedangkan
Levi-Strauss menguraikan teori pertukaran sosidélken teori struktural dengan alasan bahwa
pola-pola pemberian, penerimaan, dan pengembalédk secara individu maupun kelompok,
merefleksikan struktur yang terdalam dari setiagyaeakat.

¥ Turner (1967) memberi gambaran substantif tenjamggan interaksi yang terdiri dari simbol-
simbol, dimana kebudayaan adalah jaringan maknlbaigimbol yang bersifat semiotik. Pola
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Pada masyarakat modern, simbolisme pertukaran ®gyemberian uang
atau hadiafy, pada dasarnya terkait dengan sebuah konstrukdapgan tentang
produksi, konsumsi, sirkulasi, serta pertukaran fpEman*® Ketika dorongan
untuk memiliki materi atau benda meningkat dan dasmtuk mencukupi
kebutuhan konsumsi melampaui kebutuhan, maka ugadilkhn sebagai alat
transaksi yang berorientasi mencari keuntunganh ®érena prinsip pertukaran
yang menggunakan uang sebagai alat transaksi dakmelin hubungan sosial
mengalami pergeseran dari nirlaba (pada masyapakaitif) menjadi pinjaman
(dalam masyarakat modern), maka transaksi pertnlssial yang menggunakan
uang dalam masyarakat modern (yang bermotif mengaung dan potensial
mengaburkan ikatan komunalisme) menjadi tidak mammamelihara ¢osmic
balancé dan “social ordef, sebagaimana dijumpai pada masyarakat primitif

yang menggunakan benda atau barang (barter).

Untuk membantu pegangan teoritis mengenai artiipgrdari tindakan
para pelaku yang diamati (tindakan yang diberikafam kegiatan pelayanan
publik dan penegakan hukum oleh polisi) yang satagp dimaknai sebagai aksi
yang dirangsang oleh dinamika pertukaran, secaranmursaya merujuk pada
penjelasan Malinowski (1922)—yang mengkaji pertakasosial pada masyarakat
Trobriand—dalam mengkategorikan apa-apa yang dikartan oleh para

pelakunya sebagai suatu proses kebuday/aBalam penjelasannya, Malinowski

makna dari simbol yang diciptakan secara kolekdlah yang dipakai untuk memberi bentuk bagi
pengalaman sekaligus memberi arah bagi tingkahdakuindakan. Jadi, suatu kebudayaan bukan
hanya terdiri dari kebiasaan dan pranata, melaiskatu penafsiran dari masyarakat terhadap
pemikiran dan perasaan berupa pengalaman.

14 Bagi masyarakat primitif, pola pertukaran dalammtbk barter ini mengandung moralitas
tertentu yang merujuk pada nilai-nilai esensialgydiyakini oleh masyarakat yang bersangkutan.
Pertukaran di sini bukan hanya menyangkut transp&silihan kepemilikan suatu benda atau
barang kepada orang lain, tetapi lebih dari itum@hbistem pertukaran semacam ini merefleksikan
adanya keteraturan dan pengendalian sosial, atayiaaqg biasa disebut oleh para ahli antropologi
sebagai tosmic balance and social orddParry, 1986; Bloch & Parry, 1989).

1> Alhumami (2008) menyebutkan bahwa, dalam wujuittriiga, uang sebenarnya tidak memiliki
nilai intrinsik, melainkan merupakan simbol yangmgandung nilai ekstrinsik berupa penyetaraan
dengan sesuatu benda atau barang tertentu yamtuége&an (Alnumami, 2008).

'8 Bloch & Parry (1989) memandang uang sebagai sivdnahsi budaya nioney symbolizes

cultural variation in which the symbolism relatesaulturally constructed notions of production,
consumption, circulation, and exchange

" Malinowski (1922) memperlihatkan bahwa semua Hetransaksi dalam suatu kegiatan tukar-
menukar pada dasarnya adalah berada dalam suatnghungan yang berkesinambungan antara
yang bercorak murni (tanpa imbalan) dengan yangadoak barter (berorientasi pada imbalan),
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memberi gambaran bahwa manusia tidak hanya merkpkda apa-apa yang
dipertukarkan sebagai representasi benda-bendaol#nltetapi juga sebagai

jaringan hubungan timbal balik yang dapat ditelupada hubungan sosial dalam
kegiatan saling tukar-menukar barang dan jasa pe#ay dimana pertukaran di
dalamnya memiliki esensi moralitas yang menjadigk& dalam kehidupan

masyarakat sejak dahuf?.

Secara teoritis, jika dalam suatu hubungan sosialg ydipertukarkan
adalah barang dan jasa pelayanan (baik pelayareyaebagian dari tindakan
yang dilakukan secara sukarela atau sebagai bdgratingkah laku sosial), maka
arti dari pelayanan di sini dapat dimaknai sebagaiha yang dilakukan oleh
seseorang atau sekelompok orang yang diberi kewyanatian kekuasaan untuk
memberikan kemudahan kepada orang lain sebagaaigading tolong-menolong
untuk mencapai tujuan yang tertentu, yang bisa pegapa upaya untuk meraih
kekuasaan, kemudahan, serta keuntungan lain yadgpati dari hubungan-
hubungan sosial yang dibangunnya. Akan tetapi, imukeseimbangan dalam
keempat esensi moralitas tersebut menjadi kehilanggknanya, terutama setelah
masyarakat modern mulai mengenal uang sebagai @sukaran yang
menggantikan sistem barter pada masyarakat prititif

dimana pertukaran di dalamnya memiliki esensi nitaial/ang menjadi bingkai dalam kehidupan
masyarakat sejak dahulu. Sehingga, masyarakabtdrdapat memelihara keselarasan serta
keteraturan dalam hubungan sosial secara berk&anju

'8 Alhumami (2008) menyebutkan empat esensi morardalertukaran yang menjadi simbol atau
medium untuk menjaga keseimbangan dari suatu hausagsial tersebut, yaitu antara lain:
Pertama melambangkan penghargaan dan penghormatan da @etsama anggota masyarakat
dalam suatu bangunan struktur sosial yang berlapis; sehingga anggota masyarakat dari
lapisan sosial yang berbeda dalam hierarki struddaial bisa saling berinteraksi tanpa pembatas.
Kedua merawat relasi horizontal antar warga dan memyarkarmoni sosial, sehingga setiap
warga memperoleh kenyamanan dan ketenteraman &eakidupan kemasyarakatan. Harmonium
merupakan sendi dasar dalam relasi sosial yang laaga melalui kebersamaddetiga,
membangun dan meneguhkan solidaritas sosial unémparkuat ketahanan masyarakat atas
dasar keterikatan emosional dan pertalian kekesiabideempat memperkokoh dan memantapkan
daya rekat suatu hubungan sosial guna mencegameiageliminasi potensi konflik serta
menghindari friksi di dalam masyarakat, bahkan ylaagekala kecil sekalipun

19 Jauh sebelum masyarakat mengenal uang, sistenkaem di kalangan masyarakat primitif
menggunakan benda atau barang yang dipakai dalaiciuen sehari-hari. Benda atau barang
yang dipertukarkan itu ditaksir dengan nilai yartpsa atas persetujuan dan kesepakatan di antara
pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi. Setel@mg mulai mengenal uang, maka uang dalam
konsep kebudayaan modern telah mengubah cara gatetdang relasi sosial di antara para
anggotanya. Kemudian, uang sebagai alat transgllabi inenjadikan sistem pertukaran dalam
masyarakat modern kehilangan basis moralitas, kdversifat mekanis dan rasionalistik
(Alhumami 2008).
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Berdasarkan penjelasan di atas, pertukaran saai@ mmenggunakan uang
sejatinya merupakan simbol yang mewakili beragarhudlayaan di berbagai
masyarakat. Sebagai contoh, dalam masyarakat AsioKyang bukan hanya
dimonopoli oleh aparat kepolisian), uang dijadikeegbagai alat tukar dalam
mengkomersilkan kekuasaan dan kewenangan, sertpengagangkan promosi
jabatan, atau bahkan memperjual-belikan kasus-kasuy diimbangi oleh
gratifikasi dari kolega pejabat, rekanan organjsaisiu perorangan yang merasa
telah diuntungkan. Gratifikasi ini dimaknai sebagaimberian dalam arti luas
yang meliputi pemberian uang, barang, rabat atskodi komisi, pinjaman tanpa
bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan gbe@ngn wisata, pengobatan cuma-

cuma, serta berbagai fasilitas lainfifa.

Dalam menganalisa hubungan-hubungan sosial yangsalikian pada
penggunaan uang atau pemberian hadiah, selanjstya merujuk pada studi
tentang pertukaran pemberiahhé Gif) dari Mauss (1925)—yang di dalamnya
juga membahas hasil penelitian yang dilakukan ®atinowski (1922) di atas.
Secara khusus, Mauss menyebutkan bahwa kegiatanrménukar dalam suatu
hubungan sosial yang menyangkut barang dan jasggreln adalah melibatkan
keseluruhan aspek kehidupan di antara kelompokksdtx, dan bukan di antara
individu-individu secara pribadi- Mauss sendiri melihat apa-apa yang saling
dipertukarkan sebagai prestasi, yaitu nilai bararepurut sistem-sistem makna
yang berlaku dalam masyarakat bersangkutan, damnbl&gi sebagai nilai
harafiah dari barang-barang pemberian tersebutstd&ie yang dipertukarkan

adalah prestasi menyeluruh karena kegiatan tukautkae tersebut melibatkan

20 Gunadi dkk (2008) menyebutkan contoh kongkrit daatifikasi (pemberian) tersebut, yaitu
antara lain: (1) pemberian hadiah atau uang selagpan terima kasih karena telah dibantu; (2)
hadiah atau sumbangan dari rekanan yang diterijabgtepada saat perkawinan atau khitanan
anaknya; (3) pemberian potongan harga khusus legaji@t atau PNS untuk pembelian barang dan
jasa dari rekanan; (4) pemberian biaya atau ongéikshaji dari rekanan kepada pejabat atau
PNS; (5) hadiah atau sumbangan dari rekanan yaegnda pejabat atau PNS sebagai hadiah
ulang tahun atau pada acara-acara pribadi lairf6ygemberian tiket perjalanan kepada pejabat
atau PNS atau keluarganya untuk keperluan prilesdira cuma-cuma; (7) pemberian hadiah atau
parcel kepada pejabat atau PNS pada saat hafkeagamaan oleh rekanan atau bawahannya; dan
(8) pemberian atau souvenir kepada pejabat ataugaN& saat kunjungan kerja.

#! perlu dicatat di sini bahwa metode yang digunakeh Mauss (1925) adalah mengikuti tradisi
Sosiologi-Antropologi Prancis yang dirintis olehReim (1974), yang menekankan pada
pentingnya penggunaan fakta-fakta sosial yang aemapirik dapat digunakan untuk

membuktikan kebenaran teori dan mengujinya kembali.
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keseluruhan aspek kehidupan yang berlaku di am@i@npok-kelompok, dan

bukan di antara individu-individu secara pribadita®\ dasar ini, saya hendak
mengajak pembaca untuk memikirkan arti suatu peiaadradiah, baik berupa
uang maupun barang, yang harus diimbali dengan @eambserupa atau melebihi

pemberian semula kepada si pemberi.

Penjelasan di atas menyediakan alat untuk mengana&imuan data
empirik di lapangan (sebagaimana dibahas pada haeKaligus memberi bukti
bahwa kegiatan saling tukar-menukar pemberian gilagukan oleh para pelaku,
yang dalam konteks penelitian ini dilakukan olehligpodan masyarakat,
merupakan suatu proses sosial yang dinamik, yarldpatiean anggota-anggota
masyarakat sebagai sistem yang menyeluruh. Prossesp dinamik tersebut
terwujud melalui hakikat saling memberi dan menerirharang dan jasa
pelayanan dalam kegiatan pelayanan publik dan ppé@aeg hukum yang
mencerminkan adanya persaingan kedudukan dan katerndari pihak-pihak
yang bersangkutan. Oleh karena mata rantai dageprproses yang dinamik
tersebut di atas berlangsung pada waktu masyanaagalami segmentasi yang
disebabkan oleh individualisasi, maka solidaritasiad tidak terwujud dan
berbagai masalah sosial bermunculan. Berkenaaagademal ini, saya hendak
menegaskan bahwa dengan mempelajari hakikat dalkag-menukar pemberian
yang menyeluruh dalam kehidupan masyarakat, makasabai penyakit sosial

yang diakibatkan oleh adanya segmentasi terselpat dagera dipecahkan.

Oleh karena Mauss sendiri selalu kembali pada &hgmpirik dalam
setiap penjelasannya mengenai teori pemberian yaeggkaji proses saling

tukar-menukar pemberian (hadiah) yang dikonstruyksih maka dalam konteks

22 Mauss (1925) percaya bahwa pada masyarakat mpdgrerdapat prinsip-prinsip ekonomi
dan kebudayaan yang sama halnya terdapat dalanarakayarkaik. Oleh karena segala bentuk
pemberian selalu dibarengi oleh sesuatu imbalankzeupa pemberian kembali yang terkadang
menjadi wajib untuk dikembalikan, maka proses temselapat dikategorikan sebagai pola tukar-
menukar pemberian yang saling mengimbangi. Dalameks ini, Mauss juga memperlihatkan
adanya perbedaan antara barter dengan perdagamggugd dengan pemberian yang menuntut
imbalan. Menurutnya, pemberian menunjukkan benarkugaran yang melibatkan kelompok atau
masyarakat yang bersangkutan secara menyeluruhndikehormatan dari si pemberi dan si
penerima terlibat di dalamnya. Jadi, apa-apa y#peytiikarkan oleh para polisi kepada warga
masyarakat atau yang diberikan oleh warga masygkekada para polisi dalam jalinan hubungan
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penelitian ini saya berusaha mengkonstruksi makrdmumgan timbal balik yang

didasarkan pada pemberian uang atau hadiah terdebgan cara membedakan
konsep resiprositas dan konsep pertukaran pembdgiratipe-tipe perputarannya.
Lebih jelasnya, perputaran dalam pertukaran pembgrada dasarnya terletak
pada kewajiban memberi, menerima, dan mengembalbbk@mang atau jasa
pelayanan. Sementara, perputaran dalam resiprdsisas berupa gengsi yang
dihubungkan dengan kedermawanan seseorang atalorspk& orang yang

mengharuskan pengembalian barang atau pelayanan sgtara, atau bahkan

lebih besar dari nilai pemberian semula.

Sejalan dengan teori-teori hubungan sosial lainte@j pertukaran sosial
dewasa ini cenderung bergeser pada tingkat yang lelakro dan mencakup
berbagai isu. Pergeseran orientasi tersebut dkkajuoleh perkembangan teori
pertukaran sosial yang salah satunya membahas ekuagaan sebagai isu
teoritis®® Atas dasar ini, saya mengkaitkan gagasan pertuksoaial sebagai
cara-cara produksi yang berorientasi pada kekuaseartama yang berlangsung
pada masyarakat yang diamati, dengan alasan battwédari teori pertukaran
sosial yang dimaksud memusatkan perhatian utampagla keuntungan yang
didapat oleh seseorang dari kontribusi yang disungkennya melalui interaksi

sosial. Premis dasarnya adalah bahwa semakin pes#ng seorang individu

sosial mereka di lapangan pada dasarnya dapatdiitnagai sebuah prestasi (sebagaimana dilihat
oleh Mauss). Prestasi ini lebih berupa nilai uatagi &arang yang disesuaikan menurut sistem-
sistem makna yang berlaku pada masyarakat yangrggastan, atau yang secara keseluruhan
melibatkan aspek kehidupan di antara kelompok bddsan di antara individu-individu polisi atau
warga masyarakat secara pribadi.

%3 Emerson (1972, 1981) menitikberatkan teori perafaosialnya pada isu kekuasaan sebagai
isu teoritis dengan menggambarkan bahwa suatulaestin yang berlangsung di masyarakat pada
dasarnya dimaksudkan untuk mendapatkan kemudaharketintungan yang diupayakan dari
orang lain, terutama kontribusi yang disumbangkargglam proses hubungan interaksi sosial.
Penjelasan Emerson tersebut membawa pemahamadaprmabungan antara kekuasaan dan
ketergantungan timbal balik yang menitikberatkadgppersoalan bahwa pertukaran harus dapat
saling menguntungkan. Tidak seperti Emerson, Bl&64) membatasi konsep pertukaran
sosialnya dengan tindakan yang bergantung padairsadeorang terhadap pemberian dari orang
lain. Tindakan tersebut diartikannya sebagai tiadafang segera berhenti jika reaksi yang
diharapkan tidak kunjung datang. Artinya, jika aelijketimpangan dalam pertukaran pemberian,
maka akan timbul perbedaan kekuasaan dalam deosmsy atau kelompok. la juga
mengemukakan contoh kongkrit dari proses pertukgaag berlangsung antara kolektivitas dan
individu yang menggantikan pertukaran antar individlam proses birokrasi, dimana satu pejabat
tidak membantu bawahannya bukan dikarenakan hgdiady mereka terima, melainkan karena
pemberian dari bawahannya tersebut dianggap sekagajiban lain yang menggantikan hak
mereka untuk menerima hadiah berupa uang (gajipdganisasinya.
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(aktor) untuk melakukan pertukaran, maka semaksatbeula kekuasaan aktor
tersebut. Sehingga, dapat diasumsikan pula bahWwange pertukaran ini secara
langsung akan berkaitan dengan struktur kekuasaéa leebijakan yang dibuét.

Dari situ akan terlihat bagaimana cara-cara patakpe baik polisi maupun

masyarakat, dalam berinteraksi antara satu samadekaligus juga bagaimana
mereka menjalankan strategi kekuasaan dalam matistaskum, aturan dan
kebijakan organisasi yang secara terus-menerusebnetasi, diadaptasi, dan
dikomunikasikan dalam kehidupan sehari-hari unt@tegalkan pertukaran yang

berlangsung di antara mereka.

Saya sendiri—yang percaya adanya struktur dan pkarb sosial—
memberi kritik terhadap pandangan yang lebih sentpithadap makna
resiprositas: Kritik tersebut tertuju pada penekanan beberapé fEertukaran
sosial yang berkembang, yang justru memusatkanapanh utamanya pada
keuntungan yang didapat oleh seseorang dari kostrijgang disumbangkannya
dalam menjalin hubungan interaksi sosial di tingketkro®® sementara aspek
pengkajian antropologi yang saya maksudkan di teiétak pada pembahasan
mengenai hubungan interaksi di tingkat mikro. Uniuk saya membahas basis
pertukaran sosial yang lebih makro tersebut untemddian beralih ke tingkat

 Turner (1967) mengartikan interaksi sebagai kexgraempirik berupa antar-tindakan para
pelaku, yang menandakan adanya hubungan antaupeiakana setiap pelaku mengambil posisi
dalam hubungan antar tindakan. Sebuah interakaiquewujudkan adanya struktur, dimana
masing-masing pelaku yang terlibat di dalamnyadeedalam suatu hubungan peran tertentu pada
tempat yang tertentu pula.

% Berbeda dengan Emerson (1972, 1981) yang meméegieptian luas terhadap konsep
pertukaran sosial, penjelasan Blau (1964) hanyatdgpat digunakan untuk menjelaskan struktur
dan perubahan sosial berdasarkan fenomena noriviatki demikian, kontribusi Blau terhadap
perkembangan teori pertukaran sosial, terutamardpé&mbahasan mengenai kekuasaan, adalah
terletak pada langkah-langkahnya yang berurutatairdari pertukaran antar pribadi ke struktur
sosial, hingga ke perubahan sosial. Menurutnya,tgkjadi ketimpangan dalam pertukaran, maka
timbulah perbedaan kekuasaan dalam diri seseodamgna pertukaran antara kolektivitas dan
individu dapat menggantikan pertukaran antar imtlivdalam proses kerja birokrasi.

% Molm & Cook (1995: 215) memberi kritik terhadampangan Emerson, kemudian
mengembangkan tiga faktor mendasar dalam mend@@kgmbangan teori pertukaran sosial
yang dirumuskan oleh para ahli ilmu sosial, ankaira Pertama oleh karena Emerson hanya
tertarik pada teori pertukaran, maka ia menjadpentukaran sosial sebagai kerangka acuan untuk
mengatakan bahwa kekuasaan adalah pusat pertedrapertukaranKedua berbeda dengan
Homans yang menganggap aktor individu terlalu redicEmerson menggunakan behaviorisme
sebagai basis teori pertukarannya tanpa mengaradgapitu rasionalKetiga, tidak seperti Blau,
Emerson ingin menjelaskan struktur dan perubahsialsgang dikaji oleh Blau dengan cara
menggunakan hubungan sosial dan jaringan huburgdal sebagai blok bangunan yang
merentang tingkatan analisis yang berbeda.
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mikro dengan cara menjelaskan hubungan interakar ardividu yang dikaitkan
dengan pemberian oleh seseorang orang kepada taiangang menghendaki

keuntungan atau kemudahan lainnya.

Analisis mengenai hubungan interaksi timbal baky disediakan oleh
teori pertukaran sosial (sebagaimana dijelaskah Malinowski dan Mauss di
atas) justru dipandang relevan untuk mengkaji hghorhubungan sosial yang
dihasilkan dari penelitian lapangan, dengan alasdmva analisis tersebut mampu
menjelaskan proses hubungan-hubungan sosial yangath setiap masyarakat,
dimana sistem pertukaran yang berlangsung di dalartidak hanya merupakan
prinsip-prinsip pengorganisasian di kalangan madgarprimitif, melainkan juga
prinsip-prinsip yang berlaku di kalangan masyarakaidern, baik individu
maupun kelompok. Melalui cara pandang demikian, anekalitas hubungan
timbal balik yang berlangsung di lapangan tidak &@mamata dilihat sebagai
peristiwa antara pihak-pihak yang saling berhadateiapi juga dipahami sebagai
strategi para pelaku dalam menjaga kelangsungamigan-hubungan yang telah
lama terjalin, baik di antara sesama petugas pdlisiu antara petugas dengan
para pengguna jasa, pelapor yang datang ke kaalisr, pnitra kerja polisi yang
berasal dari warga masyarakat setempat, atau baekamggar hukum.

Adanya hukum, aturan dan kebijakan yang berlaktardahubungan
interaksi sosial merefleksikan definisi tentang dedkaan yang secara terus-
menerus bekerja dalam suatu masyarakat untuk niledegpertukaran di antara
mereka. Malinowski (1926) sendiri melihat bahwa asitnitos dari sistem
ideologi masyarakat yang diamatinya merupakan keriakik yang mengatur
praktik-praktik sosial, yang dapat membantu mengbenikan cara distribusi
kekuasaan yangbinnen baik mengenai cara-cara untuk mendapatkan
perlindungan maupun untuk mempertahankan keku&éa@ontoh kongkrit dari

interaksi yang mengkristal tersebut adalah nornraamoaturan yang mengatur

" Meltzer & Reynolds (1975: 67-68) dalam analisiseka mengenai kekuasaan menjelaskan
lebih rinci bahwa orang-orang yang berkuasa tidglatl melaksanakan kekuasaan mereka tanpa
keterlibatan dengan orang-orang di bawahnya. Pgagtedhari para ahli tersebut pada dasarnya
berangkat dari kenyataan bahwa kekuasaan adatahkst. Artinya, jika terdapat struktur sosial
seperti keluarga misalnya, hal itu harus dilihdizgmi kristalisasi interaksi antara orang-orang.
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hubungan-hubungan sosial antara sesama polisi g masyarakat. Adapun
kebijakan yang dibuat oleh para petugas di lapangenefleksikan adanya
kekuasaan yang dikehendaki oleh sebagian merelsa sataagian lain yang
menjadi mitra interaksinya. Di sinilah para petygbaik dari dinas kepolisian
maupun dari dinas lain, senantiasa diingatkan aetarus-menerus tentang
dimana tempat mereka bekerja, dan bagaimana merekglin hubungan dengan

warga masyarakatnya.

Penjelasan dari para ahli di atas juga dapat digamantara lainPertama
untuk menganalisa hubungan-hubungan sosial yaragalikan pada keuntungan
dan kerugian seseorang atau sekelompok orang lz@katengan barang-barang,
jasa-jasa pelayanan yang dipertukarkan, serta kKamdandakan lain yang
diberikan atau yang diterimanydedug untuk menganalisa cara-cara pelaku di
kepolisian dalam melakukan pencitraan kepada kbh&layang dilakukan dengan
cara memasang slogan-slogan dalam spanduk, pastilket, dan sebagainya, atau
dengan cara menjalin hubungan antar pribadi yabhgndiun berdasarkan sikap-
sikap, penampilan diri, atau tindakan-tindakanetexi yang diberikan oleh para
pelaku seperti senyuman, sapaan dan ucapan sabagasmana dimuat dalam

kebijakan organisasi kepolisian.

Sampai di sini, uraian mengenai konsep resiprosiaa konsep-konsep
lainnya telah membantu cara pandang peneliti dala@mandang pertukaran
pemberian yang berlangsung pada masyarakat yaalitidiMeski mekanisme
hubungan interaksi pada masyarakat modern yang lktspmenyulitkan
rumusan tentang pertukaran sosial yang ada, naergiagarkan konteks jaringan
pertukaran sosial yang lebih sederhana dari apg ggelaskan oleh Malinowski
(1922) dan Mauss (1925) serta beberapa ahli lajnnyaka apa-apa yang
dipertukarkan di antara para polisi dan masyarakahjadi sama pentingnya
dengan apa-apa yang telah berlangsung dalam kedamlayasyarakat primitif
sekaligus juga masyarakat modern, karena hal tersebnyangkut interaksi serta

koneksi jaringan dimana pertukaran itu terjadi.
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15. Lokas dan Metode Penedlitian L apangan

Keputusan untuk menetapkan kawasan Kota Depok aebagasi
penelitian, tentunya melalui banyak pertimbangagrtibangan-pertimbangan
tersebut antara lain: (1) adanya heterogenitasnikmd@ sosial para polisi di
kawasan tersebut yang berbaur dengan warga maayamklai dari kalangan
intelektual dan pebisnis di perkotaan sampai padankan religius di pedesaan,
dari tingkat Polsek sampai tingkat Pospol; (2) gdakompleksitas dinamika
persoalan warga masyarakat di wilayah hukum PoDRepok yang tidak
memungkinkan organisasi kepolisian di sana secetiusi bertindak sendirian
meski memiliki kewenangan untuk menjaga Kamtibnaiisarenakan kurangnya
keterlibatan serta rasa memiliki terhadap lembagaegak hukum, baik oleh
anggota masyarakat maupun oleh anggota polisiseiaiam mengatasi berbagai
persoalan yang muncul di lingkungan mereka; (3hgaderbagai tempat-tempat
umum (publik) yang potensial terhadap gangguan keam seperti terminal bus
antar kota, kantor-kantor bank, perumahan, sertatpausat perbelanjaan di
kawasan tersebut; dan (5) adanya bayangan umumarafiay tentang polisi di
sana (“Polisi Depok galak-galak”), terutama yangHedisebabkan oleh tingkah
laku dan tindakan para Polantas di kawasan Jalagdvida Raya.

Adapun pertimbangan untuk memilih kantor Polres dkepebagai pusat
penelitian adalah bahwa di sinilah peneliti dapa&nmmpai para polisi yang
datang dari beberapa Polsek dan Pospol di wilayddurh Polres Depok untuk
mengikuti Anev (analisa dan evaluasi) mingguan dalanan yang diadakan di
kantor Polres Depok. Dari hasil kegiatan terselartefiti dapat mengumpulkan
informasi sekaligus menganalisa beberapa prograja, kaulai dari pelaksanaan,
hasil pencapaian, sampai pada hambatan yang dihalgdppara polisi di sana
sehari-hari. Tempat dan peristiwa yang berhubundangan kehidupan para
informan adalah yang berkaitan dengan kegiatarrisiedua mereka di kantor polisi
seperti pekerjaan administratif, apel/upacaraalkikedinasan, atau kegiatan sehari-
hari di lapangan seperti kegiatan operasional ip&iisyjungan Bimmas dan TKP,

atau patroli dan pengawalan (patwal), serta terngpapat dimana mereka bersedia
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ditemui dengan mengacu pada etika penelitian. rRieaingan etika penelitian
tersebut dilakukan dengan cara: (1) menulis infornd@ngan inisial, karena
menyangkut kerahasiaan yang dikehendaki oleh pdwaman agar tetap berada
di tangan peneliti; (2) memberi keterangan kepadarinan mengenai kegiatan
pengumpulan data, serta menjelaskan mengenai dat gkan digunakan; (3)
meminta ijin secara lisan atau tertulis dari infarmdan institusi yang

bersangkutan untuk melakukan wawancara dan pengamaserta (4)

menunjukkan catatan lapangafielfinote3 dan laporan verbatim yang dibuat
kepada informan untuk keperluan tanggapan ataufgigarayang terus-menerus

diperiksa oleh informan, rekan sejawat (tim) dapesuisor.

Untuk memastikan keabsahan data, strategi-strafggiting yang
dilakukan, sebagaimana dianjurkan oleh Creswell94)9 antara lain: (1)
triangulasi data, yaitu data yang dikumpulkan baragari sumber majemuk
melalui wawancara, pengamatan, dan analisa dokuf@epemeriksaan anggota,
dimana dialog yang berkesinambungan menyangkutpigisi tentang realitas
dan anti-informan yang akan memastikan kejujuraia;d8) pengamatan jangka
panjang dan berulang di lokasi penelitian. Dalarh ihe pengamatan secara
berulang-ulang terhadap fenomena dan latar serepanigsung di lokasi selama
enam bulan yang kemudian diperpanjang menjaditaatin masa penelitian dari
September 2005 sampai dengan September 2006 (@mapiran 3); (4)
pemeriksaan rekan sejawat (tim penelitian). Dalaiim, dua mahasiswa tingkat
doktoral, satu mahasiswa tingkat magister, dan sabasiswa tingkat sarjana
dari Departemen Antropologi berperan sebagai pdserhasil pengumpulan
data; (5) model partisipatif yang melibatkan infamnm dalam pelaksanaan
sekaligus pemeriksaan hasil penelitian. Dalam hialpara informan dari dinas
kepolisian, mitra kerja kepolisian (Panter), selitaas lain (DLLAJ) di Terminal
Depok dilibatkan dalam sebagian besar tahap pemelitingga pemeriksaan
penafsiran dan kesimpulan; serta (6) klarifikasiasangka peneliti yang
ditempatkan pada awal penelitian, dimana asumslikgmukakan secara tertulis

dalam pernyataan masalah penelitian.
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Tahap terpenting dalam penelitian di lapangan #addteagaimana
memperoleh data, sekaligus bagaimana membacaedaébtt. Proses pemilihan
informan yang dilakukan seringkali tidak mudah,gter memakan waktu relatif
lama, terutama ketika peneliti harus membuka kokasiiterlebih dahulu dengan
para calon informan secara hati-hati. Selanjuthydungan antara saya (sebagai
peneliti) dengan para polisi (sebagai pemberi mé®si/informan) yang sudah
terjalin sejak penelitian ini dilakukan selanjutngigadikan modal dasar untuk
menggali sumber data empirik menyangkut pengalgmaadi mereka. Sejumlah
informan dipilih secargurposiveberdasarkan teknik-teknik penelitian lapangan
yang mencakup dua hal, yaitu: (1) informan yandilipdalah orang-orang yang
terlibat langsung dalam kegiatan yang diteliti, analari perwira polisi dan pegawai
negeri sipil (PNS) yang bekerja di Polres Depokapgeetugas dari dinas lain, mitra
kerja kepolisian, sampai para pengguna jasa peayk&epolisian yang berurusan
dengan para petugas polisi; (2) informan yang iciipriemiliki waktu dan tempat
yang tidak memberatkannya untuk diwawancarai, datempat kerja maupun di

lapangan, meski harus tetap dijaga kerahasiaannya.

Dalam praktiknya, meski teknik-teknik penelitianpdagan dilakukan
untuk mencari informasi sekaligus mengidentifikggra informan, namun
sebagai polisi, para informan tersebut memiliksataalasan cukup praktis untuk
mencurigai peneliti pada saat pertama kali peaeliini dilakukan. Salah satu
alasan yang mereka kemukakan adalah bahwa pekepahsi seringkali
diasosiasikan sebagai pekerjaan yang selalu bengabudengan kewaspadaan
dan kecurigaan terhadap situasi yang tidak meraglginkan. Untuk itu,
pengamatan terlibat dan wawancara mendalam dilakidexara bersamaan,
dengan cara berinteraksi secara terus-menerus,bleaama para polisi, mitra

kerja kepolisian, maupun warga masyarakat yangiddta kantor polisi.

Selama proses penelitian berlangsung, saya mermkgdda kebutuhan
untuk merasakan pengalaman para aktor di lapangarsini, saya berusaha
masuk kedalam dunia para aktor dengan cara melirad mereka, sebagaimana

para aktor tersebut melihatnya. Denzin (1978: 20f@2&nyebutkan bahwa pada
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dasarnya dalam konteks yang demikian ini peneaditalt melakukan interaksi
bersama para aktor dalam suatu latar attting penelitian. Hal tersebut dapat
dilakukan di lapangan, terutama pada saat pedéiri ruangan khusus di kantor
Polres Depok, serta kesempatan dalam mengikutmé&ijukegiatan polisi seperti
patroli di jalan raya, mengunjungi tempat kejads@nkara (TKP), serta mengikuti
kegiatan“Sambang Polisi” ke rumah-rumah penduduk atau tempat-tempat kerja
di Kota Depok.

Dari segi metode yang digunakan, penelitian ini geenbangkan metode
analisis yang bersifat kualitafif. Sebagai peneliti kualitatif, upaya yang saya
lakukan adalah berusaha menggambarkan pengalarfitamam sekaligus peran
peneliti yang membawa tinjauan teoritis kedalamseso pengumpulan dan
analisis data. Proses tersebut dilakukan secasaraan, dimana analisisnya
bertujuan untuk mengelompokkan orang (pelaku),spem (kasus-kasus), serta
properti (barang dan jasa) yang menjadi karakikrigtenelitian kualitatif
(Schatzman & Strauss, 1973 dalam Creswell, 1994Janfutnya, peneliti
berusaha mengidentifikasi serta menggambarkan Ipeserta tema dari sudut
pandang pelaku, kemudian memahami dan menjelasdansprta tema tersebut.
Selama analisa data, data disusun secara kategorikronologis, ditinjau secara
berulang-ulang, dan terus-menerus dikodekan keddédtar ide-ide penting yang
muncul, dimana rekaman wawancara dan catatan hkpamgan yang ditulis
dalam verbatim ditinjau secara tetap. Selama pribsgsula, sebagai etnografer,
peneliti membuat indeks atau kode data dengan no@aggn sebanyak mungkin
kategori (Merriam, 1988; Marshall & Rossman, 198&;obs, 1987).

Upaya yang dilakukan oleh peneliti selanjutnya aldalberusaha
mengembangkan jenis teori berdasarkan data yangli didg lapangan.
Sebagaimana disarankan oleh Miles dan Habermar@#)19paya tersebut dapat

dilihat dalam alur penelitian di bawah ini:

%8 Mulyana (2003: 151) menyebutkan bahwa penelitizaitatif berisi perspektif teoretis yang
berorientasi metodologis, dimana metode untuk mealgsa datanya adalah bersifat induktif.
Denzin (1978: 20-21) menambahkan bahwa, dalam pi@neyang bersifat induktif, ketika suatu
teori muncul dari data empirik di lapangan, makepannya adalah bahwa teori tersebut sesuai
dengan perspektif dan metodologi yang menghasilf@ann
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(Miles & Habermann, 1984).

A

Teori Berdasarkan Data Empirik di Lapangar

|
Y

Mencari Pola-Pola (Teori-Teori)

A

Membentuk Kategori-Kategori

|
y

A

Mengajukan Asumsi-Asumsi

A
y

y

Mengumpulkan Informasi di
Lapangan

Gambar 1.1. Alur Penelitian di Lapangan
(Sumber: Miles & Habermann, 1984).

Serangkaian teknik dan metode dalam riset lapadgatas menghasilkan
sejumlah catatan lapangdreldnotes. Istilah lapanganfigld) yang dimaksudkan
di sini adalah suatu tempat dimana proses-prosespdastiwa-peristiva yang
diteliti berlangsung dalam suatu keadaan atau kztetting penelitian (Crane,
1974; Sanjek, 1990), yaitu lingkungan kerja parlspdi lokasi penelitian, baik
di kantor polisi maupun di jalan raya, termasulgkungan kerja kepolisian di
beberapa sektor (Polsek) dan pos polisi (Pospaip yada di wilayah hukum
Polres Depok. Catatan lapangan yang berisi poladpabungan interaksi tersebut
mencakup: (1) catatan mengenai pengkategorisagmpok kerja para polisi
yang menjadi sasaran pelaksanaan kebijakan pelayanalik; (2) catatan
mengenai posisi petugas dari dinas lain yang metaltagas polisi serta peran
mitra kerja kepolisian yang memfasilitasi pertemymolisi dengan publik; (3)
catatan mengenai serangkaian pelaksanaan prognmgankiepolisian dari tingkat
Polsek dan Pospol dalam analisa dan evaluasi (Agaxdp diadakan secara
berkala (mingguan dan bulanan) di Polres Depokagd) catatan lain mengenai
pertemuan rutin para polisi dengan warga masyai@am prograniSambang
Polisi” yang membahas persoalan Kamtibmas di wilayah getem
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Secara umum, ruang lingkup wilayah hukum PolresoReju sendiri
meliputi seluruh wilayah Kota Madya Depok yang miénluas wilayah sekitar
257, 980 km2 dengan jumlah penduduk di tahun 2@B8as 1.349.437 jiwa dan
jumlah anggota polisi sekitar 1.359 personil (liknhpiran 1,3 dan 4). Adapun
gambaran mengenai lapangan interaksi polisi di gengrasyarakat Depok
mencakup kawasan perkotaan serta daerah-daerabokeyang masih jarang
penduduknya. Kunjungan polisi banyak dilakukan dings terutama pada
beberapa tempat yang menyangkut keamanan temppateisaha seperti rumah-
rumah pertokoan dan perkantoran (ruko/rukan), ppissat perbelanjaan, proyek-
proyek pengembangan perumahan, atau pekerjaan dmnonya yang sedang
berkembang di wilayah Kota Depok. Menurut penutwsalah seorang informan
(S) yang ditemui di lapangan, secara khusus, kgajartersebut dimaksudkan
agar polisi mengetahui jam-jam kerja usaha yargkdKan oleh warga setempat.
Tetapi, pada beberapa tempat yang identik denggikungan intelektual dengan
komunitas mahasiswanya seperti rumah kost, ia semdengakui bahwa
kunjungan polisi tersebut jarang dilakukan, karesedagian mahasiswa yang
tinggal di rumah-rumah kost di wilayah binaannydaki jarang menunjukkan
reaksi yang berlebihan dengan adanya kunjunganikgan yang dilakukan oleh

para petugas polisi yang terkesamus-urus bagi mereka.

Pengamatan terhadap situasi dan kondisi umum vhil&gga polisi, baik
di tingkat Polres maupun di tingkat Polsek dan Bbhsperkaitan erat dengan
pelaksanaan program kerja polisi di bidang pelayarmik di kantor polisi
maupun di lapangan. Dalam pengamatan tersebutgiseb®olsek di wilayah
hukum Polres Depok masih banyak yang bergaya spgomdau militeristik,
seperti ruangan-ruangan yang tertutup oleh kaaamhi@atau akronim-akronim
yang digunakan oleh para polisi yang menjadi tratlisun-temurun seperti
penggunaan nama, pangkat, jabatan, istilah oppadisi, dan sebagainya. Meski
petunjuk yang jelas dan terbuka seperti layaknyaagat di kantor-kantor
perbankan sudah dimulai di kantor pengurusan SIMSIBNK, namun akronim-

akronim tersebut nampak di setiap pintu masuk rkang para polisi.
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Di tempat lain, terutama pada beberapa Pospol yengda di wilayah
Polres Depok, saya menjumpai beberapa petugas dolssna yang tidak lagi
dikenal sebagai aparat negara dengan seragam dhant dengkapnya oleh
sebagian warga binaan di sekitar mereka, tetajih ldianggap sebagai sesama
warga yang memiliki kepedulian bersama dalam pemaag keamanan di
lingkungan mereka (para polisi yang tidak tinggaladrama polisi), terutama
ketika mereka tinggal bersama-sama masyarakat daktm blok atau rukun
tetangga, atau yang ditempatkan di wilayah terpefaci tempat tinggalnya. Hal
yang sama juga kerap ditunjukkan oleh para polisngy berbaur dengan
masyarakat seperti rasa aman yang diberikan kepadgm masyarakat di Pospol-
Pospol. Dalam urusan kecil misalnya, saya menjunipaibu dan gadis-gadis
remaja yang tidak segan-segan meminta untuk digoiang oleh petugas polisi

di sana saat pulang ke rumah-rumah mereka.

Hubungan sosial lain yang terjalin secara koopgeratitara warga
masyarakat dengan para polisi nampak pada kediagiatan masyarakat dalam
membantu tugas Kamtibmas, terutama dalam penegékd&um. Hal ini
ditunjukkan oleh kesadaran warga masyarakat bealdasateraksi sosial mereka
bersama polisi dalam menjaga keamanan dan ketedibgkungannya melalui
program Siskamling yang diaktifkan kembali. Sebagantoh, dalam suatu
kegiatan patroli polisi yang sempat saya ikutidégat suatu wilayah yang
mengaktifkan ronda malam, bahkan muncul gagasaekaemtuk melakukannya
di siang hari. Hal yang sama juga ditunjukkan ohabnculnya keberanian
sejumlah warga untuk menjadi saksi atas tindakgaahkéan, atau memberikan

laporan ketika mereka menjadi korban tindak kegamat

Dari gambaran lokasi penelitian beserta hubungdmuihgan sosial yang
terjalin antara polisi dengan warga binaannya aé,asecara metodologis, metode
yang diperkenalkan oleh Llewellyn & Hoebel (1948ndjuga Hoebel (1954)
merupakan sumbangan berharga untuk memperkaya enatddopologi dalam

mengkaji hubungan-hubungan sosial yang menempaikaian dalam struktur
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dan kultur masyarakat. Untuk mengetahui prose&teunya norma-norma serta
aturan dalam suatu masyarakat, para ahli antropologkum tersebut
memperkenalkan metode penelusuran melalui tiga, ganidu: (1) melakukan
investigasi terhadap norma-norma abstrak yang ddpakam dari ingatan-
ingatan masyarakat atau para aparat penegak huébaga pemegang otoritas
yang diberi wewenang membuat keputusan-keputusi@oelggical methoy (2)
melakukan pengamatan terhadap setiap tindakan mayatatingkah laku aktual
dari para aparat penegak hukum atau warga masyatalken kehidupan sehari-
hari, pada waktu mereka berinteraksi antara sanhgate yang lainnya, atau
tingkah laku kongkrit dari para penegak hukum dalberthubungan dengan
lingkungan sekitar sekaligus warga binaannya, dabungan-hubungan yang
dijalin antara warga masyarakat dengan aparat p&nkgkumnya descriptive
method; serta (3) mengkaji kasus-kasus yang pernah sgdang terjadi dalam
proses hubungan antara para aparat penegak hukwgarde/arga masyarakatnya
(trouble-cases methddLlewellyn & Hoebel, 1941: 20-1; Hoebel, 1954:)29

Materi yang dapat dikaji untuk memahami kasus-kagsy ditangani
oleh para polisi dapat dicermati mulai dari awalng®anan sampai
diselesaikannya kasus-kasus tersebut melalui kepuotkeputusan pemegang
otoritas yang diberi wewenang menyelesaikannya ataog masih bersifat
hipotetis, atau dari ingatan-ingatan masyarakatdéla& Todd, 1978: 8).
Sehubungan dengan metode yang diperkenalkan otalapk antropologi di atas,
secara khusus Pospisil (1973) mengatakan dengas b&dhwa Hoebel is regarded

by Nader as one of the three leading legal anthlogycal pioneers of this century. | go even
further and, without diminishing the accomplishnseot the two scholars, dare to regard Hoebel

as the partriarch of the anthropology of lgRospisil, 1973: 539).

Penanganan kasus-kasus tanpa sengketa misalnygat samum
digunakan sebagai metode untuk menelusuri penyelesasalah dalam studi
antropologi. Hal ini dikarenakan bahwa suatu atubarkanlah semata-mata
sebagai suatu produk dari individu atau sekelongrakg dalam bentuk peraturan
perundang-undangan, atau bukan sebagai suatwsng@ng terisolasi dari aspek-

aspek kebudayaan yang lain, tetapi merupakan prodwk suatu relasi sosial
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dalam suatu sistem kehidupan masyarakat. Karenainteraksi timbal balik
muncul sebagai fakta yang lebih empiris dari hulamalgubungan sosial tanpa
sengketa (diselesaikan dengan jalan damai) yaragseyata berlangsung dalam

suatu masyarakat yang diteliti (Llewellyn & HoebEd41; Hoebel, 1954).

Pengkajian kasus-kasus yang dilakukan oleh paraaatibpologi hukum
dengan metode mereka di atas menjadi metode yaag #hlam studi-studi
antropologi tentang diberlakukannya suatu hukumraat atau kebijakan dalam
kehidupan masyarakat. Dalam kondisi tertentu, dansangat sulit ditemukan
kasus-kasus yang dapat dianalisa dan digeneralsaisagai ekspresi dari
hubungan timbal balik yang berlangsung dalam sketudayaan masyarakat,
maka sebagai penggantinya, dapat dikaji pula kkasgs yang berhubungan
dengan interaksi antar individu atau kelompok yadgk diwarnai oleh konflik
tersebut. Kasus-kasus yang berhubungan dengaraksteimbal balik di sini
telah menjadi wahana sosial-budaya untuk mengetalingan-hubungan sosial

yang sedang berlaku dalam suatu masyarakat.

Sebagai contoh, praktik-praktik dalam aktivitas rhem dan menerima
pelayanan di kantor polisi, atau penegakkan hukumjathn raya yang
diselesaikan dengan jalan damai, atau kegiatarasipkepolisian lainnya yang
dilakukan di lapangan merupakan peristiwa khusdantdehubungan interaksi
yang memperlihatkan kesukarelaan para aktor dalaetakwmkannya, yang
sesungguhnya merupakan kasus kongkrit yang tidakardai oleh konflik
(sengketa). Tingkah laku sosial yang memperlihatkatidaktaatan terhadap
norma-norma sosial atau kesukarelaan terhadap fpeagasosial lain berupa
pengendalian dan keteraturan sosisbc{al control and social ordgr yang
ditunjukkan oleh tindakan nyata tersebut, jika dmtvasi dan dicermati secara
seksama merupakan unit-unit analisis yang dapatndigan untuk menjelaskan

prinsip-prinsip hubungan timbal balik yang mengatsipek kehidupan manusia.

1.6. Metodedan Sistematika Penulisan
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Untuk menuliskan gagasan-gagasan serta informag géhasilkan dari
kerja penelitian di lapangan, saya menggunakan deetpenulisan yang
bergantung pada perlengkapan harafiah dan retotiRenggunaan kedua unsur
harafiah dan retorika ini adalah dimaksudkan umhdngartikulasikan gagasan-
gagasan penulis dengan cara mengemukakan isu psdécdra meyakinkan,
kognitif, dan dapat dipercaya, melalui penggambagagasan dengan syarat
harafiah dan retorika yang mengandung pesan dantamnkredibilitas tulisan
(Saifuddin, 2004: 21). Adapun esensi metafora garalatan harafiah tersebut
terletak pada pemahaman dan pengalaman mengenatiseslam konteks yang
lain. Atas dasar tersebut, saya berorientasi padailmana menuliskan kenyataan
sosial di lapangan yang mencerminkan suatu prosesrlangsungannya dengan

cara memfokuskan pada pekerjaan serta pengalamapeglaku.

Dalam proses penyusunan tulisan, saya mencantugégasan-gagasan
yang menyangkut hubungan timbal balik, disertaukdsasus empirik yang digali
di lapangan. Menurut sistematikanya, penulisanridiseini dituangkan kedalam
lima bab pembahasan yang menjelaskan gagasan-gagaga menampilkan
serangkaian data empirik. Setiap bab yang ditukncakup beberapa sub bab
penjelas yang memiliki bobot gagasan yang lebih mmdimana sub-sub bab
selanjutnya dimaksudkan sebagai pendukung beasiuidata yang menjelaskan
gagasan awal. Beberapa penjelasan terhadap gagmgasan yang merasa masih
perlu dijelaskan secara teknis diletakkan kedalatatan kakifpotnote.*

Secara garis besar, kronologi tulisan dalam disentg antara lain adalah

sebagai berikut:

Tulisan pada Bab 1 diawali dengan pembicaraan nmemggejala yang

diteliti, yaitu fenomena pelayanan publik dan pedespn hukum secara umum,

%9 Lakoff dan Johnson (1980: 5) menyebutkan bahvariket merupakan metode penalaran yang
khas dalam ilmu-ilmu sosial, dimana eksistensinpartbkukan sebagai peralatan harafiah dalam
ilmu pengetahuan yang proses bekerjanya pun nyaais disadari.

%0 Saifuddin (2004: 20) menyebutkan bahwa catatanteakebut dimaksudkan sebagai suatu
ruang untuk argumentasi sekunder dan gagasandam tgrkait dengan inti kalimat agar tidak
mengganggu susunan kalimat yang dimaksud.
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terutama yang berlangsung di kepolisian. Pada bagia peneliti berupaya
menempatkan suatu perspektif teoritis sebagai umesrpenting dari kajian
antropologi untuk menjelaskan fenomena tersebuairselimaksudkan sebagai
uraian argumentasi yang melatarbelakangi perumosesalah penelitian, bagian
ini  mencakup tujuan penelitian, tinjauan teori yargerisi kerangka
teoritis/konseptual, proses penelitian lapangarngyawencakup gambaran lokasi
penelitian, teknik-teknik pemilihan informan dantode analisis yang digunakan,

serta proses penulisan yang mencakup metode damaiskanya.

Tulisan pada Bab 2 menggambarkan situasi dan kondrsum di
lapangan. Pada bagian ini, saya menyoroti reallagmnisasi kepolisian di
wilayah hukum resor (Polres) Depok, yang dimulangbn menggambarkan
wilayah kerja dan kekuasaan Polres Depok, sertastdgn wewenang polisi di
jajaran Polres Depok. Pembahasan selanjutnya kemuditeruskan pada
gambaran mengenai strategi dan kebijakan organBaki yang disesuaikan
dengan kondisi wilayah hukum Polres Depok. Gambgeesebut mencakup visi,
misi, kebijakan dan program kerja kepolisian secan@mum, kemudian
pelaksanaan kebijakan tersebut di wilayah PolrepoRe berikut pencapaian
program kerja mereka. Di sini, saya mencatat b@et@muan menyangkut
hukum, aturan, dan kebijakan dalam pemberian pe&ayaepolisian kepada
warga masyarakat. Dalam catatan reflektif, penefiginegaskan bahwa kantor
atau pos polisi merupakan alat untuk mencapai swgian atau sasaran yang
bersifat praktis, dimana kelompok sosial yang addathmnya merupakan suatu
bentuk masyarakat birokrasi yang diaktualisasikatard kerjasama dengan

masyarakat lainnya untuk mencapai tujuan organisasipa program kerja.

Tulisan pada Bab 3 membahas hubungan polisi dagarasat, terutama
yang menyangkut tugas dan wewenang polisi, yaitaramimenjalankan kebijakan
organisasi dan menjalin hubungan, baik dengan sesaereka, mitra kerja
mereka yang berasal dari dinas lain maupun yangshkedari warga masyarakat.
Pembahasan pada bagian ini diawali dengan menglaskbungan sesama polisi

dalam kerja pelayanan, yang membahas faktor deddkas loyalitas dalam
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menjalin kerjasama, serta kerjasama polisi itu sedidtingkat Polres, Polsek dan
Pospol. Pembahasan selanjutnya diteruskan padangabypara polisi tersebut
dengan pihak-pihak yang terlibat dalam kerja palayayang mengambil kasus di
Pospol Terminal Depok, yang mencakup hubungan ipdéagan petugas dari
dinas lain (DLLAJ), serta hubungan polisi dengatrankerja mereka (organisasi
Panter). Uraian mengenai realitas hubungan-hubursgaral tersebut diakhiri

oleh sebuah catatan reflektif peneliti yang mergiiabungan-hubungan sosial
yang terjalin di antara pihak-pihak yang terlibatlain pelayanan masyarakat
sebagai hubungan timbal balik(tual dependence and exchange

Tulisan pada Bab 4 berisi analisis yang membahasijakan dan
kekuasaan yang mengkonstruksi hubungan interakbiati balik, terutama dalam
melayani masyarakat dan menegakkan hukum. Uraiarg@em@i interaksi timbal
balik di sini diawali oleh interaksi polisi, penggujasa dan pelapor dalam praktik
pertukaran uang dengan barang dan jasa pelayameny membahas kasus
pengurusan SKCK, SIM dan STNK, serta kasus pelayaetapor di SPK, RPK
dan Idik. Uraian selanjutnya diteruskan pada iktgraolisi, pengguna jalan dan
pelanggar hukum dalam praktik pertukaran uang dengamudahan dan
keringanan sanksi hukum, yang didalamnya membaimaskian polisi yang
dipengaruhi oleh faktor kekuasaan dan penafsirdradgap hukum oleh polisi di
lapangan, dengan mengulas kasus penegakan hukbnPolantas di jalan raya.
Di sini, peneliti juga memberi catatan reflektiintang proses pertukaran yang
berlangsung dan terjadi dalam konteks jaringarugaréin sosial.

Di akhir tulisan, yaitu pada Bab 5, disertasi iitutup oleh kesimpulan
dari serangkaian pembahasan sebelumnya, yang mempk#asi teoritis dan
metodologis terhadap disiplin antropologi, sertaplamentasi praktis dalam
pembuatan kebijakan. Lebih dari itu, bagian inigudimaksudkan sebagai

ketetapan teoritis dari peneliti berdasarkan datpiek di lapangan.
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BAB 2
POLRESDEPOK: WILAYAH HUKUM
DAN KEBIJAKAN ORGANISASI

Kurang lebih satu tahun saya bergaul dengan pdisi gang bekerja di
lingkungan kepolisian resor Depok (selanjutnyamndjkat Polres Depok) dalam
pelaksanaan penelitian di lapangan. Untuk ukuraktwyssatu tahun memang
belum terlalu lama untuk mengetahui secara kedadurudinamika pekerjaan
yang dilakukan oleh orang-orang di kepolisian. Najrdalam waktu yang relatif
singkat tersebut, saya berusaha menggambarkan gasplRnggota polisi sebagai
pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat mdialpingan interaksi yang
dibangun oleh mereka bersama warga masyarakat Eatererutama yang
menggunakan jasa pelayanan kepolisian, baik dintzgra maupun yang secara
langsung datang ke kantor Polres, Polsek-Polsek &ospol-Pospol yang
tersebar di wilayah Kota Madya Depok.

Selain di kantor Polres Depok—tempat dimana saygalod dengan para
polisi sekaligus berdialog secara aktif dengan wamgasyarakat yang datang ke
kantor polisi tersebut—saya juga beupaya untuk skuta dalam kegiatan patroli,
baik yang diadakan oleh para petugas polisi darit (Bentra Pelayanan
Kepolisian (SPK) maupun yang dilakukan secara roiiém para petugas polisi di
Satuan Lalu-Lintas (Satlantas), dan para petugasibiBgan Masyarakat
(Bimmas). Kegiatan patroli yang saya ikuti tersebettujuan untuk mengetahui
cara kerja para polisi, terutama pada saat merekakokan kunjungan ke rumah-
rumah atau tempat-tempat kerja warga, mendatangi, Tienghadiri acara-acara
yang diadakan oleh warga yang menghadirkan parsip@tau mengikuti
inspeksi-inspeksi yang diadakan oleh para Kabag ldtesat ke beberapa Polsek
dan Pospol yang berada di wilayah hukum Polres Repo
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2.1. Organisas Kepolisian di Wilayah Hukum Resor Depok

Informasi yang diperoleh dari hasil pengamatan demwancara, serta
pengumpulan bahan dokumentasi yang diberikan olejuméah informan
menghasilkan sekumpulan data empirik yang digunakaonk menggambarkan
realitas kerja pelayanan Polres Depok. Sekumpu&a dmpirik tersebut juga
digunakan sebagai bahan penjelasan lebih mendakamyangkut analisis serta
perspektif yang akan diuraikan dan dibahas dalamblaé selanjutnya. Tempat
dan peristiwa yang berhubungan dengan pekerjaangeugas polisi di wilayah
hukum Polres Depok yang dicatat di sini mencakoppgg-tempat yang berkaitan
dengan kegiatan-kegiatan para polisi, baik di kafs@perti pekerjaan administratif,
apel/upacara, atau ritual kedinasan) maupun kegik&polisian sehari-hari di
lapangan (seperti kunjungan Bimmas, mendatangi T&y mengikuti kegiatan
Patwal), serta tempat-tempat lain dimana para nmor bersedia ditemui. Untuk
keperluan analisis, data yang ditulis secara verbalalam catatan lapangan
diolah menjadi sebuah gambaran umum mengenai sitvuésyah kerja dan
kondisi organisasi Polres Depok, serta perkembakghijakan dalam pelayanan
masyarakat (lihat lampiran 7).

2.1.1. Wilayah Kerja dan Kekuasaan Polres Depok

Dalam struktur kerja kepolisian, Polres Depok tesukakedalam struktur
organisasi Kepolisian Daerah Metro Jakarta Raydd&Pdletro Jayaj. Akan
tetapi, gambaran mengenai wilayah hukum kepolisaor (Polres) Depok adalah
meliputi seluruh wilayah Kota Madya (Kodya) Depadp wilayah Provinsi Jawa
Barat yang memiliki luas wilayah sekitar 257, 98®2kdan jumlah penduduk
sekitar 1.349.437 jiwa, dengan jumlah anggota pdlisahun 2005 sekitar 1.359
personil (lihat lampiran 5). Gambaran tersebut tddpdat dalam peta dan uraian

lebih lanjut di bawah ini:

! Struktur organisasi Polres Depok dibentuk berdaseSurat Keputusan Kapolri No. Pol:
Kep/54/X/2002 tanggal 17 Oktober 2002 tentang miggesi dan tata cara kerja satuan-satuan
organisasi Polri pada tingkat kewilayahan, dan Seputusan Kapolri No. Pol: Kep/7/1/2005
tanggal 31 Januari 2005.
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PETAWILAYAH HUKUM POLRES DEPOK
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Gambar 2.1. Peta Wilayah Hukum Kepolisian ResqrdBe
(Sumber: Bagops dan Bagmin Polres Depok).

Secara geograffswilayah hukum yang diartikan sebagai wilayah kerja
dan kekuasaan Polres Depok adalah meliputi seluilalyah Kota Madya Daerah
Tingkat (Kodya Dati) Il Depok yang terdiri dari enskecamatan, ditambah dua
kecamatan yang termasuk ke dalam wilayah Kabugbgor, yaitu Kecamatan
Bojong Gede dan Kecamatan Tajur Halang yang bedidbawah struktur
Pemerintah Daerah Propinsi Jawa Barat dengan liiagalv sekitar 257,980 Km2,
Batas-batas wilayah hukum Polres Depok meliput). ¢&belah utara, yaitu
Kecamatan Cilandak, Jagakarsa, Pasar Rebo; (2pked®atan, yaitu Kecamatan

Z Letak wilayah Kota Depok terletak pada 90°-99'-@%° LS 0°-03' BT dengan ketinggian tanah
dari permukaan laut berkisar antara 27,5 metetadi permukaan laut sampai 91 meter di atas
permukaan laut serta kemiringan rata-rata 0.83Rdfa Depok beriklim panas dengan suhu rata-
rata 26,9° C dan kelembaban berkisar 79 %. Araimagg dipengaruhi oleh adanya angin musim
barat dan timur dengan curah hujan rata-rata 20fheter, dan semakin ke selatan curah
hujannya mencapai 2000 milimeter per tahun (Sunt®@gmin Polres Depok).
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Kemang, Kecamatan Cibinong; (3) sebelah barat,uy&iecamatan Gunung
Sindur, Ciputat, dan (4) sebelah timur, yaitu Keatan Gunung Putri (Sumber:
Bagmin Polres Depok).

Dalam sejarahnya, Kota Depok merupakan bagiankddyupaten Daerah
Tingkat Il Bogor yang termasuk kedalam wilayah FmevJawa Barat. Melalui
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1981, Kota Peitetapkan menjadi
kota administratif (Kotif) yang meliputi tiga kecaman, yaitu Kecamatan Beji,
Kecamatan Pancoran Mas, dan Kecamatan Sukmajagen dglaya pembinaan
wilayah dan kesejahteraan warganya. Secara admiifistKota Depok yang
berbatasan langsung dengan wilayah Daerah Khusiketh Jakarta Raya (DKI
Jaya) dibentuk dengan tujuan untuk meringankan neakaperkembangan
penduduk DKI Jaya dalam penyebaran pemukiman kes@mpatan kerja secara
merata berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 13 @mal976 tentang

Pengembangan Wilayah Jakarta, Bogor, Tangerand3elasi (Jabotabek).

Perkembangan kota administratif tersebut di atésittlioleh peningkatan
jumlah penduduknya yang sangat cepat. Pada taliy p8nduduk Kotif Depok
berjumlah 271.134 jiwa dan terus meningkat mengi?8.870 jiwa pada tahun
1998, terutama setelah ditata menjadi enam kecandaiagan laju pertumbuhan
rata-rata 6,75% per tahun. Hal ini mengakibatkartab®ahnya beban kerja

penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembisaga pelayanan

% Wilayah hukum Polres Depok dibagi menjadi tujulayah Kepolisian Sektor (Polsek) yang
mencakup 8 kecamatan, 63 kelurahan, dan 16 desaadain: (1) Kecamatan Beji yang terdiri
dari kelurahan Beji, Beji Timur, Tanah Baru, KuknsRondok Cina, dan Kemiri Muka; (2)
Kecamatan Pancoran Mas yang terdiri dari kelurdrecoran Mas, Depok, Depok Jaya,
Rangkapan Jaya Lama, Rangkapan Jaya Baru, MamBajogg Pondok Terong, Pondok Jaya,
Ratu Jaya, Cipayung, Cipayung Jaya, Raga Jay&Citlyam.; (3) Kecamatan Sukmajaya yang
terdiri dari kelurahan Mekar Jaya, Abadi Jaya, Ba&ya, Sukmajaya, Cisalak, Kali Baru, Kali
Mulya, Sukamaju, Cilodong, Jatimulya, dan Tirtajayg Kecamatan Cimanggis yang terdiri dari
kelurahan Cilangkap, Pasirgunung Selatan, Tugu,avski, Cisalak Pasar, Harjamukti, Curug,
Tapos, Leuwinanggung, Cimpaeun, Sukatani, SukaBaju, dan Jatijajar; (5) Kecamatan
Sawangan yang terdiri dari kelurahan Sawangan, SgavaeBaru, Cinangka, Kedaung, Serua,
Pondok Petir, Curuk, Bojong Sari, Bojong Sari Béduren Seribu, Duren Mekar, Pengasinan,
Bedahan, dan Pasir Putih; (6) Kecamatan Limo yardjrt dari kelurahan Limo, Meruyung,
Grogol, Krukut, Cinere, Gandul, Pangkalan Jati, Bangkalan Jati Baru; (7) Kecamatan Bojong
Gede yang terdiri dari desa Bojong Gede, BojonguiBRabuaran, Cimanggis, Kedung Waringin,
Waringin Jaya, Rawa Panjang, Raga Jaya, dan Suyssida (8) Kecamatan Tajur Halang yang
terdiri dari desa Tonjong, Nanggerang, SukmajagguirfHalang, Kalisuren, Sasak Panjang,
Citayam, dan Raga Jaya (Sumber: Bagmin dan BagupssfDepok).
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masyarakat, termasuk kerja kepolisiannya dalam mendy upaya keamanan dan
ketertiban masyarakat Kota Depok.

Sejalan dengan kebutuhan pembangunan pemerintalraopinsi Daerah
Tingkat | Jawa Barat, maka Kota Depok dibentuk ménKota Madya Daerah
Tingkat (Kodya Dati) Il Depok berdasarkan Surat iegan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Daerah Tingkat jJddanggal 16 Mei 1994
Nomor 135/SK.DPRD/03/1994 tentang Persetujuan Petuken Kota Madya
Daerah Tingkat Il Depok yang menghapus PeraturameRatah Nomor 43
Tahun 1981 tentang Pembentukan Kota AdministrBigpok. Untuk selanjutnya,
wilayah Kodya Dati Il Depok ini tidak hanya terduoari wilayah kotif Depok,
tetapi juga meliputi sebagian wilayah Kabupaten rBlaeTingkat 11 Bogor
lainnya, yaitu Kecamatan Limo, Kecamatan Cimangiiscamatan Sawangan,
dan sebagian wilayah Kecamatan Bojong Gede, yamritelari Desa Pondok
Terong, Desa Ratu Jaya, Desa Pondok Jaya, Desgu@gadan Desa Cipayung
Jaya. Dengan demikian, Kabupaten Dati Il Bogor bexkg luas wilayahnya
(Sumber: Undang-undang RI No 15 Tahun 1999 TenRembentukan Kodya
Dati Il Depok dan Kodya Dati Il Cilegon).

Cakupan wilayah kerja kepolisian di Kota Depok merntimbangkan
jumlah penduduk sampai pada tahun 2005 dengan luselitar 1.349.437 jiwa.
Cakupan wilayah kerja tersebut disesuaikan dengjanpertumbuhan penduduk
di wilayah Kota Madya Depok dari tahun ke tahuriklyang pendatang maupun
penduduk menetap dengan kisaran rata-rata 15% giamn.t Kompleksitas
perkembangan yang diakibatkan oleh meningkatnyalajunpenduduk, serta
berbagai kepentingan masyarakat di dalamnya, s#tesd dipandang sebagai
kendala yang dihadapi oleh kepolisian di Kota Depwnyangkut sengketa tanah
dan angka kriminalitas yang disebabkan oleh pemapola kehidupan
masyarakat perkotaan. Sebagai konsekwensinyautlikarn sarana dan prasarana
dalam pemberian bantuan jasa pelayanan kepolisaaig ynampu mendukung
mobilitas penduduk, kegiatan sehari-hari, sertam@eamn dan ketertiban

masyarakat di dalamnya.
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Meningkatnya permintaan jasa pelayanan kepolisidbegok disebabkan
oleh tingginya mobilitas dan kompleksitas masyat,akarta faktor-faktor lain
yang mempengaruhi perkembangan kotanya seperti&esamasyarakat dalam
menciptakan keamanan dan ketertiban lingkungartgeena itu, sistem bantuan
jasa pelayanan kepolisian serta kegiatan-kegiaggolisian lainnya difokuskan
pada pemeliharaan Kamtibmas. Situasi Kamtibmas ithyah hukum Polres
Depok, terutama saat penelitian ini dilakukan dagibat dari sejumlah data
yang menunjukkan hasil kerja organisasi Polres Refmam bidang keamanan
dan ketertiban masyarakat yang menjadi prioritésnat organisasi kepolisian.
Data mengenai hasil kerja polisi tersebut dapétatipada gambar dan tabel-tabel

berikut (lihat juga lampiran 7 dan 8):

DATA KRIMINALITAS 70 KASUS
PERIODE TH.2001 S.D. 2005

4490
4490 i 3702
3702 2990 -
3000
2500 mCT
2000 1 =cc
1500 |
1000 |
500 |
0 2001 2002 2003 2004 2005
Gambar 2.2. Data Situasi Kamtibmas (KriminalitaKa3us)
(Sumber: Bagops Polres Depok).
Tabel 2.1. Dat&rime Total, Crime Clearance danClearance Rate.
TAHUN CT CcC CR
S/d November 2005 3540 710 20,05%
Jumlah 3540 710 20,05%
Sumber: Satreskrim Bagops Polres Depok.
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Tabel 2.2. Dat&rime Total danCrime Clock.

TAHUN CRIME TOTAL CRIME CLOCK
S/d November 2005 3540 8J.01M01

Jumlah 3540 8J.01M01

Sumber: Satreskrim Bagops Polres Depok.
Tabel. 2.3. Dat&rime Total.

TAHUN CRIME TOTAL RATA-RATA
S/d November 2005 3540 354

Jumlah 3540 354

Sumber: Satreskrim Bagops Polres Depok.

Kenyataan di atas menunjukkan bahwa kriminalitasupekan ancaman
serius bagi Polres Depok untuk menciptakan keamadan ketertiban
masyarakat, yang ditandai oleh meningkatnya indekainalitas dari 86 pada
tahun 2002 menjadi 99 pada tahun 2003. Meski pesg&n kasus-kasus
kriminalitas yang dapat diselesaikan oleh organBaki secara umum dari tahun
1999 hingga 2003 mengalami stagnasi dengan ratdieatya 55,5% kasus dapat
terselesaikan, namun karena adanya peningkataksikdieninalitas di atas, maka
aparat kepolisian mewaspadai dan mengantisipasitéraebut dengan cara
meningkatkan kinerjanya agar dapat memberikan jamkeamanan bagi warga

masyarakat (Sumber: Satreskrim, Bagops Polres Depok

Kondisi wilayah Depok yang memiliki jalur transpast, baik melalui
jalan raya maupun rel kereta api, merupakan sitaasiintas yang cukup padat
dari Bogor menuju Jakarta di pagi hari, dan meiigta Depok dari sore sampai
pada malam hari. Mudahnya persyaratan mendapatkadakaan menjadikan
pertumbuhan kendaraan lebih pesat dari pertumbjdian. Data yang didapat
dari Samsat Depok memperlihatkan pertumbuhan kaadabermotor di Kota
Depok sampai tahun 2005 mencapai 20% per tahumm eetebut menunjukkan
perbedaan yang signifikan, terutama yang menjadygdeab kemacetan di jalan

raya, jika dibandingkan dengan data pertumbuhamijgla yang hanya mencapai
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3,16% per tahun (jalan dalam kota). Untuk jalanvprai tidak ada pertumbuhan
panjang jalan yang signifikan (0%). Adapun data geeri hasil kerja polisi
dalam bidang lalu-lintas tersebut dapat dilihatdatabel-tabel berikut:

Tabel. 2.4. Data Korban Laka Lantas.

TAHUN 2005
NO. BULAN
K-Mati K-Luber K-Luring
1 Januari 4 1 6
2 Februari 3 1 4
3 Maret 8 15 18
4 April 1 - -
5 Mei 6 10 3
6 Juni 6 10 3
7 Juli 6 11 3
8 Agustus 6 10 3
9 September 7 11 23
10 | Oktober 3 5 F
Jumlah 50 74 63
Sumber: Satlantas Bagops Polres Depok.
Tabel 2.5. Data Kerugian Materi Akibat Laka Lantas.
NO. BULAN TAHUN 2005
1 Januari Rp. 23.750.000,-
2 Februari Rp. 6.100.000,-
3 Maret Rp. 81.050.000,-
4 April Rp. 5.000.000,-
5 Mei Rp. 19.850.000,-
6 Juni Rp. 11.900.000,-
7 Juli Rp. 25.000.000,-
8 Agustus Rp. 19.650.000,-
9 September Rp. 43.000.000,-
10 | Oktober Rp. 4.400.000,-
Jumlah Rp. 239.700.000,-

Sumber: Satlantas Bagops Polres Depok.

Menurut keterangan Kasatlantas (IP) Polres Depeknasalahan yang
dihadapi oleh satuannya adalah situasi lalu-liKias Depok yang masih kurang
teratur, atau yang ia sebut sebagai Ancaman Fal@kg| terutama di tiga ruas
jalan besar, yaitu Jalan Raya Margonda, Jalan Bagar dan Jalan Raya Cinere.
Hal yang sama terjadi di jalan kolektor sepertadadRaya Sawangan, Jalan Tole
Iskandar dan Jalan Siliwangi (sebagaimana digambadalam “Teori Gunung

Es”) dimana Ancaman Faktual inilah yang terlihat pgirmukaan, sementara
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Police Hazard (PH) yang lebih besar dan Faktor Korelatif Kringeo (FKK)
yang merupakan faktor terbesar justru tidak nangpglermukaan.

Gambar 2.3. Permasalahan yang Dihadapi oleh Sasl@uires Depok
(Sumber: Satlantas Polres Depok).

Keterangan gambar

1. Ancaman Faktual (AF), yaitu masalah yang mumiiytermukaan berupa
pelanggaran, kemacetan serta kecelakaan lalu-lintas

2. Police Hazard (PH), yaitu lokasi rawan macet, pelanggaran daelké&aan
seperti terminal, stasiun, pasar, perkantoran, aiibpdah, dan sebagainya.

3. Faktor Korelatif Kriminogen (FKK), yaitu rencantata ruang (rute
pengamanan), sistem transportasi terpadu, kebijakasportasi, jaringan
jalan, pengaturan lalu-lintas, dan penegakkan hukum

T PO T DA AT LAl A MEGED T AT L T

Gambar 2.4. Rute Pengamanan Satlantas di RuasKiatiamepok
(Sumber: Satlantas Polres Depok).
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Kepatuhan dan disiplin warga masyarakat terhaddorhumerupakan
tantangan dalam menciptakan kondisi Kamtibomas tiyah Kota Depok. Meski
gangguan keamanan dan tindak kejahatan konvensiomalayah hukum Polres
Depok secara umum masih dalam tingkat terkendamum perkembangan
variasi kejahatan dengan kekerasan yang cukup atéw@s dapat berakibat pada
pudarnya rasa aman di kalangan masyarakat sebagagaman faktual (AF).
Kabagops (NRS) sendiri mengakui bahwa perbedaanalpeman terhadap
keanekaragaman budaya, kondisi sosial, kesenjarkgmejahteraan, tingkat
pengangguran, tingkat kemiskinan, serta kepadatayduk merupakan faktor
korelatif kriminogen (FKK) damolice hazard (PH) yang apabila tidak dibina dan
dikelola secara baik dapat mendorong munculnya hiatgen konvensional.
Menurutnya, FKK dan PH ini hanya dapat diredam gdaha polisi yang tidak
hanya mengandalkan kepatuhan masyarakat terhadapmhumelainkan juga

disiplin anggota polisi terhadap tugas-tugas mereka

2.1.2. Tugasdan Wewenang Palis di Jajaran Polres Depok

Secara umum, keberadaan polisi dalam kehidupan aredst adalah
untuk mewujudkan tegaknya hukum dan keadilan ddtehidupan sehari-hari,
yang diaplikasikan dalam bentuk-bentuk dan cara-caelindungi, mengayomi
dan melayani warga binaannya. Untuk menjamin kepadtukum itu sendiri,
lembaga kepolisian memegang peran penting dalanujudian negara hukufh.
Dalam kapasitasnya sebagai lembaga kepolisian ahlapolres Depok memiliki
angkatan kerja di tahun 2005 sebanyak 1.437 pérsmggota polisi (lihat
lampiran 4 dan 5). Angkatan kerja di tingkat inngat beragam, karena berisi
orang-orang dengan kemampuan masing-masing, mataitidgkat manajerial,
administratif, penyidik, petugas lapangan, kurgmpuat minuman teh atau kopi,

petugas kebersihan, teknisi, sampai tukang kebun.

* Keberadaan lembaga kepolisian ini ditegaskan dakimerapa ketentuan yang menyatakan
bahwa: “Kepolisian Negara Republik Indonesia adakthagai alat negara yang menjaga
keamanan dan ketertiban masyarakat, yang bertugirsdongi, mengayomi dan melayani,
masyarakat, serta menegakkan hukum (Sumber: B@sglat (4) Undang-Undang Dasar 1945,
setelah perubahan kedua tahun 2000, dalam perlgamditaskah, sesuai dengan lampiran
Ketetapan MPR No. XI/MPR/2001, Sekretariat MPR-DB&karta 2002).
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Pada tingkat tertentu, fasilitas umum atau saragremgkapan yang
disediakan di Polres Depok disesuaikan dengan eakwiayahnya, ruang-ruang
pelayanan yang tersedia, serta kelengkapan jemelapgn yang ada. Sarana
perlengkapan pelayanan di sini memiliki tingkat gggumaan yang terdiri dari
fasilitas utama dan fasilitas penunjang, sepertiebepa ruang pelayanan yang
dapat dilihat dalam denah Polres Depok (lihat laerpi2). Polres Depok juga
mempekerjakan orang-orang dari berbagai macam Bakgsa—khususnya dari
berbagai latar belakang daerah yang berbeda-bela daw Jawa, Sunda, Batak,
Ambon, Bali, dan sebagainya—sesuai penugasannyigi(@an PNS).

Dalam konteks organisasi yang diteliti, secara kbusrganisasi Polres
Depok adalah Badan Pelaksana Kewilayahan Jakagta &n sekitarnya, yang
berberkedudukan di bawah Kapolda Metro Jaya. MénEf, Polres Depok
bertugas menyelenggarakan tugas-tugas pokok M&eser (Mabes) Polri dalam
upaya pemeliharaan Kamtibmas, penegakkan hukumbgrgmn perlindungan,
pengayoman, dan pelayanan masyarakat, serta tugas{bokok Polri lainnya di
tingkat kewilayahan yang disesuaikan dengan ketenhukum, peraturan, dan
kebijakan. Hal tersebut terangkum dalam Tap MPRIRhun 2000, dan
Keputusan Kapolri tahun 2005 yang berlaku secarayeieruh bagi organisasi

Polri yang tersebar di seluruh tanah air.

Secara historis, organisasi kepolisian di Kota Dbeperada dalam
wilayah hukum Komando Sektor Kepolisan 822-11/Dep@kg dikendalikan
oleh Komando Resor Kepolisian 822 Bogor Kodak \llinglang Buana Jawa
Barat. Sejalan dengan perkembangan Kota Depok, reakanjutnya dibentuk
Satuan Tugas Kepolisian Depok dengan kekuatan goda polisi yang saat itu
dipimpin oleh Dansatgas Mayor Pol. Drs. Bambang i@tmg berdasarkan
Telegram Menhankam Pangab No: T/239/1981 tanggallaét 1981 tentang
Prioritas Pembangunan dan Pengembangan KomandorSe€&polisian 822-
11/Depok menjadi setingkat Komando Resor Kepoligiata yang dipimpin oleh
Kadapol VII Metro Jaya Mayjen Pol. Anton Soedjarwdntuk selanjutnya,
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Satgas inilah yang kemudian menjadi cikal bakatliverya Polres Depok saat ini.
Telegram Menhankam/Pangab tersebut direalisasiki@h d&apolri dengan
menerbitkan Surat Keputusan dengan No. Pol: Sképk24981 tanggal 26
November 1981 tentang Pengalihan Wewenang Kepollidayah Depok dari
Kodak VIl Langlang Buana kepada Kodak VII/Metroyda

Pada tanggal yang sama, berdasarkan Surat Kepukesdapol VII
Metro Jaya No. Pol: Skep/98/X1/1981 tentang Pemidemt Komando Resor
Kepolisian Metro 709/Depok atau Kores 709/Depoklayah hukum Polres
Depok meliputi tiga Polsek, yaitu Polsek Pancoraas)MPolsek Beji, dan Polsek
Sukmajaya. Kemudian, wilayah tersebut dikembangkanjadi tujuh kecamatan
yang meliputi Cimanggis, Sawangan, Limo, Bojong &eBeji, Pancoran Mas,
dan Sukmajaya berdasarkan Surat Keputusan KapolriF®l: Kep/12/1X/1996
tanggal 26 September 1996 tentang Pengesahan PekdoeWilayah Hukum
Polres Depok dalam Jajaran Polda Metro Jaya. Dalaenindaklanjuti
disahkannya wilayah hukum Polres Depok kedalanrgaj@olda Metro Jaya,
maka dilaksanakanlah koordinasi antara Asrena Pdietao Jaya, Asrena Polda
Jabar, dan Paban Il/Sisjemen pada tanggal 23 Oki®$6 perihal Pelaksanaan
Upacara Serah Terima Jabatan dan Tiga Asset PBtseds Bogor kepada Polres
Depok sesuai Surat Kapolri No. Pol. B/3832/X/19%ndgal 7 Oktober 1996
bertempat di ruang kerja Paban ll/Sisjemen. Derganikian, Satuan organisasi
Polri di tingkat Polsek yang berada dalam wilayacdmatan tersebut termasuk
dalam jajaran Polres Depok.

Sehubungan dengan kepentingan dinas Kepolisian igaatkapolri
menerbitkan Surat Keputusan No. Pol: Skep 13848961 tanggal 11 November
1996 tentang Mutasi Personil di lingkungan Polriada pengalihan tiga asset
Polsek di jajaran Polda Jabar kepada Polda Metya, J@ang meliputi Polsek
Cimanggis, Polsek Bojong Gede, dan Polsek SawanBawla tanggal 27
November 2005, dengan genapnya usia Ke-24 tahubadah jajaran Polda
Metro Jaya, Polres Depok beradaptasi dengan pesnbabki dan misi organisasi

Polri yang diimbangi dengan pembangunan sumber gaysonil serta sarana
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pendukung kerja kepolisian yang direalisasikan dandidirikannya tiga belas
pos polisi (Pospol) berdasarkan animo masyaraki@imgmat serta keterlibatan

peran mereka di dalamnya (Sumber: Bagmin Polre®Bep

Dalam perkembangannya, FS menjelaskan bahwa iabdamhannya
menerapkan prinsip koordinasi dengan instansiHnsstgpemerintahan daerah,
serta lembaga-lembaga lain. Di lingkungannya sengara polisi di sini juga
berhubungan langsung dengan para staf PNS, stahaayserta para petugas di
lapangan yang terkait dengan sumber daya yangiduagklLingan Polres, Polsek,
dan Pospol. Di samping berkewajiban mengambil lahgkngkah pemantauan,
pengawasan dan tindakan korektif terhadap para hewega, para polisi
berkewajiban mematuhi perintah atau petunjuk pasj@abat di atasnya sesuai
dengan tugas, wewenang dan tanggung jawabnya (Suiképutusan Kapolri
No. Pol: Kep/7/1/2005 tentang Perubahan atas KejamtuKapolri No. POL.
Kep/54/X/2002 Tanggal 17 Oktober 2002).

Berdasarkan keputusan Kapolri tersebut di atas,ringsgn kerja para polisi
yang terjalin dalam sistem organisasi di tingkairé® khususnya di Polres
Depok, dilakukan dengan cara-cara antara lain nvesmgjapara bawahannya,
mengelola sumber daya yang tersedia, menjamintiketeradministrasi keuangan
dan perbendaharaan (baik yang diperoleh dari APBB/A atau bantuan Pemda
dan warga masyarakat dalam membantu pelaksanaas-tugas kepolisian),
serta menjabarkan dan menindaklanjuti setiap kmtet&ebijakan dan peraturan
dari pimpinan yang secara kedudukan atau kepangketeada lebih tinggi dari

segi tugas dan wewenangnya.

Dalam menjalankan tugasnya, para polisi di sinigaen pada ketentuan
hukum, aturan, dan kebijakan, serta filosofi orgasi Polri yang dilandasi oleh
ideologi Pancasila dan berpedoman pada Undang-gndasar 1945 untuk terus

memegang teguh aturan hukum yang bergBumber: Surat Keputusan Kapolri

® Ketentuan Pasal 37 ayat (2) dan Pasal 39 ayatr@ng-Undang Republik Indonesia No. 2
Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesizgyditindaklanjuti oleh Peraturan Presiden
Republik Indonesia No. 17 Tahun 2005 tentang Kokégolisian Nasional (Kompolnas).
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No.Pol: Kep/54/X/2002 tanggal 17 Oktober 2002 d@egtorganisasi dan tata cara
kerja satuan-satuan organisasi Polri pada tingkawilayahan, serta Surat
Keputusan Kapolri No. Pol: Kep/7/1/2005 tanggal 3anuari 2005, yang

memfungsikan organisasi di tingkat tersebut sebagdah yang dapat memenuhi

syarat-syarat efektif dan efisien dalam kerja peatay publik).

Menurut FS, kelancaran pelaksanaan ketentuan sli yé#u mengenai
peran, kedudukan, fungsi, dan tugas-tugas poligindkat Polres, Polsek, dan
Pospol yang berada pada wilayah hukum resor Depmderkuanya adalah
berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepaetaden. Nilai-nilai yang
ada dalam peraturan dan kebijakannya pun diarab&gnsetiap anggota polisi
untuk mengabdi kepada rakyat dalam bingkai Negaesakian Republik
Indonesia (NKRI). Upaya tersebut diwujudkan dalamkpk pelaksanaan tugas-
tugas sehari-hari, berupa sikap-sikap dan tinddikaiakan terhadap masyarakat
dalam melindungi, mengayomi, dan melayani kepeatingereka, baik di kantor
maupun di lapangan. FS juga menegaskan bahwa pekds tugas para polisi di
wilayahnya berlangsung dalam proses ke arah tegggdeanya interaksi yang
baik antara mereka sendiri dengan warga masyamiara lain dengan cara

menciptakan rasa aman bagi mereka.

Sesuai kondisinya, organisasi kepolisian yang adavithyah Kota
Depok terdiri dari satu Mapolres, tujuh Mapolselendiga belas Pospol. Pada
wilayah tertentu, susunan organisasi Polres dajpatmbangkan sesuai tipenya.
Menurut Kabagmin (SN), Tipe Polres “B1” untuk Psligepok mengembangkan
unsur pelaksana staf khusus dan pelayanan, yaitisadr Kedokteran dan
Kesehatan (Urdokkes) yang berada di bawah Kapollas sehari-hari
bertanggungjawab kepada Wakapolres. SN juga merd@mbabahwa dalam
satuan-satuan kerja tertentu, terdapat bendahat@ansakerja (Bensatker).
Bensatker adalah jabatan fungsional yang merupakesur pelayanan pada
tingkat satuan kerja (Satker) di bawah Kasatkengydalam pembentukannya
ditetapkan secara tersendiri. Bensatker bertugasyetenggarakan pelayanan

keuangan yang meliputi Kkegiatan menerima, menyimpanembayar,

54 Universitas Indonesia
Kebijakan dan kekuasaan..., Hendra Kurniawan, FISIP Ul, 2009



menyerahkan, menatausahakan serta mempertanggabggw uang dan surat
berharga dalam pengelolaannya. Susunan organiséasisRersebut juga dapat

dikembangkan dengan pembentukan satuan fungsi.

Menurut Kabagops (NRS), satuan fungsi yang dikemkam di Polres
Depok adalah Satpamwisata atau Denpamobvit, yamgpakan pemekaran dari
Satsamapta. NRS juga menambahkan bahwa tipe Pk dengan tipe Polres
“B1” mengembangkan satuan fungsi khusus sebagairupslaksana utama
pelayanannya, yaitu Satnarkoba. Pada masing-masihgan organisasi dapat
ditempatkan sejumlah Penata Urusan (Paur), Penataindstrasi (Pamin),
Bintara Administrasi (Bamin), dan Pembantu Umumn{@a) sesuai kebutuhan.
Ketentuan tentang syarat umum jabatan mereka didamgan keputusan
tersendiri. Jabatan PNS Golongan Il ke atas, pktum terpenuhi diisi oleh
personil Polri setingkat. Daftar susunan persoailg/ meliputi jabatan sruktural
dan fungsional termasuk jumlah Paur, Pamin, Baodam, Banum masing-masing

satuan organisasinya ditetapkan oleh Surat Keputtisa Kapolri.

Dalam pelaksanaannya, kesemua aturan yang mengagas dan
kewajiban para anggota polisi dibatasi oleh lingkugas masing-masing satuan
fungsi antar tingkatan organisasi yang didasarkaclapketentuan tentang
pembagian kewenangan dan tanggungjawab, sertaapetetmasing-masing
pembina tugas dan fungsi pada tingkat Mabes Ps#suai kebijakan Kapolri.
Adapun pembinaan fungsi polisi di lingkungan PoleEpok, meliputi kegiatan-
kegiatan, antara lain: (1) pemantauan dan supestéd| termasuk pemberian
arahan kerja satuan fungsi yang bersangkutan sesassdur yang ditetapkan; (2)
pemberian dukungan dalam bentuk bantuan kekuatan bdabingan teknis
pelaksanaan tugas Satfung yang bersangkutan; i8up®gulan, pengolahan, dan
penyajian data personil, serta hasil Satfung yargamgkutan; dan (4) pengajuan
pertimbangan atau saran untuk pendistribusian gtarakhusus, penempatan dan

pembinaan karier personil Satfung yang bersangkutan
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2.2. Strategi dan Kebijakan Organisas Polri di Wilayah Hukum Polres
Depok

Kegiatan operasional kepolisian (organisasi Pghing diselenggarakan
sepanjang tahun mengerahkan seluruh kekuatan aperbanggotanya di tingkat
daerah (Polda) dan kewilayahan (Polwil, Polress&ql dan Pospol), sekaligus
memberi dukungan terhadap satuan-satuan fungsikeesecara berjenjang.
Segala bentuk kegiatan operasi tersebut diadalkamasterpusat dan kewilayahan
melalui program keamanan lingkungan, pos-pos dstersi pelayanan informasi,
serta pemberdayaan kelompok sadar keamanan datidetenasyarakat (Pokdar
Kamtibmas). Upaya ini dilakukan dengan cara meratigkn koordinasi di
kalangan masyarakat dengan membentuk mitra kergi p;mtuk membantu
tugas-tugas kepolisian, atau dilakukan dengan caemgoptimalkan duick
response”’ terhadap penanganan tindak pidana, terutama padansandatangi
TKP dengan memberdayakan petugas SPK, patroli,hebtl rusa dan carens,
dengan alokasi waktu lima belas menit untuk haditedgah masyarakat, yang
kesemuanya disusun dalam rencana kegiatan dakatir@olri, sampai tingkat
Polres dan jajarannya.

2.2.1. Vis, Misi, Kebijakan dan Program Kerja Kepolisian

Visi organisasi Polri merupakan visi yang menjaglipman bagi seluruh
jajaran organisasi kepolisian di Indonesia, terrkagpara angota polisi di
dalamnya. Visi organisasi Polri itu sendiri secaraum adalah: “Polri yang
menjadi pelindung, pengayom dan pelayan masyargdad selalu dekat dan
bersama-sama dengan masyarakat serta sebagai ppasgak hukum yang
profesional dan proporsional yang selalu menjunjiumggi supremasi hukum dan
hak asasi manusia (HAM), pemeliharaan keamanankdgertiban masyarakat
(Kamtibmas), serta mewujudkan keamanan dalam nederutama dalam

kehidupan nasional yang demokratis dan masyarakeg yejahtera”.
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Adapun yang menjadi misi organisasi Polri adaldt): fhemberikan
perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepadauketnasyarakat, terutama
hal-hal yang meliputi aspek keamanan, kepastianumukdan kedamaian,
sehingga masyarakat bebas dari gangguan fisik rmapgikis; (2) memberikan
bimbingan kepada masyarakat melalui upaya preetafif preventif yang dapat
meningkatkan kesadaran dan kekuatan dalam diri analsgt, terutama kepatuhan
mereka terhadap hukurtav abiding citizenship); (3) menegakkan hukum secara
profesional dan proporsional dengan menjunjunggiisgpremasi hukum dan hak
asasi manusia (HAM) dalam rangka menuju kepadayadegpastian hukum dan
rasa keadilan di kalangan masyarakat; (4) memelikaemanan dan ketertiban
masyarakat dengan tetap memperhatikan norma-norama ndai-nilai yang
berlaku dalam bingkai integritas wilayah hukum NKE3) mengelola sumber
daya manusia (SDM) di tubuh organisasi Polri sepavéesional dalam mencapai
tujuan organisasi Palri, yaitu terwujudnya keamadan ketertiban dalam negeri,
sehingga dapat mendorong meningkatnya gairah kepgma mencapai
kesejahteraan masyarakat; (6) meningkatkan upaysokdasi kedalam (internal
organisasi) sebagai upaya menyamakan visi dan @i kedepan; (7)
memelihara solidaritas institusi Polri dari berdggengaruh eksternal yang sangat
merugikan organisasi; (8) melanjutkan operasi péranlkeamanan di beberapa
wilayah konflik guna menjamin keutuhan NKRI; (9) mregkatkan kesadaran
hukum serta kesadaran berbangsa dan bernegaraetiap warga masyarakat
yang ber-Bhineka Tunggal lka, sebagaimana tertutaigm ideologi Pancasila
(Sumber: Renja Polres Depok TA 2005).

Oleh karena Polres Depok secara hierarkis berad@wah organisasi
Polda Metro Jaya, maka pola kerjanya merujuk sgkslimendukung visi dan
misi Polda Metro Jaya. Visi organisasi Polda Meflaya tersebut adalah:
“Memberikan perlindungan dan pelayanan kepada nmnaksgh metropolitan
Jakarta dan sekitarnya dengan mewujudkan tampiéisi yang terampil, cepat
dan profesional serta kuat dan dipercaya masyana&ktiui kegiatan pengelolaan
permasalahan dan pengelolaan kepolisian yang tggro dan sistematis,

sehingga dapat mewujudkan Kota Jakarta dan sekitayang aman dan dinamis
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dalam kelangsungan pembangunan nasional”. Adapendari organisasi Polda
Metro Jaya yang membawabhi organisasi Polres Depu#yra lain:

Pertama, misi kedalam, yaitu: (1) melaksanakan perubahaardh
perbaikan untuk menjawab tantangan perubahan sosalg ada, serta
mewujudkan tampilan kesatuan yang kuat dalam meilagan melindungi
masyarakat; (2) mengelola SDM Polri di lingkunganldd Metro Jaya secara
profesional dalam mencapai tujuan Polri yaitu tgudoya keamanan dalam
negeri agar dapat mendorong meningkatnya gairah)a kguna mencapai
kesejahteraan masyarakat; (3) mengelola saranprdaarana, serta sumber daya
materiil Polda Metro Jaya untuk menunjang kebutubperasional tugas; (4)
mengelola pelaksanaan tugas kepolisian di lingkandakarta agar dapat
mewujudkan Polri yang dapat dipercaya oleh maswgdyralan (5) mewujudkan
model pengelolaan organisasi yang tersistemkanaetah dan sinergis, sebagai
pedoman bagi kegiatan Polda (Sumber: Renja PolepslOTA 2005).

Kedua, misi keluar, yaitu: (1) memberikan pelayananjipéungan dan
pengayoman kepada masyarakat agar dapat terbebagadgguan fisik dan
psikis; (2) menekan gangguan Kamtibmas yang terjaaalui kegiatan-kegiatan
preemtif dan preventif dan penegakan hukum yangegianal dan proporsional,
serta menjunjung tinggi HAM dalam mengurangi tingkaresahan masyarakat;
(3) mewujudkan Ibukota yang aman dan tertib mel&egiatan pengelolaan
Kamtibmas yang mengakomodir kepentingan pemeridéahmasyarakat umum,
dengan memperhatikan peraturan dan perundang-ualgagg berlaku sehingga
Jakarta dapat menjadi pintu gerbang Indonesia dia maternasional; (4)
memelihara keamanan masyarakat Jakarta dan sgkitadengan tetap
memperhatikan norma-norma dan nilai-nilai yang derl dalam bingkai
masyarakat yang demokratis; (5) menegakkan hukearaeepat profesional dan
proporsional dengan menjunjung tinggi supremasuhuklan HAM dalam upaya
menuju kepada adanya kepastian hukum dan rasald®adan (6) melakukan
upaya mendekatkan polisi dan masyarakat melaluiialeag mendatangi,
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berkomunikasi, berbagi informasi, serta berupayayaesaikan permasalahan
sejak dini dalam pemolisian yang berbasis padarkemman masyarakat.

Berdasarkan uraian tentang visi dan misi organi®adii dan Polda
Metro Jaya di atas, maka untuk selanjutnya PolesoR mengimplementasikan
visi dan misi tersebut dengan merumuskan visi desmga sesuai dengan kondisi
wilayah kerjanya. Visi Polres Depok itu sendiri kdla “Menciptakan Kota
Depok sebagai kota yang aman dan tertib, yangrtemsedari tingginya tingkat
kesadaran masyarakat akan ketaatan pada aturamhuk&rctib berlalu-lintas,
menurunnya angka kriminalitas dengan dukungan piafalisme anggota Polres
yang memadai, sehingga ada suatu keselarasan KepmkDsebagai kota
pendidikan, perdagangan dan jasa, serta lingkungamg berwawasan dan

religius”. Adapun misi dari organisasi Polres Dejtoksendiri, antara lain:

Pertama, misi kedalam, yaitu: (1) mengembangkan kegiatarardis
kepolisian untuk mewujudkan sosok personil Polrepdk sebagai pelindung,
pengayom dan pelayan masyarakat yang baik berdasaaktangan perubahan
sosial yang ada dalam kehidupan masyarakat di ahlaikota Depok; (2)
memaksimalkan bidang Propam untuk mengakomodir geagan internal
terhadap anggota Polri, baik secara tertutup mad@douka dalam penegakkan
hukum, kode etik kepolisian dan proses pidana um@nmemberikan ganjaran
(reward) dan sanksipgunishment) secara cepat dan tepat kepada personil, dengan
menindak anggota yang melanggar dan memberikangsigabatan, kesempatan
pendidikan dan penghargaan lainnya bagi para aaggotg berprestasi termasuk
anggota yang kembali melaksanakan tugas Badan Kanganisasi (BKO) di
berbagai daerah konflik; (4) mewujudkan tampilamspail Polres Depok yang
memiliki integritas responsif, bekerja dengan cepamiliki kemampuan yang
handal, mahir dalam tehnis profesi, bertindak tegeguh hukum, adil dan
berwibawa, serta beretika dalam pelaksanaan tugasnemiliki kemampuan
fisik yang samapta, melalui program pelatihan furggau satuan, yang mampu
bertindak profesional dan proporsional sesuai ysinéng ada; (5) mendukung

kebijakan pimpinan untuk memperoleh rasio polisi$eerbanding lima ratus dari
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masyarakat yang ada, dengan melaksanakan pritegi@ boy for the local job”
melalui petugas Babinkamtibmas di setiap Polselgalercara merekrut Bintara
yang potensial sejumlah sepuluh orang; dan (6) guemakan dan merawat sarana
dan prasarana yang ada dengan baik meliputi kaaitdrutama, alat khusus, alat
komunikasi, dan alat transportasi dengan baik ddim,rserta mengusahakan
pengadaan sarana dan prasarana yang dibutuhkama seedaya sesuai dengan
kemampuan yang dimiliki oleh organisasi Polres effeumber: Renja Polres
Depok TA 2005).

Kedua, misi keluar, yaitu: (1) memberikan perlindunggengayoman
dan pelayanan kepada masyarakat Kota Depok, sehiegigebas dari berbagai
gangguan fisik dan psikis; (2) melalui Babinkamtdsm mengajak warga
masyarakat Kota Depok untuk menjaga keamanan d#ertikan lingkungan
dengan kegiatan-kegiatan yang bersifat preemtif gegventif dengan cara
memberdayakan potensi masyarakat yang ada, sebamgai yang sejajar dan
berperan aktif; (3) menegakkan hukum secara puariasidan proporsional serta
menjunjung tinggi supremasi hukum dan HAM untuk rbenkan rasa keadilan
dan kepastian hukum kepada masyarakat Kota Dep®k;menekan kasus
kejahatan konvensional yang meresahkan masyarakdh Kepok dengan
melibatkan potensi masyarakat, serta mendayaguna&eara optimal elemen
masyarakat melalui koordinasi kontinyu agar tamaomunikasi dan kemitraan
yang baik; (5) terbangunnya satu komitmen masyarBlepok beserta personil
polisinya untuk menindak tegas kasus penyalahgumeakoba dengan cara
persuasif, preemtif, preventif dan represif; (6) mbangun dan memperkuat
jaringan intelijen dalam melakukan deteksi dinhtatap kemungkinan terjadinya
konflik guna menentukan langkah pencegahan seega can tepat sasaran; (7)
melayani dan menertibkan unjuk rasa dengan menkopdda para pengunjuk
rasa secara baik dan persuasif untuk mendukungnjda demokrasi dengan
memperhatikan nilai-nilai dan norma-norma yang dierl di masyarakat; (8)
melakukan upaya-upaya kreatif dan inovatif dalanmgedéla masalah lalu-lintas
di Kota Depok, berkoordinasi intensif dengan insiitterkait, serta mewujudkan

program kesadaran masyarakat pengguna jalan demgaindak tegas para
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pelanggar lalu-lintas di jalan raya; (9) turut mekwihg aktif program otonomi

daerah dengan menyelaraskan pelaksanaan tugasm@f@panfaatkan potensi
kekuatan komponen Pamswakarsa dalam melakukan panga obyek-obyek
vital; dan (11) menyelenggarakan operasi kepoligiandiri Polres Depok secara
selektif berdasarkan pertimbangan situasi keamayaary terjadi di wilayah

hukum Polres Depok (Sumber: Renja Polres Depok 0B52 dan Kebijakan

Kapolres yang ditindaklanjuti oleh Bagmin PolregpDle, Februari 2005).

Dalam pelaksanaannya, Kapolres beserta jajaranngaupbya
mewujudkan agenda visi dan misi tersebut untuk kkamudirumuskan kedalam
kebijakan dan strategi kepolisian dengan tidak rabadkan hal-hal yang telah
dicapai oleh para pemimpin Polri sebelumnya dalaanjaga kesinambungan. Di
samping itu, upaya Kapolres dalam memelihara sitdastibmas difokuskan
pada percepatan pencapaian sasaran sesegera mdagkimenyeluruh di semua
jajaran dalam upaya memanfaatkan momentum pembahadu kepolisian.
Kapolres (FS) sendiri menyadari bahwa organisagioligan yang menjadi
tanggungjawabnya dihadapkan pada dinamika wargayaresat di wilayah
Depok yang pesat dan kompleks. Menurutnya, seopolgi dituntut untuk
mampu memberi arah pengembangan dan kemajuan ghifigdesat dibanding
intensitas permasalahan yang dihadapinya, baik ednpat kerja maupun

lingkungan ia berada.

Tantangan berat dalam situasi kompleks yang dihaalep organisasi
kepolisian mendorong para anggotanya untuk memkakusliri pada cakupan
tugas-tugas kepolisian yang disesuaikan dengamikaamasyarakat binaannya.
Sebagai Kapolres, FS sendiri menyebutkan bahwaauppsgya yang disesuaikan
tersebut mencakup pembinaan terhadap para angglsayang dilakukan oleh
unsur pimpinan mereka dengan mengembangkan cakampgrdan etos kerja
mereka, serta penyesuaian terhadap perkembangaijakkeb organisasi
kepolisian dengan menjadikan aturan dan kebijakesebut sebagai upaya untuk
membangun karakter personil Polri pada umumnya petkembangan kebijakan

organisasi Polri yang disesuaikan dengan kondiEyah hukum Polres Depok
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terfokus pada pemberian bantuan jasa pelayananlisiapo seperti pelayanan
Urtelematika dalam memberikan informasi, atau pelay SPK dalam menerima
laporan, pemberian tindakan dalam menerima tamtia geemberian tindakan
dalam mendatangi TKP/TPTKP.

Kebijakan yang dimaksudkan di sini adalah keputdsputusan
organisasi kepolisian yang mengikat bagi kepentinjang banyak pada tataran
strategis atau bersifat garis besar yang dibuat plemegang otoritas publik.
Sebagai keputusan yang mengikat publik, maka Keimjarganisasi kepolisian
dibuat oleh otoritas politik di tingkat dewan pekian rakyat (DPR), dan
selanjutnya dilaksanakan oleh penyelenggara adimasisiegara, dalam hal ini di
jalankan oleh organisasi kepolisian (Polri). Folutama kebijakan organisasi
kepolisian adalah pelayanan publik, yang merupakeya lembaga negara untuk
mempertahankan atau meningkatkan kualitas kehidupgang banyak, yang
dilakukan dengan cara menyeimbangkan peran organisgpolisian yang
berkewajiban menyediakan pelayanan yang dibiaydi phjak dan retribusi, serta
menyeimbangkan berbagai kelompok dalam masyaralatgash berbagai

kepentingan serta mencapai amanat konstitusi.

Terminologi kebijakan yang dijalankan oleh orgasis&epolisian
menunjuk pada serangkaian peralatan hukum serékgaeiaan yang lebih luas
dari peraturan perundang-undangan, yang mencakgk anggaran dan struktur
pelaksana. Siklus kebijakan organisasi kepolisiaigaj dikaitkan dengan
pembuatan, pelaksanaan, serta evaluasi yang ddakukeh para pembuat
sekaligus pelaksana kebijakan tersebut dalam leegi@nev mingguan dan
bulanan. Mengenai bagaimana keterlibatan warga analsgt dalam setiap
tahapan kebijakan, maka pada setiap tahap pelaksaye publik sendirilah yang
mengawasi penyimpangan pelaksanaan suatu progrge deganisasi melalui
mekanisme kontrol publik, yaitu proses yang memumigin keberatan publik
atas suatu kebijakan pada saat dibicarakan, dimgséasikan, dan berpengaruh

secara signifikan terhadap aspek kehidupan masgtarak
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Untuk mencapai agenda program kerja pelayanan isggool maka
kebijakan Kapolri diperlakukan sebagai kebijakamatsggis yang merupakan
implementasi dari setiap unit organisasi berikuuaa-satuan kerja sekaligus
fungsinya. Kebijakan organisasi Polres Depok datena pelayanan masyarakat
meliputi beberapa program kerja, antara lain: (bgRam pengembangan sumber
daya manusia di lingkungan Polres Depok; (2) Progpmengembangan sarana
dan prasarana yang ada di Polres Depok; (3) Progejasama keamanan dan
ketertiban masyarakat di wilayah hukum Polres Depdk) Program
pengembangan sistem dan strategi keamanan dantiba@iermasyarakat di
wilayah hukum Polres Depok; (5) Program pemberdayaarga masyarakat
sebagai mitra kerja kepolisian di wilayah Kota Madyepok; serta (6) Program
pemberdayaan potensi keamanan dan ketertiban ra&ayatau sistem keamanan
lingkungan di wilayah hukum Polres Depok (Sumbeebkakan dan Strategi
Kapolres Depok, Agustus 2005).

Uraian mengenai kebijakan di atas dimulai dari pgogpengembangan
sumber daya personil yang meliputi kegiatan, antara: (1) pemeliharaan
personil yang dilakukan dengan cara menyelenggarpkebinaan karir personil
Polres dengan memperhatikanefit system”, seleksi dan pendidikan serteafent
scouting”, menyelenggarakan perawatan personil Polres mieliputasi jabatan
dan kenaikan pangkat, melaksanakan sosialisasidkepaggota Polri untuk
merubah tingkah laku personil sebagai polisi simemberikan feward and
punishment” kepada personil sesuai aturan yang berlaku tasiglriminasi,
merubah tingkah laku personil sebagai pelayan nmakgtyang tidak berkultur
kekerasan; (2) pengembangan kemampuan dan ketéaanmarsonil Polri/PNS
yang dilakukan dengan cara mengikutsertakan angdta&i/PNS dalam
pendidikan kejuruan (Dikjur) dan spesialisasi untugningkatkan kemampuan di
lapangan, menyelenggarakan latihan fungsi operakiontuk meningkatkan
keterampilan anggota Polri/PNS, latihan Praops li@po yang meliputi latihan
Sispam kota dua kali dalam setahun, latihan PanMBRB sekali dalam setahun,
latihan anti teror bom dua kali dalam setahun, ksslaaan magang Diktukba Polri

yang dilaksanakan dua kali dalam setahun, dan aebag (3) pembangunan
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kekuatan personil Polri/PNS, yang dilakukan dengkegiatan seperti
melaksanakan werving” Bintara sebanyak dua kali dalam setahun, yang
diselenggarakan oleh Polda Metro Jaya, serta nalakan penerimaan Akpol

setahun sekali yang diselenggarakan oleh PoldaoMaiya, dan sebagainya.

Selanjutnya, program pengembangan sarana dan gmasaneliputi
kegiatan-kegiatan berupa penataan kelembagaansHFo&pok, yang dilakukan
dengan cara melakukan penyusunan Manajemen OpaaEiolnes (MOP) Depok,
melakukan penyusunan program-program yang tertulategm program harian,
bulanan dan tahunan seperti Protap Polres Depokaksamakan tugas-tugas
pengawasan internal di lingkungan Polres Depok,gusmkan satuan kerja polisi
setingkat Pospol sesuai perkembangan administexsepntahan Kota Depok,
menyusun prinsip-prinsip dan konsep-konsep yangadgkan dalam bentuk visi
dan misi Polres Depok, serta mengajukan dukungggaaan ke pemerintah kota
atau pemerintah daerah yang disesuaikan dengada@erja Pemkot Depok dan

Pemda Jawa Barat.

Adapun pembangunan fisik dan fasilitas jasa pelayaih Polres Depok,
antara lain meliputi: (1) pengadaan materil, y@iguupa pengadaan komputer dan
printer, pengadaan alat komunikasi, pengadaan multimedigektor, alins atau
alongins; (2) pembangunan fasilitas dan gedungygwaang tunggu, atau loket-
loket pelayanan; (3) pemberdayaan sarana dan presaerupa alat transportasi,
alat komunikasi, alat utama dan alat khusus, tankhggemberdayaan fasilitas
Polres, Polsek, Pospol dan rumah-rumah dinag &€rjpemeliharaan sarana dan
prasarana Polres Depok untuk mempertahankan darpengamjang usia pakai
fasilitas Polres, Polsek, Pospol, rumah-rumah didat-alat transportasi dan

komunikasi, alat utama dan alat khusus.

Program kerjasama keamanan dan ketertiban mekpgiatan-kegiatan,
antara lain: (1) pembebasan masyarakat dari gangguamanisme yang
dilakukan dengan cara menginventarisir orang, kplukvkelompok masyarakat,

atau perusahaan yang menggunakan jasa preman, dmbkgai tenaga
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pengamanan, becking”’, maupun untuk menyelesaian berbagai masalah atau
kasus tertentu, menginventarisir masalah-masaladu dtasus-kasus yang
dilakukan oleh para preman dalam kegiatan terseitttk diambil tindakan
hukum, menggalang masyarakat untuk menghilangkanggreah preman,
memberdayakan jaringan dan unit oprasional intelijtuk membangun daya
lawan masyarakat, melakukan operasi penceraibertedmadap kelompok-
kelompok preman, melakukan razia atasweeping” terhadap kelompok-
kelompok preman, melakukan koordinasi dengan isstaterkait untuk
mengeliminasi efek negatif dari penanggulanganatdsp kejahatan preman, dan
penindakan bagi yang terbukti melakukan pelanggémakum; (2) penertiban
kepemilikan senjata api yang dilakukan dengan caranggelar operasi
penanggulangan penyalahgunaan senjata berupadazipenindakan, pendataan
dan pengecekan terhadap senjata api milik TNI daln Pang hilang, proaktif
dalam proses perpanjangan ijin senjata api dengaa memberitahukan satu
bulan sebelum berakhir masa berlaku, mencabusémata api bagi mereka yang
tidak memperpanjang ijinnya lebih dari satu tahuan dyang melakukan
pelanggaran dan penyalahgunaan senjata api, bggotnyang akan meminjam
dan memakai senjata api inventaris selektif pasrgesuai fungsi yang diemban
dengan adanya rekomendasi dari pimpinan, lulusofesk tidak ada catatan
pelanggaran dari Satintelkam, Unit P3D Propam &eyvos, mencabut senjata
api dan melarang untuk meminjam dan memakainyani&takukan pelanggaran
hukum, dan menindak tegas para anggota yang mémgyalakan senjata api
dinas tersebut.

Program pengembangan sistem dan strategi keamagigutnkegiatan-
kegiatan, antara lain: (1) pendeteksian masyard&atdukungan tugas kegiatan
yang meliputi kegiatan masyarakat seperti unjuka,ragmpat umum, aliran
kepercayaan, kegiatan pemerintah seperti sidangotead®PRD, Pilkada, dan
lain-lain; (2) penciptaan kondisi keamanan dan rkiélen masyarakat yang
kondusif yang dilakukan dengan cara seperti pemlant dan pembinaan
jaringan informasi pada setiap aspek kehidupan tEmsan masyarakat,

penyelenggaraan kegiatan penggalangan terhadapvidmdidan kelompok
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masyarakat tertentu, khususnya di daerah rawarikamitar kampung, dan antar
etnis di wilayah hukum Polres Depok; (3) pengawasi@mg asing, senjata api,
bahan peledak, perijinan daariminal record” (CR) yang dilakukan dengan cara
pendataan dan pelayanan surat-surat ijin tingggi Warga asing, pengawasan
terhadap orang-orang asing yang menetap maupumgasindi Kota Depok,

penertiban, pendataan dan pengawasan senjataafjai) Ipeledak dan obat-obat
berbahaya lainnya, serta pemeriksaan surat ijigguemaan senjata api dan SKCK

bagi yang memerlukan.

Program pemberdayaan Kamtibmas meliputi kegiat@mkan, antara
lain: (1) penyelenggaraan tugas-tugas Bimmas duagpengemban fungsi yang
dilakukan dengan kegiatan seperti melaksanakan BsnB8tral di lingkungan
tempat tinggal dan lingkungan kerja, membentuk dangaktitkan kembali
kelompok atau forum Konsultasi masyarakat setenyaaig peduli terhadap
keamanan lingkungan sekitarnya, mengembangkan pelaitraan dengan
lembaga pendidikan atau perguruan tinggi dalam kpalan ¢ommunity
policing” (CP) yang ditindaklanjuti dengan penerbitan buKiada Hari Tanpa
Buku Kawan Baru”; (2) pemberdayaan CP yang dilakukkengan kegiatan
seperti membentuk kelompok yang peduli Kamtibmasgu akelompok anti
kejahatan, kelompok peduli Kamling, mengembangkamiitaan, kerjasama
dengan lembaga pendidikan, perguruan tinggi, d&olae-sekolah yang ada di
wilayah Kota Depok; (3) pembangunan opini publikgderdampak positif bagi
tingkah laku anggota Polres Depok yang dilakukangda kegiatan seperti
menjalin kerjasama dengan tokoh masyarakat, insf@meerintah atau swasta,
jasa pengamanan, tokoh agama, masyarakat, pemuid, Imedia massa,
pemberdayaan pamswakarsa yang meliputi PPNS, Satpaisus, Linmas,
Pramuka, Saka Bhayangkara, PKS, Supelatas, Pokdokaas, Daikamtibmas,

dan lain-lain.

Adapun program pemeliharaan Kamtibmas itu sendatiputi kegiatan-
kegiatan, antara lain: (1) penggalangan kehadirahsipberseragam, yang

dilakukan dengan mengaktifkan pola Bimmas Straiatia setiap satu orang
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polisi berada di satu tempat yang memiliki wilaygmbinaan dengan radius lima
ratus meter, serta kegiatan patroli di lingkungamga; (2) pemusatan pelayanan
pada ‘uick response” yang dilakukan dengan mengatur tempat-tempat
kemacetan lalu-lintas kendaraan dan keramaian ayearyy berlalu-lalang,
pengawalan kegiatan masyarakat, pengoptimalispg&aggunaan personil sesuai
tugas pokok, mengaktifkan nomor-nomor panggilanispo{911, 110, dan
sebagainya); (3) pemantapan citra simpatik petlB@lantas yang dilakukan
dengan tidak melakukan tilang ketika menghentikaglamggar lalu-lintas,
melainkan dengan peneguran dan peringatan kep#afegger (kecuali pelanggar
berbahaya), menghindari perdebatan dengan pelardigpinggir jalan, tidak
bersikap kasar dan angkuh terhadap pengguna jatemberikan contoh
kepatuhan dan bersikap bersahabat, dan kesiaparbanampengguna jalan
dengan memberi senyuman, sapaan dan ucapan sdjapengamanan distribusi
Bahan Bakar Minyak (BBM), yang dilakukan dengan sosmalisasikan jenis
kendaraan resmi pengangkut BBM tersebut sesuaiagiefigngsinya; serta (5)
pemberian pelayanan masyarakat yang memenuhi marapayarakat luas. Hal
tersebut dilakukan dengan kegiatan seperti menlgadekan prosedur pelayanan
di berbagai satuan fungsi, memberi kejelasan biggag diperlukan untuk
mengurus surat-surat yang dibutuhkan, mempercegktivpenyelesaian urusan,
menyiapkan ruangan yang memadai dan nyaman bagjawgang datang ke
kantor polisi, serta menyiapkan kotak saran kepwlisli berbagai tempat untuk
menampung laporan, keluhan, dan pengaduan masyseakgenggan datang ke
kantor atau pos polisi.

Kegiatan-kegiatan lain yang masih dalam ruang lipgkprogram
pemeliharaan Kamtibmas, antara lain: (1) pembepelayanan keamanan yang
dilakukan dengan kegiatan seperti penjagaan, paaol pengawalan orang atau
barang berharga, pengamanan terhadap obyek-obyet watau khusus,
pengawalan terhadap VIP/VVIP, kegiatan masyarahkati-hari besar, tempat-
tempat wisata dan para wisatawan, sidang paripDPRD, peristiwa-peristiwa
nasional dan internasional, serta pengamanan tphpara pengunjuk rasa; (2)

pemberian bimbingan, pengayoman dan perlindungayanakat yang dilakukan
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dengan memberi penyuluhan intensif kepada warganbaetu memecahkan
masalah yang terjadi di lingkungan warga, melakukamungan dan tatap muka
dengan tokoh agama, masyarakat, pemuda, LSM, pai@mberikan bantuan
atau pertolongan pada wisatawan yang berkunjuri¢pk& Depok, mencegah dan
menanggulangi tumbuhnya maksiat, berperan sergagerarga dalam membina
dan menegakkan hukum, dan memberi dukungan kepatsekFPolsek dan
Pospol-Pospol yang berada di wilayah Polres Dep(¥; pengamanan
penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (Pilkadang ydilakukan dengan
kegiatan seperti menjalin kerjasama dengan Koménikhan Umum Daerah
(KPUD), para bakal calon sekaligus massanya; (4g@iran dan penertiban
kegiatan warga atau instansi, yang dilakukan dengangatur kegiatan
masyarakat dan lalu-lintas yang dilaluinya; ser® @emberian tindakan
penyelamatan dan pemulihan keamanan yang dilakd&agan kegiatan seperti
penjagaan dan pengawalan terhadap hal-hal yang angkyt jiwa dan harta
benda warga, membantu pelaksanaan SAR pada Jadi kecelakaan, bencana,

dan sebagainya.

Program pemberdayaan potensi keamanan meliputateggkegiatan,
antara lain: (1) penyidikan dan penyelidikan tingakana yang dilakukan dengan
mengungkap suatu kasus yang berasal dari lapomnarpelagaduan masyarakat,
memeriksa orang-orang yang dicurigai sebagai pelk&ahatan, memberi
bantuan pelayanan teknis penyelidikan berupa itkedi kepolisian,
mengumpulkan informasi kriminal dan bahan-bahapragigan atau dokumentasi
yang terkait dengan perkara pidana, dan menginfikaa kepada pihak-pihak
yang terkait tentang perkembangan penyelidikan pmgembangan penyidikan
kasus kepada korban atau pelapor, meningkatkarasegna dengan instansi-
instansi terkait, dan melakukan pembinaan yang enegiut teknis penyidikan
terhadap PPNS; serta (2) pemberian kepastian hukukalangan masyarakat
yang dilakukan dengan memposisikan penyidik dalaedukukan otonom
(mandiri), membentuk tim pengawas penyidikan diagetstrata, penindakan
terhadap penyidik polisi yang melanggar kode dtilsjplin dan hukum, serta

berkoordinasi dengan unsur CJS untuk mempercepaeprpenegakan hukum
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secara maksimal bagi para pelaku tindak pidanaobarkterorisme, perjudian dan
tindakan korupsi.

Kegiatan-kegiatan lain yang masih dalam ruang lipgkprogram
pemberdayaan potensi keamanan, antara lain: (1pgramtasan narkoba yang
dilakukan dengan menggelar operasi penegakan hu&tmdap semua bentuk
tindak pidana narkoba, bekerjasama dengan instensait untuk melakukan
pengawasan terhadap prekusor dan penyalanggunagredgedar gelap narkoba
maupun obat keras (daftar @Varlijk), melakukan penindakan dalam bentuk
razia di tempat-tempat hiburan seperti diskotikybklmalam, dan melakukan
penindakan tegas terhadap angota Polri/PNS sddarganya yang terlibat dalam
tindak pidana narkoba; (2) pemberantasan terorigarey dilakukan dengan
menggelar operasi penegakan hukum terhadap semulman skala terorisme,
melakukan pengawasan, pencarian dan penangkapdmadaer kelompok
terorisme, razia di lokasi dan sarana transpostasg dicurigai sebagai tempat
persembunyian teroris, dan membuka akses selussylagkepada masyarakat
untuk memberikan informasi tentang keberadaan iterdB) pemberantasan
perjudian yang dilakukan dengan menggelar opemsiatlap semua bentuk
perjudian dan menindak para pelakunya, menolakjiemi kegiatan yang
menjurus perjudian, dan bekerjasama dengan tokamagtokoh masyarakat,
tokoh pendidikan untuk menghilangkan budaya judkalangan masyarakat; serta
(4) pemberantasan korupsi yang dilakukan dengarangami seluruh kasus KKN
secara proaktif, dan meningkatkan koordinasi dengestansi terkait dalam

pengungkapan kasus-kasus korupsi.

Beberapa program lain yang masih merupakan bagsin plogram
pelayanan kepolisian, antara lain: (1) patroli @oliang berangkat dari Polres,
Polsek dan Pospol, yang secara aktif berkelilingbsei bertegur-sapa dengan
warga masyarakat. Patroli ini biasanya juga diiki#ingan bertamunya polisi ke
rumah-rumah warga setempat. Di samping ikut menaikbil patroli, pada
malam hari, terkadang saya menaiki sepeda motdvetiikang mobil patroli
antara pukul 23.00 WIB hingga pukul 02.00 WIB diari; serta (2) pembentukan
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Pospol-Pospol baru di wilayah yang jauh dari keiamgoerkotaan, seperti
wilayah hutan kota yang rawan kejahatan, sertayafiadengan bentangan tanah
yang masih kosong dan sedikit penduduknya. Kebarad®ospol di wilayah-
wilayah semacam ini berfungsi sebagai media penghmtantara polisi dengan

warga masyarakat jika sewaktu-waktu muncul masalah.

Meski secara umum telah banyak dilaksanakan, naieinerapa
program kerja di antaranya masih belum dapat dilakkan secara optimal. Hal
tersebut diakui oleh Kapolres (FS) yang menyatdiahwa tidak semua program
kerja tahunan tersebut dapat dilaksakan sepenutikgaenakan adanya beberapa
kendala menyangkut kesiapan personil serta anggpragram kerja yang
terbatas. Meski demikian, ia juga menyebutkan babel@agian besar program
kerja yang telah direncanakan berhasil dicapai @engemuaskan dalam
pelaksanaannya.

2.2.2. Pelaksanaan Kebijakan dan Pencapaian Program Kerja Kepolisian

di Polres Depok

Pelaksanaan kebijakan yang mengatur tugas-tugask potggota Polri
pertama Kkali difokuskan pada pengembangan sumbeya deanusia.
Pelaksanaannya, antara lain meliputi: (1) pembitaain yang dilakukan dengan
menempatkan personil atas pertimbangaertt and moral system”, kemampuan,
prestasi. Dalam hal ini, Tim Wanjak dipimpin oleraképolres dengan anggota
yang terdiri dari Kabagops, Kabagmin dan Kanit P3P); seleksi pendidikan
pengembangan personil. Dalam hal ini, telah dikidina Pamen untuk mengikuti
Sespim, dua Pama ke PTIK, dua Pama untuk Selapagdelapan Bintara untuk
Setukpa; (3) pelaksanaanverving/in take personnel” diadakan sekali dalam
proses penerimaan Bintara melalui Surat Perintahpokes No. Pol:
Sprin/125/1V/2005 tanggal 30 April 2005, serta Reseran Mental Kepribadian
(PMK) yang dilaksanakan oleh Bidang Propam Poldatrdielaya dengan
pelaksana Unit P3D Polres Depok (Sumber: Subbadgzgsin Polres Depok).
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Kegiatan yang masih menyangkut program pengembasigaber daya
manusia adalah pelatihan personil. Dalam hal &lght ditunjuk empat Bintara
Pengaman di SPN Lido, dua Bintara Arus Lalu-LidaSPN Lido, empat Bintara
Penyidik di SPN Lido, dua Bintara TPTKP Laka LandaSPN Lido, dua Bintara
Penerimaan Pengaduan Masyarakat di SPN Lido, tigeaf Instruktur Satpam
di SPN Lido, dua anggota di Rumah Sakit Brimob Kel®ua, empat Bintara Gal
di SPN Lido, dua Bintara Pemeriksa Dokumen Ranm@&RN Lido, dua Perwira
TOT PHH di Puslat Brimob Kelapa Dua, tiga Bintaeareriksa di SPN Lido, dua
Perwira TOT Olah TKP di Pusdik Reskrim Megamendutigya Bintara
Penyelidik Intelijen di SPN Lido, dua Perwira Injgh di Pusdik Intel Soreang
Bandung, tiga Bintara Pengaturan Lalu-Lintas di SR, lima Bintara Bimmas
di SPN Lido, dua Bintara Pengaturan dan PenjageSRN Lido, dan dua Bintara
Pelayanan Masyarakat di SPN Lido. Adapun Tes Keptamaa Jasmani telah
dilaksanakan dua gelombang, yaitu tes gelombaetdrsyak 1433 peserta (1314
pria dan 119 wanita), dan tes gelombang Il sebary#3 peserta (Sumber:

Subbagpers Bagmin Polres Depok).

Pelaksanaan program pengembangan sarana dan peaBatees Depok
mencakup pengadaan barang dan jasa. Dalam halelah diajukan rencana
kebutuhan materi logistik (Matlog) ke Polda Metayad c.q. Kepala Biro Logistik
(Karolog). Dalam praktiknya, pihak Polres Depok mdsrus menunggu, karena
pengadaan barang harus sesuai dengan ketentuan bgfaku di tingkat
organisasi Polri. Pengawasan atau monitoring Ip@sibajuan rencana kebutuhan
materi dan logistik tersebut juga dilaksanakan aedengan surat permohonan di

atas (Sumber: Subbaglog Bagmin Polres Depok).

Pelaksanaan program kerjasama di bidang Kamtibmasncakup
pengamanan masyarakat dari gangguan premanismamDABI ini, telah
diselenggarakan operasi preman yang dimulai daggal 12 Juli sampai dengan
20 Agustus 2005, seperti operasi yang dipimpin ¢b¢h S di Jalan Raya Bogor,
operasi yang dipimpin oleh Kompol IGPS di pertig&ugutamu Jalan Juanda,
operasi yang dipimpin oleh AKP GP di Terminal TetpeDepok, operasi yang

71 Universitas Indonesia
Kebijakan dan kekuasaan..., Hendra Kurniawan, FISIP Ul, 2009



dipimpin oleh AKP NM di Pasar Cinere Limo, opergang dipimpin oleh Iptu E

di pertigaan Pengasinan, operasi yang dipimpin élEP S di wilayah Polsek

Cimanggis, operasi yang dipimpin oleh AKP DH ditpggran Rumah Sakit Bhakti
Yudha, perempatan Kodim, Jalan Nangka Depok Jayan&s dan Jalan Dewi
Sartika Pancoran Mas, operasi yang dipimpin olelPAMH di Terminal Depok,

Jalan Raya Sawangan Simpang Lima Sengon dan JalanTRnah Baru, operasi
yang dipimpin oleh Iptu ES di Jalan Tole Iskandan@gang Depok dan Jalan
Juanda Sukmajaya, operasi yang dipimpin oleh IptdiMalan Cinere parkiran
Ruko, operasi yang dipimpin oleh Iptu K di depanfin Sakit Tugu Ibu dan
pasar Cisalak, operasi yang dipimpin oleh Iptu NJdlan Raya Meruyung
Pancoran Mas dan Stasiun Citayam, operasi yangpgipioleh Iptu ES di Jalan
Raya Bogor, operasi yang dipimpin oleh Iptu N dkBWVaringin, dan stasiun
Bojong Gede, dan operasi serupa yang dipimpin {pé&h P di pertigaan Kota
Kembang dan SPBU yang berada di kampung Mampangk@pan Jaya
(Sumber: Bagops Polres Depok).

Dalam hal penertiban kepemilikan senjata api, Kegiatersebut
diselenggarakan oleh Subbaglog Polres Depok, skdarkgpemilikan senjata api
bagi masyarakat umum, Satpam, dan profesi lain witmo oleh Satintelkam.
Adapun pelaksanaan sistem dan strategi keamanadifglaukan berdasarkan
Intelijen Dasar Polres Depok tahun 2005, yaitu dengiengantisipasi semua
bentuk ancaman dan gangguan Kamtibmas yang teljadiayah hukum Polres
Depok dengan memperkirakan terjadinya berbagai kekinan, selanjutnya,
serta mengembangkan sistem dan strategi keamangardéerbagai fungsi dan
instansi terkait sesuai dengan ancaman gangguantitfaas yang telah
diperkirakan sebelumnya guna menghindari korban kiamugian yang lebih
besar. Sementara, pelaksanaan program pemberdpgéamsi keamanan yang
mencakup bimbingan masyarakat (Bimmas) telah ddakuoleh Subbagbimas
yang menampung aspirasi warga masyarakat dengaangkemm buku “Tiada
Hari Tanpa Kawan Baru”. Buku ini dirangkum dari aayang ditulis oleh
masyarakat dan diisi oleh petugas patroli setiap Kagiatan Sambang Polisi ini

diselenggarakan di komplek-komplek perumahan yangebar di wilayah Kota
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Depok oleh para Polwan bermotor setiap hari dakup®9.00 sampai dengan
11.00 WIB (Sumber: Subbaglog, Satintelkam, Sublragias Polres Depok).

Menyangkut pemeliharaan Kamtibmas yang meliputiaki@tan polisi
berseragam, kegiatan yang diselenggarakan berupai palayah sesuai dengan
Beat Patroli Kendaraan Timor setiap hari (1 x 2#)jalisesuaikan dengan jam
rawan. Kegiatan tersebut antara lain Beat JalarirKaéBtasiun Citayam (titik
singgung dengan Polsek Bojong Gede, Terminal DePekijgaan Depok II, titik
singgung dengan Polsek Sukmajaya, Pospol Nusadi@ndjtik singgung dengan
Polsek Pancoran Mas), Beat Simpang AURI (Gang Nangkal Cimanggis,
Kantor Kecamatan Cimanggis dan Perum Pondok DB&gt Pal pada kilometer
dua belas (Mal Cimanggis, Perum Bukit Cengkeh damurR Mekar Sari), Beat
Pertigaan RTM (Graha Cipta Insani, Komplek Hank&al dan Jembatan Ul),
Beat Jembatan Ul, yaitu Halte UGD, Srengseng SawHbD, Ul dan titik
singgung dengan Polsek Beji), Beat Mall Depok (Raslaa Halte Universitas
Guna Darma, Perumahan Pesona Khayangan dan Pasari Kéuka), Beat
Terminal dan Ramayana (Apotik, Mall Depok, Perunsdm@ Depok dan PLN),
serta patroli wilayah sesuai dengan beat patrohdkesan roda dua yang
dilaksanakan setiap hari (1 x 24 jam) yang menc&egt Barat (Komando, Jalan
Raya Margonda, Kedondong, Perum Kujang, Kolam Rgn&anah Baru, Kodim
0508, Jalan Raya Sawangan, Jembatan Serong, Ritdan, Dewi Sartika dan
Komando), dan Beat Timur (Komando, Jalan Kartinotd& Kembang, Depok II,
Yayasan Tugu Ibu, Jalan Juanda, Jalan ke arah LHanggung, Gas Alam dan
Jalan Margonda Raya). Adapun pelaksangaitk response telah dilakukan
dengan menurunkan patroli Polantas untuk mengaturlintas di jalan rawan
macet pada waktu pagi dan sore setiap hari, patt@nsif di tempat-tempat
keramaian, dan mensosialisasikan nomor-nomor pkmggdarurat dari kesatuan
kepolisian, seperti 112, 110, SMS 1717, dan Rade&iré1911 (Sumber: SPK,

Satsamapta Bagops Polres Depok).

Sehubungan dengan perubahan citra petugas Pol&efgistan yang

telah dilakukan adalah memberikan penerangan damjp& bagi pengguna jalan
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yang memerlukan bantuan (waktu pelaksanaan setgp @ Jalan Margonda
Raya di depan Terminal Depok), memberikan contgatéran terhadap marka
lalu-lintas dan selalu bersikap bersahabat, tidag$ung menilang pelanggar lalu-
lintas, melainkan memberi peringatan atau teguedelih dahulu terhadap para
pelanggar lalu-lintas yang tidak membahayakan, riep@ng tidak menyalakan
lampu, memakai kaca spion, dan sebagainya. Kegiatadilaksanakan setiap
hari, sembari memberikan pertolongan kepada pargebeang jalan. Dalam hal
pengamanan distribusi BBM, telah diselenggarakagragd simpatik kepolisian
oleh seluruh jajaran Polres Depok yang dimulai tgi sampai dengan Agustus
2005 selama empat kali sehari, dan selanjutnyaadedua kali sehari setelah

dirasa efektif (Sumber: Satlantas Bagops Polrekep

Pelaksanaan pelayanan masyarakat telah diupayadsihita ruang
tunggu bagi warga masyarakat dengan menambah tetlagak yang memadai,
menyalakan TV dan memberi minuman kemasan (meskirbenerata, namun hal
ini baru dapat dilaksanakan di ruang SPK dan pekyaSIM), menyediakan
kotak saran bagi warga masyarakat yang enggan glaken kantor polisi,
menyederhanakan prosedur penerbitan SIM, SKCK dané&hgan waktu, biaya,
dan ruangan yang jelas, serta menentukan jam kiekekan dengan prinsip satu
tahanan memiliki kesempatan dua kali dalam seminggsuai jumlah kapasitas
para tahanan dan hari besuk tahanan yang terbati#is, pada hari Senin dan
Kamis (Sumber: SPK Bagops Polres Depok).

Pelaksanaan pengamanan pemilihan kepala daer&hd®jlditunjukkan
oleh diselenggarakannya Praops Pilkada 2005 (kedas Rencana Latihan No.
Pol: Renlat/726/1V/2005 tanggal 31 Maret 2005) yaliguti oleh para peserta
latihan sebanyak 478 orang. Pelaksanaan pengamaaarpanye (yang
diselenggarakan lima belas hari dari tanggal 9 danipai dengan 23 Juni 2005,
dalam dua aspek pengamanan wilayah serta kegetiar di lokasi kampanye
sesuai Renpam No. Pol: R/Renpam/67/V1/2005) dilakudt wilayah Kecamatan
Pancoran Mas (yang bertempat di lapangan bola Kmnbkares, Samudra,

Cipayung, Gedung Puri Agung, Balai Rakyat dan Gramnanuel), wilayah
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Kecamatan Beji (yang bertempat di lapangan bola ddawapangan bola
Kukusan, Hotel Bumi Wiyata dan Balai Rakyat Depwtjlayah Kecamatan
Sukmajaya (yang bertempat di lapangan bola RRI, dalam, Balai Rakyat,
Gedung Pertemuan Samina, Graha Insan Cita dandapaiampung Sawabh),
wilayah Kecamatan Cimanggis (yang bertempat di lgpa bola Jagaban,
Sukatani, Formula, Ganet, Krukut, Meruyung dan Kagmwilayah Kecamatan
Limo (yang bertempat di lapangan Kober, lapangasirHRutih, lapangan PSP,
lapangan bola Pondok Petir, lapangan BSI, laparigsaria, lapangan bola
Pertamina, lapangan bola Pelita, lapangan bola @&, lapangan bola
Bedahan, lapangan bola Sawangan Permai dan Hoteln§an Golf) (Sumber:

Satsamapta Bagops Polres Depok).

Sementara, waktu pelaksanaan pengamanan dilaksaisekama tiga
hari mulai tanggal 25 Juni sampai dengan 27 Ju@b3@ng diikuti oleh peserta
sebanyak 900 orang dan bertempat di lokasi TPSathkeoh calon Walikota dan
calon Wakil Walikota Depok, Kantor Pejabat Penygtgara Pilkada, akomodasi
kedua calon, serta tim kampanye dan obyek vitalu@eSurat Perintah Kapolres
Depok No.Pol: Sprin/291/VI/2005 tanggal 24 Juni 20@ntang Pelaksanaan
Pemilihan Kepala Daerah di Kota Depok tahun 208BjJangkan pengamanan
pelantikan kepala daerah, berdasarkan Renpam NcRRRenpam/113/VII11/2005
tanggal 31 Agustus 2005 tentang Rencana Pengankeiantikan Walikota dan
Wakil Walikota Depok (Sumber: Satsamapta BagopseB@epok).

Terakhir, pelaksanaan program penyidikan dan pahliah tindak
pidana meliputi: (1) kepastian hukum yang ditindalditi proses penyidikannya
sesuai prosedur hukum dan peraturan yang berlakgademenerbitkan Surat
Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) apabila perkersebut tidak cukup
unsur, atau cacat hukum, dan sesuai waktu yangtadk&n perundang-undangan
(selama 1 x 24 jam), atau dengan memberikan SerabPritahuan (SP) kepada
pihak keluarga atas tertangkap dan ditahannyarigksa serta menindak penyidik
atau penyidik pembantu yang menyimpang dari attwgas dan wewenang; (2)

pemberantasan narkoba yang dikembangkan kasusnia tanggal 1 Januari
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sampai dengan 31 Oktober 2005 den@amme Total sejumlah 254 kasu§rime
Clearance sejumlah 246 kasus, antara lain 11 heroin, 20fag28 shabu-shabu,
5 ectassy, dan 7 Golongan IV. Pembinaan dan penyuluhan malsgatentang
bahaya narkoba yang dilaksanakan dari tanggal dafiesampai 31 Oktober 2005
sebanyak 36 kali, serta operasi simpatik kepolisiang diselenggarakan pada
tanggal 14 Mei sampai 10 Juli 2005 yang dalam palakannya bekerjasama
dengan BNK Depok; (3) pemberantasan terorisme yhsgjenggarakan waktu
pelaksanaannya pada tanggal 24 Juni 2005 di PamairikMuka Beji Depok,
dengan mencetak dan menempelkan pamflet, brosurjatargan teroris di
tempat-tempat umum yang banyak dikunjungi orangiafenggota memegang
brosur dan pamplet tersebut untuk meyakinkan kgaan dan mensosialisasikan
secara langsung pada saat Sambang Polisi; sertpe(dberantasan perjudian
yang diselenggarakan dengan operasi simpatik ka@olidari tanggal 12 Juli
sampai tanggal 23 Agustus 2005 sebanyak 17 kalaspéSumber: Satnarkoba,

Satreskrim, Bagops Polres Depok).

Uraian mengenai pelaksanaan kebijakan pelayanatyamsst yang
dilaporkan di atas belum sepenuhnya mencakup h@eicapaian program
kerjanya. Adapun hasil pencapaian tersebut ditankoleh sejumlah data yang
dihasilkan dari pengamatan, keterangan informansdamber dokumentasi yang
dilakukan di lokasi penelitian, dengan uraian sebbgrikut:

Pertama, hasil pelaksanaan program pengembangan sumbea day
manusia yang telah dicapai oleh Polres Depok mligl) pembinaan karir
berdasarkan sistermerit dan moral berupa mutasi personil Polres Depok dan
jajaran dalam kurun waktu tahun 2005 dengan rind@nPerwira keluar, 5
Perwira masuk, 20 Bintara keluar dan 114 Bintarsuka(2) proses seleksi
pendidikan dan pengembangan yang bersih denganlusidn satu Pamen
(Kompol H) dari Sespim tahun 2005, tidak ada yanlgs dari yang dikirim ke
PTIK tahun 2005, tidak ada yang lulus dalam Selgbain 2005, dan hanya
meluluskan satu Bintara (Aipda NY) dari Setukpautah2005; (3) proses

werving/in take personnel dengan jumlah animo sebanyak 794 orang (702 pria
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dan 92 wanita), yaitu meluluskan 575 peserta (51& gan 60 wanita) lulus
administrasi, 487 peserta (433 pria dan 54 wanhiday tes parade, 383 peserta
(341 pria dan 42 wanita) lulus tes kesehatan, &&enpa (341 pria dan 40 wanita)
lulus tes jasmani, 362 peserta (324 pria dan 38taalulus tes psikologi, 286
peserta (256 pria dan 30 wanita) lulus tes akade?ii® peserta (214 pria dan 4
wanita) lulus tes Pantukhir, 201 peserta (197 daa 4 wanita) lulus supervisi

Paspus (Sumber: Subbagpers Bagmin Polres Depok).

Para peserta yang dinyatakan lulus seleksi telaimjdk sesuai Surat
Perintah Kapolres Depok untuk mengikuti pelatihaiapanan kepolisian atau
Dikjur yang disesuaikan dengan fungsi latihan gteadidikan kejuruan. Para
peserta ini sudah dapat dianggap menguasai ketdgaangan teknis kepolisian
sesuai lingkup tugas satuan kerja dan satuan foymsimasing-masing.
Pelaksanaan Kesamaptaan Jasmani, secara umum, asikagh para peserta
yang seharusnya mengikuti kegiatan tersebut sekal®@&7 orang dan 56 orang
yang tidak mengikuti, yaitu 7 orang Pamen di Pdltdro Jaya, 8 orang hamil, 6
orang sakit, 3 orang melaksanakan Ibadah Hajir&0gpgolongan IV dan 2 orang
BKO. Para peserta yang ikut tes sebanyak 1397 atang56 orang yang tidak
ikut (Sumber: Subbagpers Bagmin Polres Depok).

Kedua, hasil pelaksanaan pengadaan barang dan jasabgdras dari
KKN berupa pemenuhan usulan pengajuan permohorrandaleh Polda Metro
Jaya, antara lain kendaraan roda dua, roda empadaHl jas hujan. Adapun yang
dipenuhi oleh Rolog Polda Metro Jaya adalah selkabgabuah jas hujan dari
500 buah yang diajukan. Kelima puluh lima buah jagjan ini telah
didistribusikan kepada para anggota polisi seswdiutuhan atas persetujuan
Kapolres dan Wakapolres Depok (Sumber: SubbaglggnBaPolres Depok).

Ketiga, hasil pelaksanaan program kerjasama Kamtibmag yelah
dicapai oleh Polres Depok dalam pengamanan terhgdagguan premanisme,
yaitu mengamankan 27 pak ogah, 65 orang premar? damang timer. Adapun

hasil penertiban kepemilikan senjata api, dalamukumwaktu tahun 2005,
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Subbaglog Polres Depok berhasil mencatat sejuméabopil yang mengajukan
permohonan pinjam pakai senjata api sebanyak 1290119 orang yang lulus
tes untuk kepemilikan senjata api dan 224 orangg ysedang dalam proses
perpanjangan, kepemilikan senjata api non-orgaeikasyak 108 pucuk pada
instansi perbankan BNI, BCA, BIll, Bank Danamon ddank Mandiri yang
dilaksanakan pada Bulan Januari, Maret, Mei, Jodiptember dan November
(Sumber: Satsamapta, Unit P3D dan Subbaglog BaBwoines Depok).

Keempat, hasil pelaksanaan program pengembangan sisterstiddeqi
keamanan yang telah dicapai oleh Polres Depok oteligl) pelaksanaan
pengamanan unjuk rasa berupa pemberian LI danusfgang dikembangkan
dengan membentuk UUK, pelaksanaan Pilkada Kota PBégloun 2005 dalam
kondisi aman walaupun banyaknya unjuk rasa daropasn menduduki tempat-
tempat strategis yang berkaitan dengan kegiataselist, yang kesemuanya
diatasi secara damai dengan mempertemukan pihak-giding berkepentingan;
(2) pendekatan terhadap tokoh agama dan tokoh madksyadalam pelaksanaan
kebijakan kenaikan harga BBM agar tidak menimbulgejolak yang meresahkan
masyarakat Kota Depok, sehingga kegiatan dalanmesagaek kehidupan dapat
berjalan dengan aman dan lancar. Hal tersebut ddipési dengan adanya
tindakan-tindakan preemtif dan preventif melalungekatan tokoh agama dan
tokoh masyarakat, serta instansi atau organisasy Yeerkepentingan; serta (3)
penyelenggaraan tugas Bimmas di semua pengembasiforrupa pengisian
buku “Tiada Hari Tanpa Kawan Baru” sebanyak limangr setiap hari per
anggota, dan penjalinan hubungan kemitraan dengeyarakat yang dikunjungi
serta menindaklanjuti berbagai masukan dari makgardersebut dengan
menginformasikan kepada setiap bagian, satuan,elPotlan Pospol yang
berkepentingan (Sumber: Bagbinamitra Polres Depok).

Kelima, hasil dari pelaksanaan program pemeliharaan Kanais yang
telah dicapai oleh Polres Depok dalam pelaksanaagrgam kehadiran polisi
berseragam berupa pencegahan Ancaman Faktual (ddg petiap pelanggar
hukum. Adapun hasil dari penerap&uick Response berupa Kamtibgiatmas
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dengan cara memberi tanggapan terhadap situasaahsi yang terjadi dalam
kegiatan masyarakat sekaligus menyarankan tindtwkdakan pertama,
sedangkan hasil dari pengupayaan citra simpatikgast Polantas adalah berupa
kepatuhan dan ketaatan masyarakat terhadap ramthwrdan aturan lalu-lintas
guna tertibnya berlalu-lintas dan terhindarnya lkd@an lalu-lintas. Di samping
itu, hasil pengamanan distribusi BBM yang dilakdama di Jalan Kalimulya
Sukmajaya pada tanggal 16 Juli 2005 berupa ditermykasatu unit mobil tangki
minyak tanah dengan Nomor Polisi B 9819 UA berB0® liter minyak tanah
tanpa dokumen yang sah (Sumber: Satlantas Bagdes Bepok).

Keenam, hasil pelaksanaan program penyidikan dan perlgahdyang
telah dicapai oleh Polres Depok meliputi: (1) psitaan kepastian hukum yang
ditujukkan oleh 27 keluarga tersangka yang merasss getelah mendapatkan
keterangan mengenai perkara yang terjadi; sertpdi@perantasan narkoba yang
menghasilkan sejumlah tersangka sekaligus barakiy batara lain 365 pria dan
6 wanita, dengan barang bukti jenis heroin/putabasgak 17,05 gram, ganja
sebanyak 19917,35 gram, shabu-shabu sebanyak di@ydgectassy sebanyak 92
butir, dan uang tunai sejumlah Rp. 1.463.000,-.yR&san yang dihasilkan dari
pemberantasan narkoba ini juga menghasilkan babamkgji berupa minuman
keras (beralkohol) dengan kadar di atas 14% sekaRya820 botol minuman
keras. Dari hasil pemberantasan tersebut telabrbdken 21 lembar Surat
Ketetapan Penyitaan dari Pengadilan Negeri Cibiretag dasar Laporan Polisi
(LP) sebanyak 54 kasus. Sampai saat ini telahulkak pemusnahan barang bukti
berdasarkan 26 Surat Ketetapan Pemusnahan Baraktj dari Pengadilan

Negeri Cibinong (Sumber: Satreskrim, SatnarkobaopagdPolres Depok).

Ketujuh, hasil penyuluhan terhadap bahaya penyalahgunagkoba
ditunjukkan oleh terselenggaranya pembinaan dagyybeman yang diikuti oleh
3116 peserta, antara lain: (1) konseling terhadpd2ang yang terdiri dari siswa
SMA Sejahtera, Petugas Kecamatan Sukmajaya, m&syatan tim anti narkoba,
serta ibu-ibu pengajian di lingkungan Perumahan &@msona sebanyak empat
kali; (2) sounding terhadap 250 orang yang terdiri dari tokoh agato&ph
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masyarakat, tokoh pemuda, tukang ojek, Balai KéamaPondok Cina, dan ibu-
ibu Majelis Ta’lim di lingkungan Kelurahan Cisal&asar Cimanggis sebanyak
dua kali; (3) penyuluhan terhadap 1985 orang yamdirt dari calon Paskibra
Kota Depok, SLTP PGRI 1 Depok, SMP dan SMK Islanya&an Kesejahteraan
Sosial, SMA Cakra Buana, SLTP dan SMA Bintara, SldJiRa Negara, SMK
Kusuma Bangsa, SMK Putra Bangsa, Yayasan Bahtesdn KaKI Cinere, SMK
Al-Hidayah Cinere, SMU dan SMK Tadika Pertiwi danT®l Salafiyah (As-
Syafi'iyah sebanyak tiga belas kali; (4) penyuluharhadap 445 orang yang
terdiri dari ibu-ibu PKK Desa Tonjong Tajur Halantkatan Remaja Tajur
Halang, para manajer penginapan, karaoke dan diskmira siswa SMUN 1
Tajur Halang, SMK Nasional Cinere, Yayasan Nurulatm Genggong Villa,
Danau Restro dan Cafe, Lamora Cafe, Hotel Uli Attam Karaoke Mayana
sebanyak tiga belas kali; dan (5) konseling terpaial orang yang terdiri dari
mahasiswa UNAS di ruang Kasatnarkoba, Pegawai KakK®urahan Beji,
Pegawai Kantor Kecamatan Cimanggis dan Pesantredidalyah Sawangan

sebanyak empat kali (Sumber: Satnarkoba Bagops$Dkpok).

Kedelapan, hasil pemberantasan perjudian berupa penyitaaarsalain:
(1) satu lembar buku judi togel, delapan lembamapek hasil perjudian, uang
sejumlah Rp. 32.000,- dan tersangka MCS; (2) sapoik togel, uang sejumlah
Rp. 20.000,- dan tersangka G; (3) satu buah mdgterouang sejumlah Rp.
916.000,- dan tersangka MS & NJ; (4) satu set kdotmino, uang sejumlah Rp.
42.000,- dan tersangka A & U; (5) dua kupon merBk §atu buku togel SD, dua
lembar kertas kupon, uang sejumlah Rp. 79.000,tel@angka SS & BS; (6) dua
bendel kupon GN Sampurna berikut satu biaHlpoint, uang sejumlah Rp.
99.000,- dan tersangka SP & AM; (7) tiga puluh bujunit mesin bola tangkas dan
tersangka BN; (8) satu set domino, uang sejumlah43®00,- dan tersangka
DSMK, RI & YO; (9) dua lembar kupon togel, rekapamang sejumlah Rp.
48.000,- dan tersangka Y, P, A & A); (10) satu lsatu domino, uang sejumlah
Rp. 46.000,- dan tersangka MR, IS & AM; (11) tigaah dadu, piring kecil,
kaleng penutup dadu, meja dadu dan tersangka QY;sgtu set kartu domino,

rekapan judi dan tersangka S, S, N & M; (13) sat lartu domino, uang
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sejumlah Rp. 28.000,- dan tersangka AS, JT, BS &1R) satu set kartu remi,
uang sejumlah Rp. 47.000,- dan tersangka BP, HK, B; (15) satu lembar

rekapan togel, uang sejumlah Rp. 123.000,- darangka TS; serta (16) satu
buku angka togel, uang sejumlah Rp. 56.000,- desangka A & S (Sumber:

Satreskrim Bagops Polres Depok).

2.3. Catatan Reflektif Pendliti

Uraian di atas merefleksikan bahwa kantor PolregoRebeserta jajaran
Polsek dan Pospolnya merupakan sarana untuk menseptu tujuan atau
sasaran yang bersifat praktis. Masyarakat ataunié& sosial yang ada di
dalamnya merupakan suatu bentuk masyarakat biiokessy diaktualisasikan
dalam kerjasama anggota organisasi dengan warggarméat binaannya untuk
mencapai tujuan organisasi dalam bentuk progranga kepolisian (sebagaimana
tertuang dalam visi dan misi organisasi Polri). ©bndari program Kkerja
kepolisian yang memperlihatkan pembedaan antarayarast birokrasi
kepolisian dengan masyarakat-masyarakat birokeasnya adalah terletak pada
cakupan wilayah hukum (wilayah kerja dan kekuasaartp kebijakan (kebijakan
organisasi dan kebijakan diskresi kepolisian) yaliguatnya. Baik kebijakan
tertulis organisasi maupun kebijakan diskresi yaredekat pada diri polisi inilah,
yang selanjutnya memandu para petugas atau apalrsit ¢i lapangan dalam

berinteraksi dengan warga masyarakat setempat.

Adapun bentuk kongkrit dari interaksi polisi dansyarakat yang tertuang
dalam kebijakan organisasi Polri adalah programlaadg@rogram pemolisian
masyarakat, atau yang biasa dikenal dengamrhunity policing” (CP). Program
CP ini salah satunya menggalakkan kegiatan patiiolingkungan masyarakat
untuk menjaga Kamtibmas, sebagaimana terangkummdd{@bijakan dan
Strategi Kapolri di tingkat Polres, Polsek, dangdbdsAdanya kebijakan tertulis
tersebut tentunya ditujukan agar masyarakat atlnmipgok sosial tersebut dapat
tumbuh menjadi organisasi yang solid dengan makgad kepentingannya dapat

diperjuangkan secara lebih teratur, efektif dasiefi. Harapan dari diadakannya
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silaturahmi yang diinterpretasi oleh para petugdsghngan terhadap kebijakan
program Sambang Polisi tersebut adalah bahwa paisi pang terlibat dalam

upaya menjalin hubungan sosial dengan warga mastaakan berinteraksi yang
tidak terbatas pada pelaksanaan pekerjaan pol&aimkan juga pada masalah-

masalah praktis sehari-hari yang berlangsung @ingan.

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan di lapanggdg saat bergerak
di tengah-tengah masyarakat, para petugas pohsimBis misalnya, merasa perlu
melakukan kontak dengan anggota masyarakat diikegeya. Di satu tingkatan,
interaksi yang terus-menerus dilakukan oleh menmslemekankan pada proses
pencapaian tujuan organisasi dalam menjalin keamtradengan warga
masyarakat. Proses tersebut melibatkan aspek péagegen organisasi yang
dihidupkan kembali oleh orang-orang di kepolisieany bergerak dinamis. Di
tingkat lain, berbagai aturan dan kebijakan, babkijakan tertulis yang dibuat
oleh organisasi maupun kebijakan diskresi yang atilmleh petugas polisi di
lapangan akan menjadi prinsip-prinsip yang memgjgdiding principles) bagi
pola-pola tingkah laku dan tindakan mereka padd bedugas di lapangan.
Pemaknaan mereka tentang kebijakan semacam imgosgunya telah memberi
kemungkinan adanya batasan tingkah laku para mtaiam berhubungan dengan

warga masyarakat.

Kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa kunjung@ers sambang
polisi ke tempat-tempat warga merupakan saranakunamperluas pengetahuan
para polisi tentang komunitas yang berada di whaymkum mereka, yang
bertujuan untuk mengembangkan hubungan kemitraeraaanggota polisi dan
warga masyarakat yang didatanginya. Praktik petede@a program ini salah
satunya dapat dilihat dari apa yang dilakukan sketrang petugas Bimmas (M)
yang sehari-hari bertugas di bagian Binamitra BoDepok. Secara kedudukan,
M berada di bawah kendali Kabagbinamitra (IGP). d&ekekannya disebar di
setiap Polsek dan Pospol di wilayah hukum PolrgsoReBerbeda dengan masa-
masa sebelum Kapolres baru (FS) menjabat, M médamurahwa para petugas

tersebut sering meninggalkan formulir untuk diiahddikembalikan kepada para
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petugas patroli yang mendatanginya. IGP juga meabk#an bahwa sekarang ini
pihak kepolisian menyediakan kotak-kotak saran sumtd-spot tertentu, dimana
para petugas tidak perlu lagi mendatangi rumah-humarga yang menganggap
polisi terkesan “urus-urus” terhadap kehidupan keersehari-hari. Sebab, ada
saja anggapan bahwa rumah yang didatangi olehi padiglah rumah yang
bermasalah. Karena itu, dengan adanya kotak-kotalisi ptersebut warga
setempat tinggal mengisi, tanpa harus menggunakemufir yang baku.
Selanjutnya, para petugas patrolilah yang akamdateenjemput dan mengontrol

isi kotak-kotak tersebut, meski kebanyakan kotatakdersebut kosong.

Kunjungan polisi ke kediaman warga masyarakat bertskiasa dilakukan
di waktu pagi atau sore, terutama ketika tidak b&rmyermintaan darurat kepada
polisi. Bagi polisi sendiri, menurut penuturan Mgbsnarnya tugas ini bukan
sesuatu yang menyenangkan. Alasannya bahwa pekenjadipandang lamban,
membosankan dan kadang-kadang janggal, atau bamdaimbulkan kecurigaan
warga setempat. Para penghuni rumah justru jaramgetahui sesuatu yang pada
hakikatnya penting bagi mereka dari bentuk pelayas@macam ini. Mereka
justru lebih banyak mengeluh soal keramaian haj@immgga dengan musik yang
keras, atau kegaduhan anak-anak kampung di suidut jatau kehadiran para
sales dari rumah ke rumah yang dianggap menggari@gama penghuni yang
beberapa kali didatangi oleh M pun kerap membayamgkrinya sebagai orang
yang patut dicurigai karena terkesan “urus-urus’.bhhkan menyebut bahwa
beberapa warga yang pernah didatanginya, terut&kagqng dihubungi adalah
kalangan pekerja yang sibuk di luar rumah atau yarggal di rumah sendirian,
mereka kerap menunjukkan sikap-sikap yang kurangabebat dengan para
polisi yang mendatanginya dengan cara menguncu patdu bahkan ada yang

memelihara anjing penjaga.

Pada saat mendatangi rumah-rumah kosong, M selhamyakan kepada
tetangga di sekitar rumah tersebut tentang oraagepryang menghuninya,
seperti: “Berapa orang yang tinggal di sana? Aphuhgan di antara para

penghuninya? Berapa umur dan apa jenis kelamin ka@réApa pekerjaan
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mereka? Jenis kendaraan apa yang mereka miliki’selaagainya. Terkadang, M
juga menanyakan kepada warga mengenai: “Apakaloredeg-orang baru yang
datang di lingkungan mereka? Apakah mereka melakuttadakan yang
mencurigakan? Kejahatan apakah yang terjadi bauwibhg& dan lain sebagainya.
Dalam program pelayanan polisi semacam itu, yangetging baginya adalah
mendorong penduduk untuk mendiskusikan berbagaialatasdi lingkungan

masyarakat.

Di samping melakukan kunjungan ke rumah-rumah wakfguga kerap
mengunjungi usaha-usaha kecil untuk memperolehl@daiawan yang bekerja di
sana, sekaligus menanyakan hal-hal yang berhubudegagan pekerjaan mereka,
serta latar belakang mereka. Kunjungan tersebekukian secara tidak formal,
seolah mereka tidak sedang didatangi polisi. Seivege yang berlangsung
dalam setiap kunjungannya ke rumah-rumah warga,alkén tidak sanggup
menolak sekedar tawaran minum atau makan dari @phewarga yang
dikunjunginya di rumah-rumah atau tempat-tempathaseereka, meski hal
tersebut kerap membuat perasaannya tidak enak.uplalahal ini dapat
memperdalam “hubungan baik” polisi dengan wargayaraikat, namun berbagai
tawaran tersebut, menurutnya, justru memperlamauwzdaksanaan patroli, atau
bahkan menimbulkan kewajiban penyuguhan di kemutiem saat ia hendak
kembali mendatangi warga tersebut. Kesemuanya #tupakan faktor-faktor
dalam proses yang terjadi hanya apabila mereka mbamgsekumpulan individu
menjadi kelompok sosial.

Dari uraian contoh kasus di atas, saya melihat batuwngsi silaturahmi
dari program kerja polisi berupa sambang polisanflah terletak pada kehadiran
para petugas patroli berseragam yang dapat memésai aman bagi warga
setempat yang berada di sekitar kotak polisi ternseenurut M—yang
bertanggung jawab atas tugas bimbingan masyaraketayah kekuasaannya—
sebagian besar penduduk di Kota Depok menjalinakama tanpa kesukaran.
Warga menyadari bahwa kedatangan polisi ke tengpapdt mereka setidaknya

dapat mengurangi tindakan-taindakan warga yang gilem orang lain, meski
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hanya sebatas membuka kotak polisi yang disebartentempat-tempat
keramaian. Di kawasan yang sedang berkembang aag dentik dengan
lingkungan kampus dan komunitas kos-kosan, teriqd#anjungan semacam ini
ditiadakan karena kebanyakan warga dan juga mavedisak menyukai hal
tersebut. Tetapi, di pelosok wilayah Depok yangimagrnuansa pedesaan dan
jarang penduduknya, hal tersebut dapat diatasilan@landekatan masing-masing
petugas patroli di lapangan berdasarkan interpretaseka terhadap kebijakan

organisasi atau petunjuk atasan.

Singkatnya, uraian dalam bab ini menggambarkarakeaya polisi di
wilayah hukum Polres Depok yang dinamis, terutarakand situasi kompleks
yang dihadapi oleh organisasi beserta personil kaereerta tuntutan warga
masyarakat mengenai syarat-syarat efektif daneefisialam kerja pelayanan
publik dan penegakkan hukum. Situasi wilayah kegamg kompleks tersebut
mendorong orang-orang di kepolisian memperluas gakuugas-tugas mereka
yang secara terus-menerus disesuaikan dengan @mamarga masyarakatnya,
dengan menjadikan aturan dan kebijakan sebaganssamatuk membangun
karakter personil Polri pada umumnya. Pola perkemgaa kebijakan organisasi
Polri ini disesuaikan dengan kondisi wilayah hukifolres Depok, terutama
dalam bidang pelayanan terhadap permintaan baf@sanpelayanan kepolisian,
yang meliputi pelayanan dalam menerima teleponayaelan SPK dalam
menerima laporan, pemberian tindakan dalam menetama, serta pemberian
tindakan dalam mendatangi TKP/TPTKP, dan sebagaPgtaksanaan tugas dan
wewenang polisi di tingkat ini, sebagaimana ditkgasoleh Kapolres (FS),
adalah sebagai proses ke arah terselenggaranyaksitgang baik antara aparat
kepolisian dan warga masyarakat binaannya, dengi@nneenciptakan ketertiban
dan rasa aman bagi mereka. Penjelasan lebih largogenai hubungan interaksi
di antara mereka akan diuraikan lebih mendalam pata 3 yang membahas
hubungan-hubungan sosial, baik yang berlangsungaldingan sesama polisi,
petugas dari dinas lain maupun dengan mitra kexpolisian yang berasal dari

warga masyarakat binaannya.
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BAB 3
POLI1SI DAN MASYARAKAT: ANTARA MENJALANKAN KEBIJAKAN
DAN MENJALIN HUBUNGAN

Sesuai dengan alur topik yang ditulis dalam cati&pangan f(eldnotes,
pada bab ini saya memulai pembicaraan mengenarjpakepolisi yang bukan
hanya sekedar dipandang sebagai pekerjaan birpketapi juga mencakup
pengertian yang sangat luas dalam menjalankan ak&loij organisasi serta
menjalin hubungan, baik dengan sesama mereka, k@tja polisi yang berasal
dari dinas lain maupun yang berasal dari warga arakgt. Di sini, saya berusaha
merumuskan kembali gagasan-gagasan mengenai “kgfamlarganisast”dan
“masyarakat birokrasf’yang didasarkan pada tindakan dan tingkah lakngera
orang yang memaknai cara-cara mereka dalam bekegpjalin hubungan, serta
merubah citra diri mereka. Hal tersebut menarilukirtikaji, terutama bagi saya
yang hendak mengkaji lebih mendalam mengenai @senbhubungan yang
mereka bina. Adapun organisasi birokrasi yang diagiaini merupakan institusi
berisi orang-orang yang dilengkapi dengan kewenandalam memelihara
keamanan dan ketertiban masyarakat. Dengan kateol@ng-orang yang bekerja
di dalamnya dibentuk untuk mewujudkan norma-normakum serta
melaksanakan kebijakan organishdika memang demikian, di samping sebagai
pelayan masyarakat, maka para polisi sepatutnyailikiefungsinya tersendiri,
yaitu sebagai social control dan “social ordef, sebagaimana yang saya

maksudkan dalam pendahuluan.

! Hampden (1994) menyebutkan bahwa kebudayaan segamiidefinisikan sebagai tingkah laku
yang disesuaikan antara perjanjian organisasi demguivasi individu, yang dimaksudkan untuk
memberi pemecahan yang memiliki kontrol dan pemamat@rhadap kebudayaan mereka sendiri.
2 Bagi Weber (1971: 128-130), masyarakat birokreal@h suatu entitas aktif yang terdiri dari
orang-orang yang berpikir dan melakukan tindakaiasgang bermakna, dimana mereka saling
mengarahkan tingkah laku mitra interaksi di hadagan

% Lipsky (1980: 99-104) mengemukakan bahwa adangéaken yang diantarkan untuk
mengkarakterisasikan polisi sebagai birokrat adktéambna pekerjaannya yang mencakup
pengolahan objek perhatian birokratis.
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3.1. Hubungan Sesama Polisi dalam Kerja Pelayanan M asyar akat

Pada saat penelitian ini dilakukan, saya mencobmaseki beberapa
ruangan di kantor Polres Depok, serta sejumlahtlgedayanan yang ada di
Polsek-Polsek dan Pospol-Pospol di wilayah hukufreB®epok. Kegiatan yang
diamati difokuskan pada proses pelaksanaan kebijg&kag menunjukkan adanya
jalinan hubungan kerja sesama polisi yang berlamgsibaik di ruang-ruang
pelayanan maupun di lapangan. Tempat dan perisyiaeg dicatat di sini
berhubungan dengan struktur jaringan kerja kepoligli tingkat Polres, Polsek
dan Pospol, serta pihak-pihak lain yang terlibat daling berhubungan dalam
kerja pelayanan dan pembinaan masyarakat. Adapiegd@ hubungan timbal
balik yang dibahas di sini adalah hubungan interaksama polisi dalam kerja
pelayanan yang menyangkut pembinaan anggota @iisimasyarakat, dimana
loyalitas dan dedikasi merupakan perangkat dasadatman hubungan tersebut
dibangun di tempat kerja, baik di kantor maupurdagiangan, yang mencakup
hubungan antara bawahan dan atasan, staf kantopetagas lapangan, atau

polisi dan PNS yang diperbantukan di kepolisian.

3.1.1. Faktor Dedikas dan Loyalitasdalam Menjalin Kerjasama

Para polisi di Polres Depok, sebagaimana polissptdin yang berada
dalam struktur organisasi Polri pada umumnya, lbemtasi pada kerja pelayanan
dan penegakan hukum yang dikerjakan oleh oranggoyamg merasa nyaman
dengan pekerjaan mereka, terutama pada saat menek@gdi bagian dari
organisasi yang memberikannya kekuasaan dan keganaS8etiap perwira polisi
yang saya jumpai memiliki sikap seperti itu dalaal memberi penghargaan
terhadap diri mereka serta bawahan mereka, datubegia sebaliknya. Namun
demikian, tidak semua perwira polisi di Polres Deplapat memastikan setiap
anggotanya (yang tidak peduli dengan status hisratkn budaya organisasi)
terbiasa dengan peran mereka yang penting di nastarmelainkan lebih
kepada bagaimana mereka merasa penting bagi atesaka.
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Menyangkut budaya organisasi yang berlangsung mblisgan, kenyataan
di lapangan menunjukkan hal di atas. Seperti yaragakan oleh seorang staf (S)
di Bagian Operasi Polres Depok, yang secara su&amenunggu rapat pimpinan
sampai larut malam, termasuk bolak-balik membeliyanrokok hanya karena
alasan loyalitas dan dedikasi terhadap pimpinarskMatasannya tersebut tidak
memaksanya untuk selalu bersama menemani, namuru jus berusaha
memaksakan diri untuk selalu bersamanya. la menbakwa sesungguhnya ia
tidak dibayar jika harus menemani kemana saja @atysa pergi. Namun,
penghargaan terhadap dirinya dapat dirasakan paalais menyadari bahwa
perannya telah menentukan masa depan karir di atatannya. Bukan saja
karena ia tidak pernah mengeluh atau merasa dipaksak tidak banyak
mengeluh, tetapi lebih karena apa yang ia lakukapatd mendatangkan
keuntungan bagi dirinya, bahkan mendongkrak reputasKewajiban memberi
sikap-sikap yang dianggap baik (dengan maksud-ndakestientu) dari seorang
bawahan terhadap atasan, menurutnya, lebih menmgkan karir ketimbang
keinginan untuk menonjolkan sikap-sikap merekaaeéap para pengguna jasa

yang dianggap kurang mendongkrak kemajuan kariekaedi tempat kerja.

Dedikasi dan loyalitas yang diberikan oleh paraf $iawahan dalam
bentuk lain juga masih terus berlangsung di linglam kepolisian. Contoh
pengalaman lain yang dirasakan oleh salah seoramgrp polisi (GP) di Polres
Depok menunjukkan adanya perubahan orientasi d&lermteraksi sekaligus
pemaksaan diri dalam loyalitas dan dedikasi tenhamtasan. la bercerita soal
pengalamannya yang kandas dalam proses promosik&enpangkat, karena
sebelumnya dianggap menghadapi atasan terlaluifagbeselah ia menyadari
bahwa, selain diperlukan kemampuan dan keterampgamyata dibutuhkan pula
“kecerdasan” dalam urusan peningkatan karir, makagdn segera ia merubah
pendekatannya terhadap atasan melalui pemberiakadedlan loyalitas untuk
mendapatkan keuntungan. la menuturkan bahwa unaridapatkan posisi yang
lebih tinggi terkadang ia kerap memberikan hadiapakla atasannya minimal
berupa makanan, hadiah, atau barang yang disuddaiadhsannya. la menyakini

bahwa, meski catatan reputasi dan kemampuannyd deggamin peningkatan
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karirnya, namun loyalitas dan dedikasi atau bahkadiah yang diberikannya
tersebut memiliki penilaian tersendiri di mata atasya.

Dalam kapasitasnya sebagai perwira di Polres DepBljuga menuturkan
bahwa salah satu yang menjadi masalah dalam budayanisasi adalah
menyangkut kurangnya penghargaan terhadap masisiggn@ersonil polisi yang
mempengaruhi perubahan tingkah laku mereka di tekgrga. Meski perubahan
tata cara dan tingkah laku pimpinan dalam berikgrdengan bawahan mereka
ditandai oleh adanya beberapa hal yang dipandahmrkéari kebiasaan para
polisi yang berlaku ketika masih dalam lingkungaiiitenistik (seperti jabatan
Kepala/Ka yang tidak lagi memakai tongkat komaretagi hanya diperuntukkan
bagi Dansat Brimob, atau jabatan Kapolwil dan Kegglyang tidak lagi memiliki
ajudan tetapi hanya cukup dibantu oleh Turmin, gbatan Kasat yang tidak lagi
mengucapkarflni hak preogratif” dalam mengambil keputusan tetapi hanya
diambil oleh Ka secara langsung apabila satuamaahnya menunjukkan tanda-
tanda tidak dapat mengatasi masalah dan tanggwaipijgya), namun kenyataan
di lapangan masinh menunjukkan bahwa pimpinan kermgmcampuri urusan
penyidikan selama masih dalam prosedur hukum.

Dalam rapat misalnya, masih ditemukan adanya piampinyang
mengucapkarisaya rasa, kita semua sudah sepakapadahal belum meminta
kesepakatan kepada peserta rapat. Dalam hal putksan rapat diambil semata-
mata berdasarkan kewenangan pimpinan, sehinggabparahan terpaksa harus
menuruti instruksi atasan mereka. Contoh lain, rdaleal penggunaan bahasa
misalnya, pimpinan kerap menggunakan bahasa asingodhasa daerah dalam
rapat dan suasana kedinasan. Istilah-istilah sefsrtaman kamtibmas’yang
seharusnya diganti dengan kerawanan situasi, ‘@man terkendali” yang
seharusnya diganti dengan situasi aman, ‘&aoninal murni” yang seharusnya
diganti dengan tindak pidana dengan motif balagladen atau umpatan-umpatan
seperti“goblok”, atau“sontoloyo” yang semestinya dilarang untuk diucapkan,
masih kerap diucapkan dalam ruang lingkup komunmaseka. Bahkan, barang-

barang yang oleh para bawahan dianggap mewah iskegaiairaan, cincin emas,
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laptop, atau alat komunikasi yang mahal masih keligpwa ke kantor untuk
menunjukkan gengsi sekaligus superioritas merelaagse atasan terhadap

bawahan.

Kenyataan yang masih berlangsung di lingkungan li@ao, sebagaimana
disebutkan di atas, mengakibatkan komunikasi yapgndiang tidak efektif di
antara sesama polisi sekaligus juga komunikasi atengrang-orang di luar
kebudayaan mereka, terutama yang berasal dari lbeimkang budaya yang
berbeda. Sehingga, perasaan nyaman dalam bekerjaapya dibangun bersama
orang-orang dari latar belakang budayanya sendmgdn cara mempromosikan
citra dirinya sendiri, serta merongrong (saling ggosipkan) staf yang tidak
berasal dari budayanya, atau bahkan menghindasgatg berbeda latar belakang
budayanya. Sebagai dampak, hal tersebut justru adi&an sikap-sikap
inferioritas di kalangan staff pekerja kantoran atau petugpanigan, menolak
prinsip-prinsip  yang menghargai perbedaan di antaereka, berlanjutnya
penolakan terhadap asimilasi, serta munculnya gragg®ahwa latar belakang

rekan-rekan kerja mereka dianggap kurang intelekkdaang kompeten.

Berdasarkan uraian dari contoh-contoh kasus dj atg@ melihat bahwa
jaringan hubungan sosial yang berlangsung di ansasama petugas polisi
diperlihatkan oleh proses hubungan interaksi yatahtlama terjalin, baik antara
atasan dan bawahan, staff kantoran dan petugasgapaPolwan dan Polki,
polisi dan PNS, dimana satu sama lain saling meggrehi. Untuk dapat sampai
pada kesimpulan tersebut, sebelumnya saya melalpémiekatan yang meliputi
pengidentifikasian dan penganalisaan bentuk-bestsialisasi yang berulang-
ulang berupa pola-pola sosiasi atau sosialisag panangsung pada masyarakat
yang diteliti¥ Gambaran mengenai realitas hubungan orang-oramg lyekerja
dalam kerja pelayanan, sebagaimana digambarkantadi anenggambarkan
hakikat kenyataan sosial yang menunjukkan bahwaanakat dalam organisasi

birokrasi kepolisian lebih dari pada sejumlah imdlivyang membentuknya. Pola-

“ “Sosiasi” adalah terjemahan davetgesellscafturigyang secara harafiah berarti “proses
dimana masyarakat itu terjadi”, atau “sosialisa&gta ini menunjuk pada proses dengan mana
seseorang itu menjadi bagian dari masyarakat métaduraksi (Spykman, 1964: 271-272).
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pola hubungan di sana ditunjukkan oleh para pejakg saling berhubungan dan
mempengaruhi satu sama lain, sehingga masyarakatldmnya merupakan

objek yang tidak terlepas dari anggota-anggotanya.

Sebagai gambaran, saya memanifestasikan bentulkotzrsebut dalam
suatu komunitas kantor atau pos polisi yang tersdbavilayah hukum Polres
Depok, serta bagian terkecil dari bentuk duaan @tman (dua atau tiga orang
polisi yang berkumpul dengan petugas lain atau avaegempat). Ciri-ciri tertentu
dari bentuk-bentuk tersebut bisa berupa supercsddan subordinasi yang sama,
atau bahkan berbeda dari masyarakat yang dit8l@bagai contoh, hubungan
antara atasan (perwira polisi) dan bawahan (petiagasigan), dimana perbedaan
bentuk dan isinya dapat dilihat dalam situasi ruleaga (kantor atau pos polisi)
serta sekumpulan orang-orang di lapangan. Bentokike interaksi yang
berlangsung di dalamnya besar kemungkinan akan damgan yang terdapat di

tempat lain, meski permasalahannya berbeda satal ls&m

Sebagai sebuah organisasi yang masih melekat ungiteristiknya,
lembaga kepolisian memiliki kultur yang cenderuegutup. Kultur ini berkaitan
erat dengan tingkah laku para polisi, norma daai giing mereka miliki, bentuk
penampilan mereka, serta cara-cara mereka dalamidraksi di antara sesama
mereka. Kultur ini secara berkesinambungan ditadmpiloleh para anggotanya
secara turun-temurun dalam beberapa generasi angkatja mereka. Dalam
lingkungan kerja yang lebih bersifat militeristikersebut, setiap anggota
diwajibkan untuk patuh terhadap hukum, kebijakagaarisasi, perintah atasan,
atau keputusan pimpinan. Bentuk-bentuk interakdingkungan yang berkultur
militeristik ini mengungkapkan dengan jelas bahvwesiasi atau sosialisasi di
dalamnya mengatasi setiap individu yang membentuknyingkah laku
superordinat dan subordinat bukan lagi merupakamifesdasi dari karakteristik
pribadi atau kemauan para polisi belaka, melaimkancerminkan tenggelamnya
sebagian jati diri mereka sebelum bergabung di lki@pn kedalam pengaruh
bentuk sosial yang berlaku secara organisasiontdlabe melebur dalam

lingkungan kepolisian.
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Pada kasus tertentu, subordinasi di bawah seonaingdu (superordinat)
secara khusus memberikan akibat yang mempersap#@a pihak subordinat.
Sebagai contoh, para pemimpin di kepolisian menapekan para bawahannya
kedalam satu kelompok yang solid dan kompak dewgem memberikan mereka
perasaan akan tujuan bersama sekaligus mencipsakdool persatuan itu pada
diri mereka. Akan tetapi, subordinasi di bawah sogBnat bisa memancing
oposisi terhadap si pemimpin organisasi. Anggotggata kelompok bisa bersatu
secara sukarela untuk mengikuti pimpinannya dalaivhal tertentu, tetapi juga
bisa bersatu dalam keinginan untuk menentang Keinjsorganisasi, bahkan

terhadap kekuasaan atasan atau pemimpin mereka.

Sekumpulan individu yang saling terisolasi dan raénjbentuk-bentuk
yang berada bersama orang lain ini dapat digolamgiebagai interaksi. Jadi,
sosiasi atau sosialisasi yang dimaksudkan di slalal bentuk-bentuk interaksi
atau kumpulan orang-orang yang berbeda-beda, dimdnadu-individu menjadi
bersama dalam satuan-satuan yang memuaskan kementimereka. Dalam
konteks ini, masyarakat yang muncul sangat rapinfamh ikatan-ikatan interaksi
timbal baliknya bersifat sementara. Proses yangildemini juga bermacam-
macam, mulai dari pertemuan sepintas lalu antaaageorang yang berada di
tempat-tempat umum sampai pada ikatan persahalataa yang terjalin di
tempat kerja, baik di kantor, pos polisi, atau @pdngan. Tanpa memandang
tingkat variasinya, proses tersebut mengubah seulampndividu menjadi suatu
kelompok, dimana mereka akan ada jika kumpulanelterts terjalin melalui

interaksi yang saling berhubungan dan saling meggrehi.

Harus diakui bahwa di antara para polisi sendirdapat tujuan dan
loyalitas yang berlainan terkait dengan peran-p&wntras yang mereka jalankan
di lapangan. Tanggungjawab utama seorang poltangkat kewilayahan (Polres,
Polsek dan Pospol) kepada organisasi kepolisianriPmisalnya, adalah
memperhatikan kepentingan umum serta kode etiksipgting diatur dalam

peraturan hukum yang berlaku. Karena itu, tugasokadeorang polisi adalah
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menjalankan program kerja organisasi yang telakndanakan, disetujui dan
ditetapkan oleh hukum, atau peraturan dan kebijsedelumnya, dengan tujuan
untuk memaksimalkan pengetahuan serta pemahamdayakaatas jasa dan
produk pelayanan kepolisian, atau aspek-aspekyainAdapun tanggungjawab
utama seorang bawahan tertuju pada kepentingan yangidisesuaikan dengan
arahan para atasan serta kebijakan organisasi.

3.1.2. Kerjasama Polisi di Tingkat Polres, Polsek dan Pospal

Penjelasan mengenai kerja polisi di tingkat PoDepok yang berhasil
dihimpun di sini dimulai dari tugas para polisiBigian Operasi (Bagops). Para
polisi di bagian ini bertanggungjawab kepada Kagmldan Wakapolres dalam
penyelenggaraan administrasi dan pengawasan opesgsiperencanaan dan
pengendalian operasi kepolisian, pelayanan pengamfasilitas dan perawatan
tahanan, serta pelayanan atas permintaan perliadungasyarakat yang
membutuhkan. Kegiatan yang dilakukan berupa petetesa operasional tingkat
Polres seperti membuat rencana pengendalian op&egsolisian, rencana
peningkatan fasilitas dan perawatan tahanan, renga@ngamanan proses
peradilan, rencana pelayanan permintaan perlinduisghsi, korban kejahatan,

serta rencana pengamanan khusus lainnya (SumbgopB8#&olres Depok).

Pengendalian terhadap kegiatan-kegiatan di atakudidan secara rutin
oleh petugas piket pada pukul 08.00 WIB dan 20.08 Werupa pengecekan
kekuatan personil yang melaksanakan tugas padaunaan jumlah tahanan baik
yang berada di markas komando maupun yang adgpdisLRepok. Petugas piket
ini juga mengendalikan pelaksanaan pemberian pagah, perlindungan, atau
bantuan kepolisian dan tindakan pertama di tempgtdian, memonitor secara
aktif situasi keamanan, ketertiban masyarakat yategdi kewilayahan, terutama
pada setiap kejadian menonjol yang terjadi di kayahan (yang mewajibkan
Kapolsek untuk melaporkannya kepada Kapolres, Wakegp dan Kabagops
melalui SMS polisi pada kesempatan pertama).
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Dalam pengorganisasiannya, Kabagops bertugas memim@ngawasi
dan mengendalikan pelaksanaan administrasi opdtaskoops, serta pekerjaan
administrasi operasi. Selaku Kasatops, Kabagope®rtiaegara stafnya juga
berhubungan dengan Kasubbagbinops dan Kasubbabwgtiag memiliki
sejumlah anggota. Kerjasama yang dilakukan oleh afaps bersama
Kasubbagbinops dan anggotanya adalah menyelenggakagiatan rutin dalam
mengkompulir semua data Kamtibmas dan hal-hal yamgnonjol untuk
dilaporkan ke Kapolres, serta menganalisa dan nvahggesi data Sitkamtibmas
harian, mingguan, bulanan dan tahunan. Kasubbagbibeserta anggotanya juga
berhubungan dengan Baminops dalam pendataan Sibkaast dan hal-hal
menonjol yang harus dilaporkan kepada perwira gk#in di atasnya berupa
laporan harian, mingguan, bulanan dan tahunanakama dalam operasi khusus
kepolisian terdiri dari pembuatan surat perintah geting anggota yang akan
melaksanakan kegiatan pengaman, pengawalan, ggezagiuatan Poskoops dan
data panel operasi, serta mengatur penyelenggam@erasi (Sumber:

Subbagbinops Bagops Polres Depok).

Adapun kerjasama yang dilakukan oleh Kabagops dasubbagwattah
beserta anggotanya adalah menyelenggarakan kegratan seperti proses
administrasi tahanan (pembuatan laporan harian,ggnen dan bulanan,
administrasi makan tahanan, administrasi pemenkskasehatan tahanan,
pembuatan Kartu TIK tahanan dan buku register @mamprosedur keluar/masuk
tahanan (seperti persiapan kelengkapan surat genggnahanan (SPP) atau surat-
surat yang datang dari Kasatreskrim, pengecekadigiodkesehatan para tahanan,
penempatan para tahanan, pencatatan buku mutasinisilasi keluar masuk
tahanan atau bon tahanan, titipan tahanan ke leanpagasyarakatan), serta
prosedur kunjungan tahanan (dilaksanakan pada SkmnKamis setiap jam
08.00 sampai dengan jam 15.00 WIB, dengan menddéadtitas tamu dan

memeriksa barang bawaan).

Bersama para anggotanya, Kasubbagwattah juga raekksn

pemeriksaan kesehatan tahanan yang dilakukan sekméan sekali setiap Senin
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minggu ke-ll dengan mendatangkan tim kesehatan klamk Polres Depok,

pemeliharaan sarana dan prasarana tahanan sepastiapkan pakaian tahanan,
memelihara kebersihan ruang dan kamar tahanan,ager§eamanan tahanan
bersama anggota Samapta, pemeriksaan ruang talmeagontrol tahanan pada
jam rawan atau malam hari, penyimpanan dan keambagmng-barang pribadi
milik tahanan di luar barang-barang sitaan penyigémeliharaan kebersihan di
luar dan di dalam Rutan Polres, pembinaan mentakgsdtitual bagi para tahanan
yang dilaksanakan setiap Jum’at oleh petugas yamgedmang, serta kegiatan
olahraga para tahanan yang dilaksanakan setiap BabuSabtu pukul 08.00
sampai dengan 10.00 WIB, yang kegiatannya diawlasi Kasubbagwattah dan

petugas jaga tahanan.

Dalam merawat tahanan, para polisi di bagian imkd@&dinasi dengan
Urusan Kedokteran dan Kesehatan (Urdokkes) ataukkjyiang ada di Polres
Depok dalam upaya memberikan pelayanan kesehapau&eyara tahanan, serta
melakukan koordinasi dengan Bagian Administrasig(B@a) untuk pembinaan
mental rohani kepada para tahanan, termasuk mengegeatan tahanan, baik
yang ada di komando maupun yang dititipkan di Lapepok. Disamping
berkoordinasi dengan juru bayar dalam hal pembenakanan tahanan, bagian
ini bekerjasama dengan satuan fungsi terkait dadministrasi dan penjagaan
tahanan, kemudian melaporkan hasil kegiatannyadeeabagops secara tertulis
dalam bentuk laporan harian, mingguan dan bulaserta administrasi pemberian
makan tahanan (Sumber: Subbagwattah Bagops P atpeskp

Pelayanan atas permintaan perlindungan saksi atdark kejahatan yang
dilakukan oleh para polisi di Bagian Operasi terdari perencanaan dengan pola
kegiatan antara lain menyiapkan Ruang Pelayanasu&h(RPK) bagi saksi atau
korban kejahatan, menyiapkan tenaga atau petugasugh dan memberikan
bantuan perlindungan dan pengamanan. Dalam pengsagannya, pelayanan
dan permintaan perlindungan saksi atau korban &gahdipusatkan di ruang
SPK yang berada di bawah kendali Kabagops. Khuatiskkorban pelecehan

seksual dipusatkan di ruang RPK dan diterima otbgas khusus (Polwan).
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Dalam pelaksanaannya, bagian ini menindaklanjytiorian ke proses
penyidikan, menempatkan korban atau saksi di ruakbasus atau ruangan lain,
dimana para korban atau saksi tersebut mendapatkdimdungan dari para
polisi, serta melakukan pemeriksaan kondisi fis# gsikis korban atau saksi
melalui klinik Polres Depok. Pelaksanaan tugaglikeéndalikan oleh KaSPK dan
petugas RPK setelah menerima laporan, untuk kemudiporkan kepada
Kabagops. Secara terus-menerus, para petugas idnbagbekerjasama dengan
Kasatreskrim dalam memonitor jalannya proses pémmd(Sumber: SPK, RPK
dan Satreskrim Bagops Polres Depok).

Dalam melayani permintaan bantuan pengamanan prpseadilan
misalnya, Kabagops berkoordinasi dengan Para Kdheyg (Kabagmin dan
Kabagbinamitra), para Kasatfung (Kasatreskrim, kzsaapta, Kasatlantas,
Kasatnarkoba, atau KaSPK), para Kapolsek dan Kapasipbawahnya, serta
instansi terkait dalam hal penyelenggaraan kegipéngamanan yang dimaksud.
Anggota polisi yang terlibat dalam pelaksanaan sugangamanan tersebut
berkoordinasi dengan Padal atau Kapamring dalangamehil langkah-langkah
cepat, memperhatikan sasaran atau obyek yang dkamanpaya berjalan lancar,
tertib dan aman, serta memperhatikan larangan m@&fep tembakan tanpa
perintah dari Kapolres atau Kabagops. Personil 8pirRolda Metro Jaya yang
dilibatkan dalam pelaksanaan pengamanan beradavehibkendali Kabagops.
Kabagops juga bekerjasama dengan para Kasatfurgkiys&apamring dan
Padal). Di samping itu, KaSPK bekerjasama dengamntiB8D dalam memonitor
seluruh rangkaian kegiatan dan melaporkan kepadmd&ps, serta mengecek

anggota sesuai plotingnya masing-masing.

Pemberian pelayanan dalam hal pengamanan khusuns KRajungan
Presiden atau Menteri, Pam Pilkada, Pam Pelantiegislatif, dan Pam Bola)
dikoordinasikan dengan Pemda, TNI, serta instaeskait lainnya dalam
menyiapkan kekuatan personil Polres untuk pengamgeraebut. Khusus untuk

pengamanan Presiden dan Wakil Presiden, atau kyamjukepala negara asing,
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pengamanan tersebut dikoordinasikan dengan Pasesniwida, TNI dan Pemda
setempat. Bagops juga berhubungan dengan Detasmgsu& (Densus 88) dan
pasukan Brimob dari Polda Metro Jaya dalam pengamkangsung di lapangan.
Dalam pengorganisasiannya, Kapolres Depok (selaaanmmgungjawab tugas
pengamanan) bekerjasama dengan instansi terkattgdibat dalam pelaksanaan
tugas pengamanan. Kabagops (selaku pelaksana pangandi lapangan)
berkoordinasi dengan Kapamring/Padal dari masingimgafungsi atau satuan
samping. Kabagops juga bekerjasama dengan KanitdaBidin pengecekan dan
pengabsenan anggota polisi yang telalseatiing sesuai dengamloting-nya

masing-masing.

Satuan-satuan kerja lain yang mendukung operasikepblisian dari
dalam antara lain Urdokkes, Urtelematika, Taud Bansatker. Adapun satuan-
satuan fungsi yang terkait operasional ke luarrantin adalah Satuan Intelijen
dan Keamanan (Satintelkam), Satuan Narkotika darat-Otat Berbahaya
(Satnarkoba), Satuan Reserse dan Kriminal (SatmegkiSatuan Lalu-Lintas
(Satlantas), dan Satuan Samapta (Satsamapta)p Seiggota polisi di masing-
masing satuan bertugas membina sekaligus menyelsign fungsi-fungsinya
di bidang pelayanan dan pengamanan bagi kepentimpgdaksanaan tugas
operasional, serta manajemen Polri dalam ruandkumgPolres Depok. Setiap
satuan juga turut mendukung pelaksanaan tugas-togaerintah kota dalam
mewujudkan Kamtibmas di Kota Depok. Dalam pelakaanagasnya, fungsi-
fungsi yang ada mengutamakan pencegahan, keterpdugsi, dan memelihara
integritas organisasi Polri berdasarkan etika miof®lisi sebagai pelindung,

pengayom, dan pelayan masyarakat.

Kegiatan-kegiatan rutin dan khusus, sep&ervice Type of Operation
(STO), Mission Type Of OperatiofMTO) misalnya, merupakan operasional
kepolisian yang ada pada fungsi Intelkam (Satiat®lk Kegiatan-kegiatan
tersebut diarahkan pada penajaman, pengamanandyaraikan pada sasaran
terbuka dan tertutup sesuai dengan obyek sasaemggalangan yang sejalan

dengan kegiatan penyelidikan dan pengamanan tgrhsasaran tertentu yang
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dapat mendukung terciptanya situasi dan kondisgyarenguntungkan tugas-
tugas di kesatuan, serta pelayanan administrasni{€u Satintelkam Bagops

Polres Depok).

Satuan fungsi lain yang terkait dengan operasi&egblisan di bidang
narkotika dan obat berbahaya ditangani oleh pateipdi Satnarkoba yang
menyelenggarakan administrasi dan kegiatan pengolufPola kegiatan para
polisi di satuan fungsi ini antara lain menjadwallkeegiatan penyelidikan dan
penyidikan berdasarkan informan, serta pengembakgans dengan mencari
jaringan narkoba. Kasatnarkoba juga berkoordinasgédn Kanit Idik dan Kanit
Binluh dalam mengendalikan operasi di lapangan riepgenangkapan,
pengeledahan, penyitaan barang bukti, serta mebdsikan perkara kepada para
anggota guna dilakukan pemberkasan hingga dilimgahke jaksa penuntut
umum (Sumber: Satnarkoba Bagops Polres Depok).

Di bidang lalu-lintas, operasi kepolisian ditangaoleh Satlantas.
Koordinasi dengan Unit Dikyasa dilakukan dalam pgkatan pelayanan,
perlindungan dan pengayoman koordinasi dengannisistarkait seperti Dishub,
Distrantib, Dinas PU, dan lain-lain. Koordinasi dan Unit Patroli dilakukan
untuk mengetahui ancaman bidang lalu-lintas, khusupada ruas atau penggal
jalan yang rawan terhadap kecelakaan, pelanggamankdmacetan lalu-intas.
Koordinasi dengan Unit Lakalantas dilakukan dengarendatangi TKP
(menyangkut kebijaka@uick Responsdalam menangani kecelakaan lalu-lintas.
Unit ini juga berkoordinasi dengan PT. Jasa Marga ®JR setempat, serta
pengecekan tahanan yang dilakukan setiap hari péthgas piket Lakalantas
mulai dari jam 08.00 WIB sampai dengan 20.00 WIBoKlinasi dengan Unit
Regident juga dilakukan dalam bidang pelayananrpéae SIM A dan C, serta
pelatihan anggota Unit Regident di bidang pelayananerbitan SIM,
perpanjangan STNK dan kemampuan bidang lalu-liniaanya (Sumber:

Satlantas Bagops Polres Depok).

98 Universitas Indonesia
Kebijakan dan kekuasaan..., Hendra Kurniawan, FISIP Ul, 2009



Di bidang pengamanan, operasi kepolisian ditangdeih Satsamapta.
Dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, Satsamagpitadoémasi dengan peleton
pengendalian massa (Dalmas) yang terdiri dari deketgn dengan jumlah
personil lima puluh orang. Masing-masing peletomtargygungjawab kepada
Kasatsamapta. Penugasan peleton Dalmas dikoorkimasieh Kaurbinops atas
perintah Kasatsamapta. Koordinasi dengan Unit Patimta dilakukan untuk
mengetahui tingkat kriminal serta situasi perkotagamg memerlukan patroli

dalam kota (Sumber: Satsamapta Polres Depok).

Di bidang reserse dan kriminal, operasi kepolisatanjutnya ditangani
oleh Satreskrim. Dalam pelaksanaan tugasnya, pafei pdi satuan ini
berkoordinasi dengan para Kanit yang ditempatkatJmit Reserse Ekonomi,
Unit Reserse Tipiter, Unit Reserse Harta Bendat Uatanras, Unit Judi Sila, Unit
Resmob, Unit Curi, Unit Ranmor, dan Unit IdentiBkaPara penyidik pembantu
bertugas sebagai pelaksana penyidikan di lapantzan da tingkat penyidikan.
Setiap unit di satuan ini melakukan pemeriksaarsissdksi, penyitaan terhadap
barang-barang bukti, penangkapan pelaku tindak npidgpemeriksaan dan
penahanan terhadap tersangka yang telah cukup mekikukan tindak pidana,
serta pemberkasan dan pelimpahan berkas perkanggaya ke jaksa penuntut
umum (Sumber: Satreskrim Bagops Polres Depok).

Kerjasama para polisi di tingkat kewilayahan selamja adalah yang
berlangsung di Kepolisian Sektor (Polsek) dan PossiP(Pospol). Polsek
merupakan unsur pelaksana utama kewilayahan di tbaRelres. Satuan
kewilayahan (Satwil) organisasi Polsek yang adaildiyah hukum Polres Depok
antara lain Polsek Beji, Polsek Sukmajaya, Polse@kcBran Mas, Polsek
Cimanggis, Polsek Sawangan, Polsek Bojong Gede,Rtdsek Limo. Untuk

penanganan tugas-tugas pelayanan kepolisian dyafilatau kawasan pelabuhan

® Unit Patroli Kota terdiri dari enam puluh anggg#ng terbagi dalam tiga sub unit, tiap-tiap sub
unit terdiri dari satu anggota Bintara tinggi, dara puluh Bintara rendah. Penugasan Patroli Kota
diatur dengan pembagian susunan $igift, yaitu penugasan siang pukul 08.00 sampai dengan
pukul 20.00 WIB, dan penugasan malam pukul 20.0@ps&dengan pukul 08.00 WIB, cadangan
yang akan melaksanakan dinas malam diwajibkan reetedkan apel pagi dan kembalinya
disesuaikan dengan situasi, dan dalam penugasaunkhatau insidentil akan dikoordinasikan oleh
Kaurbinops melalui Kanitpatroli atau Panitpatr@ufmber: Satsamapta Bagops Polres Depok).
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dapat dibentuk Kesatuan Pelaksana Pengamanan Rafaf(P3) yang setingkat
dengan Polsek.

Susunan organisasi Polsek yang berada dalam wilaykiom Polres
Depok (“B1") semua tipenya mengikuti tipe Polsek1"B Hal ini dapat
dikembangkan dengan pembentukan jabatan atau wgénisasi kepolisian
sebagai berikut: (1) Unsur Pimpinan: Kapolsek daak$&yolsek; dan unsur
pelaksana utama, yang terdiri dari Unit Intelkarm danit Lantas (Sumber:
Keputusan Kapolri No. POL. Kep/54/X/2002 tentangamisasi dan tata kerja
satuan-satuan organisasi kepolisian pada tingkddaRtalam lampiran “C” Polres
tahun 2005).

Menurut keterangan salah seorang informan (S) gah@ri-hari bertugas
di Polsek Beji, Polsek merupakan unsur pelaksaamaitkewilayahan Polres
yang berada di bawah Kapolres. Para polisi di @mbgkolsek bertugas
menyelenggarakan tugas pokok organisasi Polri dgkmeliharaan Kamtibmas,
penegakkan hukum, serta pemberian perlindungargayeman dan pelayanan
masyarakat sesuai ketentuan hukum, aturan danakahijyang berlaku dalam
organisasi Polri. Organisasi Polsek sendiri dipimmleh Kapolsek yang
bertanggungjawab kepada Kapolres. Dalam pelaksang@s sehari-hari, para
polisi di tingkat Polsek berfungsi sebagai pempetayanan terhadap permintaan
bantuan atau pertolongan kepolisian, penerima @aarganan laporan warga,
pelayanan pengaduan atas tindakan anggota polikadap warga, serta

pelayanan surat-surat izin atau keterangan.

Karena berhubungan dengan Polres, para polisingkait Polsek juga
berfungsi sebagai pengumpul bahan keterangan ukébkituhan tugas-tugas
kepolisian di tingkat Polres, baik sebagai bagian Hegiatan intelijen maupun
bahan masukan penyusunan rencana kegiatan opedasRoisek dalam
pencegahan gangguan Kamtibmas. Penyelenggaraaatddegiatroli di tingkat
kewilayahan melibatkan personil polisi di tingkatl$ek, terutama dalam tugas

pengaturan, penjagaan, pengawalan kegiatan masyard&n pemerintah,
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pemeliharaan Kamtibmas dan Kamtibcarlantas, sextearqmanan kecelakaan di
jalan raya, termasuk sebagai penyidik dan penyeliddak pidana sesuai dengan
ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangag lyarlaku di tingkat

Polres Depok.

Di samping membuat laporan kegiatan, unit-unit &ekepolisian di
tingkat Polsek juga membuat laporan pengumpulamlggeat warga masyarakat
yang dijadikan sebagai bahan keterangan atau nmas@mada pimpinan mereka
di tingkat Polres. Pengendalian pelaksanaan tugiésinit ini dilakukan langsung
oleh Kapolsek dan Wakapolsek yang berlaku sebagaibma terhadap para
anggota Polri di tingkat sektor dan pos polisiutema dalam hal pengawasan
dana. Pengendalian tersebut juga meliputi pengecekhadap keberadaan setiap
anggota polisi yang ditugaskan di lapangan, persagik kendaraan dinas
kepolisian, Buku Tugas atau Buku Sambang Polistasgemeriksaan laporan
pelaksanaan tugas Babinkamtibmas dengan mempehatidara masyarakat
dalam proses pemanggilan mereka secara langsunghbésu Mapolsek

Sukmajaya Polres Depok).

Sistem kerja polisi di tingkat kewilayahan yangaskx di bawah Polsek
adalah Pos Polisi (PospdlPos-pos polisi yang ada di wilayah Depok, baikgyan
berada di daerah pedesaan maupun perkotaan, welallka dalam 24 jam sehari.

Kata yang secara harfiah berarti “terbuka” itu jmgangandung makna bahwa pos

® Sebagai pembina masyarakat, para polisi di tingkégek berupaya mendorong peningkatan
kesadaran dan ketaatan warga masyarakat setempatdp hukum dan undang-undang,
mendorong peran-serta masyarakat dalam Pamswakarsapenyelenggaraan tugas-tugas lain
sesuai aturan perundang-undangan dan peraturds@etannya. Secara khusus, sistem kerja
pelayanan yang dilakukan oleh Polsek-Polsek diyatishukum Polres Depok terdiri dari Unit
Taud, Unit SPK, Unit Intelkam, Unit Reskrim, UniafPoli Kota, dan Babinkamtibmas. Di tingkat
Polsek, pola kegiatan yang dilakukan oleh paraspdiiUnit Taud, Unit SPK, Unit Intelkam, Unit
Reskrim, Unit Patroli Kota, Unit Lalu-Lintas dan lakamtibmas. Kesemuanya mengacu pada
rencana kegiatan yang ditentukan oleh Polres, yaalputi kegiatan bersifat rutin dan berskala
prioritas (Sumber: Bagmin Polres Depok).

! Sifat-sifat utama dari Pos Polisi ini antara laifalah: (1) berada di tengah-tengah warga
masyarakat; (2) polisi di dalamnya bertanggungjateatadap kehidupan warga sehari-hari; (3)
operasi 24 jam, dimana tidak ada lagi jarak arpatsi dan warganya supaya keamanan tetap
terjaga; (4) terlibat dalam tahap awal semua kagigblisi; serta (5) menjadi basis bagi kegiatan
polisi dalam kerjasama dengan warga masyarakattsepnyelesaikan masalah yang dihadapi
warga, serta menyebarkan informasi bagi pencegaiak kejahatan (Sumber: Pospol Terminal
Depok).
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polisi di Indonesia sangat terbuka untuk tukar jgad secara bebas antara polisi
dengan warga masyarakat. Sedikit meniru kondepbari’ dan “Chuzaichd
dalam model perpolisian di Jepang, pos-pos polsigyada di Polres Depok
ditempati oleh lima sampai enam anggota polisi yaetjap harinya berfungsi

sebagai perwakilan kantor Polsek seterfipat.

Di dalam sebuah pos polisi biasanya terdapat rikamgor untuk polisi
dan kamar-kamar untuk beristirahat para polisi. aBab wadah untuk
berkomunikasi dan menyelesaikan masalah-masalakal spang terjadi di
wilayahnya, setiap pos polisi berfungsi sebagaiakadan penghubung antara
warga masyarakat dengan para polisinya. Menurutasgoinforman polisi (S)
yang bertugas di Pospol Terminal Depok, Pospol paan satuan struktur
organisasi Polri terkecil yang berfungsi sebaganp&t untuk saling tukar
pendapat antara polisi dengan warga setempat. Dpklaksanaan tugasnya,
Pospol bertugas menyelenggarakan tugas Polri dpaneliharaan Kamtibmas,
penegakkan hukum, pemberian perlindungan, pengayoui@n pelayanan
masyarakat, serta tugas-tugas Polri lainnya yaisgsdaikan dengan wilayah

hukum masing-masing.

Sepanjang menyangkut jabatan perwira, pembentukapdP ditetapkan
oleh Surat Keputusan Kapolda. Susunan organisagdPau sendiri terdiri dari
Kapospol serta sejumlah anggota polisi yang diéiatkan pada tugas-tugas
umum, seperti patroli dan penjagaan. Sepanjang amghyt jabatan perwira,
pembentukan Pospol ditetapkan dengan Surat Keputésgolda (Sumber:
Keputusan Kapolri No. POL. Kep/54/X/2002 tentangamisasi dan tata kerja
satuan-satuan organisasi pada tingkat Polda, lamgi€” Polres tahun 2005).
Adapun beberapa Pospol yang ada di wilayah hukulnre$?®epok dapat dilihat

dalam tabel-tabel berikut:

8 Kata “Kobari dalam Bahasa Jepang berarti sebuah “kotak tetbyéiu sebuah “kotak polisi”
atau “pos polisi” yang terbuka selama 24 jam selnaitik melindungi masyarakat. Katiddbar?

juga memiliki makna yang hampir sama deng@htizaich, yaitu sebuah pos polisi yang dihuni
oleh para polisi, atau yang berarti “tinggal disaada umumnya, setiap Pospol yang dibentuk di
Indonesia difungsikan untuk penanganan tugas-tpgayanan kepolisian pada kawasan tertentu
di wilayah Polsek. (Sumber: Buku Panduan Anggatiai?
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Tabel 3.1. Mekanisme Kerja Polsek dan Pospol dieBdbepok.

No. Polsek Pospol MekanismeKerja Jangkauan
Wilayah
Stasiun KRL| Dibagi 3 Pleogh (24 jam)| Kemiri Muka
1 | Beji Depok Baru | Kuat Personil 2/Pleogh | Pondok Cina
dengan 7 Personil
Terminal Dibagi 3 Pleogh (24 jam)| Depok
2 | Pancoran Terpadu Kuat Personil 3/Pleogh | Pancoran Mas
Mas Depok dengan 9 Personil Ratu Jaya
Dibagi 3 Pleogh (24 jam)| Depok Jaya
Nusantara | Kuat Personil 2/Pleogh | Mampang
dengan 7 Personil Jaya Lama
Jaya Baru
Dibagi 3 Pleogh (24 jam)| Cipayung
Citayam Kuat Personil 2/Pleogh | Cipayung Jaya
dengan 7 Personil Pondok Terong
Pondok Jaya
Leuwi Dibagi 3 Pleogh (24 jam)| Leuwinanggung
3 | Cimanggis | Nanggung Kuat Personil 2/Pleogh | Cilangkap
dengan 7 Personil Tapos
Dibagi 3 Pleogh (24 jam)| Mekar Jaya
4 | Sukmajaya | Proklamasi | Kuat Personil 3/Pleogh | Kalimulya
dengan 9 Personil Sukmajaya
Tirta Jaya
Dibagi 3 Pleogh (24 jam)| Bakti Jaya
PELNI Kuat Personil 2/Pleogh | Cisalak
dengan 7 Personil Abadi Jaya
Dibagi 3 Pleogh (24 jam)| Sukamaju
Kalimulya Kuat Personil 2/Pleogh | Cilodong
dengan 7 Personil Kali Baru
Jatimulya
Dibagi 3 Pleogh (24 jam)| Mall Cinere
5 | Limo Cinere Kuat Personil 2/Pleogh | Jati Baru
dengan 7 Personil UPN
Bojong Sari
6 | Sawangan | Pondok Petir| Dibagi 3 Pleogh (24 jam)| Bj. Sari Baru
Kuat Personil 3/Pleogh | Curug
dengan 9 Personil Serua
Pondok Petir
Kedaung
Duren Mekar
Sawangan Baru
Yappan Dibagi 3 Pleogh (24 jam)| Sawangan
Kuat Personil 2/Pleogh | Cinangka
dengan 7 Personil Pengasinan
Bedahan
Pasir Putih
Duren Mekar
Bojong Gede
7 | Bojong GAPERI Dibagi 3 Pleogh (24 jam)| Kd. Waringin
Gede Kuat Personil 2/Pleogh | Waringin Jaya
dengan 7 Personil Bojong Baru

Sumber: Bagops Polres Depok.
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Pola penugasan para polisi yang ditempatkan did?aBlakukan dengan
sistem 1 x 24 jam sesuai mobilitas kegiatan maggangang relatif sepi. Sarana
pelayanan yang digunakan di Pospol adalah bergilteda perlengkapan kantor
(ruang pos) yang meliputi ruang pelayanan, ruangokpol, ruang konsultasi,
ruang istirahat, kamar mandi, tempat parkir, péaalekantor seperti mesin tik,
alat komunikasi seperti HT danegaphonemebelairdan alat transportasi berupa
sepeda motor. Satuan organisasi kepolisian terkecil memiliki susunan
organisasi yang terdiri dari sejumlah anggota poleg dititikberatkan pada
tugas-tugas umum kepolisian seperti patroli, birghm dan penyuluhan
masyarakat. Dalam pengorganisasiannya, semua angghsi di tingkat Pospol
dipimpin oleh Kapospol yang bertanggungjawab kep&alaolsek setempat. Pola
kegiatan pos-pos polisi yang ada di wilayah hukuofre® Depok antara lain
membunyikan lonceng setiap pagi, berjaga-jaga aliguPospol untuk menerima
laporan dan pengaduan masyarakat, meningkatkanorrting call”,
menyampaikan himbauan pentingnya pemeliharaan Kams8 dengan berbagai
media seperti selebaran, buletin dan spanduk yangaga dipasang di tempat-

tempat umum (Sumber: Pospol Terminal Depok).

Secara keseluruhan, jaringan hubungan kerjasamai paing berhasil
dicatat di sini ditunjukkan oleh pola-pola interaitang dapat dilihat dari proses
hubungan kerja para polisi yang terjalin dalamesmsiorganisasi yang diamati.
Pola penugasan para polisi yang ditempatkan dikaihgewilayahan ini,
kesemuanya saling berhubungan antara satu samaSk@ara organisasi, para
perwira tinggi di sana selalu berhubungan dengaa petugas atau staf bawahan
mereka di lingkungan Polres, Polsek dan Pospoingkam hubungan kerja yang
saling jalin-menjalin tersebut dilakukan denganacareling mengawasi atasan
sekaligus bawahan, mengelola sumber-sumber yasgdiar menjamin ketertiban
administrasi dan perbendaharaan (baik yang digerdéi APBN/APBD, atau
bantuan dari warga masyarakat), serta saling makiadjuti setiap ketetapan
kebijakan dan peraturan dari pimpinan yang secadadukan atau kepangkatan
berada lebih tinggi dari segi tugas dan wewenantekae Selain bekerjasama

dengan sesama rekan kerja mereka di lingkungani&igm para polisi di tingkat
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ini  menerapkan prinsip koordinasi dengan instamsiansi pemerintahan
(Pemda/Pemkot), serta lembaga-lembaga dan dinas-d&n (DLLAJ/Dishub)

yang ada di wilayah hukum Polres Depok.

Dalam pelaksanaan tugas mereka sehari-hari, péisagianasing-masing
kantor atau pos polisi saling bekerjasama satu skamadalam tugas-tugas
pemeliharaan Kamtibmas, penegakkan hukum, pembempanlindungan,
pengayoman dan pelayanan masyarakat, serta tuggs-aoganisasi Polri lainnya
yang berkaitan dengan pembinaan hubungan poligiastewarga masyarakat di
tempat atau wilayah hukumnya masing-masing. Penggkraan kegiatan yang
dilakukan di tingkat kewilayahan ini diarahkan pesl@anaannya sesuai dengan
ketentuan hukum, aturan dan kebijakan pimpinan yaertaku dalam organisasi
Polri. Sebagai contoh, keberadaan Babinkamtibam@sgiat Polsek yang selalu
melekat secara organisatoris dengan organisasioPdap dituntut untuk selalu
berhubungan dengan para pimpinan mereka (Bagbiregny&ang ada di tingkat
Polres. Meski tidak dimasukkan ke dalamft tugas Pospol, namun para petugas
polisi ini tetap melakukan pembinaan terhadap wargesyarakat yang sudah
menjadi tanggungjawab sekaligus wewenangnya.

Sebelum mendekati masyarakat dan mensosialisaké@iatannya, para
petugas polisi Bimmas misalnya, berupaya memperkégercayaan dari para
tokoh agama, tokoh masyarakat dan tokoh pemudalige&k mempersiapkan
organisasi kemitraannya untuk mengantisipasi baibegmungkinan jika terjadi
konfrontasi langsung antara polisi dengan masyaradasannya bahwa minat
warga masyarakat akan berkembang melalui intengkisg berlangsung positif
dengan para polisi di lapangan. Dengan demikiarentasi perubahan yang
dilakukan oleh orang-orang di kepolisian dapathdiidari peran-peran mereka
yang secara terus-menerus mengubah tingkah latdakian, serta situasi yang
tadinya berpotensi negatif menjadi keuntungan telisebagi dirinya sekaligus

bagi organisasi yang diwakilinya.
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3.2.  Hubungan Polis dengan Pihak-Pihak yang Terlibat dalam Kerja
Pelayanan Masyarakat (Kasus Pospol Terminal Depok)

Bagian ini secara khusus menjelaskan hubungan-igalousosial para
pelaku yang terlibat dalam kerja pelayanan maswdrakkerutama yang
berlangsung antara para polisi, petugas DLLAJ, dara anggota organisasi
Panter sebagai mitra kerja kepolisain di wilayalniieal Depok. Di sini, saya
mengkategorikan hubungan interaksi di antara mesekagai suatu proses timbal
balik dari dua arah, yaitu interaksi polisi deng®msama petugas pelayanan (baik
yang berasal dari dinas kepolisian maupun darisdiagmnya), dan juga interaksi
polisi dengan publik (baik yang berasal dari pemggjasa, pelapor, khususnya
mitra kerja kepolisian yang berasal warga masyayakiska pola interaksi di
lingkungan kerja yang sedemikian rupa tersebuktidepisah dari efek kekuasaan
relatif antara atasan dan bawahan, atau antara dsafis dengan dinas lain
berdasarkan struktur kekuasaan dan kewenangan mangka miliki di tempat
kerja, maka konsep kekuasaan dijabarkan sebagaatsegang memiliki relasi
yang signifikan dengan interaksi yang melibatkarbagai pihak. Persoalan ini
tidak terlepas dari struktur kekuasaan yang dibarayeh berbagai dimensi sosial-
budaya yang mensosialisasikan polisi sebagai sejelk orang yang memiliki
karakteristik dengan kewenangan yang berbeda @ad pelaku atau petugas

pelayanan lainnya.

3.2.1. Polis dan Petugasdari DinasLain (DLLAJ)

Kategori hubungan timbal balik dalam kerja pelayarfaublik yang
dibahas di sini adalah interaksi polisi dengan mespetugas dari dinas lain
(DLLAJ), yang menyangkut isu koordinasi dan kewegsam Sebagai contoh
kasus, persoalan angkutan umum di Kota Depok yakgnuaikakan di sini
menjadi menarik untuk dikaji karena ternyata bukanya soal trayek dan jumlah
mobil yang menjadi tugas dan wewenang DLLAJ, mékmnjuga melibatkan
para polisi, terutama masalah disiplin awak angkutaoum (angkot) yang juga

menjadi wewenang para petugas polisi yang ada sifbdtoMasalahnya, kondisi
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keamanan terminal yang rawan membuat para pengganaportasi umum
enggan naik dari terminal. Di samping aksesnya parintempat tinggal mereka,
para calo kerap membuat ongkos transportasi melgbiti mahal dari pada yang
seharusnya mereka bayarkan. Belum lagi barang-pavawaan mereka sering
jadi rebutan para calo yang pada akhirnya hilarghir§ga, meski dilarang,
namun keberadaan pangkalan liar di luar termiralytga lebih menguntungkan

banyak pihak, mulai dari penumpang, para petugdsAd]l.sampai para polisi.

Polisi justru menduga sejumlah pejabat di lingkungalLLAJ ikut
“bermain” dalam trayek angkutan umum yang semravdéasalah tersebut
ditanggapi secara serius oleh Polres Depok dalamguseit kasus “trayek
bodong” yang dibuktikan langsung dengan membeniok khusus. Tim ini
dipimpin oleh Iptu BH yang memeriksa setiap pelapBolres Depok dan
jajarannya telah menyita banyak angkot yang tidamiki surat trayek. Di
samping itu, BH juga memperketat pengamanan dinjafaya dengan
menghimbau siapa saja agar mengirim pesan singkat7&7 untuk melapor.

Berikut hasil wawancara bersama BH yang menangesuini:

“Dalam penanganan kasus ini, pihak kami biasanyanaeggil
para pejabat DLLAJ yang diduga terkait dengan kasagek
bodong meski ada sejumlah pejabat yang terlibatabutidak
lagi bertugas di DLLAJ. Toh, kami punya wewenantukiritu.
Masalah ini bukan saja hanya pada trayek yang Iglaretapi
juga pada dokumen lain seperti STNK yang dipalsukaatikasi
penggandaan trayek kendaraan selama ini terbukingde
banyaknya angkutan umum yang beroperasi denganekray
ganda. Sampai saat ini tim khusus kami masih bakatgnsif.
Masalah transportasi contohnya, selama empat bu&akhir
sejak diberlakukannya Jalan Margonda Raya sebagayah
Kawasan Tertib Lalu-Lintas (KTL), sudah banyak pelgaran
terhadap rambu-rambu jalan. Datanya sodara bisaatibdi
Lantas (lihat juga lampiran 7). Umumnya, kendaragang
dirazia adalah kendaraan-kendaraan ‘bodong yanglak
memiliki surat-surat kendaraan, seperti KIR, KP w@at&TNK.
Dalam hal pengamanan, atau razia di terminal, kami
melakukannya dengan cara memeriksa orang-orangitasra
mereka-mereka yang tidak memiliki kartu tanda pedy dan
sebagainya. Mereka yang terkena razia selanjutnyfotod dan
di data identitasnya. Pendataan tersebut dilakukantuk
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kepentingan arsip kepolisian. Selain melakukanasazami juga
memberikan penyuluhan pada para penumpang atauncalo
penumpang bis. Penyuluhan itu dilakukan untuk nreyagkan
warga yang menggunakan jasa transportasi massalukunt
berhati-hati, termasuk dengan sesama penumpangi Karimg
mengingatkan mereka agar jangan mudah percaya kepeahg
yang tampaknya baik ingin menolong, atau meneriaveatan
minuman dari orang yang tidak dikenal. Bisa jadnoman itu
beracun, atau mengandung obat tidur, sehingga yang
meminumnya tertidur, dan bangun-bangun barang banga
sudah raib”,ujar BH.

Di pihak lain, persepsi petugas DLLAJ (E) yang laatior di lantai Il
Terminal Depok menunjukkan sikap yang kurang bepatik terhadap kerja para
petugas Polantas dalam menjalankan tugas merakaartea yang disebabkan
oleh kasus pemukulan terhadap petugas DLLAJ (Apyaenjadi bawahannya
oleh petugas Polantas dalam pengaturan jalur aagiarigkutan umum di depan
terminal. Tindakan meluruskan angkot-angkot yangkdkan oleh para Polantas
juga dianggap oleh E sebagai tindakan yang sangatgian mereka. Tindakan
yang dilakukan selama dua jam atau lebih itu sabgghengaruh bagi mereka,

terutama jika dilakukan setiap hari. Berikut pematuE:

“Masalah pemukulan itu, sebenarnya jelas-jelas ngétan kita.
Merugikannya ya untuk kas terminal, terutama untémenuhi
setoran ke Dinas Pemerintah Daerah jadi berkurakigstinya
mereka enggak perlu gitu cara nindaknya. Toh, @&n knasuk
kas terminal. Emangnya itu semua buat kita? Kaka kidak
perlu setor lagi sih, buat apa mereka harus ngejgejar bis
atau angkot yang sengaja enggak mau bayar. Sayanhssja,
apa sih sebenarnya mau mereka? Kalo memang benemeatya
harus di lurusin, buat apa ada terminal? Terminankbuat
turun penumpang juga. Kalo mereka dilurusin, yeepetetep
juga bikin macet. Mereka (penumpang) banyak jugagyaau
ke setasiun, eh turunnya malah setelah terminalhJagi. Bis-
bis itu mestinya kita pungut juga. Tapi petugasa ksedikit,
lagian kendaraan yang masuk banyak. Kadang di pssgaja
kita sering kewalahan. Kerja kita juga jadi enggailaksimal,
kayaknya. Masalahnya, ya karena dihambat itu tadjar E.

Persepsi yang sama datang dari petugas DLLAJ (¥)g ymenjadi

bawahan E di Terminal Depok. Karena tempat tinggalidak jauh dari lokasi
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kemacetan yang berada di depan terminal, ia berktamenengenai apa yang
dilakukan Polantas pada saat kemacetan terjadkiBgrenuturan Y:

“Kemacetan kan sampai Pemda. Biar enggak menghambat
silahkan saja kalo mau dilurusin. Tetapi mestinganjjam sibuk,
terutama waktu. Itu kan urusannya Bakorlantas. Semmatim
koordinasi gitu. Timnya terdiri dari gabungan angaiPolres,
DLLAJ, sama dinas-dinas yang lain. Berapa bulareBekereka
ada rapat. Kalo kasus yang dipukul itu saya eng@akpersis.
Aturannya sih memang enggak boleh kata atasanmya giga
bingung kok bisa-bisanya gitutijar Y.

Dalam sehari, ada saja beberapa petugas Polamagsdy@mpatkan di
Jalan Margonda Raya yang berseberangan dengandteasiinal. Para petugas
ini ada yang berada di depan pintu gerbang masark,ada pula yang berada di
pintu gerbang keluar terminal. Koordinasi dengariispalibangun oleh salah
seorang pejabat DLLAJ (AS) di lingkungan termingdok yang secara rutin
menemui para petugas Pospol dan Polantas darisRadie Polsek setempat. Di
lapangan, para petugas DLLAJ yang berseragam Raigntas tidak bisa berbuat
banyak saat mereka harus melakukan tugas menganadetan di dalam dan di
luar kawasan terminal, termasuk memenuhi targebraet ke kas Dipenda.
Keberadaan AS bersama polisi di lapangan membé&luesaan sekaligus rasa
percaya diri bagi para petugas DLLAJ lainnya dalaangatur lajunya kendaraan
di sekitar pos pintu masuk terminal bersama panagps polisi.

Sejauh pengamatan di depan pos Polantas yangakertBt seberang
terminal, para petugas Polantas dan petugas DLLAdjatankan tugas merka
masing-masing. Satu sama lain saling mempengaarhigengguna jalan dengan
cara menunjukkan bahwa apa yang mereka kerjakam pelnting dari yang lain.
Sesekali mereka saling mendekat, bercakap-cakapsaleng melempar senyum,
sambil terus menggerak-gerakkan tangan memberaiskapada para pengemudi
kapan harus lurus, belok, dan berhenti menunggiuaag umum yang menuju
terminal. Situasi yang saya catat di sini misalnyaga saat angkot-angkot dan
bis-bis menumpuk di depan pintu gerbang masuk texinsalah seorang petugas

DLLAJ (J) berteriak-teriak sambil berjalan ke atahminal untuk membelokkan
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angkot-angkot dan bis-bis tersebut ke dalam terdmiemun, dengan sigap salah
seorang petugas Polantas (H) justru meluruskanogtagigkot dan bis-bis yang

mengantri di belakang kendaran-kendaran pribadj yartahan tersebut.

Tidak hanya berhenti di situ, pada saat J kemlegpdsisi semula saat bis-
bis dan angkot-angkot tersebut tertahan, ia betsidsngan menyuruh petugas
DLLAJ lain yang berada di sekitar pintu masuk untumlencegat bis-bis dan
angkot-angkot yang diluruskan oleh petugas Polaagas masuk ke pekarangan
parkir depan kantor DLLAJ untuk menarik retribuBlada saat seperti itulah
konflik sering terjadi, terutama kasus yang menimpgétugas DLLAJ (A) yang
pernah dipukul oleh petugas Polantas yang meraspelekan. Meski nampak
seperti kucing-kucingan, namun dengan tenang petujakembali memberi
gerakan tangan kepada para pengemudi, baik kemdprédsdi maupun umum,
untuk terus lurus ke depan. Berikut hasil wawanbaraama H yang menjelaskan

situasi di depannya:

“Kalo kemacetan sudah panjang, pasti mereka adakseaKe
kitanya juga ada reaksi. Seandainya mereka yangdalam
(terminal) tahu kita melakukan tindakan, baru merekeluar.
Sebab walau kemacetan ada di luar, pasti kita bergang di
dalam. Mereka (petugas DLLAJ) justru jarang baniia kii sini.
Kadang-kadang mereka enggak mau keluar. Pernah kaere
enggak mau keluar sama sekali kalo udah memanjandpukan
ngajari, sebetulnya kalo DLLAJ nariknya di dalangsp lancar.
Tapi itu kalo nariknya benar. Di luar mereka engghkrani
ngutip, karena enggak resmi. Tapi kalo di tempabpeetribusi
kan resmi. Alasan dilurusin pagi, karena orang kato mau kerja
ditentuin waktu datangnya, jam sekian harus datéfeguali kalo
pulang, kan enggak. Sampe rumah kan terserah nraubgrapa,
kan enggak pengaruh. Makanya kalo pagi kita prasian untuk
jam kerja. Masalahnya terminal ini kan sempit, seglean kalo
pagi angkot kan keluarnya bareng. Kalo kita tampuigsini
semua pintunya terbatas, daya tampungnya juga. Ksampe
lampu merah sana (arah dari Balai Kota dan Polrdsan
menghambat orang yang mau kerja. Tapi kalo kitausur,
otomatis target orang kerja kecapai. Masalah kooedii, enggak
ada tuh. Justru dia (DLLAJ) yang suka “ngambil” (myeerobot).
Kesulitan kita ya itu tadi. Di satu sisi, kita difau. Satu sisinya
lagi kita harus menyelesaikan tugas sebagaimanasraa. Kalau
mereka istilahkan koordinasi, itu semacam ego saktdrtinya
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cuma kepentingan dia saja, yang tidak memperhatikan
kepentingan kita. Sebenarnya, pimpinannya engggkieCuma
bawahannya saja yang pada rese. Mungkin kalo dieatadi
kalangan bawah iya. Mereka (petugas DLLAJ) sih naghya
karena kecemburuan, mungkin itu salah satu fakemgybikin
mereka kayak gitu. Kalau saya melakukan ini kar&ugas. Di
Bakorlantas sendiri mereka kompak kok sebetulnyesalantas
juga mendukung. Kita bicaranya ke mereka kan umekdukung
Pemkot. Tapi justru waktu pelaksanaannya di lapanghkita
malah jadi ga enak kalo harus melaporkan kelakuaakabuahnya
seperti itu. Menurut saya, itu juga enggak etis. |Bliisangkanya
malah ngadu domba, fitnah, atau apa lah. Padahalkan sudah
kenyataan, memang banyak sekali terjadi. Kalau &daflik,
tergantung orangnya juga sihyjar H.

Dari contoh kasus di atas, saya melihat bahwa dataemjalankan
tugasnya, para Polantas di lapangan selalu berigabudengan orang banyak.
Hubungan itu bukan hanya dengan atasan atau redga kereka, tetapi lebih
dari itu mereka juga berhubungan dengan masyarkhkasusnya para pengguna
jalan. Pengguna jalan itu antara lain para pengerpeach penyeberang jalan, atau
pedagang kaki lima yang berdagang di bahu jalamy yaasa digunakan untuk
jalur lalu-lintas. Interaksi yang dilakukan adald@ngan cara mendekatkan diri,
bekerjasama atau membalas ajakan orang lain yarsgkotu (orang lain yang
menyerupai atau menyukai subjek), membuat senangnteEncari afeksi dari
objek yang disukai, patuh dan setia kepada seokamgan Para polisi yang
memiliki kebutuhan afiliasi dengan mudah berintsralengan orang banyak. la
dapat melayani masyarakat dengan baik sekaligusrjpslama dengan rekan
kerjanya secara baik, atau bahkan timbul rasa gersas pekerjaan yang
dilakukannya. Berbeda dengan para polisi lainnyata pPolantas memiliki
kebutuhan afiliasi sangat rendah, yang ditunjukkaleh sulitnya mereka
berinteraksi dengan masyarakat pengguna jalan yse@ara terus-menerus
berlalu-lalang, datang dan pergi. Dikarenakan sepemggota Polantas memiliki
kebutuhan afiliasi yang rendah, maka mereka jelasgalami kesulitan dalam

berinteraksi dengan orang banyak.

Kesulitan para Polantas dalam melakukan intera&siabk di lapangan
dapat dilihat dari ketegangan yang ditimbulkan diegkungan kerja (jalan raya),
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sekaligus juga oleh sesama petugas dari dinagD&ibAJ). Interaksi sosial yang
dilakukan oleh polisi di lapangan ini merupakantsyaoses untuk mendapatkan
balasan suatu tingkah laku tertentu dari lawarrakie mereka, baik dari warga
masyarakat maupun petugas dari dinas lain. Meskind&ebijakan, seorang
Polantas diharapkan dapat beradaptasi dengan hggkupekerjaannya, sekaligus
juga dapat mengatasi ketegangan yang kerap murendad dinas lain di
lapangan, namun ketegangan dengan para pengganapahyeberang, atau para
pedagang kaki lima yang memanfaatkan bahu jalandaia muncul. Ketegangan
yang kerap muncul bisa juga datang dari para pgm@lu-lintas yang tidak
merasa bahwa dirinya telah melanggar, tetapi justaimberi penilaian buruk

terhadap kinerja para Polantas di jalan raya.

Tumpang tindihnya tugas dan wewenang dalam memjatarkerja
pelayanan di kalangan para petugas lapangan jugp keuncul pada saat terjadi
kemacetan. Menurut pengakuan petugas Polantas aifjian kendaraan ini
membuat gerah Kapolres, karena kemacetan mengharkéltar-masuk
kendaraan dinas dari Kantor Polres dan Balai KotepdR yang saling
berhadapan. Dari situ, pihak kepolisian merasa &eawg untuk meluruskan
kendaraan-kendaraan yang menumpuk di depan Ternibegdok. Berikut

penuturan H:

“Dulu, saya sering melihat di depan BCA, sebelurgkant 05, 06,
02 dilurusin, sering terjadi kemacetan sampe sBebab, kalo
siang mereka ngetem di sana. Tapi setelah 02, ®3idak boleh
masuk lewat utara, sekarang lancar-lancar saja k&nini kan
sudah kita kasih tanda, ‘perboden’ (forbidden). kKeetan itu kan
sumbernya dari angkot-angkot itu. Misalnya orangidkakarta
mau ke Mal, atau mau ke BCA, sudah tau kalo di‘peaboden’,
tapi tetep saja mereka itu turunnya di situ. Sekgrdianalisanya
gini aja mas, angkot di Depok ini sebenarnya berape? Ini kan
sudah melebihi kapasitas. Karena yang diremajakarnkn yang
baru juga narik. Makanya saya itu lebih stuju kddegini, yang
diremajakan itu ganti warna. Supaya untuk mengeatahana-
mana yang sudah diremajakan dan mana-mana yangagngalo
malem-malem mereka narik kan ketahuan, wah ini ysundgah
diremajakan. Kita akan tindak yang begitu. Yang Iyper
dipinggirkan itu kan yang kayak gitu. Supaya kidagai petugas
mudah mengawasinya. Sekarang kalo sama-sama banog y

112 Universitas Indonesia
Kebijakan dan kekuasaan..., Hendra Kurniawan, FISIP Ul, 2009



diremajakan sama yang enggak, kita kan enggak fargisnya.
Terus, kesadaran masyarakatnya itu sendiri kura@gntohnya,
sudah disediakan jembatan penyebrangan mahal-mategdi
mereka masih enggak mau nyebrang lewat situ. Ka#tadgng
maunya motong saja. Padahal, kalo mereka mau lewat
penyebrangan, minimal kemacetan kan bisa berkuravigng
melanggar pasti kita kasih tindakan. Tindakan itisabmacem-
macem. Kita peringatkan itu sudah tindakan, kitasika
pengarahan juga itu sudah tindakan. Koordinasi dasa saya
enggak tahu persis. Siapa tahu mereka melakukaepk&atan-
kesepakatan di luar. Kalo umpamanya koordinasditlapangan,
ya kita saling mengatur saja demi kelancaran. It@jas Di
lapangan kan gitu mestinya. Yang penting dia enggakgatur
yang tidak semestinya gak perlu diatur. Lha tindakarhadap
mereka (petugas DLLAJ yang mengutip di luar posapkan
retribusi) itu bisa macem-macem, ada yang secangdang, ada
yang tidak. Yang penting kita sudah melakukan #ada ujar H.

Di sisi lain, kasus pemukulan terhadap petugas DLLA) menjadi
cermin bagaimana koordinasi itu berlangsung. A—yaagpak emosional pada
saat menuturkan hal tersebut—mengggambarkan ketidaknnya terhadap
pelecehan terhadap tugas dan wewenangnya oleh. galisendiri mengklaim
bahwa keberadaan pangkalan parkir luar masih kawgesainal. Menurutnya,
pangkalan tersebut sebenarnya menguntungkan bapysdk, mulai dari

penumpang, calo, bahkan polisi. Berikut penuturan A

“Kalo pas malem, polisi-polisi di Pospol pada engggéut jagain
terminal. Mereka pada nongkrong aja di pos. Mergkiang ke
belakang-belakang ngontrol. Paling tinggal nunggpdrannya
saja dari orang-orang Panter (organisasi Paguyubanak
Terminal). Dulu ada TV di bis MGI dan Budiman hidammereka
malah diem saja di pos. Kalo dulu masih jaman Pak G
Kapospolnya, dia sendiri yang sering ngontrol kéakang. Ama
anak-anak LLD juga deket. Sekarang kayaknya enggakdeh.
Justru si AK tuh (alias Abah sebagai Ketua Pantggng
dipercayakan di sini, di Kowanbisata. Kalo enggaltak dia itu
keamanannya. Menara terminal itu dia pake karenpgnth sama
kepala terminal untuk ngamanin mobil-mobil itu. Kisihkan gitu
aja. Karena dia di situ orang lama, bisa kenal-kesama supir-
supir semua, dapet dukungan dari Pospol, akhirngadapet ijin
nempatin di situ. Yang penting kepala terminal igaya jangan
dipake yang enggak-enggak (judi dan mabuk-mabukaity). aja.
Kalo masalah-masalah di lapangan, kadang-kadang kiarus
sesuai sama ketentuan. lkutin saja aturannya. Kadak ada
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kebijakannya sendiri dari pimpinan. Kalo ada masalaun biar
pimpinan yang ngurus. Saya juga sering ngajukanrbdgegitu.
Satu contoh, saya kan pernah ngusulin supaya dikasiktu di
sini. Maksudnya waktu yang kita pake. Supaya ik li&in kita
was-was. Jadi, angkutan umum juga waktunya jelas j@an
sekian sampe jam sekian boleh masuk, jam sekiampesgam
sekian gak boleh masuk ke terminal. Waktu pagialmya, jam
sepuluh sampe jam berapa gitu, biar mereka juga lbnuter ke
terminal. Ga usah pake pukul-pukulan lah. Sayatpikesini dua
puluh empat jam dinas, dua puluh empat jam istitakalo lagi
enggak piket, dua belas jam kerja, dua belas jamalgat. Untuk
petugas macam kita-kita ini kan kebanyakan sistensayu-satu.
Kalo ngikutin kerja kita ya memang berat. Saya i Sudah
lama, mas. Kira-kira sepuluh tahunan lah. Saya egngarang
pake masker. Kalo pas periksa kadar timbal di ldyas pernah
punya masalah di paru-paru. Udah kerjaan berat kagai masih
saja kena pukul'ujar A.

Persepsi yang berbeda dengan apa yang dituturkanfoldi atas datang
dari seorang petugas Pospol Terminal (L) yang meari@an ketidakharmonisan
hubungan antara petugas Pospol dengan pihak DLULA@ndiri mengaku bahwa
pendapatan sampingannya selama bertugas di Posp@dnberkurang, terutama
setelah Terminal Depok dikelola oleh DLLAJ. Menuyd, banyaknya copet,
maling, dan calo yang berkeliaran sebelum DLLAJ gedvia terminal, menjadi
penghasilan tersendiri bagi para petugas Pospeén&amendapat jatah “uang
keamanan” dan “uang jalur’ dari para pedagang Keka, asongan, supir,
sekaligus preman di sana. Pendapatan itu berklaemna pihak DLLAJ justru
menarik retribusi dari para pedagang kaki lima,ngam, calo dan supir-supir

tersebut. Berikut penuturan L:

“Konflik itu memang kadang terjadi. Tapi jarangmpai main
pukul-pukulan. Soal pelurusan angkot-angkot itu npér saya
tanyakan sama mereka (petugas Polantas) yang lestdgsana.
Mereka sih jawabnya karena macet. Saya malah bilenmereka:
‘Biar macet kan ada bagiannya kesini’. Terus sajlary juga ke
orang LLD: ‘Kalo terlalu macet di dalam, ya wajaralo

dilurusin’. Kita (pihak Pospol) juga punya soluah. Tapi mereka
(petugas DLLAJ) ga mau denger. Intinya cuman fakdor

Kecemburuan gitu. Dari pada pusing, saya cumaniagelaja,

mereka (petugas DLLAJ) itu punya malu apa enggailo lérang
yang punya malu kan enggak ngotot kayak gitu. Kl kasih
‘move’ (tindakan), justru menangan kita. Jadi sdagus ngambil
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jalan tengah. Supaya enggak bikin masalah. Masdphk, yang
nguasain juga banyak. Waktu pertama kali saya ke ga sudah
seperti itu. Yang dibilang jalur tuh justru tempagetem. Kalo satu
jalur Rp. 5000,-, kalikan saja ada berapa jalur.9pol sih enggak
seberapa dapetnya. Kalo jalur sih banyak, cumanmgr&ospol
sini enggak semuanya dapet. Kita juga sering ngetuisa tukang
jalur (pengurus DLLAJ) enggak ada pengertiannyad&taal kita
kan kerjanya siang malem, dua puluh empat jam. ggviudari
pagi sampe pagi lagi. Sekarang saya sudah maleshalus jaga
malem. Cukup tiga hari kerja, satu hari libur. $gtikerja piket,
repot kan kita. Emang sih hitungannya satu hariepilsatu hari
libur. Jadi, habis kerja, kita piket. Besoknya kaereka (petugas
DLLAJ) libur, kalo saya harus kerja lagi, iya kalita kan justru
yang lebih capek Ihd'’Kalo masalah kemacetan yang saya tahu
begini. Ya misalnya, suatu contoh, itu kalo mawkéde terminal
kan terlalu patah tuh. Makanya jarang yang mau niartajur
paling kiri tuh. Itu pernah saya usulkan ke pimpinasoal
menyerongkan lajur itu. Namun, karena di situ méaadgun (ITC
Depok, ya akhirnya enggak terlaksana. Sebenermyarnpu buat
bangunan kan ada SK-nya. Seandainya ITC itu sudalaim
dioperasikan, pasti ada kesemrawutan. Yang perdimgkda
pengaturan, misalnya jalur masuk terminal harusdewelakang.
Kalo sudah ada aturan kan jelas. Pintu masuknyagyamana,
pintu keluarnya juga yang mana. Tapi menurut infasirkan mau
dipindahkan. Yang ini kan jadi sub-terminaljar L.

Terhadap realisasi ketertiban dan kelancaran koasdiantar dinas yang
terkait di kawasan terminal yang akan dipindahksegcara pribadi L merasa
pesimis, terutama jika Terminal Terpadu Depok bdyegrar dipindahkan ke
Jatijajar. Berikut penuturan L:

“Jamannya terminal masih dipegang PT, untuk ke Bbsp
istilahnya ada ‘uang lelah’ dari PT untuk setiapasa yang
digelar di terminal waktu itu. Tapi setelah dua jpele ‘uang
lelah’ itu sudah tidak ada. Dulu pernah ada samBai 25.000,-
per orang. Mengingat pendapatan tidak mencukuphiraka
dari pihak PT tinggal Rp. 10.000,- per orang. Teg®telah
enggak kuat bayar lagi, dari PT pun akhirnya dikarHabis itu,
beberapa bulan kita dipanggil lagi, dipakai lagipR10.000,-
pun kita terima. Nah, setelah PT bangkrut, PT-nyayerahkan
ke Pemda, otomatis yang mengelola kan Pemda. Jaiag
kerjasama” dengan Pospol enggak ada. Mengingat isamgha
sudah kayak begitu ya kita terima saja. Tapi wataggak ada,
kita di sini ya enggak tinggal diam. Seumpamanyajatlir
lintasan ini macet, kita tetep turun, kita bantuakearannya.
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Cuman enggak seeksis kayak dulu masih ada yangcaemitu.
Dari pihak LLD pun sama kita seakan-akan merassgakgenak
gitu. Jadi kurang harmonis. Kita pun istilahnya dasihak
Kapospol, maupun anak buah udah melobi sampe kal&ep
Terminal, tapi enggak ada tanggapan. Mungkin, amgga
enggak mencukupi, ya saya sendiri engggak tahu. elagijak
bisa. Kita usul udah, sekali dua kali usul, tapiggak ada
respons dari mereka. Pada waktu itu, masalah jagé&m pun,
misalnya untuk minta sekedarnya ‘uang kopi’ pungahkgada
tanggapan. Banyak mobil-mobil yang nginep-nginep kian,
terutama kayak MGI, kayak Budiman, kan nginep mii Isayar?
Kalo kejadian ya otomatis kita yang disalahin. Waku kita
minta ke satu mobil untuk ngopi enggak bisa ngasihsannya
pihak yang ngambil itu cuman istilahnya untuk meadsaja.
Jadi, untuk masalah pendapatan dari mobil-mobil mereka
enggak mau tahu. Dia serahkan ke atas gitygr L.

Dari penuturan L di atas, saya dapat menemukankpod&onasalahan dari
apa yang sebenarnya dipersoalkan oleh para peRagml dan petugas DLLAJ
di kawasan Terminal Depok. Masalah hubungan timtalik yang kurang
harmonis ternyata dapat diselesaikan dengan peamb&rang lelah” bagi pihak-
pihak yang saling berhadapan. Sebagai contoh kasuls, saat berlangsungnya
acara “Silaturahmi Paguyuban Ganto Minang Sepakatig menggelar acara
hiburan organ tunggal di kawasan terminal. Acaraliadakan oleh orang-orang
dari etnis Padang, yang secara tidak langsung nkerhilbbungan kekerabatan
dengan para petugas DLLAJ sekaligus juga hubungaterpanan dengan para
polisi di Pospol Terminal Depok. Dalam surat izang dibuat oleh panitia, acara
tersebut dimulai dari jam 20.00 malam sampai dengan2.00 dini hari. Pada
kenyataannya, acara ini selesai sampai jam 4.00 gag berjalan lancar berkat
adanya kesepakatan-kesepakatan antara kedua lieddh yaitu petugas Pospol
dan petugas DLLAJ Terminal.

Jika dalam sehari tidak ada warga atau pelapor yatgng ke Pospol,
maka tidak banyak yang dikerjakan oleh L dan relekan kerjanya yang lain di
Pospol Terminal. Keberdaan mereka dengan seraghsnysng dikenakannya di
terminal merupakan rutinitas pekerjaan yang dapamberi rasa aman kepada
para pengunjung atau pengguna jasa terminal. Urdltkal semacam ini mereka

lebih banyak dibutuhkan, bahkan pada saat sayaglaangan tujuan penelitian
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ini, mereka pun dengan sigap menawarkan pengavagiansaya tidak diganggu
oleh para preman di terminal. Alasannya bahwa senagang dikenakan oleh
mereka cukup ampuh untuk mencegah, atau minimabuorangi niat seseorang
untuk melakukan tindak kejahatan di terminal, mekdi segi fisik, beberapa di
antara mereka yang berbadan gemuk kelihatan sudalp gpayah ketika saya

mengajak mereka untuk berjalan jauh mengitari kawasrminal.

Di samping bertugas sebagai petugas piket jagekaksli antara para
petugas di sini keluar berpatroli dengan berjalaki kgar para calon penumpang
angkutan umum merasa tenang, atau sekedar mergpatudalu-lintas bis-bis
besar yang keluar dan masuk terminal. Masalahlilatias di sekitar terminal
sebenarnya menjadi bagian pekerjaan Pospol Termmaehun wewenangnya
lebih ditujukan pada para petugas DLLAJ. Sementagsalah lalu-lintas di luar
terminal lebih ditujukan pada para Polantas datsékoatau Polres. Jika terjadi
keributan di luar atau di dalam terminal yang bérmgan dengan angkutan
umum, baru mereka turun tangan, jika pihak DLLAdadumerasa tidak sanggup
lagi mengatasinya (angkat tangan). Berikut penatwgalah seorang informan
polisi (B) yang bertugas di Pospol Terminal Depok:

“Saya juga pengen sih pulang cepet-cepet kayak gaang
yang kerja di tempat lain. Kalo pas lagi dapet pikayak gini,
saya terima aja. Kalo lagi piket, saya bisa bayangkemen-
temen saya yang rumahnya jauh-jauh. Apalagi kals pecet.
Udah dari sininya malem, sampe rumah bisa jam baragp.
Kalo lagi ada kerjaan, kayak itu tadi pagi-pagi reka (warga)
dateng bawa masalah. Karena kita petugas, ya hkitaslayani
meski belum tidur sama sekali. Namanya juga pelayan
masyarakat. Pernah malah kepala terminal itu meaagaya
turun lapangan, karena ia menganggap saya wakil d&ppl.
Waktu itu kan Kapospol lagi enggak ada, kebetulangyada
saya, yang dianggap senior. Saya sih mau aja diajp&rasi
yang melibatkan anggota polisi. Kalo gitu, dapatidaana kita
buat beli rokok? Tapi kalo enggak ada ijin pimpinsaya, saya
enggak mau. Nah, kalo soal pendapatan di termiaal lanyak
tuh, LLD yang Kir lah, trayek lah, dan sebagainy@rena saya
membeli rokok bukan dengan cara begitu, jadi sayggek mau
kalo enggak ada ijin dari pimpinan saya. Lebih badjomong
sama pimpinan saya. Saya pikir masih banyak rejakig lain
(sambil tertawa). Kita ini sebatas menjaga ‘hubundmik’ saja.
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Mereka-mereka itu (petugas piket DLLAJ) kalo mal&am
sudah pada padam (tidur). Sudah pada tidur semuksodnya.
Coba deh kalo mas enggak percaya, di sana itu,adipsng
wartel, itu bukan tempat mereka jaga malam sebersrtapi
tempat mereka tidur tuh. Jadi, kalo mereka (Polaptadak
dikasih itu (jatah), bagi saya mah biarin aja antfemgkot itu
dilurusin sama mereka (Polantas). Kita kan enggalgkin di
sana. Kita kan cuman di dalam (terminal). Mau mdesk, supir
pada mogok kek, kita gak urusan. Kalo sudah kriaau kita
urus. Kalo ada pencurian, kita pasti pergi ke saKalo kita ke
sana cuma ikut ngelurusin, kita hanya mengada-ngadaya.
Itu juga enggak enak lah. Sekarang tugas pokokyatani aja,
penjagaan, pelayanan, patroli dan kunjungan. Kalda k
bergabung sama mereka (DLLAJ) soal kutip-menguiip,
bahaya buat kita. Karena memang enggak ada kewemang
polisi di sana. Nantilah kira-kira jam lima cobajaamas lihat,
kalo kalengnya (kotak retribusi) sudah penuh, ittatomereka
semua. Buat LLD yang honorer-honorer itu. Itu kalokada
supir-supir yang enggak terima bisa saja proteseka mereka
tau jam-jam penarikan sebenarnya. Paling-palingokaiereka
ribut, biar babak-belur dulu, baru kita datang. lsaja,” ujar B.

Untuk hal-hal yang berhubungan dengan konflik dinieal, seperti kasus
pemukulan petugas DLLAJ oleh Polantas, atau peygkam preman oleh para
pedagang misalnya, para petugas Pospol di sini ecend menutup diri.
Keengganan mereka untuk membahas peristiva-pesistionflik yang terjadi
didasarkan pada kekhawatiran jika masalah terstehbekspos keluar sampai ke
media massa. Keengganan tersebut juga bisa dikamenaleh keteguhan hati
mereka dalam memegang prinsip yang berwenang mémbenformasi, atau
karena intensitas pekerjaan di Pospol Terminal pukenyedot tenaga sekaligus
pikiran mereka. Berikut penuturan informan polanhya (S) yang juga bertugas
di Pospol Terminal Depok:

“Keberadaan kita (Pospol) di sini kan Cuma sebad#O
(Bantuan Kendali Operasi). Soal itu (menertibkahulbntas di
terminal), kan permintaan dari Pemda supaya di ieah itu
dikasih polisi. Biasanya, kalo orang minta kan agsksuatunya
(fuang lelah”). LLD itu kan kebanyakan penganggurgang
direkrut. Terus, mereka dapet duit dari mana? Mardian
dikasih jatah. Sumber-sumber honornya memang adg lenal.
Kalo kita angkat bisa saja mereka enggak ada trakek yang
jadi kerjaan mereka. Seperti Miniarta, waktu disangpil surat-
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surat segala macem, itu kan hak kita untuk nangkepeka.
Soal itu kita enggak ikut campur. Seperti warungwag di
jalur hijau, itu minta ijin sama dia (pedagang),piadia juga
jjinnya sama LLD. Kalo ada operasi dari Pemda diard-diem
aja. Belum lagi warung-warung sepanjang kantor DULRe
arah pos TPR, kan dapurnya menjorok-jorok. Merekggak
takut sama kepala terminal. Di tengah terminal jugempat
dagang orang jual buah-buah, itu kan ruang tungdukan
tempat untuk dagang. Nah, jongkok-jongkok itu kamdil
duitnya sama dia. Ada yang pake retribusi, ada yaahak. Awal
keberadaan mereka itu di sana, kalo enggak dipetidan sama
dia kan enggak mungkin. Mereka bermain di sanakdtu ilegal.
Tapi, ya itu tadi, kita gak bisa ngapa-ngapain kaaeposisi kita
di sini kan BKO, jadi hanya membantu mereka di.dtni sudah
permintaan dari atasan dia (DLLAJ) ke Polsek, su#paalah
satu Pospol-nya ada di sini. Jadi, kita di sini #mggak bisa
ngurusin yang gitu-gitu. Seharusnya mereka kan m@ing
bagaimana kalau dengan adanya pedagang-pedagang gan
jalur hijau segala macam menempati tempat yang buka
tempatnya nanti malah menimbulkan kejahatan, kaa Isiaja
alasannya kesana. Kalo di antara para pedagang tdgadi
kriminal, dan sebagainya, terus larinya kemana? Respol-
Pospol juga kan?”yjar S.

Pada peristiwa lain yang berhubungan dengan koasdi@ntara petugas
Pospol dengan petugas DLLAJ, dalam suatu kesemp@tamengajak saya
mendatangi acara promosi minuman energi yang méanggenser musik dangdut
di sudut kawasan terminal. S pun mengomentari aeesabut. Menurutnya, tidak
seharusnya acara tersebut berada di dalam kawersainal, dan tidak sepatutnya
petugas DLLAJ berada di sana. Beberapa petugas DubAmang nampak di
sana. Sebagian hanya mengenakan kaos berwarndebigan tulisan DISHUB di
dada kiri dan punggung mereka, sebagian lagi metkgenkemeja berwarna biru
muda, termasuk dua orang staff Dishub berpakaiagkbgpp mengawasi acara
tersebut di sana. Kedatangan S bersama saya memgurebksi dari para petugas
DLLAJ, terutama pada saat S membawa salah satypdattia acara tersebut ke
Pospol Terminal untuk mempertanggungjawabkan aegng&raan yang terhambat
oleh acara tersebut. Meski acara terus berlangseuaiah tidak terganggu oleh
digiringnya salah seorang panitia ke ruang Pos@ohun pandangan para petugas

DLLAJ yang masih berada di sana menampakkan kesamig
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Salah satu dari petugas DLLAJ yang hanya berseragaos biru
mengikuti kami ke Pospol. Mengetahui bahwa petubaskaos biru yang
mengikuti itu adalah suruhan dari petugas yangebagam DLLAJ, S pun
langsung menutup pintu ruangan. Tetapi petugas \aeraos Dishub itu
memaksa masuk. Dari keterangan panitia terselhgnsenya acara mereka sudah
mengantongi ijin. la juga menyebutkan bahwa pamgiah menganggarkan dana
perijinan untuk Pospol, namun uang itu ia seraHaagsung ke Kepala Terminal.
Petugas DLLAJ pun memberi pembelaan kepada salatarsg panitia tersebut
bahwa acaranya sudah diberi ijin oleh pengelolarteinhanya saja bahwa secara
lisan belum sempat dilaporkan pada Kapospol yardprse tidak berada di
tempat. S yang tidak bisa menerima, kemudian menbokti surat permintaan
ijin untuk Kapospol. Kepala Terminal pun turun tang Kesepakatan dicapai
antara Kepala Terminal dengan petugas Pospol lajndan acara pun

berlangsung sampai batas yang ditentukan.

3.2.2. Polis dan Mitra Kerja Kepolisian (Panter)

Kategori hubungan timbal balik yang juga dibahasidi adalah interaksi
polisi dengan mitra kerja kepolisian yang berasal wwarga masyarakat, terutama
yang menyangkut kebijakan organisasi dalam membargumitraan dengan
masyarakat. Bagi seorang polisi, profesionalisidaktidapat dilepaskan dari apa-
apa yang merupakan tugas pokok kepolisian, yaitnegekan hukum dan
sekaligus juga bermitra dengan masyarakiika dilihat dari pandangan warga
masyarakat, hal ini mengacu pada dua fungsi petsiy sebagai penegak hukum
dan penyelesai masalah. Dalam fungsinya yang partgolisi profesional
digambarkan sebagai sosok yang berani dan dapatceya. Dalam fungsinya
yang kedua, polisi masyarakat (Polmas) diharapkenujuk pada sosok yang
ramah dan menghormati warga. Kedua wajah polisiasam inilah yang
mencerminkan ambivalensi masyarakat terhadap futasiperan polisi dalam
kehidupan pribadi masyarakat yang sering digaminadebagai “polisi dengan

muka angker” dan “polisi dengan muka tersenyum”.

° UU Kepolisian 2002 Pasal 13-16.
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Penjelasan ambivalensi masyarakat terhadap palisiapat dilanjutkan
pembahasannya pada hubungan polisi dan masyaRadekatan polisi dalam
penegakan hukum terfokus pada peran polisi dalamgajak warganya untuk
membantu polisi dalam mengendalikan kejahatan, reemkesaksian dalam
penyidikan kejahatan, serta melaporkan adanya eseanty yang mencurigakan
di lingkungan mereka. Sementara, pendekatan pgmdida penyelesaian masalah
lebih terfokus pada hubungan timbal balik yang dgwm bersama mitra kerjanya
untuk saling mempercayai. Sebagai contoh, padapsdisi mencari informasi,
maka sifatnya adalah timbal balikngtual dependence and exchangeukan
semata-mata sebagai kegiatan intelijen atau resefadi, strategi yang
dicanangkan oleh polisi dalam pemolisian masyarakagbat dilihat sebagai
pendekatan penyelesaian masalah, yang esensinyah apartisipasi warga
berdasarkan saling mempercayai dan menghormaitu@l trust and respegt
yang memberdayakan warga untuk melindungi diri demnyadari bahwa arti

membantu polisi adalah membantu menciptakan komsigang lebih baik.

Hubungan yang dijalin antara petugas polisi dengdra kerja kepolisian
salah satunya ditunjukkan oleh jalinan hubungamspdéngan para preman yang
berada di kawasan terminal. Sebagai contoh kasumjngan yang dijalin salah
seorang preman (sebut saja P) dengan bapak angkgamg bertugas sebagai
polisi. P (yang akrab di panggil “Botak” di kalamg@esama preman) adalah
preman binaan polisi Pospol yang sehari-hari mangike/C umum milik salah
seorang warga (M) di kawasan terminal Depok. Hubungntara M dan P pada
dasarnya juga dibangun berdasarkan ketergantuighaltbalik. Sebagai contoh,
pada saat M bermasalah dengan pihak pengelola A@rmepok soal sengketa
tanah miliknya yang diklaim sebagai kawasan teriminaka preman-preman
tersebut dimanfaatkan sebagai penggalang massa ryengprotes kebijakan
Pemkot untuk menertibkan kawasan tersebut. Untltkhddaertentu, M juga biasa
menggunakan para preman yang ia beri makan sekabghbina di mesjid untuk

sekedar membantu pekerjaan ringannya di WC Umum.
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Sebagai anak terminal, P menjadi salah satu angdatia organisasi
Paguyuban Anak Terminal (Panter) yang difungsikabagai mitra kerja
kepolisian dalam mengamankan kawasan terminalenais berprofesi sebagai
timer di terminal. la mengaku insyaf dari pekerjdamanya sebagai pengedar
narkoba dan dari dunia hitamnya. Pekerjaan seliager ia dapat dari seorang
anggota Korps Brimob yang dianggapnya sebagai bapgkat. Hubungan antara
P dan anggota Brimob (yang sudah lama “memegangagan terminal) tersebut
juga dibangun berdasarkan ketergantungan timbak.bBl beserta para timer
lainnya yang berkeliaran di kawasan terminal mémikatan dengan para polisi
ketimbang dengan para petugas DLLAJ. Seperti y#ngudkan oleh P, terkadang
hubungan mereka ditunjukkan dengan saling berbalgok; makanan, atau
bertukar pakaian. Hubungan yang dijalin oleh P derfgapak angkatnya tersebut
melahirkan konsekwensi untuk membalas jasa-jasangorgang pernah
merawatnya, sekaligus mengangkat derajatnya ddmdkpan yang ia jalani

sebelumnya. Berikut penuturan P:

“Saya biasa di kosong tiga (Angkot No. 03), bangnigrin
Parung-Sawangan. Sistimnya setoran. Dua puluh Jrilke
Brimob, sepuluh (ribu) ke Pospol. Cuman dia emaaggyjaga-
jaga keamanan di sini. Saya bukan megang timercitonan
istilah mereka (rekan-rekannya) di sini. Bapak (ks saya di
Pandan. Kalo saya pengen ngerokok, saya enggak madak-
malak, saya tinggal minta saja, asal baek sama Biakoknya
sama-sama kenal aja gitu. Saya bilang; ‘bagilahdimmobil,
tujuh mobil’. Paling gitu aja. Satu mobil kan duau. Kalo lima
sampe tujuh mobil kan berapa tuh. Lumayan kan boakan.
Dalam sehari bisa dua puluh (ribu). Kadang supipsukan
banyak yang kenal, kalo pas saya lagi perhatiin geyaknya
supir-supir itu banyak duitnya, ya udah; ‘bagi domg buat
tambah-tambah uang makan lah’, gitu aja. Palingilser dua
ribu. Bersih-bersihnya dua lima (ribu), dua puluhb() lah
rata-rata. Paling banyak lima puluh (ribu). Kadatgmen di sini
baru gaul, belum punya temennya kan, cari maka@a joglum
bisa saya kenalin sama bapak angkat saya. Kitdalsiya
gimana ya, saling bantu saja. Sewaktu-waktu kara dagium
tentu di atas terus, bang. Suatu saat saya an\kktu saya
bener-bener anjlok, gembel abis saya, bangar P.
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Meski tidak semua timer memiliki bapak angkat yabgrtugas di
kepolisian seperti layaknya P, namun kebanyakaruhgdn antara para timer
dengan para polisi di sana terbentuk dari hubupgatemanan sejak pertama kali
mereka saling mengenal. Menurut keterangan P, paliai di sini kebanyakan
tidak mau dikatakan sebagai bos dari para premag gda di kawasan terminal,
meski para preman tersebut berlindung di balik kskannya di kawasan
terminal. Meski demikian, secara tidak sadar, “mgan baik” yang dijalin oleh
para polisi bersama para timer di sana telah meguvanitra bos (superordinat)

di kalangan para polisi. Berikut penuturan P:

“Sekarang ini, saatnya saya harus ngebales jasagyadah
ngebantu saya. Dia (bapak angkatnya yang polisiahud
ngerawat saya, masa saya enggak ngebantu dia. knggediri
banget kan kalo gitu. Padahal, dia udah sayang learsama
saya. Kalo ngasih ke dia, istilahnya enggak pakéorae.
Kesannya saya malah dibilang apaan gitu. Umpamaatyang
nih yang megang, terus saya sama abang nih ker@nag
mandang Bapak saya ama saya gitu kan, terus salgagbi
‘Bang, buat makan tambah-tambah lah saya mau (nener
mobil. Gitu aja. Saya ‘ngulah’ istilahnya bahasaeprannya
saya ngelobi. Enggak harus ngasih ke dia, paling ledangnya
bilang; nih setorannya kurang’, paling saya yangmiahin.
Biasanya saya tambahin lima ribu. Kebetulan dia imatapet
sisa, biarinlah, saya enggak mau pusing-pusing mnniKialo
sampe urusan sama orang LLD/DLLAJ, saya belum pgerna
tuh,” ujar P.

Meski begitu, dalam kasus lain, saya bertemu sgopreman (B) yang
diakui oleh Briptu S sebagai anak binaan Dewan &logang ditempatkan di
dekat stasiun KRL untuk menjaga wartel-wartel dgiha belakang kawasan
terminal. B sendiri berprofesi sebagai tukang taRada saat saya mencoba
menawarkan rokok pada B, ia menunjuk ke arah bjhiryang masih bengkak
akibat pemukulan oleh para anggota Korps BrimobbiReangan soal kasus yang
menimpa B berlanjut ketika saya bertemu ketua Pg@tK), seorang anggota
Provos (D), dan seorang “cepu” atau mata-mataigdlisMenanggapi kasus yang
menimpa B, D pun akhirnya menyuruh J untuk memandg)i untuk

menghadapnya. Setelah menghadap, B disarankanDolgéan S untuk lari ke
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Pospol jika terjadi masalah. Menurut mereka, dias@n bisa melapor, atau
setidaknya mendapat bantuan perlindungan mitraagg pertugas di sana.

Dalam kesehariannya, para preman ini umumnya bavgerdi dekat
Pospol Terminal. Dengan bergerombol dan mendekésipmereka merasa lebih
solid dan tidak takut jika berurusan dengan para pet@asAJ. Hubungan
interaksi yang dibangun oleh para petugas Pospahifial bersama para timer
adalah hubungan mitra kerja kepolisian di kawagsamihal sebagai kaki tangan
para petugas untuk mengatur supir-supir, pedagakglima, atau preman yang
membandel. Sebab, tidak semua preman yang adavdska terminal berada di
bawah kendali Pospol. Kapospol Terminal Depok (Nengebutkan bahwa
sebagian dari para preman yang ada di kawasan n@rnmmalah kerap
bersekongkol dengan para supir atau pedagang uméuidapatkan keuntungan
dari uang retribusi. Kedekatan N bersama premamgnedi kawasan terminal

pun nampak sebagai kedekatan semu. Berikut pemuira

“Anak saya di rumah sudah besar-besar. Kalo kerjaampe
malem, saya nggak jadi pulang. Ngeronda istilahriyakok sih
pasti abis-abis aja. Apalagi kalo pas lagi ngumpuha mereka
(sambil menunjuk orang-orang yang berkerumun di daw
tangga). Mereka itu rata-rata pengemudi dan kene&dang,
calo sama timer. Mereka itulah yang namanya preman
(freeman). Yang penting, kalo kita lagi pake seeangmereka
taulah kalo kita petugas. Contohnya, kalo malera gak tau
kalo dia jahat sama kita. Yang penting mereka talo Kita
petugas. Gitu aja. Gak ada apa-apa kok, malah udatpat
belas tahun kita kagak ada apa-apa. Dimana aja, mang
Batak, mau yang Ambon, atau apa lah, saya masukaio
mereka lagi pada maen, saya ikut maen. Tapi ya @anggmpe
kebablasan. Jadi, kalo apa-apa saya ya tinggal tkkd&nsin ya
udah. Kasih apa aja, karena mereka juga sering tk&a kita.
Meski sering juga saya jengkel, tapi saya ga magan karena
mentang-mentang saya petugas. Di balik itu, sayamai sama
mereka. Meski kita harus ngikutin kehidupan merakareka
juga harus nurut sama kita. Lha iya dong, kalo eggitu
mereka bilang sombong amat sama kita. Mending gayh-
jauhin masalah, dari pada nurutin emostijar N.
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Para preman ini kebanyakan berkumpul di dekat towweminal yang
dijadikan markas organisasi Panter. Menara pemantgang diklaim oleh Panter
sebenarnya adalah pemberian dari pihak pengeloming. AK (yang biasa
dipanggil “Abah”) sudah dua tahun didaulat oleh aertemannya sebagai Ketua
Panter yang merangkap mitra kerja kepolisian. Dtamzara petugas DLLAJ,
Panter justru ibarat negara dalam negara, kareganmasi Panter sengaja
mengorganisir dirinya termasuk para pedagang kaia Idi sana dengan cara
terus memantapkan struktur mereka dengan pihaklikgpo Dalam struktur
organisasi mereka, Walikota, Kapolres dan Kodinerdjpatkan sebagai Dewan
Pelindung, sedangkan Kapsospol, Kasubsi Terminalséseorang berinisial HA
diposisikan sebagai Dewan Pembina. Hubungan pé&trem-dalam persoalan
siapa melindungi apa nampaknya sedang berlangsungsird. Dalam
memantapkan struktur, Panter dianggap mengalahkaktg lain (pengelola
terminal). Meski demikian, lain lagi dengan perségs sebagai Ketua Panter:

“Kalo untuk organisasi (Panter) mereka (Pospol dBhLAJ)
jarang ngasih-ngasih ke kita. Tapi untuk pribadigng-kadang
untuk rokok sebungkus atau uang makan, mereka adduat
kita. Tapi itu jarang banget. Mungkin seingetnygas&adang-
kadang ada tiga bulan sekali. Jadi tidak ada yargnrherikan,
semacam uang jatah. Tapi kita sudah senang kal@kaekasih
kita lapak di sini (keleluasaan mencari penghasithrkawasan
terminal). Saking dituakannya saya sama temen-ters@mpe
sekarang saya ditunjuk ketua. Untuk hidup di ssaiya sendiri
sempet ngejual macem-macem. Warung nasi pun sala ju
tempatnya. Bukan tanahnya, tapi ngejual alat-alasaknya,
macam piring, gelas, dan perabotan lainnya. Tapngdain,
yang saya tahu, mereka pada ngejual lapak nyampapade
jutaan. Terus ada yang juga yang nyampe dua beléasap.
Akhirnya di sini jadi banyak masalah macem-macemyaS
denger-denger gitu. Entah bener entah enggak, dsorgya dari
situ, soal ‘uang jatah'. Itu karena cara penjualamn tanpa
koordinasi sama petugas (DLLAJ). Sama kita juga gdk.
Jadinya ya kayak gitu, semrawut kan? Sampai akhirmyaktu
Pemda punya rencana merenovasi kios-kios itu, katarmuh
atau mau dibkin jalur hijau. Mungkin mau dirubahaagimana
gitu, gak tahu lah. Nah, dari situ mereka jadi betak karena
merasa masih harus bayar retribusi tiap hari. Sediag
organisasi, bagi Panter, kalo memang toh merekaktidhau
koordinasi, itu kan di luar sepengetahuan kita. &ahereka
ngadu ke kita, kita kan jadi tau masalahnyajar AK.
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Kedekatan hubungan AK dengan Kapospol besertapsitegas polisi di
Pospol Terminal Depok menjadikan dirinya ditunjudbagai sekretaris Dewan
Pospol. Sebagai mitra kerja kepolisian yang begangjawab atas kawasan
tersebut, di malam hari AK dan teman-temannya yaeglaung di bawah
organisasi Panter bertanggungjawab atas keamasdistilan kios-kios di sekitar
kawasan terminal. Hal ini dikarenakan para supir gedagang di sana, baik yang
memiliki kios maupun yang sekedar asongan, memimang jatah ronda, atau
lainnya. Dengan begadang setiap malam, AK dan dag@anternya telah

mengurangi kerawanan keamanan di kawasan ternBieakut penuturan AK:

“Kalo kita pas lagi jaga, terus kedapatan ada yangebobol
kios, otomatis kita langsung cariin, kalo enggakdaung kita
gebukin. Kita tau pasti orang sini-sini. Selamalahi yang kita
lakukan, kan gitu. Kita seakan-akan berjalan diigbg/a saja.
Belum pernah ada, istilahnya satu warung pun yaitey pungut
langsung gitu. Tapi kalo ada warung yang ngasittalkerenam
bulan sekali, rokok sebungkus. Kalo misalkan adpetanggan
telat bayar utangnya, ya itu baru mereka suka rigasinda
terima kasih, ada rokok, kalo enggak kopi segelés.
maksudnya selama ini Panter tetap melangkah diakoSebab
saya hanya takut jadi cemoohan orang, misalnya gedag
bilang: ‘wah ini bikin kesempatan, bikin organisasiapi
nyatanya dimanfaatin untuk ngumpulin duit’. Naly, yang kita
jaga. Tetapi, sebaliknya, kita seperti ini biar agayang menilai.
Mereka bisa menilai, adanya Panter dan tidak adaRganter,
kan bisa dibedakan. Di waktu tidak ada Panter sg&papa
terminal ini. Nah, setelah ada Panter bagaimana raga
terminal ini. Mereka bisa membedakan. Terus, apagy@ernah
dirugikan oleh Panter, kan gitu. Mungkin ada masukaasukan
ke Pospol, boleh ditanya, sampe saat ini Panteurbepernah
merugikan warga terminal. Karena di Pospol saya dsen
sebagai sekretaris Dewan Pospol, jadi saya tahuggkah ada
yang ngeluh soal Panter ke saya. Nah, karena itutabingkin
sorotan atau penilaian Pospol untuk ngajuin saydasgi
sekretaris, karena mungkin di banyak hal atau kiejaddi
terminal saya selalu tampil. Terus, temen-temena julgut
ngebantu kalo ada apa-apa. Para pedagang juga gdéglor ke
kita, dan kita selalu maju kalo ada apa-apa. Itulabjud nyata
kita, kan gitu. Sampai Pospol itu sendiri, ya miaimah,
kasarnya bilang saya itu figur di terminal, ya iboleh-boleh
saja selama gak ngerugiin sayajjar AK.
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Di samping sebagai mitra kerja kepolisian, AK seénanempunyai
penghasilan sendiri di terminal dari pagi sampagesgaitu mengatur jalur-jalur,
menjadi timer, dan sebagainya. Dari perusahaan Péhora, ia digaji Rp.
600.000,- per bulan. Dari Kowanbisata, ia dibetafjaRp. 1.000, - per bis. Satu
bulan kurang lebih Rp. 300.000,- ditambah Rp. 180.0ari angkot No. 04 dan
05 per bulan. Jika ditotal, penghasilannya di teahbisa mencapai satu jutaan
per bulan. Dengan penghasilannya sekarang, ia masihsa belum mencukupi.
Tuntutan kebutuhan hidupnya sangat besar, mulai kkvutuhan hidupnya

sendiri sampai kebutuhan keempat anaknya yangatekBéerikut penuturan AK:

“Dari para pedagang, ada sajalah yang ngasih ke asaitu
cuma kalo mereka ada masalah, seperti di warungdayang
tidak bayar, terus susah nagihnya, baru mereka ogkel kita,
baru kita yang nagihin. “Soal Pak Ogah, yang seringrikin
cepek-cepek. Itu di luar kontrol Panter. Itu kalang saya pikir
begini, kalo dinyatakan Pak Ogah, setelah jadwa jeerja dari
instansi terkait, dalam hal ini LLD, terutama, kitean boleh
dilihat kutipan retribusi sampai jam berapa waktany
diberlakukan jam berapa, dan selesainya jam berapaleh
dilihat, kan gitu. Yang saya tahu kalo enggak salabkan
karena saya sok tahu ya, mungkin kalo enggak sd&tger
bahwa kutipan retribusi itu dikutip dari mulai jamnam pagi
sampe jam lima atau jam enam sore. ltu aja suddawaan
waktunya, sebenarnya sampai jam lima waktunya. pieta
nyatanya sekarang, retribusi TPR ini dikutip kad&aglang
sampe jam sembilan malam. Itu masih ngutip merékeski
sampe jam delapan itu bisa dikatakan sedikit adagfiulah.
Kalo ada yang disebut Pak Ogah, sebenarnya merakahi
yang disebut Pak Ogah, karena mereka mengutip al jam
waktu yang telah ditentukan, kan gitu. Soal Pak iQgaya juga
masih simpang siur nih. Kadang-kadang suka juga jpetaigas
yang nongkrong di situ. Nih ya, apakah mereka angydi luar
monitor, atau kontrol Panter ini nih. Mereka munglgaja ada
koordinasi dengan LLD, mungkin juga ada koordindsngan
Lantas di situ, karena di situ di depan matanyaripagi sampe
sore. Hanya itu saja saya lihat Pak Ogah. Jadi rkar@da
koordinasinya. Nah, kita hanya cukup tahu, dengétu.g
Keinginan menegur mereka sih ada, tapi takut kada gang
tersingung lah, atau tidak terima lah. Memang remaakita
semula hanya untuk menertibkan mereka supaya peédk liar,
kan gitu,” ujar AK.
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Para supir angkutan umum yang cenderung membantigt membayar
pungutan “uang retribusi” sebagian merasa terpakdak masuk ke terminal.
Menurut AK yang pernah menjadi supir Deborah, beddbut dilakukan dari pada
harus tertahan lebih lama karena kemacetan di jgigltiar. Dalam konteks lain,
kemacetan bagi sebagian timer dimanfaatkan selssgana untuk menunggu
kendaraan melaju. Bagi sebagian besar supir angkatag masuk ke terminal,
hal tersebut justru dianggap sebagai bencana pa@é lsendaraan sepi
penumpang. Karena itu, para penumpang memilih utgbkh baik mencegat

kendaraan dari seberang jalan di luar terminal.

Pungutan yang tidak sebanding dengan pelayananpetugas DLLAJ
direspons oleh para supir angkutan umum dengannmmpele pemberian uang
retribusi mereka ke tanah untuk kemudian diamiehagbetugas. Konflik yang
sama juga kerap terjadi di antara para pedagaitg,a@ara pedagang yang resmi
dengan kios-kios, pajak, dan retribusi dengan pgmdagang kaki lima serta
asongan yang memanfatkan sebagian areal berjuatarppdagang kios tersebut.

Berikut penuturan informan (N) yang bertugas diged3 erminal:

Kita juga enggak mau mempermasalahkan hubunganranta
pedagang dengan LLD yang narikin itu. Tapi gimamasalnya
di areal para pedagang sana, suatu saat timbul redsaapa
kriminal, apa pencurian, otomatis larinya kemanaanKke
Pospol juga. Meskipun mereka, orang-orang di LLD/BU
yang merasa memiliki daerah teritorial, tapi kanldkaada
urusan, baik itu yang berurusan dengan masalah ikiam
perdata, sengketa, atau apalah, urusannya ya larikg Pospol-
Pospol juga. Nah, Panter ini kan statusnya sebag@atmas
(Potensi Masyarakat). Potmas ini kan hanya membaaja.
Jadi, untuk bantuan materinya ya enggak ada. Lhaplassatnya
juga enggak ada. Jadi dia (Panter) cuma membantia dntuk
keamanannya aja. Toh mereka juga bisa eksis djgijai karena
kita legalkan tindakan mereka di sini. Bantuan ddaggak
berbentuk materi, atau apalah, itu pun cuma dibemilsewaktu-
waktu, kalo ada. Masalah penarikan juga misalnyda lkan
tahu waktu penarikannya. Ya untung saja dari pikakir atau
pihak angkutan sini enggak berontak. Tapi kalo issppir yang
suka narik dari jam lima pagi, kok masih dikutipya juga takut
kalo-kalo ada supir yang berani. Kan jam-jam pekan sudah
ada ketentuannya dari pagi sampe sore. Aturan itouat
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supaya jangan sampe supir-supir pada berontak. ddmtnal
mana pun, dalam soal penarikan, kayaknya ada jammja. Di
sana kan ditulis sampe jam 20:00. Nah, lewat jam, it
seharusnya mobil masuk sini enggak ada retribusteKtuannya
begitu. Kekhawatiran saya beralasan, kan@jar N.

Dalam kasus-kasus tertentu, Panter yang dilindwigh Pospol dan
dianggap sebagai potensi masyarakat (Potmas) keeagpersalahkan kebijakan
pengelola terminal. Menurut N, kesalahan yang dikak oleh pengelola terminal
dikarenakan mereka terus memungut retribusi das-kios yang ilegal. Ketika
para petugas Satpol PP dari Pemkot membongkar ga&seios yang tidak
resmi, mereka malah berhadapan dengan para pedggagglibina oleh Panter
dan Pospol. Berikut penuturan N:

“Tujuan Potmas (potensi masyarakat) yang ada dni si
sebenarnya untuk ngebantu kita, terutama tugassugta di
lapangan. Itu saja. Istilahnya, kita minta bantuarereka untuk
sama-sama menjaga keamanan di kawasan terminasaja.
Mereka (DLLAJ) minta bantuan ke kita juga di sekgai-sini
saja. Itu bukan berarti bahwa kita harus ada manuke LLD
supaya kalo ada kriminal mereka ada tanggapan. Isgadiri
enggak gitu lah. Karena itu kita mendudukan mitepddisian di
sini istilahnya untuk mencegah terjadinya kriminatiau apalah,
yang seringkali terjadi di sini. Makanya bisa kitntsipasi
sebelumnya. Begitu. Jadi, bukan berarti kita di@mggak mau
turun ke jalan, ya enggak gitu. Saya kira munglafrestingan-
selentingan dari pihak LLD mungkin bisa saja meragamong
begitu. Soal jalan macet misalnya, dari awal pasmanyakan
itu: Pospol gimana?’ Saya waktu itu sudah bisa rgam kalau
antara Pospol dengan LLD, ada apa, kan? Waktu atgyassudah
membaca pikiran mas. Sebetulnya sudah mau diomangkéo
terjadi macet itu gimana? Waktu itu saya males aja
ngejawabnya. Nanti juga mas tau sendiri. Kan bedgambil
tertawa). Intinya ya yang kayak mas lihat itu. Bigana pun
juga istilahnya ini (pemindahan terminal) kan unty&ng dari
luar kota. Nah, mereka (mitra kepolisian) ini kaata-rata sama
kita, Pospol ngerti. Istilahnya ada kerjasamanyd,|l@semacam
koordinasi gitu. Terus, nanti kalau jalur luar kotpindah,
otomatis Pospol ini akan lebih suram lagi. Situgsirya sudah
saya bayangkan. Jadi, antara polisi dan LLD ya megnenggak
ada kerjasama, apalagi koordinasi. Saya gak mawafawaktu
itu karena takutnya kan ini diekspos, atau malalbedar-
besarkan”,ujar N.
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Masalah siapa yang berkuasa atas apa di atas wpereh kondisi yang
memaksa para petugas polisi di sana memanfaatkanppeaman sebagai mitra
kerja mereka. Kehidupan terminal yang kesehariamirgk-pikuk telah menjadi
tempat yang nyaman bagi AK, P dan kawan-kawanrgrayasuk para petugas
Pospol dan DLLAJ di sana. N sendiri mengaku baheddnai transaksi dan
negosiasi dapat dilakukan di sini, mulai dari bum&mbujuk, saling melindungi,
sampai yang berjualan barang ilegal. Para polissatia mengaku tidak bisa
bekerja sendirian tanpa bantuan para preman didaaa mengatasi rawannya
kejahatan serta konflik antar golongan yang menggankeamanan di sana.
Berikut penuturan N soal keberadaan mitra kerjéspdi kawasan terminal:

“Soal mitra kepolisian di terminal itu begini. Tmmal itu
tempat berkumpulnya orang baik dan orang jahat, ebol
dikatakan begitu. Unsur kesukuan di terminal sugg banyak.
Kebetulan, di terminal sini Dewan Pospolnya terdulari
beberapa suku. Ada yang dari Padang, Sunda, teang ylari
Sumatra Utara, Batak Toba, Batak Selatannya, dam Betawi.
Dari Ambon sedikit, kita tidak masukan ke Dewanpg®bkarena
mereka hanya beberapa orang saja. Nah yang kayakajnpuh
diberdayakan sebagai Dewan Pospol. Dewan Pospoisihya
warga masyarakat dari suku-suku yang berbeda-bé&daDari
tiap-tiap suku itu diambil orang-orang yang berpanghnya.
Supaya kalau terjadi keributan mereka dapat meredam
Misalnya saja, kira-kira dua bulan yang lalu, keblen ada
keributan antara orang Batak Toba dengan orang B&ealatan.
Orang yang berpengaruh tadi itulah yang meredameaieritu.
Kalau sampe terjadi yang lebih besar, wallahu ‘alafita juga
pastilah turun tangan, sebab nomor HP atau rumahkhita
pegang. Kalo ada kejadian mereka juga bersedia mat®ulu,
sebelum saya di sini, pernah sih ada kejadian F&igy mau
menyerang Pospol. Alasannya kita dianggap ngelidyaga
penjual miras di terminal. Memang, teman-teman ldag dari
utara sana di warungnya suka ada botol-botol bierds, FPI
mecah-mecahin. Orang-orang Batak gak terima. Tapreka
kalah jumlah. Terus, larinya ke sini. Jadi, malaitakya yang
mau diserang FPI. Nah, orang-orang seperti Abah )Adlah
yang bisa meredam mereka itu. Kalau umpamanya ada
kecopetan di mobil. Itu dilakukan sama anak-anatnpan sini,
pasti ada pertimbangan-pertimbangan. Tapi kalo yaaghanya
kriminal murni, itu tetep kita tangkap. Kalo ada ngpm lagi
mabuk-mabukan, kita cuma saling menasehati. Talpi & adah
pencurian ya kita tangkap jugatijar N.
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Di ruang Pospol Terminal Depok, para petugas yargba-jaga di sana
juga membutuhkan hiburan. Jika tidak ada tamu ydatgng, menonton televisi
dan memancing ikan lele di got depan Pospol mempjdiian. Sehari-hari mereka
membutuhkan rokok, kopi, makanan cemilan, permaioatur, atau bahkan
tontonan gratis di sekitar terminal. Hampir setiaplam saya begadang sampai
pagi bersama para petugas Pospol Terminal Depokai rdari jam sembilan
malam sampai jam 6 pagi. Setiap malam, saya lebiingg mendengarkan
penuturan informan (S) yang bercerita mulai daal dzeberapa kejadian yang
merugikan penumpang kendaraan umum di terminalpagai kejengkelan
petugas terhadap masalah-masalah yang muncul s@agbaibisnis rekan-rekan
kerjanya yang memiliki warung padang di kawasamieal, atau yang memiliki

beberapa trayek angkutan umum di sana.

3.3. Catatan Reflektif Pendliti

Dalam konteks yang mencerminkan hubungan polisi oeasyarakat,
kaitannya dengan hubungan polisi dan mitra kerjpoksian yang berasal dari
dinas lain atau warga masyarakat, secara normahbtifigan interaksi mereka
sama-sama didasari oleh legalitas hukum, aturarkelaipkan sebagai perangkat
dasarnya, terutama yang mengatur hubungan di amtaraka. Dalam kategori
hubungan semacam ini, sesungguhnya polisi sangajafteng pada suatu
kerjasama dengan rekan kerja berdasarkan tugatadggungjawab moral di
kalangan anggota organisasi, atau kerjasama denienkerja polisi, baik yang
berasal dari dinas lain maupun yang berasal daigavenasyarakat, berdasarkan
norma-norma dan nilai-nilai yang berlaku secara mnai kalangan masyarakat,
yaitu prinsip-prinsip yang selalu ditanamkan untskling membantu dan

mempercayai satu sama lain.

Alasan dari munculnya ketergantungan tersebut aé aidalah bahwa,
selain masalah kredibilitas yang dimiliki oleh raitkerja polisi, seorang mitra
kerja yang berasal dari masyarakat dipandang otdisi gsebagai pihak yang

membantu pekerjaan polisi yang memiliki arti pegtidlalam membentuk
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pendapat khalayak (opini publik) atau mengubahussdéap publik yang tidak
menguntungkan bagi citra kepolisian. Karena itungsa sulit bagi polisi untuk
memiliki sarana tersendiri yang dapat berfungsagabalat penyampai informasi
yang mencakup maksud dan tujuan berbagai programja keang
diimplementasikan pada masyarakat, terutama dalpayau memperbaiki citra
mereka di mata publik. Hal ini mengingat adanyaebapa keterbatasan untuk
mencapai khalayak, jika dibandingkan dengan perdtnankerja polisi yang

terintegrasi dengan warga masyarakat setempat.

Secara pragmatis, jalinan “hubungan baik” tersebwtas didasari oleh
interpretasi pihak-pihak yang bersangkutan terhamlggum, aturan dan kebijakan
yang ada, serta strategi-strategi yang merekauntak melegalkan pertukaran di
antara mereka. Pada tingkatan ini, hubungan tirblaéik yang terjalin secara
umum di antara pihak-pihak yang terlibat dalam ysl@n publik diteorisasikan
sebagai hubungamutual dependencatau meminjam istilah biologis yang biasa
disebut sebagai hubungammbiosismutualism Berdasarkan asumsi teoritis ini,
seorang polisi dan rekan kerjanya mengklaim hubuorigaja keduanya adalah
sebagai partner, sekaligus juga sebagai mitra kergiekat, dimana kedua belah
pihak saling memberi manfaat sekaligus saling metumgkan. Hal ini pulalah
yang berlaku terhadap hubungan kerja polisi dempgaa mitra kerja mereka yang
berasal warga masyarakat. Di satu sisi, mitra kaojesi menyediakan informasi
sekaligus bantuan tenaga yang mungkin bernilai &Egak digunakan sebagai
sumber informasi atau sumber daya lain bagi pihgkoksian untuk mencapai
khalayak masyarakat yang menjadi sasaran dalanausahciptakan situasi yang
lebih kondusif. Di sisi lain, para polisi menyedakperlindungan, pengayoman,
rasa aman, pembelaan, bahkan pelayanan gratisdylaergkan oleh polisi kepada

para mitra kerjanya.

Untuk kasus di Pospol Terminal Depok, para polisisidi menyadari
bahwa tidak selamanya mitra kerja mereka, baik yesal dari dinas lain
maupun yang berasal dari warga masyarakat, mengahabat yang

menyenangkan atau sekutu yang membantu pekerjaakergma hubungan yang
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mereka jalin selama ini pada praktiknya juga batsemu atau kesementaraan.
Masing-masing pihak menempatkan pekerjaan mereRamdaperspektifnya

sendiri-sendiri.

Berdasarkan contoh-contoh kasus yang telah diuraitia atas, saya
menganalisa bahwa pokok permasalahan dari apaseivenarnya dipersoalkan
oleh para pelaku yang terlibat dalam kegiatan ydiagati, yang salah satunya
ditunjukkan oleh para polisi yang bertugas di Pb3gominal dan mitra kerjanya
yang bertugas pada dinas lain (DLLAJ) di kawasamieal Depok. Masalah
hubungan sosial yang menurut mereka kurang harnpawia kenyataannya dapat
diselesaikan dengan pertukaran uang dan jasa pengam yaitu berupa
pemberian “uang lelah” dari warga yang bersangkiggada kedua belah pihak
yang saling berhadapan untuk mendapatkan jaminamdean dari mereka.
Misalnya, pada saat berlangsungnya acara “Silatir&aguyuban Ganto Minang
Sepakat” yang menggelar acara hiburan organ tunggali acara promosi
produk-produk dagang yang memanfaatkan kerumurergpatau acara-lain lain
yang diadakan di kawasan terminal Depok, panitizgylaersangkutan membuat
kesepakatan-kesepakatan yang berujung pada pembeng atau berupa hadiah
kepada kedua belah pihak untuk mendapatkan jamikeamanan bagi

terselenggaranya acara mereka.

Dalam kasus lain yang masih ada kaitannya dendaranga“hubungan
baik” yang dibangun oleh polisi dengan pihak-pilyakg bersangkutan, seorang
informan (S)—yang memandang dirinya sebagai appeodisi yang memiliki
tugas suci di Pospol Terminal Depok dalam melinddiag melayani kepentingan
umum—dalam praktiknya kerap menginterpretasi k&hija organisasi dan
perintah atasannya untuk melegalkan pertukaran geambdengan mitra kerjanya
di kawasan terminal Depok. Sementara, mitra kerisip (AK)—yang
memandang dirinya sebagai agen masyarakat (KetuéerPayang dianggap
penting oleh warga di kawasan terminal Depok, bahéi@h para polisi yang
bertugas di Pospol Terminal Depok sendiri yang iaggap kerap

membutuhkannya. Jadi, antara polisi dan mitra kgga sendiri pada
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kenyataannya juga terdapat perbedaan cara panddag dgnemandang dirinya
sekaligus pekerjaannya masing-masing. Terkadariigj dan mitra kerjanya juga
memandang kegiatan masyarakat yang diadakan di sabagai komoditi.
Sementara, masyarakat sendiri justru melihat palesa mitra kerjanya lebih
kepada kesan akhir yang ditinggalkan oleh tingkakuldan tindakan yang
ditunjukkannya kepada khalayak.

Dalam kegiatan pengamatan yang berlangsung di Pospminal Depok,
saya kerap menemui beberapa petugas di sana telaksrja atau bertugas piket
jaga sampai larut malam. Salah satu di antara raeadklah seorang Bripda (B)
yang pertama kali saya kenal di situ. Meski ia &éei@ bertugas sampai larut
malam, tetapi kekhawatiran terhadap anak dan ysttidak dapat ia sembunyikan
dari raut mukanya pada saat ia harus mendapat jak&h malam. Pada saat
memasuki ruangan Pospol, nampak beberapa warga seoang berbincang-
bincang dengan B dan seorang petugas lain, yaipiuB{S) yang baru saja datang
ke ruangan itu. Warga yang berada di ruangan terssedalah sebuah keluarga
yang terdiri dari seorang laki-laki dan seorangepgyuan setengah baya dengan
seorang anak perempuan yang ia gendong. Setelédnp@n mereka selesai,
saya kemudian mengetahui bahwa warga tersebut dsgaumelaporkan kasus

pembobolan kios mereka yang berada di sekitar tedmi

Meski tidak setiap hari, menurut B dan S, banyakgaamendatangi
Pospol di terminal untuk kasus-kasus seperti itasus-kasus seperti pencopetan,
penodongan, atau bahkan kasus pelecehan yang lditalaleh para preman di
terminal terkadang diselesaikan oleh sesama meatds dasar pertimbangan-
pertimbangan. B menuturkan bahwa pos polisi sengajabentuk Dewan Pospol
untuk dapat secara bersama-sama membantu keammngkunban mereka
selama 1 x 24 jam. Biasanya, untuk penyelesaianskeasus di sekitar kawasan
terminal, mulai dari penjambretan, penodongan, giambobolan kios, para
petugas polisi di sini memanfaatkan para premarg yaohe di Dewan Pospol
sebagai mata-mata polisi untuk menyelidiki kasusdkayang sedang ditangani

oleh polisi. Para polisi kemudian mendata peristia@au kejadian yang
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berlangsung dan meneruskan laporannya ke unit gié&awi di tingkat Polsek atau
Polres yang membawahi mereka. Untuk kasus-kasugarrirseperti laporan
kehilangan ATM, atau KTP, para polisi di sini hanyaembuatkan surat
keterangan kehilangan. Tetapi, untuk pelayanan yaegbutuhkan administrasi
satuan-satuan fungsi tertentu seperti pembuatanKSISOM dan STNK mereka
menginformasikan pengurusannya ke Polres atau lPsgekat.

Singkatnya, uraian dalam bab ini secara umum menigegan suatu
realitas yang menunjukkan bahwa, dalam pelaksatagas sehari-hari, para
polisi di tingkat kewilayahan, baik yang beradatidgkat Polres maupun yang
ditugaskan di Polsek-Polsek dan Pospol-Pospolngabekerjasama dalam
menyelenggarakan tugas pelayanan dan penegakkamhdikvilayah hukumnya
masing-masing. Penyelenggaraan kegiatan terselaksanakan secara terus-
menerus disesuaikan dengan ketentuan hukum damakaabipimpinan, yang
pelaksanaannya melalui pendekatan bersahabat deembungan baik dengan
warga masyarakat. Adapun hubungan-hubungan sosiad) Yerlangsung di
lapangan seperti hubungan kekerabatan warga méayadangan polisi atau
hubungan polisi dengan para pelanggar hukum dab&arya merupakan sumber
daya yang bernilai ekonomis bagi individu atau kghok polisi untuk meraih
keuntungan berupa barang (hadiah), atau uang {ifjssiari berbagai kemudahan,
perlindungan gratis, atau pelayanexira yang diberikan oleh mereka kepada
warga yang bersangkutan. Dari kepentingan timbkg#-blaatas, maka antara satu
pihak dengan pihak lain jelas saling membutuhkaan@&nai apakah hubungan
yang berlangsung di sana adalah benar-benar hemnsifaual dependencatau
simbiosismutuali®, hal inilah yang akan dikaji selanjutnya. Pembahalebih
lanjut mengenai realitas tersebut akan dijelaskhihnlmendalam pada Bab 4 yang
membahas isu kebijakan dan kekuasaan yang mengklkgidtubungan interaksi
timbal balik polisi dan masyarakat, terutama dalaenjalankan kebijakan dan

menegakkan hukum.
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BAB 4
KEBIJAKAN DAN KEKUASAAN: ANTARA MELAYANI
MASYARAKAT DAN MENEGAKKAN HUKUM

Bab ini berusaha menganalisa hubungan-hubungaal stisantara para
pelaku dalam kegiatan pelayanan publik dan penegdke&um, baik yang
berlangsung di kantor polisi maupun di jalan rafa. sini, saya mencoba
menguraikan bagaimana para pelaku hubungan tersatting mempengaruhi
satu sama lain dalam suatu realitas kebudayaasi,p@itu melayani masyarakat
dan menegakkan hukum. Untuk memahami realitas gangksud, pada bagian
ini saya menyajikan suatu analisis yang mempeKkdratproses kebudayaan
masyarakat yang diteliti berdasarkan perspektifipresitas. Analisis ini
merupakan bagian dari upaya peneliti dalam meratakebudayaan polisi
sebagai sesuatu yang dikonstriikserdasarkan pola-pola interaksi sosial yang
dapat dilihat dari aktivitas memberi dan menerina@ahg dan jasa pelayanan,
serta pola pertukaran di antara mereka. Pola-polenényangkut tindakan para
petugas lapangan yang menerima pemberian warda, [sgbungan pertukaran
satu sama lain yang mengakibatkan pelayanan m&syatan penegakan hukum
menjadi tidak pasfi.Meski demikian, baik polisi maupun warga yang steyaui
di lapangan memaknai hal tersebut sebagai sesumtg ynenciptakan rasa
komunitas dan perdamaian di antara mereka. Alasanbghwa wahana
pertukaran dan kerjasama di dalamnya sesunggulelgh tmemberi nuansa

tersendiri dalam proses hubungan sosial yang sgiimgmenjalin tersebut.

! |stilah konstruksi di sini berbeda dengan istianstruksi lainnya, seperti Bruner (2005: 5-257)
yang memandang konstruksi dalam konteks menolaktstalisme dan postmodernisme; atau
Kahn (1995: 128-131) yang memandang konstruksiyaidalam konteks pluralisme; atau
Anderson (1997: 59-61) yang memandang konstrukaind&onteks meninggalkan esensialisme;
atau Dilthey (1910: 199) yang memadang pikiran rkengtruksi dunia dalam sistem interaksi.
Adapun konstruksi kebudayaan yang dimaksudkamdnsérupakan cara untuk mengatasi
tegangan antara tekanan perubahan dengan kemapadeya, sehingga menghasilkan suatu
kebudayaan yang dapat memuaskan pelaku budayarsta¢@/dalam Clemmer, 1969: 217).

2 Dwiyanto (2003) menunjukkan persoalan ketidakpastielayanan berdasarkan adanya tradisi
“uang rokok” atau “rente” yang disebabkan oleh gpnwa jasa pelayanan sendiri yang lebih suka
membayar di luar biaya yang semestinya.
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4.1. Interaks Polis, Pengguna Jasa dan Pelapor: Praktik Pertukaran

Uang dengan Barang dan Jasa Pelayanan

Bagian ini merupakan penjelasan lebih lanjut meagesalitas hubungan
sosial dalam proses pemberian pelayanan di kamtsi yang menjadi sarana
untuk menjalin hubungan antara polisi dan masyaréases hubungan interaksi
yang dibahas mencakup isi kepentingan atau tujedentu yang sedang dikejar
melalui interaksinya, antara lain dorongan nilaa darma, menjalankan instruksi,
insting individu, mencari keuntungan, menerima bantdan pemberian, serta
unsur-unsur lain yang menyebabkan seseorang degatjaisama atau bertindak
terhadap orang lain. Meski munculnya suatu tindakiani seseorang pada
dasarnya ditentukan oleh faktor-faktor yang bersifi@al dan mendasar yaitu
keyakinan untuk saling membantu dan tolong-menologgng dapat
mendatangkan balasan setimpal, namun adanya fakior- lain yang bersifat
pragmatis seperti mencari keuntungan yang dihasildari berlangsungnya
aktivitas melayani orang lain turut menentukan dkeh yang diberikan oleh

polisi kepada pengguna jasa dan pelapor yang d&wkgntor polisi.

4.1.1. Kantor Polisi: Aktivitas Melayani dan Wahana Pertukaran (Kasus
Pelayanan SKCK, SIM dan STNK)

Kategori hubungan timbal balik dalam kerja pelayaraublik yang
dibahas di sini adalah interaksi antara polisi @ngara pengguna jasa dan
pelapor, yang menyangkut isu kebijakan. Pemberigiaypnan dalam bentuk
barang dan jasa yang disediakan antara lain bgrepgbuatan produk-produk
yang dibutuhkan oleh warga seperti surat-suratr&etmn kepolisian, plat nomor
kendaraan, serta berbagai produk lain yang dikietunaoleh kepolisian. Cara-cara
melayaninya pun bisa berupa sikap-sikap yang degmggenyenangkan, terutama
pada saat pertama kali menawarkan pelayanan. Hahenyangkut kebijakan
karena tahapan-tahapan dalam menawarkan pelayanahsgsuaikan dengan
kebijakan organisasi Polri berdasarkan tuntutanyarakat yang menghendaki

kualitas bantuan jasa pelayanan polisi yang lehik. b
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Masuk lebih jauh kedalam praktik-praktik pelayaryamg diberikan oleh
para polisi, terutama yang bertugas di wilayah nukRolres Depok (di tingkat
Polres, Polsek dan Pospol), pengamatan yang shkykala tertuju pada proses-
proses pemberian jasa dan produk-produk pelayaaag gudah menjadi hak
monopoli kepolisian seperti pembuatan surat-sugtdrkingan berupa SKCK, SIM
dan STNK, atau surat-surat penting lainnya yangtditkan oleh pengguna jasa
kepolisian. Meski pelayanan jasa keamanaacyrity yang disediakan oleh
kepolisian masih bisa didapat dari maraknya jassgg@@manan swasta melalui
praktik yang disebut dengaexit mechanisify® namun pelayanan seperti SKCK,
SIM dan STNK masih harus diurus di kantor polignBurusan surat-surat yang
sudah menjadi monopoli kepolisian hanya karena yp@isgnnya harus di kantor
polisi tersebut menjadikan warga masyarakat ticgsatlmenempuh praktilexit
mechanisth di tempat lain sekedar untuk mendapatkan pelayajaang mereka

anggap lebih baik dari yang disediakan oleh kepuolis

Oleh karena tidak adanya institusi pelayanan laimgyberhak menerbitkan
surat-surat keterangan dari kepolisian yang dilkanholeh warga masyarakat
sebagai syarat untuk mencari pekerjaan misalny&ans@orang warga yang
menginginkan kemudahan untuk segera mengantongat sieérsebut untuk
mendapatkan pekerjaan akan segera mencari alfefaiti (jasa calo) untuk
mengurus surat yang dibutuhkannya, atau mencatigpst yang bisa diajak
“bekerjasama” untuk mempermudah urusannya. Tindaesnacam inilah yang
kemudian menjadi pilihan warga yang merasa putassaat urusannya menjadi
tambah rumit, atau bagi warga yang tidak ingin naemg panjang di kantor
polisi. Pilihan tindakan semacam ini akan seger@ambil oleh warga yang
bersangkutan, meski mereka harus mengeluarkan Bieyad (uang yang
diminta oleh calo atau petugas yang mengajaknyarfaama) dari biaya resmi

yang telah ditetapkan oleh kebijakan organisasoksipn.

% Suhadibroto (2003) menyebutkan bahwa prakeikit‘mechanistradalah upaya publik untuk
keluar dari organisasi tertentu dalam memberi @#lay dengan cara mencari pelayanan yang
ditawarkan oleh organisasi lain, karena dianggampuamemberi pelayanan lebih baik dari
pelayanan yang diberikan oleh organisasi yang perta
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Sehubungan dengan aktivitas memberi dan menerimandpadan jasa
pelayanan yang berlangsung di kantor polisi, permgampertama kali tertuju
pada praktik-praktik pelayanan polisi yang berhigamdengan pembuatan Surat
Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang dulunykemhl dengan Surat
Keterangan Kelakuan Baik (SKKB). Jenis pelayananditangani oleh Satuan

Intelijen dan Keamanan (Satintelkam).

Pemohon (pengguna jasa pelayanan kepolisian)
Bisa langsung datang ke Kantor Polres maupun ke KanteefPo

Output

Selesai Diproses

Kantor Polres
KTP
/ SKCK
Photo ——
Kantor Polsek
Pemohon datang ke Proses di BKBIMTIBMAS Proses di PRIMKOPPOL
kantor polisi terdekat - DOT - Blangko SKCK
- Unit Resintel/Reserse - Blangko Sidik Jari
Unit Resintel & Satintel Res - Data Residivis - BlamgRaftar Pertanyaan
memproses permohonan - Data DPO
SKCK dan mencocokkan - Data Vonis Pdilga
data pemohon dengan - Data TSk ymiam proses Lidik/Sidik
data yang ada di kepolisian -DOT
Gambar 4.1. Proses Pengurusan SKCK Ideal
(Sumber: Satintelkam Polres Depok).
Birokrasi di kantor pemerintahan Birokrasi di kantor kepaodisi
Output
RT/RW [ Desa H» Kecamatan »{ Polsek (| Polres p| SKCK
Pemohon datang pertama kali dengan membawa KTPRataphoto untuk diproses

Gambar 4.2. Proses Pengurusan SKCK Faktual
(Sumber: Satintelkam Polres Depok).

Meski yang dilayani di sini adalah pengurusan kebah warga berupa
pembuatan surat-surat yang berhubungan denganidiapokeperti surat ijin
jalan, atau melakukan kegiatan, dan sebagainyaumaroduk pelayanan yang
diberikan kebanyakan adalah SKCK. SKCK ini merupagarat keterangan dari

139 Universitas Indonesia
Kebijakan dan kekuasaan..., Hendra Kurniawan, FISIP Ul, 2009



pihak kepolisian terhadap para pemohon yang megkaan bahwa yang
bersangkutan tidak sedang terkait dengan masalahtamapidana. SKCK juga
biasa digunakan sebagai persyaratan untuk melan@ja, k persyaratan
administrasi calon legislatif, persyaratan pegamegjeri sipil (PNS), persyaratan

masuk sekolah atau meneruskan kuliah, atau untsiygmatan lainnya.

Tabel 4.1. Data Jumlah SKCK yang Dihasilkan dalatu S ahun.

Tahun Bulan Jenis Keperluan Jumlah
Pelayanan
2005 Januari | Pengurusan| a. Melamar pekerjaan 4.379
SKCK b. Melanjutkan pendidikan 20
c. Pembuatan paspor 4
a. Melamar pekerjaan 3.475
Februari b. Melanjutkan pendidikan 43
c. Pembuatan paspor 4
a. Melamar pekerjaan 4.042
Maret b. Melanjutkan pendidikan 45
¢. Pembuatan paspor 19
a. Melamar pekerjaan 3.704
April b. Melanjutkan pendidikan 36
c. Pembuatan paspor 15
a. Melamar pekerjaan 3.7719
Mei b. Melanjutkan pendidikan 43
c. Pembuatan paspor 12
a. Melamar pekerjaan 3.986
Juni b. Melanjutkan pendidikan 146
c. Pembuatan paspor 19
a. Melamar pekerjaan 5.993
Juli b. Melanjutkan pendidikan 371
c. Pembuatan paspor 22
a. Melamar pekerjaan 5.925
Agustus b. Melanjutkan pendidikan 179
c. Pembuatan paspor 12
a. Melamar pekerjaan Proses
September b. Melanjutkan pendidikan Proses
c. Pembuatan paspor Proses
Jumlah Total 36282

Sumber: Satintelkam Bagops Polres Depok.
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Di samping produk pelayanan yang diberikan olefu&@atintelkam di
atas, pelayanan kepolisian lain yang menjadi pragpaoritas dalam perbaikan
citra organisasi kepolisian adalah pelayanan petahuatau perpanjangan SIM
dan STNK yang ditangani oleh Satuan Lalu-LintastléBtas). Kapolres Depok
beserta jajarannya berusaha membebaskan pelayahdnd& STNK di
lingkungan mereka dari pungutan liar (pungli). Me@laKasatlantasnya, Polres
Depok terus berupaya memaksimalkan jenis pelayéeraebut sesuai prosedur

yang berlaku. Berikut penuturan Kasatlantas (IP):

“Pembuatan atau perpanjangan SIM dan STNK di Depaknth
‘bersih’ dari calo atau perantara. Jika memang adarga yang
membuatnya lewat calo, maka bisa melaporkannyadaepami,
supaya bisa langsung ditindaklanjuti. Dan kalau raam praktik
seperti itu ada, tentu akan dikenai sark&ndas IP.

Dasar hukum dalam praktik pelayanan pembuatan SI8Mah Undang-
Undang Lalu-Lintas dan Angkutan Jalan No. 14 tal9®2, serta Peraturan
Pemerintah No. 44 tahun 1993 tentang kendaraarpelagemudf. Menurut IP,
untuk memperoleh SIM, seseorang harus menempuladearpersyaratan seperti
mengajukan permohonan tertulis, dapat membaca damulm latin, memiliki
pengetahuan yang cakap mengenai peraturan laéslijalan dan teknis dasar
kendaraan bermotor, memenuhi ketentuan tentan@ lbaia (enam belas tahun
untuk SIM C dan D, tujuh belas tahun untuk SIM Anddua puluh tahun untuk
SIM B | dan B Il), memiliki keterampilan mengemudik kendaraan bermotor
sesuai dengan golongan SIM yang diminta, memilikasketerangan dokter dari
Polri, lulus ujian teori dan praktik, serta telahemiliki SIM A sekurang-
kurangnya dua belas bulan bagi pemohon SIM B |sikurang-kurangnya dua
belas bulan bagi pemohon SIM B Il (Sumber: SataRw@lres Depok).

“ Penggolongan SIM yang dilayani oleh Satlantaspugli(1) golongan A untuk mobil
penumpang, mobil bus dan mobil barang yang memploeyat diperbolehkan maksimal 3.500
kilogram; (2) golongan B 1 untuk mobil bus dan mdlairang dengan jumlah berat yang
diperbolehkan lebih dari 3.500 kilogram; (3) goland Il untuk mobil traktor atau kendaraan
bermotor yang jumlah beratnya diperbolehkan untreta tempelan atau gandengan lebih dari
1.000 kilogram; (4) golongan C untuk sepeda mogargydirancang dengan kecepatan lebih dari
40 kilometer perjam; dan (5) golongan D untuk sep@dtor yang dirancang dengan kecepatan
tidak lebih dari 40 kilometer per jam. Golongan SB\berlaku sebagai SIM A, sedangkan
golongan SIM B Il berlaku sebagai SIM B | dan A $her: Satlantas Bagops Polres Depok).
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Untuk mendapatkan SIM golongan A umum, atau Bl nman B I
umum misalnya, seseorang harus memenuhi persyamatara lain mempunyai
pengalaman mengemudikan kendaraan bermotor se=ugaa SIM yang dimiliki
sekurang-kurangnya dua belas bulan, memiliki peigetn mengemudi angkutan
umum, jaringan jalan dan kelas jalan, pengujiandkesan bermotor, serta tata
cara mengangkut orang atau barang. Permohonan &®ébut dilampiri resi
pembayaran dari bank, fotokopi KTP, surat keterandakter dari Polri yang
menyatakan pemohon dalam keadaan sehat jasmanbldani, SIM lama bagi
pemohon perpanjangan atau peningkatan golongaia s®mngikuti ujian teori
yang meliputi pengetahuan tentang peraturan latadi dan teknik dasar
kendaraan bermotor. Bagi yang telah lulus ujiarritéapat mengikuti ujian
praktik, sedangkan yang tidak lulus dapat mengikjién ulang dalam tenggang
waktu selambat-lambatnya empat belas hari kerjakséjnyatakan tidak lulus

ujian teori (Sumber: Satlantas Polres Depok).

Tepatnya di loket pendaftaran, saya menjumpai dmgrberisikan
langkah-langkah yang harus ditempuh untuk mendapa®#M baru atau untuk
memperpanjang SIM lama. Di bagian atas loket tentsgbga terpampang
spanduk yang bunyinyadJIKA MENGIKUTI PROSEDUR DAN PERSYARATAN,
BIKIN SIM SENDIRI ITU MUDAH KOK” Menurut keterangan informan (R) di
Satlantas Polres Depok, biaya pengurusan SIM dkanhPolres memakan biaya
Rp. 52.000,-. Dalam praktiknya di lapangan, biayiabisa membengkak sampai
Rp. 300.000,-. Hal ini disebabkan karena ada sehagiarga yang mengambil
jalan pintas untuk mendapatkan SIM “tembak” dengkasan yang bermacam-
macam, antara lain karena tidak punya waktu banyasesnya dianggap lama.
Sementara, SIM yang dibutuhkan harus cepat diddfesgki perlu merogoh uang
untuk mendapatkan pelayaneaxtra, setiap warga yang berurusan dengan polisi
melalui “pintu lain” pada kenyataannya tidak mer&sheratan untuk memberi

uang kepada petugas agar urusannya lebih cepsaisele

142 Universitas Indonesia
Kebijakan dan kekuasaan..., Hendra Kurniawan, FISIP Ul, 2009



Untuk mendukung contoh di atas, hasil wawancaradoesa salah seorang
warga pengguna jasa pelayanan SIM menggambarkdangsungnya proses
pertukaran (uang dengan barang) antara masyarakgad polisi. Peristiwa ini
dituturkan oleh seorang karyawan swasta beriniggl(30 tahun) pada saat
hendak mengurus sendiri pembuatan SIM C yang hahnabiis masa berlakunya
di Polres Depok. Sebenarnya, SIM yang dimiliki oléhbelum mati. Namun,
karena sebelumnya dibuat di propinsi lain, makahi&us mengikuti proses
pembuatan SIM baru. IN mengakui bahwa memang pedayadalam hal
administrasi cukup memuaskan, walau tidak jarardetegar sedikit bentakala
militer dalam setiap prosesnya. Menurutnya, ada kat yang sudah terkesan
“lumrah”, tetapi cukup menjengkelkan. Ketika seles@ngikuti ujian teori dan
dinyatakan lulus, IN bersama empat orang lainnyzgyi®lah selesai mengikuti
ujian teori lebih dulu diarahkan ke lantai dua dnwjian praktik dengan uji
materi, yaitu mengendarai motor mengikuti rziggzagyang di kanan dan kirinya
terdapat semacam balok dengan tinggi kira-kira pigimh centi meter. Ceritanya

menjadi rumit saat IN harus mengikuti ujian praktik

Sebelum ujiantest drive dilakukan oleh seorang panitia yang dengan
mudah dapat melewati rute tersebut. Ketika namalipanggil, IN melihat salah
seorang dari panitia ujian praktik tadi terlihatnggeser dua dari beberapa balok
rintangan agar rute menjadi lebih sempit dan baddan jatuh. Pada saat
gilirannya tiba, IN gagal melewati rintangan danokagatuh persis pada objek
yang telah digeser sebelumnya. Ternyata lagi, lil@a orang yang ikut tes,
semuanya gagal dan diminta untuk ke ruang pendaftgran praktik. Di ruangan
tersebut, IN diberitahu oleh salah seorang pamnifi@n jika ia tidak lulus dan
diharuskan mengulang empat belas hari kemudiarakTldma kemudian, IN
ditawari jika ingin tetap melanjutkan foto SIM hoey selesai, maka ia harus
membayar sejumlah uang (angka ditulis dalam selemui@lop berwarna coklat
dengan tulisan tangan). Mengingat IN tidak puny&twadi hari lain, apalagi
kalau harus bolos dari kantor, ia pun memenuhi tawaersebut. Setelah foto,
SIM sudah ada di tangannyavéski begitu, semoga pengalaman saya ini dapat

menjadi pelajaran agar lebih berhati-hati dalam rgenus SIM, tutur IN.
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Contoh lain yang masih berhubungan dengan pembbaemng dan jasa
kepolisian juga terdapat pada pengurusan STNK. lJkemdaraan baru, menurut
informan (R) yang bertugas di Regident, pengurugamqmemakan biaya sekitar
Rp. 44.000,- dengan mekanisme antara lain: (1)dsedibawa ke loket cek fisik
untuk ditandatangani blangko CF-nya (tidak dipunigiatya); (2) berkas dibawa
ke loket | untuk diberi nomor dan registrasi (beldipungut biaya); (3) berkas
dibawa ke loket Il untuk pengecekan kelengkapanimidtrasi (dipungut biaya
Rp. 40.000,-); (4) berkas dimasukkan ke kompueatry datg; (5) berkas masuk
ke Jasa Raharja (untuk kemudian dipungut oleh Baserja); (6) berkas dicek
ulang oleh korektor dari Baur STNK dan KUPTD; (@rkas masuk ke kasir
(dipungut biaya pajak dan biaya pembuatan STNK s&b&p. 4.500,-); (8)
berkas dikirim ke bagian cetak SNTK; (9) STNK diaglleng oleh Baur STNK
dan berkas masuk ke ruang arsip; dan (10) STNKidikke bagian penyerahan
untuk diserahkan ke pemohon/pemilik (Sumber: SttfaRolres Depok).

Adapun biaya penelitian ulang (PU) atau perpanjan§dNK adalah
sebesar Rp. 39.000,- dengan mekanisme antara(laiiverkas dibawa ke loket
CF (belum dipungut biaya); (2) berkas dibawa keetok untuk pengecekan
kelengkapan administrasi (dipungut biaya sebesaiBR©000,-); (3) berkas dicek
di bagian pendataan; (4) berkas masuk ke Jasa jRaf@) berkas dicek ulang
oleh korektor (Baur STNK dan KUPTD); (6) berkas oiake kasir (dipungut
biaya pajak dan biaya pembuatan STNK sebesar BP04); (7) berkas dikirim
ke bagian cetak STNK; (8) berkas dicek ulang oleurBBPKB dan arsip
dimasukkan ke ruang arsip; dan (9) STNK diseratdabagian penyerahan untuk

diserahkan ke pemohon atau pemilik.

Sebenarnya, data tersebut di atas adalah datadjlapgrkan ke pimpinan.
Menurut salah seorang informan (S) yang bertug&adian Operasi, setiap loket
wajib pajak di lapangan (loket I) dimintai biayanaidistrasi sebesar Rp. 17.500,-
dan biaya cek fisik sebesar Rp. 25.000,-. Di sagpin terdapat biaya tambahan
untuk pengurusan STNK, antara lain Rp. 400.000tukumerubah bentuk, Rp.
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75.000,- untuk balik nama, Rp. 75.000,- untuk gawdrna, Rp. 30.000,- untuk
mutasi masuk, Rp. 100.000,- untuk mutasi keluar, Z000,- untuk cek fisik,
Rp. 5.000,- untuk pendaftaran bagi wajib pajak, Kp000,- jika diuruskan oleh
“orang dalam” dari Dinas Pendapatan Daerah (Dipgné&gp. 11.000,- jika
diuruskan oleh petugas polisi, Rp. 25.000,- untekukangan kelengkapan KTP
bagi pemilik kendaraan roda dua, dan Rp. 45.000@ukukekurangan kelengkapan
KTP bagi pemilik kendaraan roda empat. Meski deamkinamun pada saat
dikonfirmasi, Kapolres merasa tidak pernah mengkara perintah untuk

melakukan pemungutan-pungutan dalam pengurusan 3a@id&but.

Di samping uraian beserta beberapa contoh di ptases dilakukannya
suatu pekerjaan (dalam konteks pelayanan sebalgd satu pekerjaan polisi)
pada tahap-tahap tertentu adalah bervariasi dagi &engsi dan waktu
berlangsungnya pekerjaan tersebut. Seluruh prasdaggman yang ada di kantor
polisi, baik secara langsung maupun tidak langsagglah berupa pertukaran
barang dan jasa pelayanan dari orang-orang yaregjaekalam organisasi kepada
orang lain yang bukan berasal atau sebagai anggg@nisasinya. Aktivitas
pemberian dan penerimaan pelayanan yang berlangsamtor polisi ini dapat
dilihat dari segi keberlangsungannya, terutamanddéta pelaksanaan pelayanan
publik yang merupakan kegiatan rutin organisakrasi, terutama yang berlaku

pada birokrasi kepolisian.

Menurut penuturan Kabagmin, proses pelayanan yasrarigsung di
kantor polisi adalah bergantung pada cara-cara petagas polisi dalam
memproses pekerjaan mereka masing-masing. Contdbfcodari proses
pemberian pelayanan yang memerlukan waktu singlstryj terdapat pada
pekerjaan-pekerjaan administratif yang memerlukaktw penyelesaian mulai
dari lima belas sampai tiga puluh menit untuk dSeksmberian tindakan
pelayanan, seperti penerimaan berkas permohonaerip@an uang administrasi,
penyerahan barang atau produk pelayanan berupa SBROKSIM, STNK, dan
plat nomor kendaraan bermotor, serta proses swatumat lainnya.
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Kebijakan pelayanan kepolisian yang menunjukkanuhgan polisi dan
pengguna jasa di lapangan (yang tidak dilakukankahtor polisi) adalah
kebijakan pelayanan pembuatan SIM keliling. Mesk&ni§ pelayanan yang
disediakan hanya perpanjangan SIM A dan C (bukanbpatan SIM baru),
namun kelebihan dari pelayanan SIM keliling inilatiebahwa cara pelayanannya
lebih cepat dan biayanya pas (tanpa calo), sehimggi#usi kepolisian dapat
meningkatkan kembali citra dan simpatik mereka diarmasyarakat. Kapolres
Depok (FS), yang juga pernah meniti karir awalnghagai seorang Polantas,
menyebutkan bahwa operasional pelayanan SIM kgliih wilayahnya yang
digelar mulai dari pukul 08.00-12.00 bisa melaysampai 50 pemohon SIM baru
per harinya. Menurut FS, pelayanan ini bertujuatukimeningkatkan pelayanan

kepada warga masyarakat. Berikut penuturan FS:

“Selama ini, kapasitas pelayanan kami di Polres Blegangat
terbatas. Meski demikian, kami selalu berupaya kindelalu
terus meningkatkan kinerja kami bersama para petugia
lapangan, sekaligus bentuk-bentuk dari pelayanangy&ami
berikan. Soal pelayanan SIM tersebut, salah satuliypayakan
untuk kepuasan sekaligus kemudahan warga masyar@agias
SIM telah melakukan pembuatan SIM keliling ini dandpiaya
yang sama, yaitu Rp. 85.00@1iaya Rp. 85.000,- ini terdiri dari
Rp. 60.000,- untuk formulir pendaftaran, Rp. 10,0@Mtuk tes
kesehatan, dan Rp. 15.000,- untuk asuransi. Pe&aya®IM
keliling ini juga berlangsung di hari Minggu. Dalarwaktu
sepuluh menit, SIM ini dapat selesai. Dengan begitaka tidak
akan ada lagi alasan jika ada warga masyarakat yasdgena
tilang, kemudian mereka berdalih lupa atau sulitlakakan
perpanjangan SIM ujar FS.

Untuk meningkatkan mutu pelayanan di bidang inisdtkmntas Polres
Depok menambahkan bahwa satuan yang ia pimpin tetaigoperasikan mobil
SIM Keliling selama enam hari berturut-turut di &k yang berbeda-beda.
Sebelumnya, pelayanan SIM keliling diberlakukan yaadua sampai tiga hari
dalam sepekan. Sekarang ini pelayanan tersebutlakbkan selama enam hari
dalam sepekan. Namun, karena hanya menggunakakesataraan, maka enam
hari pelayanan itu lokasinya berbeda. Kegiatami@iupakan bagian dari Operasi
SimpatiZero Complainatau Operasi Citra Pelayanan Polantas. Jadwajgreda
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SIM keliling ini dijadwalkan pada hari Senin dantRadi Depok Town Square,
serta hari Selasa dan Jumat di kompleks Perumahadiars! Depok Sukmajaya.
Khusus pada hari Kamis para petugas Polantas mpuojebola ke kampus-
kampus seperti Ul, UGD, dan UPN, sedangkan padaSabtu para petugas
mendatangi pusat perbelanjaan Margo City di Jalargbhda.

Singkatnya, uraian di atas menggambarkan bahwatusiskepolisian
merupakan lembaga yang berwenang mengurusi pelayk@polisian seperti
pemberian SIM atau SKCK, jasa pengamanan, penyatesasus-kasus, dan
sebagainya yang dibutuhkan oleh warga masyarakaia Renyataannya, tidak
jarang warga masyarakat menggunakan jasa caloynaagari alternatif petugas
lain yang bisa diajak “bekerjasama”’ untuk memperamudrusannya dengan cara
melakukan pertukaran uang dengan jasa kemudahagaghlihan tindakan saat
urusannya menjadi rumit, atau ribet karena antyamg panjang. Jalinan
hubungan semacam inilah yang kerap mewarnai hubutiggal balik, baik

antara sesama polisi maupun dengan warga masyarakat

4.1.2. Kasus Pelayanan Pelapor di SPK, RPK dan | dik

Kategori hubungan timbal balik dalam kerja pelayaraublik yang
dibahas di sini adalah interaksi antara polisi @ngara pelapor yang sengaja
datang ke kantor atau pos polisi, yang juga meng@ngu kebijakan. Pemberian
pelayanan dalam bentuk bantuan jasa yang disediaktara lain berupa jasa
perlindungan dan pengamanan, informasi yang dilkaiulwarga, serta berbagai
jasa kepolisian lainnya. Jasa pelayanan yang dikana oleh organisasi
kepolisian di sini berhubungan dengan sikap-sikamyydiberikan oleh para polisi
di tempat kerja. Cara-cara melayaninya pun bisddmuk sikap-sikap dan
tingkah laku yang dianggap menyenangkan, terutaada saat pertama kali
menawarkan jasa pelayanan kepolisian, dimana takHapapan dalam
menawarkan jasa pelayanan tersebut juga disesuatlergan kebijakan
organisasi Polri berdasarkan tuntutan masyarakag yaenghendaki kualitas

bantuan jasa pelayanan polisi yang lebih baik.
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Uraian mengenai tahapan-tahapan pelayanan yangudikan dengan
tuntutan masyarakat tersebut dapat dilihat dalardom@n kebijakan yang
mencantumkan program dan strategi Polres Depokrtbefgarannya tentang
Penyesuaian Kebijakan dan Strategi Organisasi Palun 2005. Dalam
kebijakan yang telah disesuaikan tersebut, cam-pamberian pelayanan yang
menjadi pedoman bagi para petugas polisi dalam keefekan tugasnya

dijelaskan antara lain:

Pertama pelayanan permintaan bantuan kepolisian dilakybama saat
warga datang pertama kali ke kantor polisi dengara anemberikan salam
“selamat pagi, siang, sorgtaumalam”, mempersilahkan duduk di tempat yang
telah disediakan, menawarkan bantuan polisi demgangucapkan dpa yang
dapat kami bantu? menanyakan identitas diri orang yang memintatioam
dengan mengucapkanmbhon maaf, bisa pinjam identitas saudara guna
kelengkapan lapordn menanggapi permintaan atau keluhan yang meminta
bantuan polisi dengan mengucapkgretugas akan segera datang dan akan
melakukan segala upaya serta tindakamengarahkan atau memberi saran
terhadap permasalahan orang yang meminta bantubsi, galak meminta
imbalan (pungli) kepada pelapor, tidak membedakafongan atau status
masyarakat yang meminta bantuan polisi, memberb@muan sesuai dengan
kemampuan dan kewenangan polisi, serta tidak mierddagan alasanbtikan
tugas, “tidak tahu, “bukan wilayah, melainkan menghubungi orang yang dituju
(Sumber: Dikutip dari Program dan Strategi Polresp@k beserta Jajarannya
tentang Penyesuaian Kebijakan dan Strategi Orgari?edri tahun 2005).

Hasil pengamatan selama enam bulan menunjukkan ebgdelayanan
polisi terhadap warga masyarakat yang datang kékaolisi pada umumnya
dilakukan di Unit Sentra Pelayanan Kepolisian (SkEEljam bentuk penerimaan
pertama dan penanganan laporan atau pengaduayampseiapermintaan bantuan
atau pertolongan kepolisian, penjagaan markas, agrkn penjagaan tahanan,

pengamanan barang bukti yang berada di markas ikgpolserta penyelesaian
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perkara ringan atau perselisihan antar warga yatand ke kantor polisi, sesuai
ketentuan hukum dan kebijakan dalam organisasii.Pbérhadap penerimaan
laporan atau pengaduan masyarakat akan adanya ugand¢amtibmas, para

pelapor dapat langsung datang ke kantor polisetextdatau melalui telepon.

Menurut keterangan salah seorang informan (A) ylaeagdugas di Unit
SPK, pelayanan polisi di unit ini merupakan ujunogbak pelayanan polisi di
wilayah terdepan. Tindakan yang dilakukan oleh getpebesar petugas di bagian
ini, antara lain menerima segala bentuk laporan pa@ngaduan masyarakat,
melakukan penanganan pertama terhadap laporan elagaguan masyarakat,
melayani permintaan bantuan tindakan kepolisiariaseembantu penyelesaian
perkara ringan antar warga sesuai ketentuan hukam keébijakan organisasi
Polri. Para petugas polisi di unit ini juga dibeb&ugas untuk menyampaikan
informasi dari masyarakat kepada pimpinan di at@asmenyampaikan perintah-
perintah pimpinan tersebut kepada Kapolsek-Kapolik jajarannya melalui
pesawat radio, serta bertindak sebagai kurir unteknanggil atau menghubungi

perwira staf Polres jika dipanggil oleh Kapolres.

Di ruang “Pelayanan Masyarakat” (yang dikhususkagi warga yang
datang ke kantor Polres Depok), saya mencatat &eheperistiva yang
berhubungan dengan sikap-sikap yang diberikan pkta petugas pelayanan
terhadap para pelapor. Berdasarkan pengamatan,i rseblagian pedoman
kebijakan di atas diejawantahkan dalam pelaksam@aasshari-hari, namun
beberapa poin dalam acuan tersebut justru tidakadikan oleh beberapa petugas
dengan alasan bahwa aturan tersebut sangat “ribetiik dijalankan. Ada
beberapa petugas yang bersikap acuh tak acuh, badejuga yang bersikap
ketus terhadap warga yang mendatanginya. Salamysatmenyangkut bahasa
yang diucapkan oleh para petugas kepada wargadatagg ke ruangan tersebut.
Sebagai contoh, ucapdapa yang dapat kami bantu?{sebagaimana dalam
kebijakan) kerap berubah menjadi ucapan sefada apa, pak?”, “kesini mau
ngapain, pak; “mau lapor ya, pak’; bahkan ada yang sama sekali tidak

mengucapkan apapun sampai si pelapor mengadukdin gEmmasalahannya.
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Kedug pelayanan dalam menerima tamu dilakukan denganroamberi
salam “selamat pagi, siang, soreatau malam”, berjabat tangan bila perlu,
mempersilahkan masuk atau duduk, menanyakan kepertamu dengan
ungkapan kalimat dda yang bisa kami barl, menunjukkan atau bila perlu
mengantar ke tempat yang dituju, memberikan pekuygung jelas, menggunakan
bahasa yang mudah dimengerti oleh tamu, tidak niemdg@n kata-kata kasar,
suara keras, atau bentakan terhadap tamu, bertpiaggang, merokok,
memasukkan tangan kedalam saku celana saat mengnma mengisi buku
tamu, menghentikan kendaraan, menghampiri, sertanamen tamu agar
membuka kaca mobil atau helm, jika tamu membawad&eman (Sumber: Dikutip
dari Program dan Strategi Polres Depok besertaabmjga tentang Penyesuaian
Kebijakan dan Strategi Organisasi Polri tahun 2005)

Hasil pengamatan menunjukkan bahwa ternyata a@adsagntara para
petugas di ruang SPK yang merubah sikap penerineahadap tamu, terutama
yang sudah dikenal atau berpengaruh di mata mefgklaagai contoh, ketika
seorang wartawan dari sebuah media massa pertdmadatang ke ruangan ini
dengan tidak menggantungkan identitasnya, atalk trdanceritakan siapa ia
sebenarnya, maka petugas yang menerimanya cendiéakdoegitu merespons
kedatangannya, apalagi menjabat tangannya. Kasugdialami oleh wartawan
tersebut juga dirasakan oleh warga lain yang bertkenkantor Polres Depok.
Beberapa petugas yang piket jaga di gerbang degak menghampiri warga
yang datang sekedar menyarankan tamu untuk mentimlika atau kaca mobil,
dengan alasan bahwa di depan pintu gerbang teladsatig peraturan untuk

membuka helm, menurunkan kaca mobil, serta perumiéik melapor.

Ketiga pelayanan dalam menerima telepon dilakukan dencama
memberi salanfiselamat pagi, siang, soreggtaumalam”, menyebutkan identitas
kesatuan dan identitas penerima telepon, menanyadt@ntitas penelepon,
berbicara dengan suara yang sopan, tegas danrjetagucapkan salam terakhir,

serta meletakkan gagang telepon dengan wajar (Suridautip dari Program
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dan Strategi Polres Depok beserta Jajarannya gpt@nyesuaian Kebijakan dan
Strategi Organisasi Polri tahun 2005).

Hasil pengamatan menunjukkan bahwa, tidak selamddga SPK
melayani pelapor melalui telepon, karena hal ters@lga ditangani oleh Unit
Urtelematika. Unit ini juga menggunakan radio atsandy talky (HT) dan
faximile Laporan dari warga masyarakat yang ditujukan &etde polisi juga
dilayani melalui telepon jalur bebas pulsa 110.&Psdat terdapat laporan yang
berkaitan dengan terjadinya gangguan Kamtibmaspbetindak pidana atau
bencana alam, maka petugas jaga melaporkan kepeglak<yang mengecek dan
menilai laporan tersebut benar-benar dapat dipggtamgjawabkan. Namun, pada
saat jajaran Polsek belum mengetahui adanya lapmraebut, maka KaSPK
memerintahkan kepada staf di bawahnya untuk mekgés® mencari informasi,
kemudian melaporkannya kembali kepada KaSPK.

Di tempat ini, saya mendapati beberapa petugas yadmya ketus
terhadap penelepon langsung merubah sikap-sikafeyi@a ia mengetahui
keberadaan atasan di tempatnya bertugas. Oleha&edreradaan saya dalam
beberapa kali pengamatan didampingi oleh KaSPKa@sgbkepala unit yang
bersebelahan dengan ruangan ini), maka perubala@p Petugas tersebut
nampak mencolok, sebab letak petugas pada saatimartelepon berada dalam
posisi membelakangi, dan nampak gugup dalam mebjael@pon pada saat
melihat KaSPK mendampingi saya. Perubahan tersebuogaja ditampakkan

ketika petugas tersebut merasa diawasi oleh oeangtérlebih oleh atasannya.

Dalam pengamatan selanjutnya, setiap warga yangpaoelmelalui
telepon, atau yang datang langsung ke kantor mblesyani oleh BaYanmas, atau
KaSPK sendiri. Para pelapor yang datang tersebmintii keterangan tentang
identitas dirinya, selanjutnya diminta untuk meagilan kronologi kejadian, baik
yang melibatkan dirinya maupun yang disaksikanhggoran tersebut kemudian
diketik dalam format LP yang biasanya berkaitangd®@nadanya tindak pidana

atau kehilangan. Laporan tersebut langsung ditiad@kti jika kejadiannya masih
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baru dan memungkinkan untuk melakukan penangkapesarigka. KaSPK
bersama petugas piket fungsi akan mendatangi Telgatian Perkara (TKP),
dan menginformasikan kepada petugas piket Polsakk unelakukan Tindakan
Pertama di Tempat Kejadian Perkara (TPTKP) pada lsgjadiannya berada
dekat Polsek setempat. Namun, jika kejadiannyalslaiaa, pelapor diarahkan
ke petugas piket di Satreskrim Polres untuk penasgéebih lanjut.

Penanganan TKP yang dilakukan oleh petugas SPKnaeb@a sebatas
TPTKP. TPTKP yang dinilai oleh KaSPK sebagai kagasg tidak berat
penanganannya diserahkan kepada para petugasdidiigikat Polsek setempat.
Jika terdapat kasus yang berkaitan dengan masalatintas, maka kasusnya
diserahkan kepada petugas piket lalu-lintas, dénggnya menunggu laporan
polisi yang dibuat oleh Polsek atau Satlantas. dkad kepolisian di TKP, baik
yang berhubungan dengan kecelakaan lalu-lintas umay@ang berkaitan dengan
tindak kejahatan, ditujukan untuk mengamankan TkKRgdn memasang garis
polisi (police lin@, mengamankan tersangka, atau membantu korbanb@kum
mendapatkan pertolongan. Untuk teknis penanganad 3&anjutnya ditangani
oleh Satreskrim yang laporan polisinya dibuat d¢telsek.

AR e
Gambar 4.3. Pelayanan Pelapor di SPK
(Sumber: SPK Polres Depok).

Pengamatan di tempat ini tertuju pada para pelgpog datang ke kantor
polisi. Dalam pengamatan tersebut, saya mendaphérbpa orang warga datang
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ke ruang SPK. Sebagian duduk-duduk di sofa dengaja mendek yang
disediakan bagi para penunggu, dan sebagian laigikdmenghadap meja petugas
dengan satu buah komputer dan satu buah mesindtekitik. Di dalam ruangan
tersebut, terdapat sebuah TV di antara dua megygehn yang disekat dengan
tembok mirip kabin yang dilengkapi masing-masinga douah kursi tanpa
sandaran tangan. Sembari mendengarkan keteranggrdizerikan oleh KaSPK,
saya mendapati para petugas yang berada di batiplkier tersebut menerima
laporan dengan ungkapan bahasa yang sama, se€pgéd: yang bisa saya

bantu?”; Bisa lihat KTP-nya pak/bu?’begitu seterusnya.

Tabel 4.2. Penggolongan Kerja Sentra Pelayananlisego(SPK).

No. | Penggolongan Penjelasan

1 Organisasi SPK| a. Struktur Organisasi SPK
b. Pembagian Waktu Penugasan
2 Tugas & a. Penerimaan dan penanganan pertama datangnya
Wewenang SPK laporan dan pengaduan masyarakat:
(1) Kegiatan yang dilaksanakan
(2) Dukungan fungsi kepolisian
(3) Dukungan administrasi kepolisian
(4) Pengawasan dan pengendalian
b. Pelayanan pertama bantuan atau pertolongan
kepolisian:
(1) Bencana alam
(2) Kecelakaan
(3) Kebakaran
(4) Wabah penyakit
(5) Pencemaran lingkungan
c. Penjagaan dan pengamanan yang diberikan oleh
kepolisian:
(1) Penjagaan markas
(2) Penjagaan tahanan
(3) Pengamanan barang bukti
d. Penyelesaian perkara tindak pidana ringan at
perselisihan antar warga:
(1) Kegiatan yang dilaksanakan
(2) Dukungan fungsi kepolisian
(3) Dukungan administrasi kepolisian
(4) Pengawasan dan pengendalian

c

Sumber: SPK Bagops Polres Depok.

Untuk laporan yang berkaitan dengan kehilangan rigargoetugas
BaYanmas yang didatangi pelapor membuatkan lagarhilangan dalam bentuk

surat keterangan kehilangan atau LP yang menyanghitangan barang warga
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yang bersangkutan. Isi laporan tersebut berisi dom kejadian, identitas
pelapor, jenis barang, lokasi kehilangan, sertadikse kerugiannya. Surat
kehilangan tersebut biasanya digunakan untuk mesgbilangnya surat-surat
penting seperti SIM, KTP, STNK, kartu kredit danrtkaATM, atau untuk
mengajukan ganti rugi barang-barang yang diaswkansiSurat keterangan
kehilangan barang yang dibuat oleh polisi dapatajudipergunakan untuk

mengurus surat-surat baru, atau untuk mengajukam ldsuransi.

Karena dalam satu hari bisa mencapai lebih damulsbppelapor, maka
proses penerimaan laporan di ruangan ini memak&tuwang cukup lama. Hal
ini terjadi pada saat pergantiahift kerja dari siang ke malam, karena cepat atau
lambatnya suatu proses pelayanan ini bagi petudakla sangat relatif, jika
dibandingkan dengan kebutuhan atau urusan yang esakdbagi si pelapor.
Terhadap para pelapor yang menjadi korban tind&kiamnal, para petugas tidak
dengan sengaja membiarkan pelapor terlalu lama mggoudi ruang tunggu.
Akan tetapi, beberapa pelapor yang saya temuiyusterasa jenuh di ruang

tunggu pada saat petugas mengetik laporan tedaia.|

Masih di ruangan yang sama, hasil pengamatan jlegaunjukkan bahwa
tidak selamanya petugas di sana menulis laporagatieldenar. Beberapa petugas
terpaksa mencetak kembali apa yang sudah ditargiatarpada saat si pelapor
memeriksa laporannya sendiri tanpa dipersilahkam @i petugas. Contohnya,
kasus yang dialami oleh seorang ibu rumah tanggg kahilangan sepeda motor,
tetapi tertulis kehilangan kendaraan roda empdtirttbebih disebabkan karena si
petugas selalu menggunakan format surat di dalamplter yang sama, atau
blangko dengan redaksi yang sudah dibuat sebelumbgéam waktu yang
bersamaan, saya juga menemukan sikap-sikap yanth rdgeerhalus, namun
terkesan meremehkan si pelapor, seperti tertawa sgayum-senyum dengan
sesama rekan kerja ketika mendapatkan hal-hal {tamg pada diri si pelapor,
atau kata-kata yang membuat si pelapor merasahratidaseperti:“Gimana sih
bapak ini, udah dijelasin kok masih belum pahanmajug
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Di kantor polisi, terutama yang berlangsung di giapelayanan
masyarakat, pada kenyataannya seorang warga jdg& tiapat melakukan
praktik “exit mechanisfi terutama pada saat ia tidak mendapatkan pelayana
yang ia anggap lebih baik, kecuali dengan melakukamsaksi pertukaran (uang
dengan jasa pelayanan). Dalam proses pembuataiatalehilangan atau laporan
polisi (LP) misalnya, menurut keterangan salah aegrinforman (A) yang
bertugas di Unit SPK, sebagian pelapor biasanyagaidmnri urusannya bersama
petugas BaYanmas dengan memberikan semacam “uanigisttasi’ sebagai
rasa terima kasih atas bantuan yang telah ia tefvieski pemberian tersebut
bersifat sukarela dan tanpa paksaan karena tidaktdkan nominalnya, namun

seolah terdapat kewajiban moral bagi si pelapankuntemberi petugas.

Hasil pengamatan di ruang “Pelayanan Masyarakat§ y@itangani oleh
para petugas polisi SPK menunjukkan bahwa, dalam Isari, lebih dari lima
pelapor dengan pola yang sama selalu bertarfy@’af, apa ada biaya
administrasinya, mas/mba?Petugas piket di ruangan ini pun menjawab dengan
pola yang sama:Seikhlasnya aja deh” Kemudian si pelapor mengeluarkan
sejumlah uang dalam kisaran Rp. 5.000,- sampai ateiip. 10.000,- setelah
mendapatkan surat LP. Si petugas pun menerima pemizari warga tersebut,
kemudian langsung memasukkannya kedalam laci yangdha di bawah meja
komputer. Kejadian tersebut terus berlangsung aebarulang-ulang, meski

sudah ada kebijakan yang mengatur soal pemberpadkeaparat.

Selanjutnya, pemberian jasa pelayanan polisi yaegloutuhkan proses
panjang adalah penanganan kasus-kasus yang menygmgkeriksaan orang-
orang, pengumpulan bukti-bukti, siapa-siapa yandubgas dan berwenang di
lapangan, dan lain-lain. Sebagai contoh, penangamesalah kekerasan dalam
rumah tangga (KDRT) yang semula ditangani oleh gatudi SPK dilanjutkan
prosesnya di Ruang Pemeriksaan Khusus (RPK), atangrIdentifikasi dan
Penyidikan (Idik). Dalam prosesnya, para petugaRRIK dan Idik tidak hanya
menangani pihak perempuan dan anak-anak saja yanjan korban, tetapi juga

melibatkan pihak laki-laki, baik sebagai pelakwatahkan sebagai korban.
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Di ruang kerjanya, Kabagmin (SN) bercerita soahrsd] dimulainya RPK,
terutama pasca kerusuhan Mei 1998. Dalam kerustdraebut, yang banyak
menjadi korban kekerasan pada saat itu adalah kemrempuan, terutama yang
beretnis keturunan (Cina). Setelah itu, penangarka@kerasan tersebut
berkembang pada kasus-kasus kekerasan secara umom menyangkut
kekerasan suami terhadap istri dan anak-anak, ydag berkenaan dengan
pelecehan seksual seperti pemerkosaan dan sodemainganan atas kedua kasus
tersebut menjadi penting, karena menyangkut mas@aimatis para korban
kekerasan yang bersangkutan. Untuk selanjutnyangsaiahan ini bukan lagi
menjadi permasalahan jender, melainkan menjadi gEatahan soal siapa yang
melapor, serta bentuk kekerasan seperti apa yanggsenuncul sebagai

permasalahan yang harus segera ditangani olelppbsa

Menurut salah seorang informan Polwan (R) yanguged di RPK,
beberapa kasus yang sampai ke ruang kerjanya alsi@aranasalah-masalah
mengenai kekerasan suami terhadap istri atau aatald, kekerasan suami-istri
terhadap pembantu rumah tangga. Menurutnya, keaaggaihak laki-laki untuk
melaporkan kasus kekerasan istri terhadap suanskipun ada, hal tersebut
jarang muncul dikarenakan pihak suami pada umunmmgaasa malu untuk
melaporkan hal tersebut ke polisi, terlebih kepBdéwan karena menyangkut
harga diri mereka. Karena itu, yang menjadi prasripelayanan para petugas di
RPK kebanyakan adalah penanganan bentuk-bentulkdssie yang dilakukan

oleh laki-laki terhadap perempuan, pembantu ruraagdga dan anak-anak.

SN juga menambahkan bahwa para petugas polisi ymgangani kasus
ini semula memandangnya sebagai kasus kekerasagafpayaan) yang hanya
cukup ditangani oleh para petugas polisi di Sateskang kebanyakan adalah
petugas laki-laki. Namun, oleh karena permasalajearg muncul setelah itu
justru si korban merasa risih dengan penanganag gidakukan oleh petugas
polisi laki-laki (Polki), maka kasus ini selanjumymenjadi tugas para polisi

wanita (Polwan). Masalahnya adalah karena pelajporkgbanyakan adalah
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perempuan. Penanganan yang diberikan oleh parggseRolki justru dianggap
risih oleh para pelapor atau para korban yang kebleam adalah perempuan.
Beberapa pertanyaan yang diajukan dianggap menymgggerasaan kaum
perempuan, bahkan dianggap melecehkan korban peasemgeperti:“Ketika
diperkosa, apa anda menikmatinya?Terus apa yang anda lakukan saat
diperkosa’, ujar SN sambil menirukan perlakuan para Polkigyamenangani

korban perempuan.

Saat itu, SN (yang juga adalah seorang Polwan) saebahwa bentuk-
bentuk penanganan korban yang dilakukan oleh petagps Polki kebanyakan
dianggap kurang etis bagi para korban perempuarendaucapan-ucapan yang
terlontar begitu saja ini dianggap biasa di kalangara petugas Polki, maka hal
tersebut kerap dilakukan dalam pemeriksaan kassisskgang ditangani oleh
beberapa penyidik Polki, baik terhadap para pelakdak kejahatan maupun
korban, terutama perkosaan. Berdasarkan keluham loelberapa korban
perempuan inilah, maka persoalan etika pemeriksharuangan ini menjadi
dikhususkan dan serius untuk diperhatikan. Alasanugalah yang mendorong
para senior Polwan di kepolisian (yang sudah tidékif bertugas), untuk
membahas masalah pelayanan terhadap para korbaammen sebagai
tanggungjawab Polwan kedepan (yang masih aktifubas). Di samping itu,
tuntutan kualitas pelayanan yang baik bagi pihakb&o, terutama kaum
perempuan mengharuskan kebanyakan Polwan, baik s@ceya umum ada di
organisasi Polri maupun yang bertugas di lingkurigaines Depok, mendapatkan
pembinaan dan pelatihan yang diberikan secara khustuk menangani kasus-
kasus tertentu yang dapat dikategorikan sebagaisk&lusus seperti KDRT,

pelecehan seksual, dan sebagainya.

Sebagai Kabagmin, SN sendiri menyadari bahwa kieasiss yang selama
ini ditangani di RPK masih dianggap jauh dari ide@ambaran mengenai
bagaimana proses bekerjanya pelayanan di RPK tdresigambar dalam skema
yang disalin dari coretan SN di bawah ini:
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RPK Rumah Masalah
TTTTTTTTTTTTTTTT Faktual > Sakit > Visum et
| Repertum
i A
E Konseling Sidik RS CM
| »| Kekerasan Dalam Rumah Tangga »| RS POLRI
(KDRT)
i Psikolog »| Perempuan
E One Stop
i Masalah Pembantu Crisis Center
| Perwirz
L-» Non-Job Non-Stressing
: —| l |— Remaii
Vice Contro /
—————— » X <: » Anak-Anak
Counsellinc :
Wanite

Gambar 4.4. Proses Pelayanan Faktual terhadap K&DRT di RPK
(Sumber: Kabagmin Polres Depok).

Dari skema yang dibuatnya di atas, SN hendak bemdimengenai realitas

RPK yang berlaku sekarang ini. Permasalahan s&easuruhan di RPK terletak
pada proses konseling dan penyidikan, yang kedudirgagkap menjadi satu
pekerjaan di RPK. Pelayanan konseling yang sehgausrerupakan bagian dari
tugas psikolog kepolisian, karena tidak memilikigrgkat tersebut, maka Polres
Depok menempatkan seorang perwira polisi untuk ngiap tugas sebagarite
control’ dan “counseling. Oleh karena perwira ini berstatusdn-jold’ (petugas
yang mengerjakan sesuatu yang bukan pekerjaanmgka proses penanganan
kasus-kasus di RPK menjadindn-stressing (tanpa penekanan) mengenai

kemana dan bagaimana si korban diperlakukan sétegmaju
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Masalah identifikasi korban pemerkosaan justru edirjendala pada saat
perwira yang berstatusibn-jold ini terlibat dalam tugas-tugas yang berhubungan
dengan pekerjaan rumah sakit sepasiim et reperturrDengan dana operasional
yang terbatas, terkadang perwira ini melakukantgrgertukaran untuk mencari
keuntungan seperti meminta uang kepada pihak katsankeluarga korban yang
bersangkutan agar urusannya cepat selesai. Habtératas dasar pertimbangan
bahwa daripada ia harus membayar dengan uang is@eéor. Oleh sebab itu,
penanganan kasus-kasus di RPK menjadi sangat gadjasannya bahwa RPK
dianggap sebagai tempat untuk menangani kasus-kasgs sifatnya insidentil,
sehingga dana operasionalnya pun menjadi sangatasr

Selain di SPK dan RPK, pelayanan terhadap parai, skdban, dan
tersangka, termasuk pelayanan informasi mengeiaseprperkembangan suatu
penyelidikan yang prosesnya dilakukan oleh stafiaidtnasi atau penyidik di
ruang ldentifikasi dan Penyidikan (Idik). Pelayandinruangan ini dilakukan
terhadap kasus atau perkara yang sudah terungkamelajadi perhatian publik.
Pemberitahuan informasinya biasa dilakukan dalamtue “press release
kepada media cetak atau media elektronik, yangndiédé&kan oleh Kapolres dan
didampingi oleh petugas penyidik. Para penyidikkidiizinkan memberi berita
perkembangan proses penyidikannya jika belum mexigagiunjuk atau perintah
langsung dari Kasatreskrim, Kapolres, atau Wakagolr

Pelayanan terhadap saksi dan korban di sini adabhtas pemeriksaan
yang disesuaikan dengan surat panggilan dari pgny@ddangkan perlindungan
terhadap keduanya belum menjadi prioritas utamayateralasan keterbatasan
dana anggaran operasional, serta kurangnya jundedoml. Adapun pelayanan
terhadap tersangka yang ditahan di Polres antarebé&aupa perawatan tahanan
yang ditanagani oleh Subbagwattah seperti pembenakanan dan minuman
kepada mereka, termasuk perawatan terhadap kesehesteeka. Sehubungan
dengan kasus-kasus yang muncul dalam pengurusaa fadwanan, hasil
pengamatan di Satreskrim menunjukkan bahwa, tengpdeewenangan untuk

menangguhkan penahanan oleh penyidik polisi digdilsebagai alat untuk
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melakukan praktik pertukaran dengan tersangka, latdwarga tersangka yang
ditahan. Melaui penyidik pembantu, para penyidiklakekan transaksi tawar-

menawar biaya yang dikeluarkan untuk penangguhaahaaan.

Hubungan sosial yang dijalin berdasarkan pembemarteri atau uang
tersebut di atas ditunjukkan oleh kasus-kasus yaaga ditangani oleh para
penyidik kepolisian, terutama yang menyangkut tingedana. Sebagai contoh
kasus, salah satunya adalah penanganan kasus @gigar atau penganiayaan
yang menimpa salah seorang warga. Dalam kasusbtgrspenyidik polisi
meminta sejumlah uang yang rencananya digunakauk uriaya penangguhan
penahanan atas para tersangka. Para tersangkaewagggn ditahan berupaya
menyelesaikan perkaranya di luar jalur hukum supa@jaar dari tahanan dengan
cara menyumbang sejumlah uang yang diharapkan peakidik polisi setelah
terjadi kesepakatan dalam tawar menawar. Contobskesebut berhubungan
dengan penanganan kasus yang dilaporkan oleh satabng warga (B) berusia
34 tahun mengenai peristiva pengeroyokan atau pengen yang sebenarnya

menimpa sepupunya.

Hasil wawancara bersama B menunjukkan Dberlangsangpsaktik
pertukaran uang dengan kemudahan saat mengurusnkasdi kantor polisi.
Sebelumnya, B berpikir jika kesepakatan yang dibbatsama polisi untuk
mengurus surat pencabutan perkara (penangguharhgrema terhadap pelaku
pengeroyokan) akan menjadi kunci penyelesaian perkacara kekeluargaan.
Setelah surat permohonan dibuat, kemudian ia mahiannya ke kantor polisi.
Namun, dua hari tidak ada jawaban. Di hari keempBatlipanggil oleh salah
seorang penyidik polisi. la kaget begitu menghagajisi tersebut, karena si
polisi bercerita bahwa untuk mencabut perkara tligan semacam “sumbangan”
finansial untuk mendukung operasional kepolisianlisPyang menangani kasus
B mengatakan bahwa kasus yang demikian bukan tekmik aduan, sehingga
tidak bisa dicabut dan dihentikan begitu saja. Keppolisi tersebut, B mengaku
awam dan tak tahu-menahu soal prosedur yang hdaksikan. Tetapi, apa yang

dikatakan oleh polisi tersebut, justru membuat Bhadn kaget jika ternyata

160 Universitas Indonesia
Kebijakan dan kekuasaan..., Hendra Kurniawan, FISIP Ul, 2009



sudah menjadi kebiasaan bahwa untuk mencabut kdeanskian dibutuhkan
biaya (sejumlah angka yang ditunjukkan oleh si gpotlengan mengangkat

kesepuluh jarinya).

Pada akhirnya, B pun mengiyakan apa yang dimirgh si penyidik polisi
tersebut, dalam arti akan membicarakan hal itu @ermmghak keluarga. Karena B
menyatakan bahwa ia hanya berperan sebagai medigtdt penyelesaian kasus
itu, maka si polisi tersebut memaklumi posisinyang/atak bisa membuat
keputusannya sendiri, apalagi menentukan tawar-wenanegosiasi) nilai
sumbangan operasional untuk kepolisian. Dengansaganabercampur-aduk, B
menyampaikan keputusan yang ditawarkan oleh ssigelisebut kepada keluarga
bahwa ada permintaan demikian. Masalah pun diaaiihibleh kakak sulung dari
pihak yang terlibat penganiayaan. Dari keterangakak sulung pihak yang
terlibat, belakangan B mengetahui bahwa keempatkpeyang terlibat sudah
berhasil keluar dari tahanan setelah menyumbangmésy uang (yang
nominalnya tidak ia sebutkan secara past)arfg jelas, jumlahnya di bawah

angka semula yang diharapkan oleh polisi tatlifur B.

Berkenaan dengan kasus di atas, saya kemudian mesatah seorang
informan polisi (P) di Polres Depok. P yang jugangetahui kasus tersebut
menuturkan kepada saya soal peristiwa pengeroyg&ag menimpa warganya.
Menurutnya, masalah tersebut (kasus-kasus pengampymemang rawan
pemerasan. Pada prinsipnya, tidak masalah jikakgidepolisian menangguhkan
penahanan sepanjang kedua belah pihak telah bardamédak keberatan kalau
penyelesaian sengketa dilakukan di luar jalur hukatau diselesaikan secara
kekeluargaan. P juga menjelaskan bahwa pihak l®aoli akan selalu
mempersilahkan pihak-pihak yang bersangkutan umtekyiapkan surat-surat
yang diperlukan, asal tidak ada paksaan terhaddyekieelah pihak.

Sehubungan dengan kasus tersebut, menurut ketaraRga pihak
kepolisian sebenarnya telah merancang pertemuanaapthak keluarga pelaku

dengan pihak keluarga korban. Kedua belah pihalake¢pmengikat janji
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perdamaian setelah keluarga pelaku mengganti lpeygobatan korban (karena
keningnya lebam karena pukulan) sampai si korbanbsl dan ada jaminan

setelah itu tak ada lagi perkelahian atau pengaaiayang dilakukan oleh pelaku
dengan motif balas dendam terhadap si korban. Dpfasesnya, tiga surat dibuat
dan ditandatangani oleh pihak keluarga korban dsaksikan oleh kepala desa
(Kades), antara lain nota perjanjian damai, sueanphonan pencabutan perkara,

dan surat yang menyatakan tidak keberatan atasiggulaan penahanan.

Menurut Kasatreskrim (DH), proses penangguhan peraah di tingkat
Polres, khususnya di Polres Depok, sebenarnya m@legingkewenangan Kapolres
yang diajukan oleh Kasatreskrim. Pengambilan kegamtuatas penangguhan
penahanan pada akhirnya diputuskan oleh Kapolres asulan Kasatreskrim
berdasarkan keterangan penyidik polisi, pihak tegka dan keluarga tersangka.
Untuk proses tersebut biasanya dilakukan negosi@si tawar menawar yang
dilakukan oleh penyidik pembantu yang menanganilamatawar-menawar
tersebut memang ada sejumlah uang yang harus ldihedleh tersangka atau
keluarga tersangka sebagai “uang jaminan” atas nggdian yang besarnya
disesuaikan berdasarkan kesepakatan kedua beladk. pihka sudah ada
kesepakatan, maka tersangka bisa dikeluarkan dlasinan. Uang jaminan ini
disimpan oleh Kasatreskrim setelah dilaporkan kedk@as, untuk kemudian
dibagikan kepada para petugas yang menangani kgaog bersangkutan
disesuaikan dengan besar kecilnya “uang jaminamigydiberikan oleh para
tersangka atau keluarga tersangka.

Proses semacam di atas juga berlaku untuk pengaltananan. Menurut
seorang informan yang bertugas di Subbagwattat? s Depok, para penyidik
akan mengeluarkan para tersangka dari tahanampgieeriksaan yang dilakukan
telah mendapat surat dari kejaksaan (P-21), atah t@bis masa penahanannya,
atau adanya penghentian penyidikan, atau tidakysgbenahanan. Istilah P-21 ini
merupakan pemberitahuan tentang hasil penyidikawg gadah lengkap, dimana
tersangka dan barang bukti diupayakan untuk sedjgnapahkan ke kejaksaan.

Pada saat akan mengeluarkan tahanan, para petuggsinR berkoordinasi
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dengan para petugas jaga di SPK dalam mencari Wkegem terhadap para
tahanan yang dijadikan 86 (bahasa yang lebih haltisk para tahanan yang akan
dijadikan sumber uang). Mereka biasanya memberiasam “uang rokok”
kepada para petugas jaga yang kisarannya antarBsR)®0,- sampai dengan Rp.
50.000,-. Menurut penuturan A, para petugas jagakian terus mengumpat jika
mereka tidak diberi bagian oleh tersangka yandntéikeluarkan dari tahanan.

Proses pengeluaran tahanan yang dilakukan oleh pmaradik tersebut
ditanggapi oleh A dengan alasan bahwa, jika pekyndelakukan pemindahan
tersangka ke lembaga pemasyarakatan atau kejald=agyan harapan akan
mendapatkan keuntungan dari proses tersebut, madah ssepantasnya para
petugas jaga ini meminta bagian atau jatah “vangkiodari para penyidik
tersebut. Keterangan dari A menyebutkan bahwa peiabaiang (86) tersebut
berdasarkan kebijakan Kasat, yang biasanya seldihjakan ke Kapolres sudah
mendapat pemotongan-pemotongan, baik dari Kasatirsenaupun dari para
penyidik. Pemotongan tersebut mereka anggap sebagiin dari usaha mereka

sebelum uang tersebut masuk ke kas polisi.

A juga menuturkan bahwa dengan dukungan dana draag hanya
berupa bensin 10 liter atau sejumlah uang dengsarda antara Rp. 5.000,-
sampai Rp. 15.000,- untuk uang makan siang danmaledam yang dikeluarkan
oleh juru bayar, maka untuk mendapatkan penghasitabahan atau sampingan,
terkadang para petugas SPK melayani kunjungan aahdari keluarga dalam
waktu kunjung tahanan. Hal tersebut dilakukan dengarapan bahwa mereka
akan mendapatkan imbalan berupa “uang rokok” asiiths waktu yang mereka
berikan kepada para penjenguk tahanan. Meski wakitk mengunjungi tahanan
ditentukan berdasarkan kebijakan Kapolres (sebadyakkali dalam seminggu),
namun dalam praktiknya, terkadang waktu kunjungeteut bisa dilakukan setiap
hari. Para pembesuk yang masih keluarga tersanglsartya memberi “buah
tangan” berupa makanan, atau “uang rokok” dalarar&is antara Rp. 10.000,-
sampai dengan Rp. 20.000,- dalam sekali kunjungarg ydimaksudkan untuk

sekedar memudahkan urusan mereka.
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4.2. Interaks Polisi, Pengguna Jalan dan Pelanggar Hukum: Praktik
Pertukaran Uang dengan Kemudahan dan Keringanan

Pada bagian ini, saya ingin menggambarkan korélaial-balik antara
kepentingan pribadi dan kepentingan umum berdasakanya hubungan polisi
dengan pengguna jalan dan pelanggar hukum, yangamgkut isu kebijakan dan
kekuasaan dalam penegakan hukum. Dari sudut pandwsyarakat, polisi
dianggap sebagai orang yang bekerja dengan merkgurk@wenangan untuk
kepentingan organisasi yang diwakilinya atau kepgah pribadinya. Dari sudut
pandang polisi, seorang pengguna jalan atau sepeagggar hukum dipandang
sebagai objek untuk mencapai kepentingan si p@hsig lebih spesifik dari
tindakan yang ia diberikan. Oleh karena kerja pdlislapangan merupakan
sarana untuk menjalin hubungan sosial, maka masaiangan interaksi polisi
dengan para pengguna jalan dan juga pelanggar hbokiem saja dititikberatkan
pada terpeliharanya hubungan interaksi itu sengielainkan juga dititikberatkan
pada upaya saling ketergantungan, saling mematsatimg menanggapi, saling
membantu dan tolong-menolong. Cara-cara polisi ndataelakukan tindakan
yang ditampilkan di sini adalah sebagai katalis gyanemungkinkan polisi
bertanggungjawab atas tindakan mereka di lapangan.

4.2.1. Tindakan Polis: Faktor Kekuasaan dan Penafsiran terhadap Hukum
oleh Polisi di Lapangan

Bagian ini terfokus pada proses pemberian tindakenlisi yang
melibatkan beberapa tahap interaksi dengan parggpea jalan dan pelanggar
hukum, mulai dari pendekatan dan pemberian pejelagaksi pengemudi dan
sikap polisi, serta faktor-faktor yang mempengarikputusan polisi dalam
memberikan tindakan mereka. Sebagai contoh, adakghijakan yang
mewajibkan polisi untuk memberi salam, sapaan, skimyuman kepada para
pengguna jalan atau pelanggar hukum (Muhammad, :199953). Untuk
mengetahui sejauhmana kebijakan tersebut dilaksanak lapangan, maka

pengamatan dalam penelitian ini ditujukan padalgelaaan kebijakan tersebut
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dari jarak yang cukup jauh, dikarenakan kebanyabalsi berusaha menjauh
ketika mereka merasa diawasi. Ketika saya bermasigembangkan kerjasama
dengan sebagian polisi, dalam praktiknya di lapardjemukan bahwa sebagian
polisi tersebut mengakui jika kebijakan tersebuarng dilaksanakan, mengingat
mereka kerap menghadapi para pengguna jalan akaogger hukum yang yang
terlebih dahulu memasang muka masam, bahkan derigadap polisi.

Objek yang selanjutnya diamati adalah bagaimana palisi memberikan
penjelasan tentang pelanggaran yang dilakukan phkaia pelanggar hukum.
Dalam pengamatan, biasanya polisi terlebih dahuamimta pelanggar untuk
turun dari kendaraan. Polisi juga meminta pelanggéumk memperlihatkan surat-
surat kendaraan sebelum menjelaskan pelanggargrdifakukannya. Perdebatan
kadang terjadi antara polisi dan pelanggar, teratpada saat menanyakan pasal
kesalahan yang dilakukan sebelum turun dari keadaatau memperlihatkan
surat-surat kendaraannya. Pengamatan di sini dil@upada sikap-sikap serta
bahasa-bahasa yang dikeluarkan oleh polisi dannggé hukum pada saat
pemberian penjelasan berlangsung. Dalam pengamettn ditemukan adanya
sikap-sikap polisi yang menunjukkan arogansi sepeeimbentak, memerintah,
menarik-narik, atau sikap-sikap lain yang diangkiaang simpatik bagi warga.

Adapun reaksi yang diberikan oleh para pelanggakummu biasanya
menunjukkan sikap-sikap yang menentang, atau bafmmesnelas (meminta untuk
dibebaskan, atau meminta damai) kepada petugasi.pételanggar yang
menentang atau tidak menuruti permintaan poligu(skh 15 kasus) seringkali
dipandang sebagai tidak menghargai petugas. Semgenpelanggar yang
memelas biasanya sangat menghargai petugas, yakgpdksikan dengan cara
mengangguk-anggukkan kepala pada saat mendengpesgelasan petugas.
Selama pengamatan, ditemukan bahwa sebagian belserggar (sejumlah 25
kasus) justru meminta damai, dengan cara membeg §iain) yang sebelumnya
diawali dengan sikap-sikap memelas atau ungkapgkajpan seperti: Kita
selesaikan di sini saja, pgK damai saja ya, pdkdan sebagainya.
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Berdasarkan pengalaman para informan, ada tigaypolg dilakukan oleh
para pelanggar hukum di jalan raya pada saat terfi@ang oleh Polantas:

Pertama pelaku mengaku kerabat polisi atau pejabat ksjpoli Cara ini
merupakan pola yang paling umum yang dikombinasi@angan pengakuan
pelaku pelanggaran atau penyelipan kartu nama giejapolisian. Saat disetop
polisi, pelaku memasang tampang percaya diri danidaga dengan suara lantang
dan penuh keyakinan. Sebagai contoh, pada saai podinegur: Ma’af, anda
melanggar pasal..., karend...Pelaku menjawab: Ya sudah, tilang saja
sekarang! Polisi balik bertanya: Ma’af, memangnya anda siapaPelaku balas
bertanya: Memangnya kenapa? Mau anda tilang lebih besar la@gé@mbari
menunjukkan simbol-simbol kepolisian yang sengaipgawa). Polisi menjawab:
“Ya sudah, lain kali hati-hati yaPola yang demikian ini seringkali efektif, dan
jarang gagal. Taktik pelaku semacam ini mengarahleavan bicara untuk
melakukan hal yang justru tidak diinginkan. Menyurpolisi untuk menilang
dengan lantang akan memicu reaksi dalam diri polesag menilang, yaitu
respons negatif saat menanggapi sebuah persuasigga tindakannya justru
kebalikan dari persuasi yang diberikan (melepasicantidak menilang). Pola ini
dikenal sebagai “gertak sambal’, dimana seseoraeggambil peran yang
mengisyaratkan kekuatan yang lebih besar dari gabgnarnya dimiliki. Karena
seringnya digunakan, maka pelaku akan berhatiglsdéim melakukannya dengan
tidak berbohong, termasuk tidak mengaku saudaeamilemang bukan saudara
pejabat, atau tidak memberi nomor telepon yandthisa dihubungi, atau tidak
memberi kartu perkumpulan ojek motor jika bukarandg ojek. Namun demikian,
tidak jarang juga polisi yang memperhatikan gerakkgmencurigakan dari para

pelaku yang justru berbuah tilang yang lebih berat.

Keduag pelaku mengaku sedang banyak masalah. Cara myiaheocok
bagi para pelaku yang memiliki kemampuan teateriBelgitu polisi menyetop,
para pelaku biasanya segera memulai penjiwaan deoga menelengkupkan
tangan, membasahi mata dengan air mata, dan menarikigus agar terdengar

seperti menangis. Sepanjang interogasi, merekaageijontak mata yang minim
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dengan polisi, kemudian menggerakkan tangan damttemuka seperti sedang
depresi. Sebagai contoh, pada saat polisi menédWia’af, anda melanggar
pasal..., karena!..Pelaku menjawab: Aduh, ma’af deh pak, saya lagi banyak
masalah, nih.Tadi saya liat sih di depan ada lampu merah, tagyasgak liat
bapak. Ma’af ya pak, pikiran saya lagi kusut! Jaoliong deh pak jangan tilang
sayd (sembari diucapkan dengan nada frustasi dan dialangan suara lirih
seraya menangis). Polisi menjawal‘a“udah, kalau lagi banyak masalah, lain
kali hati-hati ya.. Dalam pola yang demikian ini, para pelaku kerap
memanfaatkan sisi baik dari seorang polisi. Alaganbahwa manusia pada
dasarnya memiliki hati nurani yang dibimbing olalainmoral dalam lingkungan
sosial. Oleh karena membutuhkan penghayatan yamglatean, maka cara ini
sangat mudah dikenali oleh polisi. Sekali diala@hopolisi, tentunya ia akan
selalu terkenang, sehingga bagian akhir percak#pdinmalah menjadi: Aah!
Sudah! Sdah! Ga usah pura-pura! Kemarin ada jugagykayak kam?u!

Ketiga pelaku mengaku mengerti hukum. Pola ini kerapkdikan meski
si pelaku tidak pernah kuliah hukum. Sebagai conpalla saat polisi menegur:
“Anda melanggar pasal..., karena.RPelaku menjawab: Maaf pak, rambunya
gak kelihatan, ketutupan pohon sih. Lagian sayaubaertama kali lewat sini,
jadi saya kurang paham sama jalananriyRolisi balas menjawabYa, tapi anda
tetap melanggar, dan harus ditilahgPelaku menjawab lagi:Wah, nggak bisa
langsung ditilang gitu dong, pak! Kan saya sudalary tadi alasannya, jadi
kesalahan bukan di pihak saya. Jadi, tidak bisaed#kan sanksi! Polisi
memberi alasan:Aturannya, kalau anda melanggar, ya kena sahi#laku tak
kalah beralasan: Saya ini mahasiswa hukum pak. Jadi saya tahu aturan
persidangan. Jelas saya tidak bersalah karena tidiakformasikan sebelumnya
bahwa apa yang saya lakukan itu salah. Siapa yasg memberi tahu saya?
Polisi menjawab: Justru itu anda saya stop, dan saya beritahu balanda
melanggar? Pelaku menjawab lagi: Betul sekali, terimakasih pak Polisi
menegaskan: Tapi anda tetap ditilang! Pelaku menjawab: Wah, saya yakin,
sebagai penegak hukum, bapak juga pernah belajakuinu seperti saya.

Pelanggaran kali ini tidak kena tilang pak, tapirt@tnya jika saya melanggar
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lagi, baru saya bisa ditilarig Polisi semakin menegaskan:Yd sudah,
ngomongnya nanti saja di persidangarfPelaku mengelak:Menurut yang saya
pelajari, tidak semua pelanggaran harus masuk pgersgan kalau sudah diberi
alasan. Saya bahkan tidak menyalahkan aparat yaglgtakkan rambu di tempat
yang tidak terlihat. Polisi akhirnya bosan berdebat dan berujafta ‘sudah, pergi
sana! Dalam pola yang demikian ini, para pelaku memhkan pemahaman
terhadap hukum. Di samping itu, mereka juga memgetbenar jika kejiwaan
seseorang bisa terganggu ketika mendengar ocehap tgaus-menerus dalam
jangka waktu tertentu. Karenai itu, pikiran polissa menjadi kacau pada saat

mendengar rentetan alibi yang terus-menerus danekekkan telinganya.

Dari ketiga reaksi pelanggar hukum di atas, baikgyanenentang atau
bahkan memelas, sama-sama mempengaruhi keputugankebijakan polisi
dalam melakukan tindakan selanjutnya. Sebagai pedan dari keputusan akhir
polisi, seorang petugas polisi harus menentukatekian yang akan diambilnya
terhadap pelanggar yang ia proses. Meski demikeakadang polisi menawarkan
pertanyaan yang memberi pilihan kepada pelanggaukumemutuskan sendiri
tindakan akhir polisi (ditlang atau damai) yangpdia dikategorikan sebagai
kebijakan polisi di lapangan. Adapun kebijakan ydrmjau di sini adalah yang
berkenaan dengan pelaksanaan penegakan hukunndliu s lapangan.

Sebagaimana disebutkan pada bab sebelumnya (Bgtmai2), pimpinan
dalam organisasi Polri telah mengeluarkan bebepgianjuk lapangan yang
dapat membantu petugas lapangan dalam mengamhitusgm dan tindakan
mereka. Ketentuan tersebut selanjutnya mengatutaken yang semestinya
diambil dalam menghadapi suatu jenis pelanggar&arhuSebagai contoh, oleh
karena pelanggaran rambu lalu-lintas di jalan raligolongkan sebagai
pelanggaran ringan, maka para pelanggar dapat hdipgaingatkan saja. Hal
tersebut dapat digunakan untuk mengendalikan pepitgemkeputusan Polantas
di jalan raya. Dalam praktiknya di lapangan, ketaja tersebut jarang dapat
dilaksanakan secara konsisten oleh para polishtngghran yang serupa di tempat

yang sama dalam waktu yang juga hampir bersamdamakan tindakan yang
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berbeda ketika menghadapi banyaknya pelanggararg yerjadi, dimana
pengambilan keputusan oleh polisi tidak merujukgppeémbatasan-pembatasan

yang digariskan dalam suatu kebijakan.

Perbedaan perlakuan dapat terjadi karena faktaasityang berperan
dalam menentukan keputusan yang diambil oleh pol&ebagai contoh,
pelanggaran jalur atau marka jalan yang dilakukki @engendara pria akan
berbeda penindakannya (apakah akan ditilang, memenjgdan damai, atau
dibiarkan berlalu), jika hal tersebut dilakukanlolgengendara wanita, atau anak
muda, atau seseorang yang dianggap penting. ddarffaktor situasi seperti
jenis kelamin, status sosial, atau bahkan tingkaku | pelanggar dapat
mempengaruhi keputusan yang akan diambil olehip&lestanyaan yang muncul
selanjutnya adalah bahwa mengapa para polisi @nkpgn tidak melaksanakan
kebijakan, atau petunjuk teknis dan pelaksanadmigudan juklak) yang telah

dikeluarkan oleh atasan mereka?

Beberapa informan yang dijumpai di lapangan mendg@kan alasan
bahwa kebijakan tersebut seringkali tidak sesuaigde permasalahan yang
dihadapinya. Oleh karena kebijakan tersebut juganga ditinjau kembali, maka
sebagai akibatnya para petugas di lapangan selimggagembangkan kebijakan
mereka sendiri yang didasarkan pada pemahaman, alpemn, serta
pertimbangan mereka sendiri. Kebijakan yang merekat didasarkan pada
asumsi bahwa kadar atau keseriusan suatu pelangdéeatukan oleh beberapa
konsekwensinya, sehingga secara implisit merekan ak@&ngembangkan

kebijakannya sendiri, atau bahkan menyimpang ddnijékan yang ada.

Kecenderungan seseorang untuk berbuat menyimpasgngguhnya
bukan hanya monopoli petugas polisi. Jika ada ipgdisg menyimpang dari tugas
dan wewenangnya, maka hal tersebut menjadi sorptavik dikarenakan
lembaga kepolisian merupakan institusi penegakkdwin. Secara garis besar,
ada tiga jenis penyimpangan yang dilakukan olelsp®ertama penyimpangan

yang secara kasat mata dilakukan untuk keuntungdmadd polisi yang
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bersangkutan.Kedua penyimpangan alternatif yang dilakukan dengana car
menaikkan biaya pelayanan publik (melebihi biaysmg oleh polisi.Ketiga
penyimpangan administratif yang dilakukan dengara amenggelapkan dana
internal organisasi kepolisian untuk kepentingaibgati polisi. Ketiga jenis
penyimpangan ini berlangsung sejalan dengan treghsioritas di lembaga
kepolisian yang telah ditanamkan sejak awal masdigikan polisi.

Asal-usul tingkah laku polisi yang berbuat menyimpaebenarnya dapat
dilacak pada pertukaran antara kekuasaan yangildibekepada polisi dengan
faktor peluang yang menjadi sangat dominan sejdisipberada di jajaran
terdepan pelayanan masyarakat atau penegakan hiaktor peluang tersebut
muncul terutama disebabkan oleh kekuasaan yangildibeoleh hukum kepada
polisi untuk mengambil tindakan dalam situasi t&emenurut pertimbangan
sendiri atau kekuasaan diskresi yang menempatkbadprmolisi sebagai faktor
sentral dalam penegakan hukum. Dengan kekuasasgbter hukum di tangan
polisi menjadi hidup sesuai kehendak polisi. Dakonteks ini, yang kemudian
terjadi adalah penafsiran polisi atas hukum kedaiachekan-tindakan nyata di
lapangan yang merupakan realitas hukum yang sebgnar

Bagi polisi yang kurang memiliki integritas morang cukup, kekuasaan
yang dimilikinya tentunya sangat menggoda untuledjpnakan ke arah lain yang
bukan untuk tegaknya hukum dan keadilan masyarakahg terjadi justru
sebaliknya, demi kepentingan pribadi misalnya, maokkan dengan sengaja
suatu perkara (yang sesungguhnya merupakan pepkadata) menjadi perkara
pidana, sehingga yang seharusnya menjadi tersaigkean dibungkus alasan
hukum tertentu) justru tidak disidik, melainkan seé&r sebagai saksi atau malah
tidak disidik sama sekali, hanya untuk mendapatkenntungan bagi pribadi
polisi. Tindakan ini sulit diungkap, sehingga tetagnjadi sisi gelap pekerjaan
polisi. Kesulitan utamanya karena adanya selimukuhru yang menutupi

tindakannya, yang sewaktu-waktu dapat dipergunak&mpolisi.
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Dikarenakan melekat dengan wewenang yang dilindubegin hukum,
tindakan polisi yang meyimpang menjadi sangat sultuk diungkap. Adanya
diskresi yang memberi kewenangan polisi dalam nmibgakeputusan di
lapangan pada akhirnya membuka peluang bagi timdalkang menyimpang
berupa negosiasi atau tawar-menawar dengan pelahggam untuk memberi
imbalan kepada petugaSebagai contoh, penanganan dalam kasus narkoba yan
terkadang dilakukan pada saat polisi melakukanardzijalan raya. Seseorang
yang tertangkap memiliki seratus bugicstassydi kendaraan mereka misalnya,
seharusnya memenuhi kategori sebagai bandar. Nanelalui negosiasi dengan
petugas yang menangkap atau melakukan raziauhaisia diatur dengan tuduhan
bahwa si tertuduh hanya sebagai pemakai. Caraayand bukti yang ditemukan
hanya dikatakan sebanyak sepuluh butir. Satu dikiitmsumsi tersangka, sisanya
menjadi barang bukti. Sementara, sembilan pululr @ubhnya dapat dihilangkan
oleh polisi. Hal tersebut merupakan contoh keciti d®bagian kasus-kasus

penyimpangan polisi yang ada.

Dengan kekuasaan serta kewenangan yang dimiliki jptdisi, persoalan
hukum menjadi tidak harus diselesaikan oleh jakemgadilan, melainkan dapat
diserahkan penyelesaiannya pada keputusan anggida @ lapangan. Sebagai
contoh, seorang Polantas tidak memberikan sueaigiikepada pelanggar lalu-
lintas dikarenakan bahwa jika si pelanggar terseBuiiang justru akan
menimbulkan kemacetan. Contoh lain, dalam hal letgah misalnya, seorang
polisi bisa saja melepaskan tembakan kepada pgkakg melawan dikarenakan
bahwa jika tidak dilumpuhkan, maka pelaku terselengancam keselamatan
polisi, membahayakan orang lain, atau melarikanutituk mengulangi kejahatan
serupa. Jadi, penggunaan diskresi merupakan kekuasauk menyelesaikan
persoalan masyarakat secara cepat dalam mencipkakamanan dan ketertiban

® Walker dalam Barker & Carter (1999) menyebutkamvzdiskresi adalah wewenang yang
diberikan hukum untuk bertindak dalam situasi kisusesuai dengan penilaian dan kata hati
instansi atau petugas itu sendiri. Faal (1991jugg menyebutkan bahwa karena diskresi
diartikan sebagai kekuasaan otoritas yang dibeikaim hukum untuk melakukan tindakan dengan
dasar penilaian atau kata hati. Hal ini digunakamgéin pertimbangan moral dari pada hukum,
maka dalam pelaksanaan tugas polisi di lapangdisj [atih mengutamakan pertimbangan moral
dari pada hukum.
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ketidakadilan yang terwujud dalam bentuk tindakaisp yang diskriminatif.
Akibatnya, penegakan hukum oleh polisi menjadi Kidaasti, serta rentan

terhadap penyalahgunaan dan peyimpangan tugaselaenang.

Bagi polisi umumnya, penggunaan diskresi akan maeghi dua hal yang
sangat dilematis, yaitu mengenai apakah mereka maregakkan hukum untuk
menjamin kepastian hukum dan keadilan, ataukah kuledan tindakan untuk
mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat. ddrae atas dilema
tersebut diupayakan dengan memikirkan bagaimanaeimgehgawasan untuk
mengontrol penggunaan diskresi dari tindakan mepgig. Sejauh ini, konsep
diskresi belum begitu dipahami oleh anggota polksgikalipun sesungguhnya
banyak dipraktikkan dalam berbagai kasus. Namukarehakan tidak adanya
data yang akurat mengenai bagaimana diskresi laks#inakan, maka persoalan
tersebut tidak dapat dijadikan sebagai pedoman kumtengambil langkah-
langkah kebijakan. Dilematisnya lagi, penggunaaskresi ini berangkat dari
asumsi bahwa, di samping sebagai penegak hukunsi poja adalah pribadi

yang mandiri yang diatur oleh undang-undang.

Sebagai aparat yang terikat oleh aturan kepegawagrsnya, seorang
polisi akan selalu berada pada komando pimpinanDaam kapasitasnya
sebagai penyidik misalnya, setiap keputusan damakian polisi selalu
dipengaruhi oleh hubungan yang dibangunnya bersatasannya di kantor.
Belum lagi masalah-masalah lain yang ada padaydirimulai dari pengetahuan
dan penafsirannya terhadap aturan, latar belakagigikan, masa kerja,
kehidupan ekonomi, dan reaksi publik atas tindgkalisi, yang kesemuanya itu
dapat mempengaruhi kualitas keputusan penyidikndateenggunakan diskresi.
Di lapangan, pelaksanaan diskresi ini biasanyangigeihi oleh sejumlah faktor
seperti ras, umur dan jenis kelamin para pelangg&um yang mempengaruhi

diskresi kepolisian.

Pada dasarnya, tidak semua aturan dan kebijakamisesgi kepolisian

dapat dilaksanakan oleh polisi di lapangan. Sebeagaioh, dalam pelaksanaan
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tugas penegakan hukum, aturan hukum yang berinki&adilan dan perlindungan
terhadap hak warga terpaksa dikalahkan karenangmtigan lain, misalnya
pertimbangan untuk menciptakan keamanan dan Kedartmasyarakat. Dalam
konteks ini, diskresi dipahami oleh para polisi agdo kebutuhan organisasi
dalam mewujudkan Kamtibmas. Jika demikian, mak&rds dapat dipahami
sebagai keleluasaan petugas dalam melaksanakasttigges di lapangan, yang
mempengaruhi cara kerja polisi serta corak diskkegiolisian, terutama dalam

hal penangkapan.

Dalam melakukan penangkapan, motif polisi yang rakhgunakan
kewenangan didasari oleh faktor-faktor yang memietiakan warga di atas
kepentingan yang lain. Faktor-faktor seperti sikagas sosial, jenis kelamin, usia
dan suku bangsa juga kerap mempengaruhi keputwsatirdlakan polisi untuk
menangkap seseorang. Dalam hal ini, polisi menkajukya melalui cerita-cerita
yang meyeramkan bahwa jika ada warga yang mengatadahal buruk tentang
polisi, maka ia akan diperlakukan lain dari wargagy sopan dan hormat kepada
polisi. Terlebih lagi, adanya laporan warga mengkesan negatif terhadap polisi
pada gilirannya akan menentukan tindakan polisingetnya.

Di bidang lalu lintas, faktor-faktor yang mempengar penggunaan
diskresi polisi, antara lain adalah lamanya tudg@asggi rendahnya pangkat atau
jabatan, serta tingkat frustasi para polisi di fa@n terhadap penundaan dan
rendahnya tingkat pembuktian dalam sistem terseBatain sifat dan jenis
kejahatan pelaku, struktur kekuasaan juga berpehgaerhadap penerapan
diskresi seorang polisi di lapangan. Dari sisi pgnggunaan diskresi merupakan
jawaban untuk mengatasi sumber daya manusia yandikilioleh kepolisian.
Untuk memutuskan masalah mana dan bagaimana cangatasinya, para
pembuat kebijakan dan petugas di lapangan mendes#éridakan mereka pada
asas keperluahArtinya, polisi baru menggunakan diskresi jika naem hal itu
diperlukan, dan dalam kapasitas seperlunya sajaalenmasalah yang muncul
(urusan yang justru tidak perlu dalam konteks kelam diskresi sebagai jalan

® Cohen dalam Bailey (1995) berpendapat bahwa ntagateg dihadapi dalam pelaksanaan
diskresi adalah pesoalan mengenai bagaimana melkghaseputusan kebijakan yang baik.
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pintas bagi polisi) terkadang dimanfaatkan oleh ak&runtuk hasrat pribadi
seperti penggeledahan yang memerlukan pemeriksalhmuls detil anggota
badan. Karena itu, diskresi yang berlebihan merapasumber penyimpangan

yang potensial terhadap konflik antara polisi dasyarakat.

Contoh kasus yang mendukung pernyataan di atasadata kasus-kasus
yang berhubungan dengan tindakan polisi di lapan@eetugas patroli dan
penyidik) yang memiliki otonomi lebih besar dibamgkan dengan polisi-polisi di
satuan lain (staf polisi di kantor). Dalam pengdarbikeputusan misalnya,
seorang penyidik lapangan yang tidak berseragam lekéh tidak terawasi, baik
oleh para penyelia atasannya maupun oleh kontrblippypada saat mereka
bertugas di lapangan, jika dibandingkan dengan patugas polisi yang
berseragam. Karena itu pula, para pengamat palsi kerap mengkhawatirkan
soal diskresi yang dihubungkan dengan tindakanpaepengawasan sembrono
dan kecilnya rasa tangungjawab yang dapat menggeada petugas lapangan

untuk "bekerjasama” dengan para pelanggar hukum.

Diskresi juga tidak hanya dilakukan terhadap perkangan seperti
pelanggaran lalu-lintas. Hasil penelitian ini mep#kan dua jenis situasi yang
menunjukkan bahwa lapangan diskresi sangat luadidiak hanya terbatas pada
penyimpangan saja. Kedua jenis situasi ini menekapaposisi masing-masing
tindakan diskresi yang bersumber dari tugas danemaeng polisi, yaitu menjaga
ketertiban ¢ocial ordej sekaligus menegakkan hukuntavw enforcement
Pertama jika penegakkan hukum dilakukan atas inisiatifigpasendiri, maka
dalam kasus ini polisi sendirilah yang memprakatsalakan yang diambilnya
untuk suatu kejadian tertentu. Semuanya karenaatiigolisi (apakah mau
menangkap, menahan, atau membiarkan) dan tergapadaykemauan si polisi.
Di sini, kesempatan diskresi menjadi relatif bed@edug tindakan diskresi
terkadang dilakukan atas dasar panggilan dikarenak@anya warga yang
melapor. Tindakan diskresi di sini relatif kecilarkna polisi hanya berusaha

menindaklanjuti permintaan warga tersebut.
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Pada kasus dimana polisi bertindak sendiri, diske¥sebut tidak dapat
ditangani berdasarkan kontrol organisasi, sedangieata kasus dimana polisi
bertindak atas permintaan warga, kontrol organisasnjadi dapat dilakukan.
Pada kasus tindakan polisi berdasarkan laporanaypmdisi melakukan tindakan
diskresi paling sedikit, kecuali ketika si tertudabalah kerabat, kenalan, dan
sebagainya, sehingga diskresi menjadi hal yangaoial dan dapat dipengaruhi
oleh kebijakan institusi. Perkara yang didapat semdeh polisi menghasilkan
diskresi yang lebih besar dari pada yang didaest laporan warga, dimana polisi
biasa menanganinya untuk menjaga hubungan baikaaptdisi dan masyarakat.
Penggunaan diskresi juga berpotensi terhadap koadfliara bagian administrasi
(yang khawatir akan penyalahgunaan diskresi damshBe membatasi ruang
gerak petugas lapangan) dengan para petugas lapafgmng banyak
menggunakan diskresi dan berhasrat untuk mendapkéwntungan).

Contoh-contoh pemberian, sebagaimana yang dilakwkalm pengguna
jalan raya di atas, juga dilakukan oleh penggusa engamanan dari kepolisian
yang berlangsung dalam pelaksanaan tugas penj&gagatan masyarakat atau
permintaan bantuan warga terhadap polisi. Untulayaih Depok, secara rutin
para petugas Samapta melakukan penjagaan terhad@atttempat atau objek-
objek vital antara pukul 08.00 sampai dengan pakub0 secara bergiliran, yang
pelaksanaannya diatur oleh Kaur Binops Samaptaer&egan dari salah seorang
informan polisi (K) yang bertugas di Satsamapta yebntkan bahwa para
petugas dari Satsamapta mendapatkan penghasilamaltanrmya dengan cara
menerima pemberian dari para pengguna jasa pengani@@rupa jatah makan
atau minum yang dibayarkan dalam bentuk uang dengatah antara kisaran
Rp.15.000,- sampai dengan Rp. 20.000,- untuk seka&lhjagaan yang
dilakukannya. Penjagaan tersebut berdasarkan pawirpaan pemilik objek-
objek vital seperti kantor-kantor perbankan, ka#i@mtor pemerintahan, pusat-
pusat perbelanjaan, tempat-tempat hiburan, atagpaetampat umum lainnya
yang sering menjadi sasaran penjarahan atau pagumek rasa. Sehubungan
dengan ini, K juga menambahkan bahwa para petugam@a yang ditugaskan

menjaga bank mendapatkan biaya tambahan sebeshd.B0,- per hari.
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Dari berbagai kasus yang dicontohkan di atas, s@bagarga yang pernah
berurusan dengan polisi hampir mahfum bahwa denlda cara polisi
menambah penghasilan mereka. Jika gaji seorangi mhliapangan dipandang
kecil (lihat lampiran 2), maka seolah dianggap wpaia sebagian polisi di tingkat
diskresi mencari penghasilan tambahan di laparn@ara-cara instan polisi dalam
menjaga “hubungan baik” dengan para pengguna jelsgggnan di kantor polisi
justru dilakukan oleh para pengguna jalan dan pgan hukum pada saat
berurusan dengan polisi di jalan raya. Alasannyamaaproses “damai” dengan
polisi yang biasa dilakukan justru dianggap sudehjadi tradisi, bahkan menjadi

bagian dari kehidupan masyarakat.

4.2.2. Kasus Penegakan Hukum oleh Polantasdi Jalan Raya

Jalinan hubungan sosial antara polisi dan masyeayakey dibahas di sini
adalah praktik-praktik pelayanan polisi di lapangamg ditunjukkan oleh para
petugas Polantas di jalan raya. Pada bagian im dkaaikan mengenai contoh-
contoh kasus yang berkenaan dengan interaksi pdisi pengguna jalan dan
pelanggar hukum, terutama ketika polisi menghentkendaraan mereka. Dalam
menjalankan tugasnya, polisi berhadapan dengararatbukum. Tugas dan
wewenang polisi ini berkaitan erat dengan hak damakiban warga negara, yang
oleh sebagian pengguna jalan kurang diketahuigerai Sebenarnya, tugas dan
wewenang polisi yang utama di lapangan adalah gahes (Pasal 19 [2] UU
No. 28/1997). Berdasarkan aturan tersebut, patisikt sepatutnya membiarkan
pengemudi melakukan pelanggaran. Jika polisi mahgetadanya pengemudi
yang berupaya melanggar aturan hukum, polisi mkmHkewajiban untuk
memberitahukannya agar tidak melakukan pelanggdiajalan raya. Meski
percobaan pelanggaran tidak dapat didenda oleth RagdJHP.

Dalam suatu kasus, ada saja polisi yang membigvkéanggaran terjadi,
kemudian bertindak agar pengemudi dapat didendda Bal ini terjadi,

pengemudi dapat berdalih mengapa setelah mengetdhnya pelanggaran justru
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polisi tidak mencegah. Dari situ, polisi dapat dga¢éahkan karena tidak berusaha
melakukan tugas utamanya dan tidak memiliki itikaik terhadap si pengemudi.
Kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa pada egatit pelanggaran dan
pengemudi diberhentikan oleh polisi, biasanya fampgar menjadi panik. Yang
terpikir olehnya adalah bagaimana menyelesaikanalaassecepat mungkin.
Berdasarkan pengalaman warga yang pernah ditiletgpmlisi, “uang” menjadi
cara terbaik untuk menyelesaikannya. Polisi jugayadari hal tersebut. Dalam
kasus lain, ada saja polisi yang berusaha dengagajge mengupayakan “jalan
damai” di jalan. Pengemudi yang melanggar biasahyanta untuk membayar
langsung di tempat kejadian tanpa diberi surangilaBiasanya, polisi yang
bersangkutan mengulur waktu dalam mengisi suatdisambil menanyakan hal-
hal yang tercantum dalam SIM/STNK dengan membesekgatan kepada para

pengemudi untuk mempertimbangkan denda yang hévagat.

Dalam kasus penilangan, Kasatlantas (IP) meneranggiawa polisi tidak
berhak menyita kendaraan atau STNK kecuali kendatamsebut diduga hasil
tindak pidana, pelanggaran yang mengakibatkan kamatengemudi tidak dapat
menunjukan STNK, atau pengemudi tidak dapat mekanjBIM (Pasal 52 UU
No. 14 1992). Setiap pengemudi memiliki dua altefnterhadap tuduhan
pelanggaran yang diajukan oleh Polantas, yaitu nmaaeatau menolak tuduhan
tersebut. Jika si pengemudi menerima tuduhan daramatangani surat tilang,
maka ia harus bersedia membayar denda ke banlgdahmbat lima hari sejak
dilakukan penilangan. Tempat pembayaran adalah Rk terdekat yang
disesuaikan dengan tempat kejadian. Si pengemualn akberi surat tilang
berwarna biru yang berisikan data diri, kendaradentitas si Polantas, besarnya
denda yang harus dibayar, serta pasal yang dilan§gaat atau kendaraan yang
ditahan dapat diambil bila si pengemudi dapat mpikam bukti pembayaran dari
bank yang ditunjuk oleh pihak kepolisian.

Jika si pengemudi keberatan dengan dakwaan pelenggerta denda
yang diajukan oleh Polantas, maka ia akan dibeatstiang berwarna merah

yang tidak harus ditandatangani. Polantas akan mamditan mengirim surat
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tilang warna hijau untuk pengadilan, warna putiltudnkejaksaan, dan warna
kuning untuk arsip kepolisian. Dalam surat tilaegsebut tercantum nama dan
pangkat Polantas yang tertulis dengan jelas, yanbatiknya terdapat bukti
penyerahan surat atau kendaraan yang dititipkamat 8lang yang diberikan oleh
polisi merupakan surat panggilan sidang ke pengadiegeri di wilayah
terjadinya pelanggaran. Penentuan hari sidang nhekaer waktu lima sampai
dua belas hari, dan barang sitaan baru dapat déddrab pada si pelanggar

setelah ada keputusan hakim yang menyelesaikaanaena.

Gambar 4.5. Proses Penindakkan Pelanggaran (Tiadg)an Raya
(Sumber: Satlantas Polres Depok).

Sebutan untuk persidangan kasus pelanggaran maasliadalah Acara
Pemeriksaan Cepat (APC). Dalam proses tersebud featuduh pelanggaran
ditempatkan di suatu ruangan. Kemudian hakim aka&amamggil nama-nama
tertuduh satu per satu untuk mendengarkan dakwietelah denda dibacakan,
hakim akan mengetukan palu sebagai tanda kelussngtu putusan. Sebelum
palu diketukkan, si pengemudi dapat mengajukan ratdbe. Secara teori,
Polantas yang bersangkutan akan turut ke pengaégamudian si pengemudi dan
Polantas akan beradu argumentasi di depan hakida paktiknya di lapangan,
kebanyakan pengemudi tidak sempat mengajukan argasiekarena setelah
membacakan denda, hakim langsung mengetukan palk orenutup sidang. Di
samping itu, Polantas yang bersangkutan juga kidag ada di tempat. Bila si

pengemudi keberatan atas keputusan hakim, ia daeatgajukan kasasi di
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ruangan yang berbeda, dan si pengemudi dipersilakananti dalam jangka
waktu lama tanpa prosedur dan pelayanan yang pasti.

Praktik di atas menggambarkan bahwa ternyata lebidah untuk
memberi “uang damai” kepada polisi ketimbang meunwilperaturan. Meski
pemberian “uang damai” kepada Polantas dapat dieenandak pidana penjara
paling lama dua tahun delapan bulan (Pasal 209 KUidPnun dalam praktiknya
di lapangan publik pun tidak dapat menimpakan sélukesalahan kepada
Polantas, karena warga sendiri kerap mendapat kegeut dari praktik-praktik
pertukaran semacam itu. Kasus-kasus yang digaliagiitngan menunjukkan
bahwa sebagian warga lebih memilih “berdamai” dengara memberi “uang
damai” kepada polisi sekedar untuk tidak mendapatesulitan di jalan raya,

dibanding harus mengurus kasus pelanggarannya s&epangadilan.

Untuk mendapatkan kemudahan yang diberikan olelsipdhalam pikiran
warga yang terkena tilang adalah bukan lagi pada sleng yang ia terima atau
proses pengadilan yang harus ia tempuh, melain&da jumlah uang pecahan di
sakunya yang harus diberikan pada polisi. Berilagilhvawancara dengan salah
seorang warga yang menunjukkan berlangsungnya grepsetukaran (uang
dengan kemudahan) dalam hubungan interaksi palisingasyarakat di jalan raya
yang mendukung contoh di atas. Peristiwa ini drikan oleh seorang pedagang
berinisial RM (32 tahun) yang sudah beberapa kaladg polisi karena kerap

melanggar rambu lalu-lintas:

“Memang saya (RM) sering tidak awas mengendaraiedap
motor. Kadang-kadang, saya memasuki lajur jalangydoelum
boleh dimasuki sebelum jam 16.00 (Jalan Raya Bagah ke
Jakarta). Seperti biasa, polisi yang menangani pggaran
menggiring saya ke suatu tempat, lalu menyebutldanggaran
yang saya lakukan beserta pasal-pasalnya. Setetahenksa SIM
dan STNK, ujung-ujungnya polisi tersebut menanyalpakah
saya akan disidang di pengadilan atau ‘di sini’ @afSaya pun
mengerti maksud ‘di sini’ saja itu. Artinya, dissdékan di jalan
tanpa perlu melalui sidang pengadilan. UUD-lah (hadJjung-
Ujungnya Duit), apa lagi. Karena saya tidak meniilbanyak
waktu, maka saya terpaksa memilih ‘di sini’ sajajty memberi
polisi tadi sejumlah uang, sebab jika memilih siga pengadilan
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prosesnya belum tentu cepat, malah bisa saja sigef@nggaran
lalu-lintas yang saya jalani dibatalkan begitu sajanana
tempatnya jauh lagi. Meski begitu, saya sering jugerasa
bersalah waktu menyelesaikan kasus tilang dengaa weemberi
uang pada polisi tadi. Secara tidak langsung safaht membuat
polisi tadi melakukan korupsi. Saya yakin, uanggyaaya berikan
tadi belum tentu masuk ke kas negara, tetapi julsérikkantong si
polisi tadi, sebab tidak ada bukti kwitansinya.dp®@t semua orang
juga tahu begitulah cara-cara polisi menambah peasgilan

tambahan di jalan raya’pjar RM.

Dalam kasus lain, yang masih berlangsung di jatgma,rterutama pada
saat terjadinya kecelakaan atau kehilangan kendaraag dilaporkan ke Unit
SPK, informan polisi (S) menyebutkan bahwa di sselalu ada biaya yang harus
dikeluarkan oleh warga yang berurusan dengan potsilai dari pengurusan
asuransi, pinjam/pakai barang bukti, sampai pademmguhan penahanan para
tersangka. Berikut penuturan informan polisi (S)g/dertugas di Bagian Operasi

Polres Depok:

“Kalau mereka (para petugas di SPK) ikut menangaerihal
kejadian yang menyangkut kecelakaan lalu-lintasi &ahilangan
kendaraan yang dilaporkan oleh warga ke SPK, malaeka
akan mendapatkan ‘bagian’ (jatah penyelesaian pexkaTapi
kalau mereka tidak ingin ‘urus-urus’ (mengetahuiuatidak ingin
terlibat dalam penanganan kejadiannya, maka metelak akan
diberi ‘bagian’ oleh para penyidik yang bertugas ldpangan.
Sebab, terkadang para penyidik mensiasati beritratya jika si
korban meninggal di rumah sakit. Sehingga, laposanrakan
dibuat menjadi pernyataan tertulis bahwa si korbaengalami
luka berat. Dalam proses penanganannya, khususny&# atau
dalam menanggapi laporan dan pengaduan masyarak&PdK,
biasanya para polisi yang bertugas saat itu (petigéket/jaga)
akan saling melempar tugas dan tanggung jawab.ebdrl lagi,
para petugas di bagian pelayanan masyarakat (Ba¥as)m
biasanya berorientasi pada materi atau uang. Yaenamacem
sih, ‘uang rokok’-lah, ‘uang administrasi’-lah, 'ugy jalan’-lah,
‘uang operasional-lah’, atau apalahtutur S

Praktik pertukaran semacam di atas juga berlanggatam penindakan
terhadap pelanggar lalu-lintas pada saat melaksangétroli atau berjaga-jaga di
pos Polantas. Pelanggaran lalu-lintas yang ditiriadgan tilang didasarkan pada

peraturan Undang-Undang No. 14 Tahun 1992 besertysan pelaksanaannya
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untuk jajaran Polda Metro Jaya dan sekitarnya, dsuk Polres Depok.
Sehubungan dengan ini, seorang informan polisiy@i)g bertugas di Satlantas
Polres Depok menuturkan bahwa, pada saat Tilarmkudibn, biasanya ada
semacam “uang titipan” yang diserahkan oleh padanggar dengan jumlah
bervariasi yang disesuaikan dengan berat atau mmyga pasal hukum yang
dikenakan, serta jenis kendaraan yang mereka bawa.

Untuk kendaraan roda dua misalnya, “uang titip@n$ebut berkisar mulai
Rp. 20.000,- sampai dengan Rp. 40.000,- untuk keadaroda dua pribadi, atau
antara Rp. 50.000,- sampai dengan Rp. 80.000,Kkukendaraan roda empat
pribadi, atau antara Rp. 50.000,- sampai Rp. 100-@htuk kendaraan truk atau
bis umum. Akan tetapi, uang-uang titipan terselamya diserahkan setengahnya
saja dari besar uang yang dikeluarkan untuk sidéingengadilan, sedangkan
sisanya adalah untuk para penindak pelanggaraspedntan. Keterangan dari H
menyebutkan bahwa rata-rata yang diterima olehgastiin Tilang hanya Rp.
20.000,- sampai dengan 50.000,- per lembar blasgkat tilang. Padahal, untuk
mendapatkan blangko tilang tersebut, para petwgasban harus “berhubungan
baik” dengan para petugas Min Tilang yang menemiwtakasi jumlah blangko

tilang yang diberikan kepada para petugas lapangan.

Selanjutnya, yang saya paparkan di bawah ini mé&arphasil analisa dari
perbincangan orang-orang yang saya jumpai di wawargng kopi dan mie
instan yang letaknya tidak jauh dari kantor Polbepok di Jalan Margonda.
Perbincangan tersebut adalah seputar razia polsig ybertujuan untuk
menertibkan para pengemudi kendaraan bermotor. fizagipolisi, termasuk juga
H, setiap razia merupakan aktivitas rutin yang nhesdkan keuntungan
tersendiri. Namun, bagi para pengemudi kendaraang yterlibat dalam
perbincangan di situ justru berpendapat bahwa sitesirazia yang disertai dalih
penindakan pelanggaran yang dilakukan oleh paraegadn hukum tersebut
terkadang terkesan “mengada-ada”. Lantas, masalaldalah mengapa ada
anggapan semacam itu? Hal inilah yang kemudiandtediteliti.
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Opini tentang razia di kalangan warga yang sayaulitesalah satunya
datang dari seorang mahasiswa PTS (sebut saja My, tyaygal di kawasan Beji
Depok), yang menuturkan dirinya pernah diberhentikmlisi sepulang dari
mengikuti aktivitas kampus di malam hari. Setelghedksa kelengkapan surat-
surat serta kendaraannya, pemeriksaan beralimiehelm yang digunakan. Dan
ternyata, helm yang digunakan W adalah helm “cet@&ntuknya hanya
menutupi sebagian kepala hingga telinga). W yahakttahu ada aturan semacam
itu lebih memilih “berdamai” ketimbang harus melapwoses pengadilan yang
memakan biaya lebih besar dan prosesnya yang laehan lagi resiko terjerat
jasa calo yang kerap menawarkan jasa dengan banghbesar.

Selain dalih penilangan, ada lagi yang dipermagalaholeh para
pengendara bermotor yang pernah terjaring razidi yemilihan lokasi razia.
Biasanya, tempat tersebut terletak di tikungan yatak terlihat oleh pengemudi.
Seorang karyawan (sebut saja A, yang tinggal dinfydéya Depok) mengaku
pernah melihat kecelakaan sepeda motor akibatrgjgmelara terkejut pada saat
dihentikan secara tiba-tiba di tikungan yang tidekihat. Karena terkejut oleh
kehadiran polisi yang tiba-tiba di tengah jalanhiakya si pengendara pun
terjatuh dari sepeda motornya. Justru, alasan ipdkssebut memilih
“bersembunyi” di tikungan yang tidak terlihat adal@gar para pengendara tidak
bisa melihat adanya razia, sehingga mencegah marek&k memutar arah

menghindari razia.

Masih soal razia polisi di Depok, penuturan yanggegutkan datang dari
seorang anggota klub penggemar motor besar atage'm@ebut saja O, yang
memiliki banyak kenalan polisi sebadmcking clubnya) mengaku bahwa polisi
yang beroperasi dengan mengendarai sepeda motar KBM) diwajibkan
memberi “setoran” kepada markasnya. Yang lebih rjemigan, keterangan dari
informan polisi (H) justru membenarkan rumor tergedengan alasan bahwa
“setoran” ini digunakan untuk biaya pemeliharaamderaan yang digunakan
karena minimnya dana operasional. Meski tidak sepul@i berbuat demikian,

namun pada kenyataannya, rumor seputar razia terseenimbulkan antipati
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warga sekitar terhadap kegiatan razia yang jugrsifmpati pada para pengendara
sepeda motor. Seorang mahasiswa PTN (sebut sgfnd, tinggal di kawasan
Depok 1l) mengaku sering dibantu warga yang merkamujalan pintas atau
gang-gang kecil untuk menghindari razia. Antipatirga terhadap razia polisi
nampaknya beralasan. Sebab, pelanggaran yang kézgpdi seperti
kesemrawutan angkot justru dibiarkan. Menurut pkaga informan polisi (S)
yang bertugas di Pospol Terminal Depok, “setoranalapara pengelola angkot

tersebut justru berperan penting bagi pendapatangmdisi di sana.

Lain lagi dengan kejadian yang dialami oleh seonaagga (sebut saja R,
yang menjadi karyawan perusahaan swasta di Jakdaa tinggal di rumah kos
di Jalan Margonda Depok), yang menuturkan bahwaeimah diberhentikan
polisi di pinggir jalan. Di pos jaga, polisi yangemlangnya menjelaskan bahwa R
terbukti melanggar karena tidak memakai helm. Resmons penjelasan polisi
tersebut dengan menyerahkan uang Rp. 20.000,- serbbgabat tangan.
Mengetahui apa yang dilakukan R, polisi mengeluarkarat tilang. Singkat
cerita, R malah diancam hukuman empat bulan pengigagan tuduhan
melakukan penyuapan terhadap polisi. R yang ingasatahnya cepat selesai
tanpa harus menunggu proses pengadilan justrudmyha dengan hukum.

Dari beberapa kasus yang dialami oleh warga peragguan raya di atas,
yang berhubungan dengan prosedur berlalu-lintasakggnaan penindakan
pelanggaran (baik tilang maupun razia, serta prgs&syelesaiannya), saya
mencoba memberi gambaran masing-masing pelakusaagtemui berdasarkan
pengalaman dan strategi mereka, serta resiko dait yang berbeda-beda,
terutama saat menyadari bahwa sesungguhnya memaka daja melakukan
pelanggaran hukum di jalan raya. Langkah-langkatg yaereka lakukan tersebut
saya kategorikan sebagai strategi dalam mensiagiatim yang memiliki tingkat
resiko masing-masing antara satu pelanggar derglanggar lainnya.

Saya mulai dari kasus yang dialami oleh RM yanggabaikan tindakan

polisi pada saat polisi meniup pluit dan membeirkantkendaraannya. Langkah
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yang ia ambil pertama kali adalah pura-pura tidaiimat polisi sekaligus tidak
mendengar bunyi pluit yang dibunyikannya serayaajukbn kendaraannya
seperti tidak terjadi apa-apa. Resiko yang ia dagatah justru tertangkap polisi
yang tetap menghentikan kendaraan dengan sanksiggaran yang lebih besar.
Saat polisi memberhentikan kendaraannya, ia mepgacasalam kepada si
polisi, dan dengan sopan meminta si polisi menwamuikientitasnya sebelum ia
memberi SIM dan STNK-nya kepada polisi, denganaaasgar si polisi tersebut
tidak berbuat macam-macam. la mensiasati hal tersdbngan mengatakan
bahwa SIM dan STNK-nya hilang karena diambil oleiigp gadungan sambil
mencatat nama dan nomor identitas si polisi tetsé®esikonya, proses tilang
berlangsung karena si polisi yang sudah dicatatinden identitasnya tidak berani

melakukan hal-hal di luar prosedur penilangan.

Untuk kasus yang dialami oleh W dan R yang berusagraghemat waktu
dan uang dengan cara melakukan transaksi “dameig, ioi terbukti jauh lebih
irit dari prosedur yang menjadi semakin rumit jikasusnya sampai ke
pengadilan, atau ditangani oleh para calo yangdtiarkan di pengadilan. Langkah
pertama kali yang ia lakukan adalah tidak membéiasdma sekali meski ia
merasa tidak bersalah. Menurut anggapannya, sgikalihentikan oleh polisi, hal
itu berarti bahwa ia dianggap bersalah oleh sispoliantas, yang menjadi
pertanyaan selanjutnya adalah apa strategi W ddaldn mensiasati polisi, serta
berapa jumlah uang ia keluarkan untuk melakukamsaiesi “damai’-nya
tersebut? W memulai transaksi dengan uang sejuRpati0.000,- karena saat itu
ia naik sepeda motor dan memiliki SIM (menurutnjea tidak memiliki SIM,
transaksi ditingkatkan menjadi Rp. 30.000,-). LEgi dengan R yang memulai
transaksi dengan Rp. 40.000,- karena pada sdandiia menaiki mobil dan tidak
memiliki SIM (jika memiliki SIM, transaksi ditururdn menjadi Rp. 20.000,-).

Angka di atas bisa berubah sesuai dengan waktpatedan pelakunya.
Di beberapa kawasan, dan untuk sebagian polisilajurgang oleh W dan R
sebutkan belum tentu cukup berhasil untuk melakukamsaksi dengan polisi di

jalan raya. Misalnya, kasus yang dialami oleh Wgyamenambahkan sejumlah
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uang dari yang disebutkan oleh R di atas, saasdkamnya belum berhasil.
Keduanya melakukan strategi dengan cara menambadddikit demi sedikit
sampai ke batas maksimum sesuai penilaiannya tgphatbod si polisi.

Pertanyaannya, sampai berapakah batas maksimumdiigarkan oleh W dan

R untuk transaksinya tersebut?

Menurut W, sesuai dengan pelanggaran yang dilakuania sendiri

tidak menjadikan _tarif denda resmsebagai batas maksimum. la justru

menambahkan sekitar Rp. 25.000,- dari tarif dereganr tersebut untuk batas
maksimumnya. Alasannya bahwa ia percaya jika pa&tierreya uang sejumlah
itulah yang akan dikeluarkannya jika ia terpaksangieuti prosedur resmi di

pengadilar. Tambahan Rp. 25.000,- tersebut dipandang oleh begse biaya

pengganti dari waktu yang ia buang, serta biaygeabiain yang justru bisa lebih
besar seperti ongkos transportasi, ongkos perkéaga administrasi, biaya titip
sidang, biayamark-up denda dari hakim, biaymark-up tabel denda resmi di
pengadilan setempat, dan sejumlah uang lain yans lea keluarkan.

Lain lagi menurut R, yang malas membaca tarif demdani (Undang-
Undang No. 14/1992 Pasal 57 & 59). Untuk batas imak®nya, ia menuturkan
bahwa biaya yang harus dikeluarkannya adalah R@0@5 untuk pengendara
sepeda motor yang memiliki SIM, Rp. 65.000,- unpéngendara sepeda motor
yang tidak memiliki SIM, Rp. 55.000,- untuk pengaral mobil yang memiliki
SIM, dan Rp. 75.000,- untuk pengendara mobil yaaaktmemiliki SIM. Resiko
yang didapat oleh kedua orang tersebut, baik W mmauR, sebenarnya
bergantung pada sikap-sikap sekaligus pribadi ipgisg memproses kasus
mereka. Artinya, jika mereka berurusan dengan ippéiag sedang tidak “butuh
uang’, atau yang “terpaksa” harus jujur dan taaafoean hukum, maka mereka
justru akan berhadapan dengan hukum yang lebiht. b8ebab, polisi yang
demikian ini akan tetap menolak uang yang diberikaeski sudah mencapai

batas pemberian maksimum.

" Denda resmi yang tercantum dalam KUHP Pengguaa Raya tidak melebihi Rp. 50.000,-
yang dananya resmi masuk ke kas negara (Sumbeangdrdndang No. 14 Tahun 1992).
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Terlepas dari rumor-rumor soal razia yang dilakukéh para polisi di
atas, razia kendaraan bermotor yang sesungguhngkhadberfungsi untuk
menertibkan tingkah laku para pengemudi di jalgmraekaligus juga bertujuan
untuk menjaring para pelaku tindak kejahatan (Di?dd)g sedang dicari oleh para
polisi. Akan tetapi, jika razia polisi tersebut d@mai oleh “uang damai”,
sekaligus juga “uang setoran polisi” yang terlanjuengundang antipati warga
terhadap razia-razia yang dilakukan oleh para ptisebut, maka yang muncul
adalah simpati warga terhadap para pengemudi ystgijmelanggar hukum atau
peraturan berlalu-lintas. Sebagaimana dicontohkaratds, justru apa yang
dilakukan R dalam konteks menjaga “hubungan ba#tighn para polisi agar
mendapatkan keringanan sanksi hukum di jalan rgyandang sebagian warga
sebagai sesuatu yang tidak sepenuhnya dapat dgié@a. Meski dengan
pemberian terkadang urusan menjadi lebih cepasaeieamun tindakan tersebut
tidak selamanya membawa keberuntungan. Misalnyayskgang dialami oleh R

yang justru menjadi rumit pada saat “berdamai” @engara polisi di lapangan.

4.3. Catatan Reflektif Pendliti

Uraian di atas sesungguhnya merefleksikan muncubuyau konsep
tindakan seseorang yang menjadi asal usul timbutim@akan kolektif yang
didasarkan pada kebijakan organisasi relasi kekmmasdalam pelayanan
masyarakat dan penegakan hukum, yang menyangketakorantara tindakan
kepentingan pribadi dan kepentingan umum. Padanyalekepentingan umum
merupakan himpunan dari kepentingan pribadi dalorkpok-kelompok sosial
yang terbentuk, namun dalam perkembangan selaajuttgpentingan pribadi
inlah yang mendominasi kepentingan umum tersebierutama dalam
pelaksanaan kebijakan oleh para petugas atau apar&pangan. Dengan
memperhatikan nilai kepentingan umum dalam pelaaarkebijakan oleh para
polisi di lapangan, maka pengertian pelayanan kubkenjadi lebih luas, yaitu
menyangkut fasilitas yang disediakan oleh lembaga arganisasi yang berkaitan
dengan kepentingan orang banyak. Makna pelayan@tikpdan penegakan

hukum di dalamnya menjadi tidak lagi nampak denggtas unsur
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pengorbanannya pada saat kepentingan pribadi mesgadat dominan akibat
kewenangan dan kekuasaan yang melekat pada dap gettugas atau aparat

yang ditempatkan di lapangan.

Sebagaimana di sebutkan di atas, munculnya sunatakén dari seseorang
pada dasarnya ditentukan oleh faktor-faktor yancgsifag¢ ideal dan mendasar
yaitu keyakinan untuk saling membantu dan tolongwoheng yang dapat
mendatangkan balasan setimpal, yang membentuk gli@an hubungan sosial.
Akan tetapi, adanya faktor-faktor lain yang betsp@agmatis seperti mencari
keuntungan yang melandasi terbentuknya hubungaurdgain tersebut, justru
dihasilkan dari berlangsungnya aktivitas melayamang lain yang turut
menentukan tindakan yang diberikan oleh polisi Kepgengguna jasa dan
pelapor yang datang ke kantor polisi. Dari adanylaungan sosial yang terjalin,
baik antara sesama polisi maupun antara polisw@daga masyarakat, sebenarnya

sejauh manakah hubungan-hubungan tersebut berfagigysu

Berdasarkan pengamatan di lapangan, kantor podiind konteks ini
merupakan salah satu di antara wilayah interaksigzorang, dimana para pelaku
di dalamnya membentuk jalinan hubungan yang didaden pertukaran sosial,
baik yang dilakukan oleh polisi dengan sesama réd@janya maupun antara
polisi dengan para pengguna jasa dan pelapor. Katan dinamika pelayanan
publik di kantor polisi dapat digambarkan sebagantbk jaringan hubungan
timbal balik antara unsur manajemen organisasi @emgra pelaksana kebijakan
di lapangan, sekaligus juga dengan warga masyar&leayataan di lapangan
menunjukkan bahwa, bagi pengguna jasa pelayanampe&lapor yang datang ke
kantor polisi dan tidak memiliki tanggungjawab apappada praktiknya mereka
berlaku sebagai penyaring yang merespons kebutphhblik untuk mengetahui
apa-apa saja yang diberikan oleh para penyedigg®a. Oleh karena budaya
pelayanan polisi dapat dilihat dari proses-proseandik serta tindakan-tindakan
individu yang berlangsung dalam kehidupan sehari-tiatempat kerja, maka
pelayanan publik di kepolisian merupakan suatu ggdsebudayaan yang terdiri

dari sejumlah kegiatan para polisi dalam merespamsitan kebutuhan publik.
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Untuk hubungan yang dilakukan oleh polisi dan meskat di kantor
polisi, para polisi lazim melakukan tindakan-tindakdalam mengkonstruksi
realitas hubungan timbal balik yang dijalin bersapsma pengguna jasa dan
pelapor yang datang ke kantor polisi, dimana rediirnya berpengaruh terhadap
pembentukan makna atau citra tentang realitashietrsk mata masyarakat. Jika
yang diberikan oleh para polisi dalam hal pilihaaték bahasa dan tindakan
mereka bersifat konvensional dan memiliki arti éetti di mata masyarakat
(seperti ungkapanKami Siap Melayani Anda “Ingat Pesan Kapolda: Di
Layananmu Tersimpan Citrafhu“Tiada Hari Tanpa Kawan Bafy dan
sebagainya), maka hal tersebut akan berkesan bagyamakat luas. Jadi,
“hubungan baik” yang dijalin berdasarkan pengungkafersebut tidak sekedar
dimaksudkan untuk melayani kepentingan pengguna, jasau menampung
aspirasi dari pelaporan, pengaduan, dan keluhagavgang datang ke kantor
polisi, melainkan lebih dari itu bahwa, pengungkaparsebut juga menyajikan
interpretasi akan arti penting dari suatu sosisliskegiatan yang akan
diimplementasikan oleh para pelaku dalam mengkokasikannya kepada
publik, sekalipun pengguna jasa maupun pelaporeleis hanya bersifat
membantu, melapor dan mengadukan keluhan mereleagglisi, atau bahkan

hanya sekedar minta dilayani.

Adapun kaitannya dengan tindakan polisi di lapangkam praktiknya
menunjukkan bahwa tingkah laku, benda-benda, bdbatsasa, atribut-atribut,
serta diskresi polisi merupakan kategori-kategatiukal yang lebih luas, yang
menyediakan konteks untuk diinterpretasi. Para spoldalam konteks ini,
diposisikan sebagai para pemegang hak istimewaligak juga pemilik status
sosial yang lebih tinggi (superordinat) karena dgang memiliki kemampuan
memerintah orang lain untuk mengendalikan sumbeyadai wilayah
kekuasaannya. Sebagai contoh, pada saat polisi etepdrhatian pada sebuah
kegiatan seperti razia dan operasi, atau perisk@eelakaan yang terjadi, atau
membentuk opini publik (soal simpatik terhadap Rtda), maka apa-apa yang

diberikan oleh para polisi akan memperoleh perhatlari masyarakat luas.
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Dalam konteks ini, baik pengguna jalan maupun gglan hukum yang berasal
dari warga masyarakat akan merasa sebagai pendam@ga polisi, karena
berurusan langsung dengan pekerjaaan mereka. @indap, warga yang
berurusan langsung dengan polisi tersebut sanggaiteing pada suatu bentuk
hubungan yang bersifat kesementaraan dengan indatiau sekelompok polisi
berdasarkan pelayanaextra yang diterima, kemudahan yang didapat, serta
keringanan sanksi hukum yang diperoleh, meski naerektus membayagxtra
dari ketentuan resmi. Hal tersebut disebabkan alidnya superordinasi polisi
yang memiliki kekuasaan serta kewenangan yang saegar, jika dibandingkan

dengan para pelanggar hukum yang berasal dari waaggarakat biasa.

Berdasarkan kasus-kasus di atas, saya melihat balenfandamental di
balik proses hubungan timbal balik yang berlangsdingpangan adalah bahwa
adanya pertukaran, baik berupa uang atau hadiagadekemudahan, yang
kesemuanya terjadi dalam konteks jaringan pertukawsial yang lebih besar.
Sehingga, apa-apa yang dipertukarkan (uang dan hpegaa-benda simbolik
lainnya) dianggap kurang begitu penting, jika dbiagkan dengan koneksi
jaringan serta kekuasaan yang didapat dimana @eenktu terjadi. Karena itu,
dapat diasumsikan bahwa peluang untuk pertukaraac@En ini secara langsung
berkaitan dengan struktur jaringan kekuasaan. Asumsditunjukkan oleh
kenyataan bahwa agar bisa “dilayani” dan “berkuastd’s orang lain, maka
seseorang akan membina jaringan pertukaran derganberinteraksi dengan
orang-orang di sekitarnya, dimana arti penting tmgan baik” yang dijalin oleh
mereka merupakan konstruksi realitas hubungan alkéertimbal balik yang

menjadikan materi (uang atau hadiah) sebagai pkaadgsarnya.

Secara teoritis, besarnya perhatian masyarakatténaadap isu-isu yang
berkembang di lingkungan mereka sangat bergantadg geberapa besar para
polisi memberikan perhatian terhadap isu-isu terseldika sebuah realitas
digambarkan oleh para pelaku dengan warna meratg gembaran warna merah
itulah yang tertanam dalam benak publik. Faktapgahgan menunjukkan bahwa,

baik mitra kerja polisi, pengguna jasa pelayanapoksian, para pelapor yang
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sengaja datang ke kantor polisi, atau pengguna da pelanggar hukum, kerap
membicarakan sesuatu yang berkaitan dengan tintgdah dan tindakan para
polisi di lapangan, serta apa-apa yang diberikah ohereka, baik berupa sikap-
sikap, pengungkapan bahasa-bahasa, pengambilatugapudan diskresi, serta

produk-produk pelayanan yang dipertukarkan.

Berdasarkan asumsi teoritis di atas, maka jalinatouhgan yang
mengarah pada interaksi timbal balik di antara lpiihak yang saling
berkepentingan dipandang memiliki kekuatan bestandanempengaruhi opini
publik, dimana apa-apa yang dilakukan sekaligusyydiberikan, terutama yang
diterima oleh para polisi akan selalu melekat dndbe khalayak masyarakat.
Dinamisnya hubungan-hubungan sosial secara timabk lyang digambarkan
oleh realitas pelayanan publik di kepolisian daphkategorikan sebagai
kebudayaan polisi yang secara terus-menerus dikisst Dari situ, dapat
dikatakan bahwa konstruksi hubungan interaksi tiniadik dalam kebudayaan
polisi mengandung pengertian cara-cara pelaku datemgatasi tegangan yang
ditandai oleh adanya respons polisi terhadap barbamtutan publik, yang
kemudian ditindaklanjuti oleh dibuatnya ketetapatekapan baru berupa aturan
atau kebijakan untuk melakukan proses produksi yaigeelayanan masyarakat

dan penegakan hukum.

Singkatnya, uraian dalam bab ini menggambarkaruseatitas hubungan
yang secara vertikal berlangsung di antara kel&skgolisi berdasarkan tugas
dan wewenang, dan juga secara horizontal berlaggdiuantara polisi dan warga
masyarakat yang terdiri dari para pengguna jasappe pengguna jalan, serta
pelanggar hukum berdasarkan kemudahan dan keringseraksi hukum yang
didapat. Dinamikanya hubungan interaksi timbal kaérsebut, sesungguhnya
terkait dengan fakta bahwa jaringan hubungan-huinrspsial yang didasarkan
pada penggunaan uang untuk mengenalkan level-lswelbolik dengan

kompleksitas sosial melalui suatu proses pertukaran
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BAB 5
KESIMPULAN

Uraian dalam disertasi ini telah mencurahkan p&hatpada
perkembangan kajian antropologi—sebagai bagian daru sosial—yang
mengkaji kompleksitas kehidupan manusia dalam fenhgan sosial,
bermasyarakat dan berkebudayaan. Fakta-fakta yigamgmdlkan di sini sebagian
besar didasarkan pada pengalaman serta persepsiaejnforman, dimana hasil
akhirnya menunjukkan bahwa semakin peneliti berasabngamati tingkah laku
dan tindakan orang-orang yang diteliti, maka semakinyak bermunculan teknik
dan metode baru yang memberikan landasan ilmiah tedgentuknya sebuah
teori berdasarkan data empirik di lapangan. Demgamikian, hasil penelitian ini
dapat memberi kontribusi bagi perkembangan disigtittopologi sebagai sebuah
iImu pengetahuan yang mempelajari tingkah lakutdatakan orang-orang dalam
menjalin hubungan-hubungan yang didasari oleh karé&n sosial.

Kajian antropologi yang dipilih di sini merupakamgian dari sebuah
sistem analisis mengenai kebudayaan orang-orang kefiolisian yang
menginterpretasi kebijakan untuk meraih kekuasaengan cara melegalkan
pertukaran bersama warga masyarakat. Berdasarkars-kasus yang dibahas
pada setiap bab, saya menegaskan bahwa kegiatayapah publik dan
penegakan hukum merupakan suatu sarana untuk mehjabungan interaksi
timbal balik bagi para pelaku yang terlibat. Oledrdna interaksi disini dipahami
sebagai kenyataan empirik berupa antar-tindakaa pataku, maka interaksi
sesama polisi dan juga masyarakat yang berlangsoaify, di tempat kerja
maupun di lapangan, ditandai oleh adanya pola-potiakan, dimana masing-
masing pelaku mengambil posisi dalam interaksi keereDalam hubungan
tersebut, para pelaku secara bersama-sama me@algpegcan mereka sesuai

dengan corak interaksi yang berlangsung secaraniina
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51. Kesmpulan

Sebagaimana dijelaskan dalam pendahuluan, muncufiey@mena
pencitraan polisi dalam kerja pelayanan publik gdanegakan hukum mencakup
dua hal:Pertama, adanya kekecewaan para pengguna jasa terhadapisarg
kepolisian yang memonopoli beberapa jasa pelayaegerti SIM dan STNK,
atau jual-beli kasus antara polisi dan pelanggauim yang rawan dengan
pemerasan. Hal ini menyebabkan sebagian warga lyangusan dengan polisi
selalu berusaha untuk mendapatkan kemudahan dargdean dari para polisi
sebagai penyedia jasa dan penegak hukum, mesks haembayarextra.
Sehingga, tidak terpenuhinya harapan publik tetsebenjadikan kepercayaan
warga masyarakat terhadap aparat polisi denganrsg@djuga menurunkKedua,
kurangnya perhatian manajemen organisasi di kegoli®rhadap kesejahteraan
aparat yang menyangkut pendapatan, khususnya lzagi getugas polisi di
lapangan yang berada dalam bayangan adanya keg@mjansial antara “polisi
jalanan” dengan “polisi gedongan”. Sehingga, yamgti adalah penyalahgunaan
kekuasaan dan kewenangan, serta diskresi berlehiaag dapat merugikan
masyarakat, sekaligus juga memperburuk citra osganmereka.

Gambaran dari fenomena di atas menjadi semakis, jiEleutama pada saat
dikaitkan dengan kondisi yang sedang berlangsuntapgfingan. Kenyataan di
lapangan menunjukkan bahwa kehidupan tiap-tiapviddi polisi tidak dapat
dilepaskan dari kehidupan masyarakatnya. Hal innjatkkan kebijakan, baik
yang dibuat secara tertulis oleh organisasi mawypaung dibuat oleh para petugas
di lapangan berdasarkan kekuasaan dan kewenangandyailikinya, sebagai
pedoman yang memandu prinsip-pringgpiding principles) untuk mengarahkan
seorang polisi agar mampu beradaptasi dengan #&mtkebutuhan warga
masyarakat yang juga terus berkembang. Karenpraildtik pelayanan publik dan
penegakan hukum oleh kepolisian merupakan bagian meEnyelenggaraan
program kerja pemerintahan/negara melalui pengatimgkah laku dan tindakan
aparatnya yang dibakukan oleh kebijakan organisasi.
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Berdasarkan hasil penelitian yang diuraikan padadad sebelumnya,
saya memberi kesimpulan bahwa hakikat kebijakawg yhiouat oleh para perwira
polisi di tingkat manajerial adalah bersifat damghtibah dan diinterpretasi
berdasarkan kekuasagmoyer) dan kewenangarathority) yang mereka miliki
oleh para petugas polisi di lapangan. Dalam koniekspara petugas polisi
lapangan yang diamati tidak semata-mata menerimengeeran mereka sebagai
“pelayan masyarakat” dan “penegak hukum” secararslék, dikarenakan mereka
selalu berpikir aktif dan bertindak dinamis melebjeran-peran resiprokal
mereka yang sebenarnya, terutama pada saat meeeadabdi lapangan. Hal
tersebut ditandai oleh adanya praktik-praktik geatan sosial yang melandasi
hubungan interaksi timbal balik, baik di antaraasea polisi maupun antara polisi
dengan petugas dari dinas lain, mitra kerja kepoljspengguna jasa, pelapor,

pengguna jalan, dan pelanggar hukum.

Penjelasan terhadap pernyataan di atas adalah pabeaa timbal balik,
para polisi tersebut mempelajari bagaimana caraggwongkan tuntutan publik
untuk mendapatkan kemudahan-kemudahan pelayanaligss juga membaca
keinginan warga masyarakat yang melanggar hukunukumhendapatkan
keringanan sanksi hukum ketika berurusan dengaisip8lementara, sebagian
warga masyarakat yang mengharapkan berbagai kemwdpblayanan atau
keringanan sanksi hukum tersebut berusaha memieangikan para polisi dalam
mendapatkan keuntungan berupa penghasilan tambdetika melayani
masyarakat atau menegakkan hukum. Dengan begipat dikatakan bahwa
proses interaksi antara polisi dan masyarakat na&arp konstruksi hubungan
interaksi timbal balik rutual dependence) yang dikonstruksi oleh para
pelakunya, yang dimulai dari adanya tegangan betuptutan, dan kemudian
berakhir pada kesepakatan baru untuk melegalkatukaean yang dapat

memuaskan para pelaku budayanya.

Orang-orang di kepolisian yang diamati pada umuntmsigperan dalam
membantu proses pencapaian tujuan organisasi. 8gkda hasil pengamatan di

lapangan, aktivitas yang dilakukan oleh orang-oratigkepolisian meliputi
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pekerjaan yang berhubungan dengan penegakan hulpsnjndungan,

pengayoman dan pelayanan, serta pembinaan dan ngiambiterhadap warga
masyarakat. Pekerjaan polisi yang demikian ini nikmhubungan erat secara
timbal balik, sekaligus berpengaruh terhadap huaoraparat polisi dan warga
masyarakat. Dalam konteks ini, kantor polisi mekapatempat berprosesnya
kebudayaan orang-orang yang meliputi seluruh prisgisitan organisasi, dimana
kebijakan yang dibuat di dalamnya ditujukan untu&ngmatur tingkah laku dan

tindakan aparatnya.

Di samping sebagai pusat kegiatan pelayanan, kaotmi juga berfungsi
sebagai pusat pemikiran (seperti pengolahan konsems dan misi, serta
manajemen dan strategi organisasi), pusat adnasist(seperti pekerjaan
ketatausahaan, atgaper work handling), serta pusat data dan informasi, baik
untuk keperluan sendiri maupun pihak lain yang nréarken. Dalam konteks
interaksinya, para petugas mencatat apa-apa Yyafakukiinnya bersama
masyarakat di lapangan untuk kemudian melaporkakepada atasan mereka.
Laporan-laporan dari para petugas tersebut mernpd&kumen-dokumen yang
dapat dijadikan sebagai acuan untuk sejumlah ataam kebijakan yang
diperlukan dalam menangani berbagai permasalahag kamudian muncul di
masyarakat. Dengan demikian, jika organisasi kegwli adalah sesuatu yang
abstrak, maka kantor polisi adalah pengejawantalanbentuk fisik bangunan
organisai kedalam tingkah laku dan tindakan paggetanya.

Oleh karena kantor polisi juga mempekerjakan orauagrg dari berbagai
macam suku bangsa (khususnya dari latar daerah lyargda), maka tingkah
laku dan tindakan aparatnya dipengaruhi oleh kehm&ebiasaan sebelum
mereka bergabung di kepolisian, yang selanjutnyavan@ai peran-peran
resiprokal mereka di tempat kerja. Karena itu, blfitentuk pembinaan
organisasi yang secara terus-menerus dilakukan des pemimpin organisasi
terhadap para anggotanya adalah berupa pemberical pengetahuan dan
pelatihan yang memfokuskan pada pemahaman antad&gsan yang berbeda.

Dengan bekal pengetahuan tersebut, maka para pdisiapkan secara efektif
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mampu berkomunikasi dengan warga masyarakat yargeta® sebagai mitra
kerja polisi, pengguna jasa, pelapor, pengguna jatau pelanggar hukum untuk
meniadakan prasangka-prasangka negatif terhadapi poklalui pendekatan

interaksi dengan mereka.

Di samping menjalankan tugas-tugas kepolisian lzepgkerjaan birokrasi
perkantoran yang berhubungan dengan para pelapgeatmguna jasa pelayanan,
para polisi juga berhubungan dengan kerja lapabgesama mitra kerjanya yang
berasal dari dinas lain sekaligus juga warga makgardi lapangan. Interaksi
yang dihasilkan dari jalinan hubungan tersebut, oreulkan identitas
kebudayaan. Identitas atau jati diri ini munculidatanya interaksi antara polisi
dan warga masyarakat. Pada waktu yang bersamaeak ateraksi beserta
peran-peran yang dijalankan oleh masing-masingsipoérgantung pada struktur
dan kultur yang berlaku di lingkungan kepolisiamndan argumentasi bahwa
identitas seorang polisi ditentukan oleh atribuibat kebudayaannyaterutama
yang digunakan pada saat berinteraksi dengan war@syarakat. Hubungan
interaksi timbal balik yang dibangun antara paian masyarakat, adalah sebagai
respons terhadap corak permasalahan yang munculbdegiembang dalam
komunitas masyarakat binaannya, sebagaimana y#aigikian oleh para petugas

Babinkamtibmas dalam membina warga masyarakat.

Pemahaman terhadap pekerjaan polisi yang demikiamatas dapat
memberi penjelasan pada kontekstualitas intera@bsipdan masyarakat yang
ditentukan situasinya oleh ruang dan waktu. Tedefsi adanya hubungan polisi
dengan warga masyarakatnya, lingkungan kerja pdlisisendiri merupakan
lingkungan interaksi antara atasan dan bawahatg petisi dengan PNS yang
diperbantukan di kepolisian. Orang-orang dalamesioyjang sama seperti “polisi
kantoran” atau “polisi lapangan” sesungguhnya mi&miperspektif masing-
masing dalam melihat situasi sekaligus sesama rk&ga mereka yang justru

berbeda, baik secara status sosial maupun kebudayaa

! Turner (1967) menyebutkan bahwa atribut merupakagang mencolok dari benda atau tubuh
orang, sifat-sifat orang-orang, pola-pola tindaketau bahasa-bahasa yang digunakan.
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Perhatian terhadap isu kebijakan dan kekuasaanhemegja di dalamnya,
mendorong saya untuk mencari hubungan-hubunganbdetembangnya isu-isu
tersebut. Sebagaimana diuraikan dalam bab sebetu(Bap 3), hubungan timbal
balik yang berlangsung antara atasan dengan bawabkampakan sumber daya
yang bernilai materi bagi individu atau kelompolpearordinat polisi untuk meraih
keuntungan berupa hadiah, loyalitas dan dedikasg yhterima dari subordinat
mereka sebagai perangkat dasarnya. Sebaliknya, nbabu tersebut juga
merupakan sumber daya yang bernilai politis bagiividu atau kelompok
subordinat polisi berupa kenaikan pangkat, kaaugabatan yang diterima dari

atasan mereka yang juga merupakan perangkat dasarny

Sejalan dengan perjalanan waktu, pelaksanaan tugas-pokok polisi
serta kegiatan operasional organisasi kepolisiang ydilakukan oleh para
anggotanya di lapangan menghasilkan jalinan hubuigaraksi antara polisi dan
masyarakat. Jika hasil interaksi tersebut sesuagate tuntutan dan harapan
masyarakat, maka keluhan masyarakat terhadap pelisira otomatis berkurang.
Adanya keserasian, keseimbangan, dan kontinuittemdanenjalin hubungan
dengan warga masyarakabgmic balance and social order), serta optimalisasi
pencapaian tujuan organisasi dalam melaksanakas tpglayanan masyarakat
dan penegakan hukum merupakan faktor-faktor yangpeegaruhi manajemen
organisasi, baik dalam interaksi antar unsur dam@ya maupun antara para

polisi dengan lingkungan sekaligus juga kebudaygann

Hubungan interpersonal antara polisi dan masyarakat sangat
dibutuhkan dalam pelaksanaan tugas-tugas polisigate alasan bahwa orang-
orang di kepolisian telah diberi anggaran yang pitlalari para pembayar pajak
untuk melaksanakan tugas-tugas mereka. Karenakituntabilitas polisi meliputi
semua aspek kegiatan operasional kepolisian yarippati@n tingkah laku dan
tindakan anggotanya, kebijakan yang dibuat olela genlisi di lapangan, serta

tugas-tugas lain yang mengharuskan adanya distepsiisian’

2 Bailey (1995: 206-213) mengartikan diskresi sebkgpasitas polisi untuk memilih berbagai
tindakan legal atau ilegal untuk menyeleksi perkaag ditanganinya, mengesampingkan
perkara, serta melepaskan tersangka atau peladkmgggran dari tuntutan hukum.
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Dari situ, saya dapat mengatakan bahwa jika timlakenerima atau
mengharap pemberian atas pekerjaan yang telahukldakoleh polisi dianggap
menyimpang, maka hal tersebut justru lebih disebabkan olehegj@in polisi
sebagai pelayan masyarakat yang nirlaba, bukangaelpenyedia jasa yang
mencari keuntungan atas pelayanan yang dibefiRamdakan yang dikategorikan
sebagai tindakan menyimpang tersebut pada dasdikg@enakan juga oleh para
polisi yang bergantung pada sesuatu yang hendakindé atau diperoleh dari
warga masyarakatnya dengan cara memanfaatkan who&oen dan pertukaran
yang secara sosial dapat diterima sebagai suatajem’

Contoh-contoh yang dapat mendukung pernyataan bigrsdi atas,
sebagaimana diuraikan dalam bab sebelumnya (bamdlah yang berlangsung
pada fungsi lalu-lintas yang dijadikan sebagai semipenghasilan untuk
memenuhi biaya operasional organisasi, atau fulggsi lainnya yang juga
dimanfaatkan oleh sebagian petugas polisi di dayanontuk mencari keuntungan
pribadi dengan cara menegosiasikan tugas sertanieegan mereka di lapangan.
Karena tidak adanya standarisasi untuk penyelesaiatu pekerjaan polisi di
lapangan, maka kewenangan untuk melakukan diskigeslikan sebagai sarana
untuk mencari keuntungan dengan alasan kurangnya ol@erasional kepolisian
atau minimnya gaji polisi. Meski faktor-faktor yamersifat ideal dan mendasar
seperti keyakinan saling membantu dan tolong-mempldapat mendatangkan
balasan setimpal, tetapi faktor-faktor lain yangsbiat pragmatis seperti mencatri
keuntungan yang melandasi terbentuknya hubungaorgam tersebut turut

menentukan tindakan yang diberikan oleh polisi Kepaarganya.

% Bailey (1995) menyebutkan bahwa tindakan diskkepblisian cenderung menyimpang
manakala; (1) memiliki kekuasaan monopoli terhaklegm; (2) memiliki banyak kewenangan
dalam bertindak; (3) melemahnya pertanggungjawfibpada atasan.

“ Baker dalam Koenarto (1997) menambahkan bahwaesistnenjadi korupsi karena adanya; (1)
struktur kesempatan dan teknik-teknik pelanggasatpran yang menyertainya; (2) sosialisasi
melalui pengalaman kerja; (3) dorongan dari kelokmgejawat berupa dukungan terhadap
pelanggaran aturan tertentu.

> Punch dalam Dwilaksana (2005: 465) menganggap &4indakan diskresi dapat dianggap
sebagai tindakan korupsi apabila mendapatkan dtmnjikan akan mendapat hadiah atau
keuntungan berupa uang maupun barang yang berkkategan tugas, jabatan, atau
kewenangannya. Alasannya, korupsi polisi terjadeka adanya kekuatan atau kekuaspawsd)
dan kewenangara(thority).
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Beberapa catatan penting yang dihasilkan darirdatfitas tersebut di atas,

antara lain adalah:

Pertama, karena birokrasi sering diartikan sebagai unmiadstrasi, atau
kekuasaankfatos) di atas mejalureau), maka birokrasi merupakan pertunjukan
kekuasaan yang dilegalkan oleh peraturan hukumpeéamdang-undangan. Hal
demikian ini menjamin terjadinya pengulangan-peaggan dalam birokrasi,
yang menjadikan sebagian besar birokratnya cendertekerja rutin,
menyederhanakan tugas dan pekerjaan (simplifikasgrta menghindari
fleksibilitas. Penekanan terhadap pentaatan padsegur, kebijakan, serta
petunjuk pimpinan sesungguhnya telah memberi damgeda diabaikannya

kepentingan umum, sekaligus juga kepentingan piribad

Kedua, oleh karena cakupan kerja birokrasi tersebut atahgs, maka
dikotomi antara sektor publik dengan sektor swastiperlukan untuk
membedakan secara kontras antara konsepsi-kongapgi diyakini oleh para
aparat dan model-model yang berlaku di kalanganyanakat. Salah satu ciri
mendasar yang membedakan antara mekanisme sekidc gan swasta adalah
terletak pada pola hubungan interaksi antara usiswr komponen yang ada pada
masing-masing sektor. Di sektor publik, pola inksraya adalah bersifat hierarkis
(struktur), sedangkan di sektor swasta pola insngla adalah bersifat kompetitif

(persaingan).

Ketiga, oleh karena barang dan jasa pelayanan yang disedoleh sektor
publik berbeda dengan barang dan jasa pelayanag g#elola oleh sektor
swasta, maka barang dan jasa pelayanan yang diaadialeh organisasi
kepolisian, sebenarnya diproduksi untuk menghasilkartukaran gxchange)
secara sukarela dan bebas. Oleh karena adanyaaparubyang terjadi di
masyarakat, maka barang dan jasa pelayanan yaigjéids jenis pertukarannya
tidak lagi benar-benar bersifat sukarela dan beBag sektor publik maupun
swasta, keduanya sama-sama dapat memproduksi baangasa tersebut,

sekaligus menetapkan harganya melalui persaingan.
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Keempat, oleh karena pembagian kerja dalam birokrasi ganga
menciptakan orang-orang tertentu yang dapat menbamlth dinamika
organisasi, maka orang-orang tersebut secara teensrus dilatih untuk menjadi
sangat terampil, meski nilai keahliannya menjadbuka bahkan cenderung
berbentuk pertunjukkan kekuasaan. Kecenderungdumndsionalisasi, kekakuan,
serta penawaran lebih dari biaya resmi yang teliéntdkan oleh kebijakan
organisasi, pada gilirannya telah membawa par&kpeja pada keinginan untuk
memperbesar organisasi. Hal ini dilakukan agar upgrkan kekuasaan
berdasarkan kewenangan yang dimilikinya dapat ldidgrima oleh masyarakat.
Bersamaan dengan itu, birokrasi semakin tidak keeesp pada titik optimal,
sehingga kecenderungan ini justru merugikan organiyang diakibatkan oleh

keborosan dari pembesaran organisasi.

Kelima, adanya hukum, aturan dan kebijakan yang berlakland
hubungan interaksi sosial merefleksikan definisitdaag kekuasaan yang secara
terus-menerus bekerja dalam suatu masyarakat umakkgalkan pertukaran di
antara mereka. pertukaran sosial yang mengguna&ag sejatinya merupakan
simbol yang mewakili beragam kebudayaan di berbagasyarakat. Sebagai
contoh, dalam masyarakat birokrasi (yang bukan datignonopoli oleh aparat
kepolisian), uang dijadikan sebagai alat tukar rdataengkomersilkan kekuasaan
dan kewenangan, serta memperdagangkan promosiafabatau bahkan
memperjual-belikan kasus-kasus yang diimbangi glatifikasi—yang dimaknai
sebagai pemberian dalam arti luas yang meliputiegian uang, barang, rabat
atau diskon, komisi, pinjaman tanpa bunga, tikefaenan, fasilitas penginapan,
perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, sertadmarfasilitas lainnya—dari
kolega pejabat, rekanan organisasi, atau perorangmamgy merasa telah
diuntungkan. Oleh karena prinsip pertukaran yangggenakan uang sebagai
alat transaksi dalam menjalin hubungan sosial manggergeseran nilai, maka
transaksi pertukaran sosial yang menggunakan uatlmgndmasyarakat modern
(yang bermotif mencari untung dan potensial mendatruikatan komunalisme)

menjadi tidak mampu memelihareoSmic balance” dan*“social order”.
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52. Implikas dan Implementasi

Pandangan bahwa hubungan polisi dan masyarakaahadaekuatu yang
dikonstruksi sebenarnya berimplikasi pada bagaini@mamena sosial itu diteliti.
Proses hubungan timbal balik yang dikaji di sinkdu hanya ditandai oleh
hubungan kausalitas, melainkan juga berlandaskda pabungan tingkah laku
dan tindakan para pelaku budayanya yang khas. -Tesmii serta metode yang
saya kembangkan di sini muncul, terutama pada ssaat mencoba memasuki
pekerjaan orang-orang yang diteliti. Karena itumpbaman terhadap masalah
yang muncul, serta keterkaitan antara teori damdeoddbgi menjadi penting untuk
dicatat berdasarkan perspektif yang digunakan sedta empirik yang
dikumpulkan di lapangan. Teori-teori baru tiba-tilpauncul dan kemudian
berubah-ubah, terutama pada saat saya memasté@asapa (informan) yang
mengatakan dengan sebenarnya, sekaligus juga Sggp®-yang tidak ingin

berterus-terang atau berbohong karena tidak irgiibat.

5.2.1. Implikas Teoritisdan Metodologis terhadap Disiplin Antropologi

Resiprositas sebagai perspektif sekaligus metodeg-ymemandang
persoalan pelayanan publik dan penegakan hukumgaeldeegiatan yang
bersinggungan dengan diskursus kebijakan dan ke&nasmemiliki implikasi
teoritis dan metodologisterutama ketika mengkaji aspek-aspek tingkah tid
tindakan orang-orangnya. Dari situ, perspektif pesitas digunakan untuk
memahami sekaligus menjelaskan kebudayaan pohsj geencakup penggunaan
bahasa-bahasa, pola-pola hubungan, serta prakiitipryang berhubungan
dengan tingkah laku dan tindakan para polisi yaagat diamati melalui suatu
penelitian ilmiah di lapangan. Dengan menggunakagiam-bagian dari realitas
kehidupan para polisi di lapangan tersebut, makefagpa pokok pikiran dalam
disertasi ini dimaksudkan untuk membangun ide g&gasan, mengingat konsep
resiprositas yang digunakan oleh disiplin lain kidselalu memiliki pengertian
yang sama dengan konsep resiprositas yang dimaksatilsini.

® Mulyana (2003: 6-14) menyebutkan bahwa suatu p&t§pnembatasi pandangan, dimana
seorang peneliti hanya dapat melihat fenomenalsagauh berada dalam perspektifnya.
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Agar konsisten dengan pendekatan yang dipilih, nkakeep resiprositas
di sini dipahami dan digunakan untuk menunjukkaangd penggunaan benda-
benda, bahasa-bahasa, serta cara-cara bertindakpplisi secara timbal-balik,
baik dalam kapasitas mereka sebagai pembuat kehijakaupun sebagai
pemegang kekuasaan. Adapun gagasan mengenai @enctiri polisi sebagai
“pelayan masyarakat” dan “penegak hukum” di sinkagli dengan cara
mempelajari kebudayaan polisi itu sendiri yang naénp makna-makna
tindakan, serta cara-cara penggunaan sumber daydidian yang dapat diubah
oleh para polisi sendiri dalam praktik-praktik pelaan dan penegakan hukum

yang dapat diamati.

Oleh karena signifikansi penelitian ini terletaldpgperbincangan tentang
suatu proses kebudayaan, maka para pelaku budayg diamati dipandang
sebagai orang-orang yang menciptakan pengetahuambamgunnya dalam
proses-proses yang rumit, kemudian mengubahnyaldmadandakan-tindakan,
dimana kebijakan dan kekuasaan bekerja di dalaniiyaculnya perspektif yang
berbeda, atau bahkan bertentangan terhadap suetalamadalam kajian ini
didasarkan pada pola-pola tingkah laku dan tindakang dilakukan, nilai-nilai
yang dianut, serta tujuan organisasi yang hende&pdi oleh orang-orangnya.
Tingkah laku dan tindakan tersebut tidak hanya ldiggkan sebagai kebutuhan
dan dorongan saja, melainkan juga sebagai tuntydag merefleksikan peran-
peran para pelakunya secara sosial. Lebih dariimgkah laku dan tindakan para
polisi yang dilihat di sini adalah mencakup proges\g mempertimbangkan

ekspektasi orang lain yang menjadi mitra interaksieka.

Cara pandang antropologi dalam memandang realitalaygnan
masyarakat dan penegakan hukum di sini juga barggnpada model-model
yang ditawarkan oleh disiplin lain. Sebagai pengeam multidisipliner, kajian
mengenai pelayanan publik dan penegakan hukum gduadpas di sini memiliki
dua implikasi, yaitu: (1) sebagai sebuah sistenepa&n yang terintergarasi, yang

memiliki keterkaitan hubungan dengan berbagai etaspengetahuan lain yang
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sedang berkembang; serta (2) sebagai serangkaisedor hukum yang berkaitan
dengan kebijakan organiasi yang mengatur kegiatianirastrasi di lingkungan

kerja kepolisian.

Fokus perhatian dalam membicarakan kebijakan di stak hanya
berorientasi pada maksud atau tujuan organisadgimkan juga pada tingkah
laku dan tindakan yang dilakukan oleh pelakunyareKa itu, kajian mengenai
kebijakan di sini memiliki beberapa implikasi, amatdain: Pertama, oleh karena
suatu kebijakangliding principles) bukan hanya berasal dari yang direncanakan
oleh seseorang atau sejumlah orang yang terlibatarkebijakan tersebut dapat
terjadi secara spontanitas pada saat para pelaknesgspons situasi di sekeliling
mereka.Kedua, oleh karena kebijakan adalah mengenai apa-apa ryemandu
prinsip dan juga tindakan para pelaku, maka keanaiersebut akan terbebas dari
unsur paksaan yang menuntut ketaatan dari oramg Kagtiga, oleh karena
kebijakan tersebut tidak selamanya didasarkan phadkum, aturan dan
perundang-undangan yang bersifat otoritatif, malesekakatan-kesepakatan
dalam kebijakan yang dibuat oleh para pelakunyan akelibatkan anggota
masyarakat untuk menerima segala tindakannya ssahra

Secara teoritis, hubungan timbal-balik yang dikaji sini merupakan
aktivitas kebudayaan yang berfungsi sebagai sgpangendalian sosiakdcial
control), atau sebagai alat untuk menjaga keteraturamls@scial order) dalam
masyarakat. Karena itu, hukum, aturan, serta Kednjaalam kajian ini dipelajari
sebagai bagian yang integral dari kebudayaan sdameluruhan, dan bukan
sebagai sesuatu yang terpisah dari segi-segi kggadaang lain (Pospisil, 1971:
X). Untuk memahami hukum, aturan, atau kebijakangyberlaku dalam suatu
struktur masyarakat juga harus dipahami terlebihutia kehidupan sosial dan
budaya masyarakat yang diteliti secara keseluryhorebel, 1954: 5). Dalam
praktiknya, kenyataan di lapangan memperlihatkamviaahukum, aturan, atau
kebijakan menjadi salah satu produk kebudayaan yVidag terpisahkan dengan
aspek-aspek lain seperti politik, ekonomi, struktan organisasi sosial, ideologi,

religi, dan lain-lain.
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Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa huyamg berlaku dalam
suatu hubungan timbal-balik pada dasarnya adalababe pada masyarakat.
Karena itu, metode untuk memahami eksistensi hulkaik, dalam situasi normal
maupun suasana konflik, adalah dengan pendekatastilkhgang mengkaitkan
fenomena sosial dengan aspek-aspek kebudayaan nedaganalisa bekerja atau
tidaknya aturan tersebut di masyarakat. Metodeapiat membantu menjelaskan
mekanisme, prosedur, serta keterkaitannya dengsitusi atau organisasi lain
yang terlibat yang berfungsi sebagai mitra interaBebagai implikasinya, jika
studi-studi mengenai bekerja atau tidaknya suatuaat dalam masyarakat
dilakukan untuk memperoleh pemahaman secara utahntnyeluruh, maka
kajian antropologi di sini memfokuskan diri padaelsaspek kajian yang dimulai
dari proses-proses pembuatan, pengambilan keputoissik pelaksanaan, serta
proses diberlakukannya suatu hukum, aturan, daijekeh di masyarakat.

5.2.2. Implementas Praktis dalam Pembuatan K ebijakan

Sistem manajemen organisasi yang dikendalikan oleing-orang di
kepolisian dalam suatu lingkungan sosial, poligkpnomi, budaya, dan hukum
yang sama, pada gilirannya melahirkan kebutuhaig yemsasaran ganda, yaitu:
(1) adanya pemahaman atas posisi organisasi se&gheran pihak-pihak yang
terlibat dalam berlangsungnya kehidupan masyaralsgta (2) adanya
peningkatan kemampuan para anggotanya dalam menmbaeban atas
tantangan, peluang, atau kendala yang dihadapiu&edsaran ini selanjutnya
mengarah pada penekanan yang lebih kongkrit padajeraen pelayanan publik
dan penegakan hukum yang dikaitkan dengan pengelalang pajak dari warga
masyarakat kepada pemerintah. Dari situ, kajiannm@nyarankan agar para
pelaku organisasi dapat memfokuskan diri pada p&atan pelayanan
masyarakat dan penegakan hukum secara berkesingarhudimana mereka
menyadari bahwa sikap sopan-santun yang diberigers salam, senyuman dan
sapaan adalah pelayanan, dan pelayanan adalahaaekgang berurusan dengan

kepentingan umum.
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Kajian pada tingkat pelaksanaan aturan serta p&aaghukum di sini
sesungguhnya memberi pemahaman mengenai: (1) bagaiaparat kepolisian
sebagai pelaksana dan penegak hukum secara konsmgrerapkan norma-
norma hukum yang mengatur tugas, tingkah laku ohetakan mereka; serta (2)
bagaimana masyarakat sendiri secara konsisten atehtikum yang mengatur
kehidupan mereka. Pada tingkat ini dapat dipahahwa aspek-aspek ekonomi,
politik, sosial, religi, bahkan ideologi mempendarbubungan timbal balik dari
kedua sisi tersebut. Melalui pemahaman ini, dapattidi apakah suatu hukum,
aturan dan kebijakan cenderung mendominasi atagabaikan hak-hak individu
dari kedua belah pihak, terutama pada proses @#laks serta penegakannya

dalam suasana yang harmonis.

Oleh karena kajian ini juga mengarah pada arti ipgnpembagian
wewenang dan pengambilan keputusan agar suasan@dm&sbih harmonis,
maka penekanan dari sasaran di atas harus menjgoitayanan publik sebagai
fokus. Dari situ, maka sudah seharusnya bagiarebad@n satuan-satuan kerja
yang tidak efektif dan efisien dalam struktur orgasi Polri dipangkas dan
diberikan kepada dinas lain, dengan konsekwensvédg®emberian kuasa tersebut
harus diawasi dan terfokus dalam penanganannyabdpam wewenang dan
keputusan yang harus diambil semacam ini dimaksudigar kerja birokrasi
tidak terlalu luas, bahkan menjadikannya semakektéfdan efisien, serta jauh
dari keborosan yang diakibatkan oleh pembesaraan@asi. Sebagai contoh, jika
masalah citra polisi, dalam hal ini Polantas migalmipandang tidak bersimpatik
di jalan raya, atau bahkan menimbulkan citra buliukata publik bagi para polisi
umumnya, serta menjadi sorotan publik karena ratedmadap penyalahgunaan
wewenang, maka sudah saatnya lembaga kepolisiankinean kembali soal
pembagian tugas dengan memberikan wewenang peaimgatanggaran (tilang)
atau pelayanan SIM/STNK kepada dinas perhubungash(@b) yang selalu
merasa berkepentingan dengan urusan tersebut. Desggagam serta fasilitas
yang mereka gunakan layaknya polisi, nampaknyasdinasudah cukup siap
mendapat lebih banyak lagi sorotan bahkan kelubamdblik.
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Contoh lain, jika citra polisi selalu dilekatkanebl publik dengan
kekerasan militeristik atau pembinaan dan pelatiagaknya militer seperti pada
Korps Brigade Mobil (Brimob) yang ada di tubuh FPomaka sudah saatnya
wewenang untuk menggunakan bentuk-bentuk kekerasaerti pengamanan
kerusuhan, tindakan anarkhis, atau pengendaliasangasig beringas diserahkan
pada Brigade Infantri (Brigif) yang ada di tubuh [T fka Polri pada kenyataan di
lapangan membiarkan anggotanya untuk melakukaakardkekerasan melawan
kekerasan. Para prajurit atau tentara memang kditdgatkan, tetapi tindakan
yang diberikan justru lebih kepada mdéeckup polisi ketimbang harus
berhadapan langsung dengan para perusuh saatda&r@markhis. TNI sendiri
sebenarnya menyadari bahwa tindakan kekerasan jusstrya memperburuk citra
organisasi mereka di mata publik. Sebagai contepersi yang dilakukan oleh
Korps Marinir yang justru mendapat simpatik darrgp@emonstran pada saat

menjaga gedung MPR-DPR RI pada peristiwa Mei 1998.

Kedua sisi beserta contoh-contohnya tersebut & ladéaus disadari dan
sekaligus dipahami, dan untuk selanjutnya diimplaiesgkan kedalam praktik-
praktik pelayanan masyarakat dan penegakan huka iygata di lapangan, jika
polisi menghendaki citra bersimpatik dan bersahalgatgan masyarakat yang
jauh dari penggunaan kekerasan sekaligus kecanmrampudaik. Bukti kongkrit
yang dapat diberikan di sini berhubungan dengamsipeegkaligus peran polisi
sebagai wasit yang berada pada posisi aman. Setagaih, keengganan polisi
untuk melakukan pekerjaan tertentu yang berpoteresusak citra polisi telah
diserahkan kepada dinas lain, seperti tindakan qaesugan yang dilakukan oleh
dinas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) yalag bersimpatik di mata
publik, karena merespons perlawanan warga dendegrdsan. Pertanyaan yang
muncul dari kedua saran di atas adalah bahwa, k@dua bidang tugas serta
kewenangan polisi tersebut diserahkan begitu sgjada instansi lain, lantas apa

selanjutnya yang menjadi pekerjaan polisi?
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Sebagai jawabannya, harus diakui bahwa tugas a@guagjawab polisi
mencakup bidang-bidang pekerjaan yang sangat luesnya bidang pekerjaan
yang harus digarap oleh polisi seperti melindumygngayomi, dan melayani
masyarakat, bagi polisi sendiri dianggap sangaatbémarena harus mengurusi
semua aspek kehidupan masyarakat mulai dari makedhanan dan ketertiban,
ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya dan hokiserta harus menjadi teladan
bagi anak-anak, perempuan, sampai yang sudah lasjat Di samping itu,
luasnya cakupan bidang pekerjaan polisi tersebutjadikan kapasitas
penanganannya kerap terabaikan, sehingga penaitdigapolisi yang melulu
dilakukan dengan cara-cara sebelumnya (memasaggnglanenjadi semakin
rentan terhadap kritik. Sejauh pengamatan sayapdinigan, untuk ukuran Polres
Depok saja, terdapat sejumlah agenda pekerjaasi galng belum terselesaikan
secara maksimal, yang menyangkut permasalahamahtéoersonil polisi) di
tubuh organisasi mereka sendiri, sebagaimana Ka@sus yang sedang ditangani

oleh Unit P3D dan Subbagpers Bagmin Polres Depok.

Pada saat seorang informan polisi (A) mengatak&émvéagolisi memang
sudah seharusnya bekerja di wilayah-wilayah yangitite kewenangan untuk
menindak penyimpangan, melawan kekerasan, sertertiid@n ketidakteraturan,
ia sendiri pun menyadari bahwa sebenarnya polisagkéeéerjebak pada tingkah
laku serta tindakan yang dianggap menyimpang, sepwrespons kekerasan
dengan kekerasan, atau membiarkan ketidakteratoegalan sebagai sumber
pendapatan. Secara pribadi, A juga mengungkapkbawaaebagai polisi, pada
kenyataannya, ia tidak hanya sekedar harus badpitgpiga harus bernasib baik.
Pada saat warga masyarakat semakin banyak merkemiampuan polisi secara
berlebih, A justru menganggap bahwa “polisi bul@uperman”, dalam arti ia
merasa hanya sebatas manusia biasa dengan setmlzatesan sekaligus tidak
terbebas dari kesalahan. Atas dasar ini, maka sugatinya para polisi
meninggalkan wilayah-wilayah yang justru menjebakereka sekaligus
menggiring organisasi yang diwakilinya kedalam kisg laku dan tindakan yang
dianggap menyimpang oleh publik.

© HK 2009

206 Universitas Indonesia
Kebijakan dan kekuasaan..., Hendra Kurniawan, FISIP Ul, 2009



Filename: Conclusion.doc

Directory: C:\DOCUME~1\TOMY~1\MYDOCU~1\DISERT~1

Template: C:\Documents and Settings\T o m y\Appilica
Data\Microsoft\Templates\Normal.dotm

Title:

Subject:

Author: Hendra Kurniawan

Keywords:

Comments:

Creation Date: 11/29/2008 9:23:00 PM

Change Number: 48

Last Saved On: 12/14/2009 10:35:00 AM

Last Saved By: Tomy

Total Editing Time: 379 Minutes
Last Printed On: 12/23/2009 3:28:00 PM
As of Last Complete Printing
Number of Pages: 16
Number of Words: 4,952 (approx.)
Number of Characters: 28,230 (approx.)

Kebijakan dan kekuasaan..., Hendra Kurniawan, FISIP Ul, 2009



DAFTAR REFERENSI

Adams, G.B., V.H. Ingersol (1985). “The Dificultyf &raming a Perspective on
Organizational Culture”, dalan®rganizational Culture(eds.). Beverly
Hills, Calif: Sage Publication.

Anderson, J.E. (1979Rublic Policy MakingNY: Holt, Rinehart & Winston.

Anderson, T.W. (1997)The Future of the Self, Inventing the Postmodemsdie
Eksploring the Post-ldentity SocietyY: Jeremy P. Tarcher.

Appadurai, A. (1986).The Social Life of Things: Commodities in Cultural
PerspectiveCambridge: Cambridge University Press.

Argyris, C. (1964).Integrating the Individual and the OrganizatioNY: John
Willey.

Bailey, G.W. (1995)The Encyclopedia of Police Scieneel.). NY: Gerland.

Barker, T., D.L. Carter (1999Penyimpangan Polis(Koenarto, terj.). Bandung:
Yuseha.

Barnard, A., J. Spencer (1996Encyclopedia of Social and Cultural
Anthropology NY: Routledge.

Baudrillard, J. (1993)Symbolic Exchange & Dea(P. Foss, terj) London: Sage.

Berman, E.M., J.S. Bowman, J.P. West, M. Van Ma@0(). Human Resource
Management in Public Servicekondon: Sage Publication.

Blau, P. (1964)Exchange and Power in Social LifdY: Wiley.

Bloch, M., J. Parry (1989Money and the Morality of Exchang€ambridge:
Cambridge University Press.

Blumer, H. (19695ymbolic Interaction:Perspective & MethddJ: Prentice-Hall.

, (1967)Law and Warfare, Studies in the Anthropology of {icin(ed).
NY: The Natural History Press.

Brittner, E. (1974). “Florence Nightingale in Puitsof Willie Sutton: A Theory
of the Police”, dalanThe Potential for Reform of Criminal Justi¢&acob
H., ed.). Beverley Hills: Sage Publication.

Brogden, M. (1982)The Police: Autonomy and ConseNtY: Academic Press.

1 Universitas Indonesia
Kebijakan dan kekuasaan..., Hendra Kurniawan, FISIP Ul, 2009



Bruner, E.M. (2005)Culture on Tour Chicago: The University of Chicago Press.

Carter, D.L. (1986). Hispanic Police Officer's Perception and External
Discrimination Winter: Police Studies.

Charon, J.M. (19985ymbolic Interactionism: An Introduction, An Integfation
Upper Saddle River, NJ: Prentice-Hall.

Clemmer, R.O. (1969). “Truth, Duty, and the Rev#ation of Anthropologists: A
New Perspective on Cultural and Resistance”, dalReinventing
Anthropology(Dell Hymes, ed.). NY: V Books.

Coady, T., James, S., Miller, S., M. O'Keefe (2004plence and Police Culture
(eds). Melbourne: Melbourne University Publishing.

Cook, K.S. (1987). “Emerson’s Contributions to $b&xchange Theory”, dalam
Social Exchange Theofgd.). Beverly Hills, Calif.: Sage Publication.

Cooley, C.H. (1983)Human Nature and Social OrdeXY: Scribners.

Crane, J.G., M.V. Angrosino (1974jield Projects in Anthropology: A Student
Handbook NJ: General Learning.

Crank, John, P. (1998)nderstanding Police Cultur€incinnati:Anderson.

Creswell, J.W. (1994). Research Design: Qualitative and Quantitative
ApproachesLondon: Sage Publication.

Crump, T. (1981)The Phenomenon of Mondyndon: Routledge & Kegan Paul.
Davis, J. (1992)ExchangeBuckingham: Open University Press.

Davis K., J.W. Newtrorm (1972Human Behaviour at Work: Organizational
Behaviour Singapore: McGraw-Hill.

Davis, K.C. (1975)Police Discretion St. Paul, Minn: West Publishing.

Denhardt, J.V., R.B. Denhardt (2003Jhe New Public Service: Serving, Not
Steering London: M.E. Sharpe Inc.

Denzin, N.K., Y.S. Lincoln (1978)The Research Act: A Theoretical Introduction
to Sociological Methods\NY: McGraw-Hill.

Dilthey, W. (1910). “The Construction of the Histal World in the Human
Studies”, dalamWilhelm Dilthey-Selected Writing®Rickman H.P., ed.).
Cambridge: Cambridge University Press.

Drummond, D.S. (1976Rolice Culture Newbury Park, CA: Sage Publication.

2 Universitas Indonesia
Kebijakan dan kekuasaan..., Hendra Kurniawan, FISIP Ul, 2009



Durkheim, E. (1974, 1982T.he Rules of Sociological MethddY: Free Press.
Dye, T.R. (1975)Understanding Public PolicyNJ: Prentice-Hall.

Ekeh, P. (1974)Social Exchange Theory: The Two TraditiorGambridge:
Harvard University Press.

Emerson, R.M. (1972). “Exchange Theory, Part Il:.clitange Relations and
Networks”, dalam Sociological Theorige in Progress (J. Berger, M.
Zelditch, B. Anderson, eds). Boston: Houghton-Nifl

Epstein, C. (1981)An Introduction to Human Serviceondon: Prentice-Hall.

Evans-Pritchard, E.E. (1967). “Introduction”, daldime Gift NY: W.W. Norton.

Faal, M. (1991)Penyaringan Perkara Pidana oleh Polisi (Diskresipgésian).
Bandung: Pradnya.

Frederickson, G. (1988hdministrasi Negara Baruakarta: LP3ES.

Goffman, E. (1972)Relations in Public: Microstudies of Public OrdeNY:
Harper.

Goldschmidt, W. (1986). “Anthropology is as a PwliScience”, dalam
Athropology and Public Policy(ed.). Washington D.C: American
Anthropological Association.

Gregory, C.A. (1982)Gifts and Commoditied.ondon: Academic Press.

Hampden, C.T. (1994Torporate Culture London: Atkus Ltd.

Henley, N., J. Freeman, (1975). “The Sexual Palitt Interpersonal Behavior”,
dalam Women: A Feminist Perspectiydo Freeman, ed.). California:

Mayfield.

Hoebel, E.A. (1954, 1968 he Law of Primitive Man, A Study in Comparative
Legal DynamicsNY: Antheum.

Ihromi, T. O. (1984)Antropologi dan HukumJakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Ingraham, P.W., B.S. Romzek (1998 ew Paradigms for Governments: Issues
for the Changing Public ServichlY: Josseys Bass.

Jary, D., J. Jary (1991Collins Dictionary of SociologyGlasgow: Harper Collins.

Kahn, J.S. (1995Culture, Multiculture, Postculturd_.ondon: Sage Publication.

3 Universitas Indonesia
Kebijakan dan kekuasaan..., Hendra Kurniawan, FISIP Ul, 2009



Koenarto (1997)Tri Brata Catur Prasetya, Sejarah Perspektif darosreknya
Jakarta: Cipta Manunggal.

Kusumasari, B. (2005). “Kontrak Pelayanan dalanoReési Pelayanan Publik di
Indonesia”, dalam Birokrasi Publik dalam Sistem Politik Semi-
Parlementer Yogyakarta: Gava Media.

Lakoff, G., M. Johnson (1980Metaphors We Live ByChicago: University of
Chicago Press.

Leach, JW., E.R. Leach (1983The Kula: New Perspectives on Massim
ExchangeCambridge: Cambridge University Press.

Lester, J.P., J. Stewart (2008ublic Policy: An Evolutionary Approaclsidney:
Wadsworth.

Levi-Strauss, C. (1949, 1969Jhe Elementary Structures of Kinshiposton:
Beacon Press.

Lipsky, M. (1980). Street-Level Bureaucracy: Dilemmas of the Individim
Public ServicesNY: Russell Sage Foundation.

Llewellyn, K.N., E.A. Hoebel (1941)The Cheyenne Way, Conflict and Case Law
in Primitive JurisprudenceOklahoma: University of Oklahoma Press.

Locke, L.F., W.W. Spirduso, S.J. Silverman (198F)joposal That Work: A

Guide for Planning Dissertations and Grand Propasd@llewbury Park:
Sage Publication.

Lubis, M. (1988) Citra Polisi. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Lundman, R.J. (1980Roclice Behaviour: A Sociological Perspectifed.). NY:
Oxford University Press.

Malinowski, B. (1922) Argonauts of the Western PacifldY: Dutton.

, (1926)Crime and Custom in Savage Societpndon: Kegan Paul,
Trench and Trubner.

Marshall, C., Rossman, G.B. (198®)esigning Qualitative ResearchNewbury
Park, CA: Sage Publication.

Martin, S.E. (1977).Breaking and Entering: Policemen in the Police Worl
Washington: American University.

Mauss, M. (1925, 1967Yhe Gift: Forms and Functions of Exchange in Archai
SocietiesNY: W.W. Norton.

4 Universitas Indonesia
Kebijakan dan kekuasaan..., Hendra Kurniawan, FISIP Ul, 2009



Mead, G.H. (1938)The Philosophy of the Ac€Chicago: University of Chicago
Press.

Meltzer, B.P.J., L. Reynolds (1975ymbolic Interactionism: Genesis, Varieties,
and Criticism London: Routledge & Kegan Paul.

Merriam, S.B. (1988).Case Study Research in Education: A Qualitative
Approach San Francisco: Jossey-Bass.

Miles, M.B., A.M. Habermann (1984Analisa Data Kualitatif Jakarta: Ul Press.

Miles, R.E., C.C. Snow (1978Prganizational Strategy, Structures and Process
NY: McGraw-Hill.

Mitchell, T.R. (1978)People in OrganizationNY: McGraw-Hill Book.
Mody, A. (2003) A Violent Police CultureNew Delhi: The Hindu Republication.

Moenir, H.A.S. (1992).Manajemen Pelayanan Umum di Indonesiakarta:
Bumi Aksara.

Molm, L.D., K.S. Cook (1995). “Social Exchange d@ixthange Network”, dalam
Sociological Perspective on Social Psychol@gys. Cook, G.A. Fine, dan
J.S. House, eds). Boston: Allyn and Bacon.

Moore, S.F. (1978)Law As Process, An Anthropological Approadiondon:
Routledge & Kegan Paul.

Muhammad, F. (1999Praktik Penegakan Hukum Bidang Lalu-Lintdskarta:
Balai Pustaka.

Mulyana, D. (2003).Metode Penelitian Kualitatif: Paradigma Baru Iimu
Komunikasi dan llmu Sosial LainnyBandung: Remaja Rosda Karya.

Nader, L., H.F. Todd Jr. (1978Jhe Disputeing Process-Law in Ten Societies
NY: Columbia University Press.

Pelto, P.J., G.H. Pelto (1970Anthropological Research: The Structure of
Inquiry. NY: Cambridge University Press.

Perry, D. (1975)Police in the MetropolisColumbus, Ohio: Charles Merrill.

Pillsbury, B. (1986). “Making Difference: Anthropmgists in International
Development”, dalanAthropology and Public PolicyW. Goldschmidt,
ed.). Washington D.C: American Anthropological Agstion.

Pospisil L. (1971)Anthropology of Law: A Comparative Theobyndon: Harper
& Row Publisher.

5 Universitas Indonesia
Kebijakan dan kekuasaan..., Hendra Kurniawan, FISIP Ul, 2009



Purbokusumo, Y. (2005). “Desentralisasi dan PedralRelayanan Publik”, dalam
Birokrasi Publik dalam Sistem Politik Semi-ParleeenE.A. Purwanto
& W. Kumorotomo, eds). Yogyakarta: Gava Media.

Purwanto, E.A., Kumorotomo, W., (200Birokrasi Publik dalam Sistem Politik
Semi-Parlementegfeds). Yogyakarta: Gava Media.

Reiner, R. (2000)The Politics of The Policd.ondon: Havesten Wheetsheaf.
Reiss, A. (1971)The Police and the PublitNY: Yale University Press.
Reuss-lanni, E. (1984Jwo Cultures of Policing\NJ: Transaction.

Roberts, S. (1979 0rder and Disputes: An Introduction to Lagal Anthadogy.
Harmondworth: Penguin Books.

Rock, P. (1979)The Making of Symbolic Interactiobondon: Macmillan.
Rolp, C.H. (1962)The Police and the Publied.). London: Heinemann.

Rosman, A. (1971)Feasting With Mine Enemy: Rank and Exchange Among
Northwest Coast SocietiedY: Columbia University Press.

Sahlins, M. (1972)Stone Age Economic€hicago: Aldine.

Saifuddin, A.F. (2004). “Penulisan limiah Sosialifemporer: Isu, Retorika, dan
Metafora”, dalamKarya Tulis limiah Sosial: Menyiapkan, Menulis dan
Mencermatinya(Y.T. Winarto, T. Suhardiyanto, E.M. Choesin, eds.)
Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

, (2005) Antropologi Kontemporer: Suatu Pengantar Kritis Menai
Paradigma Jakarta: Kencana.

Sanjek, R. (1990)Fieldnotes: The Making of Anthropolagytacha: Cornell
University Press.

Schutz, A. (1962)Collected Pappers: The Problem of Social Realihague:
Martinus Nijhoff.

Shore, C., S. Wright (1997Anthropology of Policy: Critical Perspectives on
Governance and PoweNY: Routledge.

Sihombing, D. (1997Diskresi Kepolisian & Penegakkan Hukudakarta: PTIK.

Simmel, G. (1978).The Philosophy of MoneyT. Bottomore, terj.). London:
Routledge & Kegan Paul.

6 Universitas Indonesia
Kebijakan dan kekuasaan..., Hendra Kurniawan, FISIP Ul, 2009



Skolnick, J.H. (1966)Justice without Trial: Law Enforcement in a Demdaa
Society NY: John Wiley & Sons.

Spradley, J.P. (1975Anthropology: The Cultural PerspectividY: Jhon Wiley.
Spykman, N. (1964)'he Social Theory of George Simni¢Y: Russel & Russel.

Staf Deputi Sumber Daya Manusia (20B)ku Panduan Anggota Polri sebagai
Pelindung, Pengayom dan Pelayan MasyaraBakarta: Mabes Polri.

Starr, J., Collier, J.F. (1989Mistory and Power in The Study of Law: New
Direction in Legal Anthropologylithaca, London: Cornel University Press.

Suparlan, P. (1999). “Polisi Indonesia dalam Ran@kanomi Daerah”, dalam
Bunga Rampai llImu Kepolisian Indonegel.). Jakarta: YPKIK.

Supriatna, T. (1996)Administrasi, Birokrasi dan Pelayanan Publidakarta:
Nimas Multima.

Sutanto (2005)Polri: Menuju Era Baru, Pacu Kinerja, Tingkatkant@. Jakarta:
YPKIK.

Toha, M. (1991)Beberapa Aspek Kebijaksanaan Birokrasogyakarta: Widya
Mandala.

Trice, H.M., J.M. Beyer (1993)he Cultures of Work Organizatiansnglewood
Cliffs, NJ: Prentice-Hall.

Trojanowicz, R., M.H. Moore (1988). “Corporate $¢mies for Policing,” dalam
Perspectives on PolicingvVashington, D.C.: National Institute for Justice.

Turner, V.W. (1967)The Forest of Symbolkhaca: Cornel University Press.

, E.M. Bruner, C. Geertz (1986he Anthropology of Experienddrbana:
University of Illinois Press.

Weber, M (1971). “The Definition of Sociology, SatiAction and Social
Relationship”, dalamSociological PerspectiveéThompson & Tunstall,
eds.). Baltimore: Penguin.

Williams, R. (1975).Drama in a Dramatised SocietfCambridge: Cambridge
University Press.

Wilson, J.Q. (1968). “The Birocracy Problem”, daldhe Public InterestNY:
Winter.

, (1976)Varieties of Police BehavioutCambridge: Harvard University
Press.

7 Universitas Indonesia
Kebijakan dan kekuasaan..., Hendra Kurniawan, FISIP Ul, 2009



Jurnal, Surat Kabar, Website, Makalah, Naskah, Tesis/Disertasi dan Hasil
Penelitian:

Alhumami, A. (2008). “Uang dan Moralitas PertukdradOMPAS 5 Juli 2008.

Armstrong, M.J. (1986). “Ethnic Identity Manipulati by Urban Malays”,
Ethnicity and Ethnic Relations in Malaysi@dRaymond Lee, ed.).
Occasional Paper, NIU: Center for Southeast Astadi&s, No. 12.

Bohannan, P. (1955). “Some Principles of Exchamgklavestment Among Tiv”,
American Anthropologiss7 (1): 60-70.

Brogden, M., Wright, M. (1979). “Reflections on tB®cial Work Strikes”New
Society 53.

Brown, J. (1992). “Changing the Police CulturBglicing, Vol 8, No 4, Winter.

Charles, W. (2007). “Police Culture and Ethics: Force, Milig@tion and Guns”,
http://www.police culture and ethics.com.

Cook, K.S., J.M. Whitmeyer (1992). “Two Approach&s Social Structure:
Exchange Theory and Network Analysi®nnual Review of Sociology
18: 109-127.

Dwilaksana, C. (2005). “Pola-Pola Pemolisian dir®IBatang”Disertasi KIK-
PPS UI

Dwiyanto, A. (2003). “Rente dalam Birokrasi Pelaga Publik”, Policy Brief
No. 04/PB/2001.

Effendi, S. (1995). “Kebijakan Pembinaan Organis®asiayanan Publik pada PJP
[I”, Percikan PemikiranMimeo.

Emerson, R.M. (1981). “Social Exchange Theo’hinual Review of Sociology
Vol. 2, 335-362.

Goldsmith, A. (1990). “Taking Police Culture Sersby Police Discretion and the
Limits of Law”, Policing & SocietyVol. 1, 91-114.

Griffiths, J. (1986). “What is Legal PluralismJpurnal of Legal Pluralism and
Unofficial LawNo. 24/1986, 1-56.

Gunadi, H., Anthony, Widodo (2008). “GratifikasiGATRA 30 Juli 2008, 22-23.

Handayani, S.N. (2003). “Strategi dan Manajemen B&InPOLRI dalam
membangun Citra POLRITesis Bidang Iimu Sosial PPS.UI

8 Universitas Indonesia
Kebijakan dan kekuasaan..., Hendra Kurniawan, FISIP Ul, 2009



Hinshaw, R.E. (1980). “Anthropology, Administratiand Public Policy”Annual
Review of Anthropology: 497-522.

http://www1.worldbank.org/publicsector/egov/defioit htm.

Irsjam, M. (1986). “Citra Masyarakat terhadap Hglikaporan Penelitian PA4T-
Ul dan Depdikbud RI

Jacobs, E. (1987). “Qualitative Research TraditioAs Review”, Review of
Educational Researc¢ib7 (1), 1-5.

Kelana, M. (2007). “Membangun Budaya Polisi Indaoa¥s http://www.
polri.go.id.

Koentjaraningrat (1989). “Antropologi HukumRjajalah Antropologi Sosial dan
Budaya No. 47 Tahun X1l 1989, FISIP Ul, 26-34.

Komisi Ombudsman Nasional (2005-2007) “Tuntutan Yaaskat terhadap
Kegiatan Pelayanan di Instansi Penegak Hukuihasil Survel

Lembaga Survei Indonesia (2005) “Persepsi Negetididap Lembaga Kepolisian
di Kalangan MasyarakatHasil Survei

Mclevor, K.M. (2005). “The Culture of the Policer8iee”, Bullying 999.

Nader, L. (1965). “The Ethnography of Law&d), American Anthropological
Association Volume 67 No. 6, 2.

Nitibaskara, R. (1990). “Etnografi Kejahatan di dmeésia’, Naskah Pidato
Pengukuhan Guru Besar FISIP-UlI

Nurfaizi (1999). “Membangun Kultur Polri yang Beremtasi Publik: Persepsi dan
Komitmen Polri”,Makalah Seminar PSKP-UGM

Page, C.H. (1946). “Bureaucracy’s Other Fa&scial Forces25: 89-91.

Parry, J. (1986). “The Gift, The Indian Gift ancethndian Gift”, Man, 21 (3):
453-73.

Police Department (2005). “Police Culture and Betidy Syllabus for JUS 205
Mega Links in Criminal Justice_ast updated: 06/26/05.

Rahardjo, R. (1998). “Mengkaji Kembali Peran damgsi Polri dalam
Masyarakat di Era ReformasiVMakalah Seminar Nasional tentang Polisi
dan Masyarakat dalam Era Reformasi

Sadli, S. (1976). “Persepsi Sosial mengenai PeriMknyimpang”, Tesis Doktor
FP-UL.

9 Universitas Indonesia
Kebijakan dan kekuasaan..., Hendra Kurniawan, FISIP Ul, 2009



Shanahan, P. (2000). “Police Culture and the LegrnDrganisation: A
Relationship?” AVETRA Conference Papers.

Simmel, G. (1991). “Money in Modern CultureTheory, Culture and Societ$
(3): 17-31.

Siregar, K. (2000). “Pelayanan di Pos Polisi BlokJ&karta SelatanTesis KIK-
PPS UI

Suhadibroto (2003). “Wong Cilik dan Hakny&HN RI Online

Suwondo (2000). “Desentralisasi Pelayanan Publikbithgan Komplementer
antara Sektor Negara, Mekanisme Pasar dan OrgaNisasPemerintah”,
Makalah Seminar Administrasi FISIP-UI

Toha, M. (1993). “Peningkatan Pelayanaigkalah Seminar Polri

Weiner, A. (1980). “Reproduction: A Replacement Reciprocity”, American
Ethnologist7 (1): 71-85.

Wellman, B. (1983). “Network Analysis: Some Basianeiples”, Sociological
Theory(R. Collins, ed.), Jossey-Bass, 155-200.

Kebijakan, Keputusan, Peraturan, Program Kerja, Telaah dan Undang-
Undang:

Kebijakan dan Strategi Kapolri tentang Penerapandé¥ioPolmas dalam
Penyelenggaraan Tugas Polri (Draft 3), 25 Septenzio@b.

Kebijakan dan Strategi Kapolda Metro Jaya, Agu2(4.
Keputusan Kapolri No. Pol: Skep/213/VI11/1985 temd¢ode Etik Profesi Polri.

Keputusan Kapolri No. Pol.: Kep/54/X/2002 tentangg&hisasi dan Tata Kerja
Polda Metro Jaya. Lampiran “B” Polda Metro Jaya.

Keputusan Kapolri No. Pol.: Skep/958/XI11/2004 tergaPeningkatan Tipe Satu
Kewilayahan Polri.

Keputusan Kapolda Metro Jaya No. Pol.: Skep/20082tentang Hasil Penilaian
Peringkat 20 Besar Kinerja Pemberdayaan PospobldeR Jajaran Polda
Metro Jaya.

Keputusan Menpan No. 63/KEP/M.PAN/7/2003 TanggalJiil 2003 tentang
Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

10 Universitas Indonesia
Kebijakan dan kekuasaan..., Hendra Kurniawan, FISIP Ul, 2009



Keputusan Presiden RI No.70 Th 2002 tentang Organisata Kerja Polri.
Peraturan Presiden RI No. 17 Tahun 2005 tentangpébras.

Program dan Strategi Polres Depok dan JajarannigrRanyesuaian Kebijakan
dan Strategi Organisasi Polri Tahun 2005.

Telaah Staf Polres Depok No. Pol: R/Tel-Staf/0DW02 tentang Peningkatan
Polsek-Polsek di Jajaran Polres Depok dari TipeMehjadi Tipe “B”.

Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002, tanggal 8 Ja@08R tentang Polri.

Undang-Undang No. 15 tanggal 27 April 1999 tentdembentukan Kodya
Depok.

Data L apangan:

Buku Sambang Polisi “Tiada Hari Tanpa Kawan Bagailg disusun oleh Bagian
Binamitra Polres Depok dari tahun 2005-2006.

Catatan Lapangarieldnoteg, yang dibuat oleh peneliti selama proses peaaliti
lapangan dari Agustus 2005-Februari 2006.

Laporan Hasil Penelitian, yang dibuat oleh penelggiama proses penulisan
disertasi dari Maret 2006-Agustus 2006.

11 Universitas Indonesia
Kebijakan dan kekuasaan..., Hendra Kurniawan, FISIP Ul, 2009



Filename: References.doc

Directory: C:\DOCUME~1\TOMY~1\MYDOCU~1\DISERT~1

Template: C:\Documents and Settings\T o m y\Appilica
Data\Microsoft\Templates\Normal.dotm

Title:

Subject:

Author: Hendra Kurniawan

Keywords:

Comments:

Creation Date: 11/29/2008 9:23:00 PM

Change Number: 43

Last Saved On: 12/14/2009 10:35:00 AM

Last Saved By: Tomy

Total Editing Time: 297 Minutes
Last Printed On: 12/23/2009 3:29:00 PM
As of Last Complete Printing
Number of Pages: 11
Number of Words: 2,879 (approx.)
Number of Characters: 16,415 (approx.)

Kebijakan dan kekuasaan..., Hendra Kurniawan, FISIP Ul, 2009



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Gambar Denah Kantor Polres Depok.

Lampiran 2. Gaji Pokok PNS dan Polri.

Lampiran 3. Jadwal Penelitian Lapangan dan Penulisan Disertasi.
Lampiran 4. Prosentase Rekruitmen Anggota Polres Depok.
Lampiran 5. Kekuatan Personil Polres Depok.

Lampiran 6. Kelengkapan Fasilitas Pelayanan Polres Depok.

Lampiran 7. Situasi Kamtibmas, Kasus Menonjol, dan Hasil Kegiatan
Operasi.

Lampiran 8. Skenario Pra Ops Jajaran Polres Depok dalam Pel antikan
Pejabat Wali Kota Depok.

Lampiran 9. Tugas dan Wewenang Sentra Pelayanan Kepolisian (SPK).

Lampiran 10. Biaya Pengurusan SIM di Tingkat Polres.

1
Kebijakan dan kekuasaan..., Hendra Kurniawan, FISIP Ul, 2009



Lampiran 1. Gambar Denah Kantor Polres Depok.

KANTOR WALIKOTA DEPOK
Ke Arah Bogor Ke Arah Jekarta
4q--------------- RUAS JALAN MARGONDA RAYA ---------------- | &
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—— L L L L O e
! KANTOR POLRES METRO DEPOK
1
2 3
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! 11 118, 14 15 16
! 12 |
; | | 20 21
: Parkir | 17 ! T [
1 I Tower/ ! !
i 18 119 ; Antena | | | 24 25
i 10 22 Lo_____:!
i 23 N Taman | 28 29
! L, . 26 ! |
! 27 I, - )
SN S W " (w . 31 32
! 30 : ,
! 33 | i
Taman !
7 ! v 3 | |35
| 36 1 1
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; L Maguh, "7 H
i
[T — 39 40 a c 52
! 50.
! 38 47 : d 48 49 f ig 51
! h 55
1
53; i 54
41 Parkir 11 e | - k 60
5Q.i
I
b 56 : | 57 58 59 m n 60
I o1
- - —
! | 44 | 45 | 46 ———62 | r 63
| ; ; q ’
I 0 P s
B
Batas Dinding Tembok Atas (Angka)
S “i" u Batas Dinding Bawah Tanah (Abjad)
““““““““ Batas Koridor/Trotoar
T —_——— e — = Batas Pagar

Sumber: Gambar Dibuat Berdasarkan llustrasi Peneliti.
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Keterangan Gambar:

Rumah Dinas

Pos Jaga Provos

Pos Jaga Samapta

Ruaang Unit P3D

Ruang Pelayanan Masyarakat (SPK)
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wcC
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Ruang Meeting intelkam
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& ¥

Dapur
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® N O

Rumah Dinas Kabagops
Aula Satya Haprabu
Ruang Fotokopi

Masjid

A Ob W
= o ©

Q T o 5 3

=

(Lanjutan)

Tempat Wudhu

Kamar Mandi

Ruang Pangkas Rambut
Ruang Tahanan Khusus Disiplin
Ruang Pelayanan Komputer
Ruang Subbaglog (Bagmin)
Ruang Sidik Jari

Ruang Denpamobvit

Ruang Kasatsamapta
Ruang Paurmintu Pamobvit
Ruang Binops Narkoba
Ruang Poli Gigi

Ruang Subbagbimmas (Bagbinamitra)
Ruang Kasatnarkoba

Ruang Kesehatan

Ruang Pa Pengendali

Ruang Ops Samapta

Ruang Kabagbinamitra
Ruang Kanit Idik Il Narkoba
Ruang Binluh Narkoba
Kantin Bhayangkari Atas
Ruang Kanit Idik | Narkoba
wcC

Ruang Jaga Tahanan

Ruang Besuk Tahanan
Ruang Kaurminops Lantas
Ruang Tahanan Pria

Ruang Tahanan Wanita
Ruang Kaurbinops Reskrim
Ruang Piket Reskrim
Ruang Kasatlantas

Ruang Staf Reskrim

Ruang Kanit Idik 11

Ruang Yanmas Tilang
Ruang Kanit Idik 111

Ruang Kasatreskrim

Kantin Bawah Tanah
Ruang Pelayanan SIM
Kantin Bhayangkari Bawah
Kanit Ruang Pemeriksaan Khusus (RPK)
Ruang Kanit Idik 1V
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Tabel 1. Gaji Pokok PNS Tahun 2003 (PP 11).

Lampiran 2. Gaji Pokok PNS dan Polri.

Masa
Kerja Ruang dan Kenaikan Gaji Pokok PNS
Gal. | (Rp)
0 575.000,- - - -
1 - - - -
2 587.900,- - - -
3 - 619.700,- 645.900,- 673.200,-
4 601.100,- - - -
5 - 633.600,- 660.400,- 688.400,-
6 614.700,- - - -
7 - 647.900,- 675.300,- 703.800,-
8 628.500,- - - -
9 - 662.400,- 690.500,- 719.700,-
10 642.500,- - - -
11 - 677.300,- 706.000,- 735.800,-
12 657.000,- - - -
13 - 692.500,- 721.800,- 752.400,-
14 671.800,- - - -
15 - 708.100,- 738.100,- 769.300,-
16 686.900,- - - -
17 - 724.000,- 754.700,- 786.600,-
18 702.400,- - - -
19 - 740.300,- 771.600,- 804.300,-
20 718.200,- - - -
21 - 757.000,- 789.000,- 822.400,-
22 734.300,- - - -
23 - 774.000,- 806.700,- 840.800,-
24 750.800,- - - -
25 - 791.400,- 824.800,- 859.700,-
26 767.700,- - - -
27 - 809.200,- 843.400,- 879.100,-
Sumber: Dwilaksana (2005).
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(Lanjutan)

Masa

Kerja Ruang dan Kenaikan Gaji Pokok PNS

Gal. Il (Rp)
0 725.500,- - - -
1 733.700,- - - -
2 - - - -
3 750.200,- 782.000,- 815.000,- 849.500,-
4 - - 3 -
5 767.100,- 799.500,- 833.400,- 868.800,-
6 - - - -
7 784.300,- 317.500,- 852.100,- 888.100,-
8 - - - -
9 801.900,- 835.900,- 871.200,- 908.100,-
10 3 - - -
11 820.000,- 854.700,- 890.800,- 928.500,-
12 - - - -
13 838.400,- 873.900,- 910.900,- 949.400,-
14 . - - -
15 857.300,- 893.500,- 931.300,- 970.700,-
16 - - p -
17 876.500,- 913.600,- 952.300,- 992.600,-
18 - - - -
19 896.200,- 934.200,- 973.700,- 1.014.900,-
20 - - - -
21 916.400,- 955.200,- 995.600,- 1.037.700,-
22 - - - -
23 937.000,- 976.600,- 1.017.900,- 1.061.000,-
24 - - - -
25 958.000,- 998.600,- 1.040.800,- 1.084.900,-
26 - - - -
27 979.600,- 1.021.000,- 1.064.200,- 1.109.300,-
28 - - - -
29 1.001.600,- 1.044.000,- 1.088.200,- 1.134.200,-
30 - - - -
31 1.024.100,- 1.067.400,- 1.112.600,- 1.159.700,-
32 - - - -

Sumber: Dwilaksana (2005).
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(Lanjutan)

Masa
Kerja Ruang dan Kenaikan Gaji Pokok PNS
Gal. 111
0 905.400,- 943.700,- 983.600,- 1.025.200,-
1 - - - -
2 925.700,- 964.900,- 1.005.700,- 1.048.300,-
3 - p - -
4 946.500,- 986.600,- 1.028.300,- 1.071.800,-
5 - - 4 -
6 967.800,- 1.008.800,- 1.051.400,- 1.095.900,-
7 - - - -
8 989.600,- 1.031.400,- 1.075.100,- 1.120.600,-
9 - - " -
10 1.011.800,- 1.054.600,- 1.099.200,- 1.145.800,-
11 - . : -
12 1.034.600,- 1.078.300,- 1.124.000,- 1.171.500,-
13 - - - -
14 1.057.800,- 1.102.600,- 1.149.200,- 1.197.800,-
15 - - - -
16 1.081.600,- 1.127.400,- 1.175.100,- 1.224.800,-
17 - . . -
18 1.105.900,- 1.152.700,- 1.201.500,- 1.252.300,-
19 - - - -
20 1.130.800,- 1.178.600,- 1.228.500,- 1.280.500,-
21 - - - -
22 1.156.800,- 1.205.100,- 1.256.100,- 1.309.200,-
23 - - - -
24 1.182.200,- 1.232.200,- 1.284.300,- 1.338.700,-
25 - - - -
26 1.208.800,- 1.259.900,- 1.313.200,- 1.368.800,-
27 - - - -
28 1.235.900,- 1.288.200,- 1.342.700,- 1.399.500,-
29 - - - -
30 1.263.700,- 1.317.200,- 1.372.900,- 1.431.000,-
31 - - - -
32 1.292.100,- 1.346.800,- 1.403.800,- 1.463.200,-

Sumber: Dwilaksana (2005).
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(Lanjutan)

Masa
Kerja Ruang dan Kenaikan Gaji Pokok PNS
Gol. IV (Rp)
0 1.068.600,- 1.113.300,- 1.160.900,- 1.210.100,- 1.261.200,-
1 - - - - -
2 1.092.600,- 1.138.800,- 1.187.000,- 1.237.300,- 1.289.600,-
3 - - L - -
4 1.117.200,- 1.164.400,- 1.213.700,- 1.265.100,- 1.318.600,-
5 - - - L -
6 1.142.300,- 1.190.600,- 1.241.000,- 1.293.500,- 1.348.200,-
7 - - 9 - -
8 1.168.000,- 1.217.400,- 1.268.900,- 1.322.600,- 1.378.500,-
9 - 3 - - -
10 1.194.200,- 1.244.800,- 1.297.400,- 1.352.300,- 1.409.500,-
11 5 - - _ -
12 1.221.100,- 1.272.700,- 1.326.600,- 1.382.700,- 1.441.200,-
13 - - - - -
14 1.248.500,- 1.301.300,- 1.356.400,- 1.413.800,- 1.473.600,-
15 - . . - -
16 1.276.600,- 1.330.600,- 1.386.900,- 1.445.600,- 1.506.700,-
17 - - . - -
18 1.305.300,- 1.360.500,- 1.418.100,- 1.478.100,- 1.540.600,-
19 - - y ’ -
20 1.334.600,- 1.391.100,- 1.450.000,- 1.511.300,- 1.575.200,-
21 - - - - -
22 1.364.600,- 1.422.400,- 1.482.600,- 1.545.300,- 1.610.700,-
23 - - - - -
24 1.395.300,- 1.454.300,- 1.515.900,- 1.580.000,- 1.646.900,-
25 - - - - -
26 1.426.700,- 1.487.000,- 1.550.000,- 1.615.500,- 1.683.900,-
27 - - - - -
28 1.458.700,- 1.520.500,- 1.584.800,- 1.651.900,- 1.721.700,-
29 - - - - -
30 1.491.500,- 1.554.600,- 1.620.400,- 1.,689.000- 1.760.400,-
31 - - - - -
32 1.525.100,- 1.589.600,- 1.656.900,- 1.727.000,- 1.800.000,-

Sumber: Dwilaksana (2005).
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Tabel 2. Gaji Pokok Polisi Tahun 2003 (PP 14).

(Lanjutan)

Masa
Kerja Ruang dan Kenaikan Gaji Pokok Tamtama
Gal. (Rp)

| Bharada Bharatu Bharaka Abripda Abriptu Abrip
0 600.000,- 618.800,- 638.100,- 658.000,- 678.600,- 699.800,-
1 - - - - - -

2 615.000 634.200,- 654.100,- 674.500,- 695.600,- 717.300,-
3 - - s p L -

4 630.400 650.100,- 670.400,- 691.400,- 713.000,- 735.300,-
5 - = - - - -

6 648.100 666.300,- 687.200,- 708.600,- 730.800,- 753.600,-
7 - - - - - -

8 662.300 683.000,- 704.300,- 726.400,- 749.100,- 772.500,-
9 - - - - - -

10 678.800 700.100,- 721.900,- 744.500,- 767.800,- 791.800,-
11 - - - = . -

12 695.800 717.600,- 740.000,- 763.100,- 787.000,- 811.600,-
13 - g - - . -

14 713.200 735.600,- 768.500,- 782.200,- 806.700,- 831.900,-
15 - - - - - -

16 731.000 753.900,- 777.500,- 801.800,- 826.800,- 852.700,-
17 - - 1 - - -

18 749.300 772.700,- 796.900,- 821.800,- 847.500,- 874.000,-
19 - - - - - -

20 768.100 792.100,- 816.800,- 842.400,- 868.700,- 895.800,-
21 - - - - - -

22 787.300 811.900,- 837.200,- 863.400,- 890.400,- 918.200,-
23 - - - - - -

24 806.900 832.200,- 858.200,- 885.000,- 912.700,- 941.200,-

Sumber: Dwilaksana (2005).
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(Lanjutan)

Masa

Kerja Ruang dan Kenaikan Gaji Pokok Bintara

Gal. (Rp)
I Bripda Briptu Brip Bripka Aipda Aiptu
0 758.200,- 781.900,- 806.400,- 831.600,- 857.600,- 884.400,-
1 - - = - - -
2 777.200,- 801.500,- 826.500,- 852.400,- 879.000,- 906.500,-
3 - 4 - 3 - -
4 796.600,- 821.500,- 847.200,- 873.700,- 901.000,- 929.200,-
5 - - - - - -
6 816.500,- 842.100,- 868.400,- 895.500,- 923.500,- 952.400,-
7 - - - - - -
8 837.000,- 863.100,- 890.100,- 917.900,- 948.800,- 976.200,-
9 - - - - = -
10 857.900,- 884.700,- 912.400,- 940.900,- 970.300,- 1.000.600,-
11 - - S - - -
12 879.300,- 906.800,- 935.200,- 964.400,- 994.500,- 1.025.600,-
13 - - - - . -
14 901.300,- 929.500,- 958.500,- 988.500,- 1.019.400,- 1.051.300,-
15 - - - - - -
16 923.800,- 952.700,- 982.500,- 1.013.200,- 1.044.900,- 1.077.600,-
17 - S - - - -
18 946.900,- 976.500,- 1.007.100,- 1.038.500,- 1.071.000,- 1.104.500,-
19 - - - - - -
20 970.600,- 1.001.000,- 1.032.200,- 1.064.500,- 1.097.800,- 1.132.100,-
21 - - - - - -
22 994.800,- 1.026.000,- 1.058.100,- 1.091.100,- 1.125.200,- 1.160.400,-
23 - - - - - -
24 1.019.800,- 1.051.600,- 1.084.500,- 1.118.400,- 1.153.400,- 1.189.400,-
25 - - - - - -
26 1.045.200,- 1.077.900,- 1.111.600,- 1.146.400,- 1.182.200,- 1.219.200,-
27 - - - - - -
28 1.071.400,- 1.104.900,- 1.139.400,- 1.175.000,- 1.211.800,- 1.249.600,-

Sumber: Dwilaksana (2005).
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(Lanjutan)

Masa
Kerja Ruang dan Kenaikan Gaji Pokok Perwira Pertama
Gal. (Rp)
11 Ipda Iptu AKP
0 970.200,- 1.000.600,- 1.031.800,-
1 982.200,- - -
2 - 1.025.500,- 1.057.600,-
3 1.008.700,- - -
4 - 1.051.200,- 1.084.000,-
5 1.031.900,- = =
6 - 1.077.500,- 1.111.100,-
7 1.057.700,- e -
8 - 1.104.400,- 1.138.900,-
9 1.084.100,- - -
10 - 1.132.000,- 1.167.400,-
11 1.111.200,- - -
12 - 1.160.300,- 1.196.600,-
13 1.167.500,- - -
14 - 1.189.300,- 1.226.500,-
15 1.196.700,- - -
16 - 1.219.000,- 1.257.100,-
17 1.228.600,- - =
18 - 1.249.500,- 1.288.600,-
19 1.257.200,- - -
20 - 1.280.800,- 1.320.800,-
21 1.280.700,- - -
22 - 1.312.500,- 1.353.800,-
23 1.288.700,- - -
24 - 1.345.600,- 1.387.700,-
25 1.320.900,- - -
26 - 1.379.200,- 1.422.300,-
27 1.353.900,- - -
28 - 1.413.700,- 1.457.900,-
29 1.387.800,- - -
30 - 1.449.100,- 1.494.400,-
31 1.422.500,- - -
32 - 1.495.200,- 1.521.700,-
Sumber: Dwilaksana (2005).
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(Lanjutan)

Masa
Kerja Ruang dan Kenaikan Gaji Pokok Perwira Menengah
Gal. (Rp)

v Kompol AKBP KBP

0 - - -

1 - - -

2 1.090.700,- 1.124.800,- 1.159.900,-
3 - - -

4 1.117.900,- 1.152.900,- 1.188.900,-
5 - - -

6 1.145.900,- 1.181.700,- 1.218.800,-
7 - - .

8 1.174.500,- 1.211.200,- 1.249.100,-
9 - - -

10 1.203.900,- 1.241.500,- 1.280.300,-
11 = - =

12 1.234.000,- 1.272.600,- 1.312.300,-
13 - . -

14 1.264.800,- 1.304.400,- 1.345.100,-
15 . - -

16 1.296.900,- 1.337.000,- 1.378.800,-
17 - - =

18 1.328.900,- 1.370.400,- 1.413.200,-
19 - - -

20 1.362.100,- 1.404.700,- 1.448.600,-
21 - - -

22 1.395.100,- 1.439.800,- 1.484.800,-
23 - - -

24 1.431.000,- 1.475.800,- 1.521.900,-
25 - - -

26 1.456.800,- 1.512.700,- 1.560.000,-
27 - - -

28 1.503.500,- 1.550.500,- 1.598.900,-
29 - - -

30 1.541.100,- 1.589.200,- 1.638.900,-
31 - - -

32 1.579.500,- 1.629.000,- 1.679.900,-

Sumber: Dwilaksana (2005).
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(Lanjutan)

Masa
Kerja Ruang dan Kenaikan Gaji Pokok Perwira Tinggi
Gal. (Rp)

v Brigjen Irjen Komjen Jenderal
0 - - - -

1 - - - -

2 1.196.200,- 1.233.600,- - -

3 - = F -

4 1.226.100,- 1.264.400,- - -

5 - - - -

6 1.256.700,- 1.296.400,- - -

7 - - - -

8 1.288.100,- 1.328.400,- - -

9 L - o -

10 1.320.300,- 1.361.600,- - -

11 - - - -

12 1.353.400,- 1.395.700,- - -

13 - - - |

14 1.387.200,- 1.430.600,- - -

15 - - . -

16 1.421.900,- 1.466.300,- - -

17 - - - -

18 1.457.400,- 1.503.000,- - -

19 - ’ ), -

20 1.493.900,- 1.540.500,- - -

21 - - - -

22 1.531.200,- 1.579.100,- - -

23 - - - -

24 1.569.500,- 1.618.500,- 1.669.100,- 1.721.300,-
25 - - - -

26 1.608.700,- 1.659.000,- 1.710.900,- 1.764.300,-
27 - - - -

28 1.648.900,- 1.700.500,- 1.753.600,- 1.808.500,-
29 - - - -

30 1.690.200,- 1.743.000,- 1.797.500,- 1.853.700,-
31 - - - -

32 1.732.400,- 1.786.600,- 1.842.400,- 1.900.000,-

Sumber: Dwilaksana (2005).
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Lampiran 3. Jadwal Penelitian Lapangan dan Penulisan Disertasi.

Bulan/ Agustus | September | Oktober | November | Desember | Januari |Februari| Maret- Desember | Januari- Januari- Mei Juni
Tahun November Desember April
No
e T e T R e 2006 2006 2006 2006 2007 | e | e | e
Kegiatan 2005 2005 2005 2005 2005 | e | e | e | e 2008 2009 2009 2009
1 | Pelaksanaan Pendlitian Lapangan (Fieldwork):
a | Koordinasi Tim/Supervisor *
b | Pengurusan Perijinan *
¢ | ldentifikasi Lokasi/Informan * * *
d | Pengamatan dan Wawancara * * * * * *
2 | Penulisan Catatan L apangan (Fieldnotes) dan Penyusunan L aporan Hasil Penelitian:
a | Pengumpulan Data Sekunder * * * * * *
b | Analisis Data Temuan * * * * * *
¢ | Penyusunan Laporan Hasil Penelitian * *
d | Persiapan Seminar Hasil Penelitian *
3 | Penulisan Disertas dan Ujian-Ujian:
a | Ujian Seminar Hasil Pendlitian *
b | Revis dan Diskusi * * * *
¢ | Ujian Pra-Promosi Doktor *
d | Revis dan Diskusi * *
e | Ujian Promosi Doktor *

Sumber: Dibuat Berdasarkan Proposal Usulan Penelitian dan Dikembangkan Sesuai Masa Studi yang Tersedia.
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Lampiran 4. Prosentase Rekruitmen Anggota Polres Depok

ANIMO TAHAP SELEKSI
DIK 664
A A
83 %
18 % 804 > <
Parade ~ 804

62 %

Kesehatan Tahap |1

Akademik 82%
41 % ¥

73%

56 % Psikologi & Kesehatan Tahap |

95 %

59 % Kesehatan Jasmani

2635 2635
—> Parade & Antropometri <«———£ 80 %

3291 . - . 3291 74 %
Pemeriksaan Administrasi °

4443 . 4443
Animo

74 %

Diagram Piramid Berdasarkan Jender (PRIA = 632 ; WANITA = 32)

Sumber: Subbagpers Bagmin Polres Depok.
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Lampiran 5. Kekuatan Personil Polres Depok.

Tabel 1. Kuat Personil Polisi di Tingkat Polres Tahun 2005.

NO SATFUNG PAMEN PAMA BINTARA TAMTAMA JUMLAH
flel2|s|2|c|2|8 183, /2|8 /2|88 5.|5|¢
POLRES % <¥E g EC( E @ o o % [OF:4 % % % z o << g E PNS DSP RIIL
< < < L T o | ad | T 2 3 F T |z

1 | KAPOLRES NN ] - - - ; ] . ] ) . - ; \ - - - 1

2 | WAKA POLRES -1 - - - ; - - - ] - - - - ] - ] - 1

3 | BAGOPS IRy - 3 | 2 - - - - - -] 2 1 10
4 | BAGMIN I - 4 - 1 2 4 | 2 6 1 y ] - 2 - - | 4 13 27

5 | BENSAT o -] 2 - - - - 1 2 - - - ] - - - _ | s PM

6 | URDOKKES - -] s - ] - | 2 |1 - - - - - - I PM

7 | uNITP3D -] - ] 2 ] 4 1 7 7 - - ] ] ] - - | 3 11 26

8 | URTELEMATIKA - -] -] s -1 s |1 1 - ] -2 S o] 7 7

9 | TAUD NI 1 - - - - - - | 3 - - - - 1 - | 10 7 15
10 | PRIMKOPPOL 2 ] - - ] " g a ] ] . - - - - -] - PM 11
11 | PAMA/BAGUGAS -l -1 N -l 3| 2] 1|2 - - - - - - PM 13
12 | BA REMAJA -] - - - - ] - - - | o2s | - - ) - - ] - PM 25
13 | BA MAGANG N - - - - - - - | 20 | - - - - - -] - PM 29
14 | BAGBINAMITRA o1 2| 2 2 |1 | 2 - ] ] - ] - I 1 12
15 | SAT INTELKAM -] -] 1] s - 3] 2] 6] 16 2 ] ] ] ] S -] s 4 47
16 | SAT RESKRIM N 5 1 | 0] 1| 15| 24| 13 6 - ] - ] - -] 1 61 77
17 | SAT NARKOBA N 3 - 1 2 4 | 8 7 1 ] ] - - ] S| 1 31 28
18 | SAT SAMAPTA o - 1] s | 8 | 1 | 14| 22| 18] 62| - - - 2 ] -] 1 109 134
19 | SAT PAM OBVIT - 2] 2 -l 6| 1]l 6 |17 | 8| 2 ] ] - - -] 2 37 46
20 | SATLANTAS -] -l 1] s - | 14| 6 | 27| 20| 19| 4 - - - - - -] 2 84 107
21 | sPK N 2 - 2 1 2 2 6 | 16 | - ] ] - ] ] - 12 34

JUMLAH - 1 7 14 42 3 52 19 94 136 90 154 - - - 6 1 - 46 - 665

Sumber: Subbagpers Bagmin Polres Depok.
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(Lanjutan)

Tabel 2. Kuat Personil polisi di Tingkat Polsek dan Pospol Tahun 2005.

NO SATFUNG PAMEN PAMA BINTARA TAMTAMA JUMLAH
0 _ < x S < o < < D <
POL SEK/POSPOL § é § = fé 5 é 8 % 5| & % E § E Eﬁ g PNS| DSP | RIIL
SI=le |||l =| =& g |&|8 |<|2|2 |z |%|3
1 BEJI - - 1 3 2 12 6 16 21 11 17 1 1 - 1 - - 1 90 93
2 PANCORAN MAS - - - 1 7 - 20 12 18 24 15 17 - - - - 2 - 4 90 120
3 SUKMAJAYA - - - 1 8 1 16 3 26 28 12 25 9 - 2 - - - 3 90 134
4 CIMANGGIS - - - 1 5 1 21 11 21 25 24 13 1 - - - 1 - 3 90 127
5 SAWANGAN - - - 1 5 - 11 2 11 28 14 28 - - - 5 - - 3 90 108
6 BOJONG GEDE - - - 1 3 - 6 6 16 20 8 26 1 - - - 1 - 1 90 89
7 LIMO - - - 1 6 - 12 1 9 20 15 35 1 - - - 1 - - 90 101
JUMLAH KUAT POLSEK - - - 7 37 4 98 41 117 166 99 161 13 1 2 6 5 - 15 630 772
JUMLAH KUAT POLRES - 1 7 14 42 3 52 19 94 136 90 154 - - - 6 1 - 46 - 665
JML POLRES+ POLSEK - 1 7 21 79 7 150 60 211 302 189 315 13 1 2 12 6 0 61 630 1437

Sumber: Subbagpers Bagmin Polres Depok.

Keterangan:

Jumlah Personil : 1437  personil terdiri atas:
1. Islam 1,310 personil

2. Kristen Protestan ;101  personil

3. Kristen Katholik |-

4, Hindu . 26 personil

5. Budha Do
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Lampiran 6. Kelengkapan Fasilitas Pelayanan Polres Depok.

NO. SATUAN-FUNGSI LUASTANAH | LUASBANGUNAN NJOP NILAI KETERANGAN
(M2) (M2) (Rp) (Rp)

1 MAPOLRES DEPOK 7.982 3.655 1.500.000] 13.800.500.000 Sertifikat No. 00037
2 MAPOLSEK PANCORAN MAS 953 274 335.000{  456.255.000 Sertifikat No. 00006
3 MAPOLSEK SAWANGAN 457 400 285.000f  330.245.000 Sertifikat No. 00002
4 MAPOLSEK BEJI 856 224 350.000{ 411.600.000 Sertifikat No. 00207
5 MAPOLSEK CIMANGGIS 1.937 333 285.000|  445.000.000 Sertifikat No. 00010
6 MAPOLSEK SUKMA JAYA 800 450 600.000 705.000.000 Tanah Milik Perum Perumnas Dikuasai POLRI sejak Tahun 1982
7 MAPOLSEK LIMO 300 200 1.400.000 520.000.000 Sertifikat HGB AN. PT. URICON Dikuasai POLRI sgjak Tahun 1996
8 MAPOLSEK BOJONG GEDE 1.000 500 14.000|  264.000.000 Tanah PT. Perkebunan XI (PTP XI) Dikuasai POLRI sgjak Tahun 1996
9 MAPOSPOL TERMINAL DEPOK 24 24 1.000.000 36.000.000 Tanah Pemda Depok Dikuasai POLRI sgjak Tahun 1985
10 MAPOSPOL NUSANTARA 40 40 500.000 40.000.000 Tanah Irigasi/Perairan Dikuasai POLRI sgjak Tahun 1982
11 MAPQOSPOL CITAYAM 60 60 250.000 39.000.000 Tanah Irigasi/Perairan Dikuasai POLRI sgjak Tahun 2000
12 MAPOSPOL CINERE 24 24 600.000 26.000.000 Tanah Mall Cinere Dikuasal POLRI sgjak Tahun 2002
13 MAPOSPOL PROKLAMASI 30 30 300.000 24.000.000 Tanah Perum Perumnas Dikuasai POLRI sgjak 1995
14 MAPOSPOL PELNI 42 42 500.000 42.000.000 Tanah Perum PELNI Dikuasai POLRI sgjak Tahun 1985
15 MAPOSPOL KALIMULYA 36 36 150.000 23.000.000 Tanah Dikuasai POLRI sgjak Tahun 2005
16 MAPOSPOL LEUWI NANGGUNG 40 40 150.000 26.000.000 Tanah Dikuasai POLRI sejak Tahun 2005
17 MAPOSPOL SAWANGAN BARU 50 50 300.000 40.000.000 Tanah Dikuasai POLRI sejak Tahun 2005
18 MAPOSPOL KEMIRI MUKA 18 18 500.000 18.000.000 Tanah Dikuasai POLRI sgjak Tahun 2005
19 MAPOSPOL GAPERI 90 30 250.000 33.000.000 Tanah Dikuasai POLRI sgjak Tahun 2005
20 MAPOSPOL RENI JAYA 60 40 300.000 18.000.000 Tanah Perumahan Tanah Dikuasai POLRI sejak Tahun 2005
21 ASRAMA POLRES DEPOK RAWA 12.960 2.400 200.000| .792.000.000 Surat Jual Béli
22 ASRAMA POLSEK CIMANGGIS 565 450 285.000 86.025.000 Sertifikat
23 ASRAMA POLSEK SAWANGAN 6.500 1.020 14.000|  601.000.000 Tanah PT.Perkebunan X1 (PTP XI) Dikuasai POLRI sgjak Tahun 1995
24 RUMAH DINAS MAPOLSEK SAW| 193 180 120.000 113.160.000 Tanah Dikuasai POLRI sgjak Tahun 1996
25 UNIT LAKA LANTAS 2000 400 500.000{ 1.200.000.000 Tanah Pemda Depok Dikuasai POLRI sejak Tahun 2004

JUMLAH 38.210 11.320 - 2.876.185.000

Sumber: Subbaglog Bagmin Polres Depok.

Kebijakan dan kekuasaan..., Hendra Kurniawan, FISIP Ul, 2009

17



Lampiran 7. Situasi Kamtibmas, Kasus Menonjol, dan Hasil Kegiatan Operasi.

NO

URAIAN

JAN

PEB

MARET

APRIL

MEI

JUNI

JULI

AGUST

OKT

NOP

DES

JUMLAH

5

6

JUMLAH TP
(CRIME TOTAL)
PENYELESAIAN PERKARA
(CRIME CLEARED)
PROSENTASE PENY IDIKAN
PERKARA

(CLEARANCE RATE)
SELANG WAKTU

(CRIME CLOCK)

RESIKO TERKENA PERKARA
(CRIME RATE)

JUMLAH PENDUDUK

336

67

19.94%

9.25.60

22.78%

1.273.338

313

66

21.08%

9.01.00

21.22%

1.273.338

357

69

19.32%

9.26.05

28.03%

1.273.338

322

75

23.29%

10.00.10

21.69%

1.273.338

320

61

19.06%

9.01.00

21.69%

1.273.338

382

85

22.25%

8.14.24

25.90%

1.273.338

383

79

20,62%
81211
25,96%

1.273.338

337

72

21.36%

9.22.00

22.78%

1.478.872

2750

574

Sumber: Satreskrim Bagops Polres Depok.

=z
o

UNIT
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IDIK I

IDIK 111

IDIK IV

RPK
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SPDP
KIRIM PU
P18/P19
P21
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R WA DNWIE
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=S, |
=R 7))

N AT

PN o

Sumber: Satreskrim Bagops Polres Depok.
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(Lanjutan)

DATA KASUS CURANMOR TH 2005 I

PERIODE BLN JANUARI S.D AGUSTUS 2005

[momsus 75 | 62 | 83 | 50 | 43 | 53 | 64 | 24 |
=ML SELRA 2 2 1 o 2 3 4 o

[_LDATA KASUS JUDI TH 2005 |

PERIODE BLN JANUARI S.D AGUSTUS 2005

B IMLSUS

=ML SELRA

DATA KASUS NARKOBA TH 2005 I

PERIODE BLN JANUARI S.D AGUSTUS 2005

B JML SUS 21 19 26 29 28 24 7
O SELESAI 17 21 29 26 27 24 11
BTSK 41 31 34 49 36 32 7

HASIL GIAT OPS RUTIN

PERIODE JUNI S/D AGUSTUS 2005

HASIL KEGIATAN

NO KETERANGAN
JENIS JUMLAH
1 | MIRAS 14.761
2 | SAJAM 193
3 | vCD PORNO 128
4 | VCD BAJAKAN 14.006
5 |[KR2 1.186
6 |KR4 126
7 | GANJA 52 PKT +1 BKS
8 | PETASAN 1.634 BUAH
9 | PENJUDI 23 ORANG

Sumber: Satreskrim, Satnarkoba Bagops Polres Depok.

Kebijakan dan kekuasaan..., Hendra Kurniawan, FISIP Ul, 2009
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(Lanjutan)

HASIL OPS PATRA JAYA 2005
POLRES DEPOK

HASIL OPS SIMPATIK JAYA 2005
POLRES DEPOK

TGL.: 22J)ULlIsA 22 AGUSTUS 2005
PROFESI PELANGGAR LALU LINTAS
TGL.: 11 JULI2005S D 11 AGUSTUS 2005 NO Ay an JUMLAH
GAR PELAJAR MAHASISWA KARYAWAN / TNI/ POLRI PNS PENGEMUDI/
SWASTA BURUH
NO [ LAPORAN POLISI BARANG BUKTI URAIAN SINGKAT TERSANGKA
RSN 450 49 17 299 1TNI 23 61
1 LP/1724/VII/RD KR TANGKI MINYAK NO. | Saat operasi simpatik di JI.Ry kalimulya | DODI NURUL H POLRES
Tgl.16-07-05 POL. B-9819-UA Sukmajaya Depok ditemukan 1 (satu) | Sopir,
PkI.16.00 BERIS| 5000 Unit mobil tangki Minyak tanah tanpa [ BAYONG, PELANGGAR LALU LINTAS (PASAL)
LITER MINYAK TANAH surat-surat ijin yg syah. Kernek NO WILAYAH JUMLAH GAR (1) o 2) Y YY) ”
UULAJ UULAJ 57 UULAJ UULAJ | UULAY UULAJ
2 | LP/aevII200s/ TRUCK NO. POL. B-9848- | Saat Patroli Carrens memberhentikan | 1. ARISTIAN, SATE NI SHOLRES 450 258 73 27 59 20 13
Sek Sawangan TQ DAN SURAT JALAN | kendaraan truck mitsubhisi B-9848-TQ | 37 th,
Tgl.14-08-05 NO.14/08/2005 AN.PT | tertera PT Sinar Mandiri Perkasa | Salabenda Rt.13/5
Pkl.02.30 Wib ADITYA TOA | pengangkut bahan bakar minyak, | Bogor BROFESI PELANGGAR LALU LINTAS
DEVELOPMENT setelah dilakukan pemeriksaan | 2.WAWANG, NO WILAYAH JUMLAH GAR PELAJAR | MAHAsIswa | KARYAWAN/ TN/ PNS PENGEMUDI /
ditemukan bahwa surat jalan dengan | 33 Th, SWASTA POLRI BURUH
barang yang diangkut tidak sesuai. cikarang, Rt.02/04 .
Tegalwaru JAJARAN 155 20 11 86 - 3 35
Ciampea Bogor
3.TRI EKO TASLIM,
37 Th, PELANGGAR LALU LINTAS (PASAL)
Jl.Deli LR 28 NO WILAYAH JUMLAH GAR 61(1) 61 (2) 57 UULAY 59 (1) 1(2) 54
Rt.10/3 Koja UULAJ UULAJ UULAJ UULAJ UULAJ
POLSEK JAJARAN 155 89 19 17 12 8 10
TGL.: 12JULI2005Ss /D 21 AGUS TUS 2005
JENIS KASUS KORBAN MATERI ML, ML BARANG BUKTI
NO WILAYAH g BINLUH | SPANDUK
JUMLAH Kss TSK HEROIN GANJA SHABU EKSTASI | LEXOTAN LAIN-2
NO WILAYAH LAKA
1. | PoLRES 7 8 2 5 - - - - 7 3
33-K | 33-L | 34-K | 34-L mMD LB LR BENDA RUPIAH 2 | BEJI B8 13 N 8 N B ~ N 3 N
3. | PANCORANMAS 2 3 N 2 N B N N 1 R
4. SUKMAJAYA 2 4 - 1 1 - - - - -
1 1 N B R N N N R
1 SA';"OLL’:‘?NETSAS 8 2 3 1 2 3 12 - 13 10.500.000 5 | CIMANGGIS 1
6. SAWANGAN 3 3 - 3 - - - - 6 -
7. [ Lmo 3 4 - 3 - - - R 5 R
8. | BOJONGGEDE 2 2 N 1 N B N 1 3 N
JUMLAH 28 38 2 24 1 - - 1 25 3

Sumber: Satlantas Bagops Polres Depok.

Kebijakan dan kekuasaan..., Hendra Kurniawan, FISIP Ul, 2009




(Lanjutan)

HASIL OPS SARUTAMA 2005
POLRES DEPOK

HASIL OPS BURIS RAWA 2005
POLRES DEPOK

TGL.: 12JULIs/Ad 24 AGUS TUS 2005
TGL.: 12JULIsA 29 AGUS TUS 2005
JENIS
TERSANGKA BARANG BUKTI
NO WILAYAH JmL PAK POK DEB KET
TEMER PREMAN | PNGAMEN | DUDUK | o' o K
OGAH TANAH NO wiL M| BK KPN | MJ | MSN | ALT | KAR | REK UANG 1
BB} BAND | PENG | PENG | PEMAI TGL TGL | RLT | BOLA | 1is | TU/ | APN T
1. | POLRES 20 9 - 11 - - - AR EPUL | ECER TKs DA
2. | BEJI - - - - - - - by
N - - N 242..000
3. | PANGORANMAS >3 10 1o 3 N N ] 1. | POLRES 7 | a2 1 2 4 2 37 2 1
2. | BEJI 7 4 - - 3 4 - - 2 - 1 1 - 141..000
4. | SUKMAJAYA 15 6 - 9 - - -
. 4 1 - - - - - - - - - 47.000
5. | CIMANGGIS 33 10 5 18 - - L 3. | PANC. MAS 4 1
6. | SAWANGAN 15 3 - > - - - 4. | SUKMAJAYA 3 4 2 s 1 - 2 - - 1 1 222.000
7. | Lmo 7 2 - 5 - - B 5. | CIMANGGIS 1 | 14 - - - 11 i 1 - B 1 3 8 168..000
8. | BOJONGGEDE 10 4 6 - - - - S. i SAWANGAN 1 L - - - J - - - - - ! - 30000
JUMLAH 123 54 21 48 - - ks, 7. | Limo 4 3 2 1 1 - 2 - - - - 1 48.000
8. | BOJONG GD 5 6 3 1 1 - 1 4 1 - - R - 995..000
JUMLAH 41 | 75 4 5 7 26 3 9 3 37 5 7 10 | 1.893.000
TGL.: 12JULIsA 29 AGUS TUS 2005 TGL.: 23 AGUSTUS sA4 29 AGUS TUS 2005
JML. JML BARANG BUKTI SEGEL TMPT Gl
. TEGURAN TMPT
NO WILAYAH veD DVD KET JML. L
UNGKAP | TsK - HBRN HBRN
S| vep DvD MP 3 PORNO PORNO LAIN-2 NO WILAYAH ORI TSk BRG BKTI KETERENGAN
1. | POLRES 14 7.620 - 80 28 - 6.000 | ware
1. | POLRES - - TEMPAT HIBURAN YG
2. | BEJI MEMPEKERJAKAN
3 2. | BEJI - - OA: NIHIL
. | PANCORANMAS
3. | PANCORANMAS - - GIAT YG DI LAKS
4. | SUKMAJAYA 4. | SUKMAJAYA B - OPS KE TEMPAT
HIBURAN (KARAOKE
5. | CIMANGGIS 5. | CIMANGGIS - - & KAFE DANGDUT)
6. | SAWANGAN 6. | SAWANGAN - - S PERMATA
7. | LImO 7. | LIMmO - - BUANA: 2 X
>PENUS 12X
8. | BOJONGGEDE 8. | BOJONGGEDE - - >SAWANGAN
JUMLAH 14 7.620 - 80 28 - 6.000 JUMLAH - - SoLF: 2x

Sumber: Satintelkam Bagops Polres Depok.
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Lampiran 8. Skenario Pra Ops Jgjaran Polres Depok dalam Pelantikan Pejabat Wali Kota Depok.

Kerumunan org semakin bertambah dgn
membawa spanduk, pamflet dil menuju ke DPRD

200 masatiba di DPRD Depok dan langsung
orasi diatas KR-4 yg dilengkapi dengan sound
system

mjd 15 orang Babinkamtibmas & anggota Intelkam
laks 3 S & nego, dpt informasi (ren unras ke DPRS
Depok).

Pimpinan unras Sdr. Budi ren 15-09-05 jml + 600
melapor ke Kapolsek

Masa bertambah banyak, Kapolsek tiba & diadakan
negosiasi, masa + 200 org teta bersikukuh, Kapolsek
siapkan 91 & pam serta laporkan kpd Kapolres Depok
Kapolres memberikan APP Pasukan (Psk sendiri &
BKO) kemudian menginformasikan kpd Dandim &
Walikota menentukan frekuwensi komunikasi

Masa sgumlah + 200
orang

Kapolres:
Membuka Police Line
Ucapan selamat datang

Kebijakan dan kekuasaan..., Hendra Kurniawan, FISIP Ul, 2009

WAKTU KUAT YANG DILIBATKAN
NO ASUMS | SBNRNYA GIAT PELAKU TANDING CB PELAKU GLADI PLKTDG PLK GLD KETERANGAN
1 17-09-2005 Siap di daerah persiapan masing-masing Siap di daerah persiapan masing-masing 3x2/3 Kuat Pam 500 orang | Polri : 1/3x2/3=360 TNI:1/3 Gladi Sispam Kota
08.00 WIB (1/3x2/3)=70 Pemda: 30 oleh peng. Jwb
Gladi
SITUASI AMAN
Adegan masuknya tamu undangan (ada yg bawa Pengamanan Kota Depok oleh instansi fungsional Giat kehidupan masyarakat | Giat rutin  fungsi dalam | Kondusif
senpi atau sgjam, ada yang tidak bawa kartu berjalan seperti biasa (Polri Pam Giat Masyarakat, normal peliharasituasi KTM
undangan, pemeriksaan dan penggel edahan Satpol PP dan Trantib, Giat Gakkum Perda, Local Sec
barang-barang tamu, dan wartawan yang tidak Pam Obvit dibantu Polri Pam Publik Area, Kammas
diundang). jaga Lingsos).
Rapat penggerak dan korlap Unras dibeberapa Berdasarkan kir giat masyarakat dr Sat Intelkam Res Rapat koord dan korlap Kabagops: Koord & Kapolres & Kabag
tempat, rencana unras di DPRD, menyikapi Depok (hasil detek Intel 07.00 g/d 19.00 & STTP) unras dengan menyususn pengorganisasian kuat pam Opslaks, ren,
pelantikan Walikota dan Wakil Walikota Depok permintaan BKO Res Depok, kord Kabag Opsdg Kasi | dan meneruskan TR Ren BKO PMJ ke Resor koord.
ops Kodim & Pemda Kapolda 9 pam Antisipas Depok (Dalmas smt: 2 SST; Mengkoordinasi
BKO, kesiapan kodal 911 PHH BM: 1 SSK; Nego: 3 kuat pam, serta
ba, kesiapan Satfung dan SST; Lantas: 1 SST; Intel: 5 memantapkan
jajaran, melaporkan N; Penling: 2 N; Dokkes2 N; | deteks
kesiapan ke Depok | Humas: 4 N; W. Canon: 2 N;
DPK: 2 N; K4-4 minum: 1N;
KR-4 Toilet: 1 N;
Telematika: 1 N) TNI on call
di kesatuan masing-masing
Kerumunan rang semakin bertambah 15 org Babinkamtibmas & anggota Intel Sek panmas + 30 orang 3 orang Babinkamtimas Terjadi &
menjadi 30 orang menjumpai di Lap Al Awabin kerumunan orang dari 5 dilakukan di

Polsek jgjaran Res
Depok
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(Lanjutan)

SITUASI RAWAN |

Setelah tim negosiator & dalmas tanpa alat ditarik
ke dalam, masa segera menyerbu ke pintu pagar
DPRD

Masa menggoyang & mendorong pintu pagar
gedung DPRD untuk dirbohkan

Masa sulit dikendalikan cenderung lepas kontrol
dengan teriakan histeris dan mengejek petugas

Kapolres melaporkan kpd Kapolda bhw situas di
obyek semakin memanas dan masa anarkis sulit
dikendalikan, selanjutnya Kapolres akan mengambil
tindakan tegas

Kapolres berkali-kali memperingatkan masa &
menghimbau atas nama Undang-undang agar
membubarkan diri

Himbauan Kapolres diulangi sampai 3 kali, apabila
tidak bubar akan diambil tindakan tegas

Perwakilan massa minta masuk ke gedung DPRD

Tidak dipenuhi

Masa tidak menghiraukan himbauan terus
mendorong pintu pagar gedung DPRD

Kapolres memerintahkan rantis WC mengambil posis
menghadap ke massadi belakang pasukan Dalmas &
Brimob

Kabagbinamitra
Somasi

SITUASI RAWAN 1

Massa disemprot air dari rantis water canon 7
massa menggoyang pagar semakin keras

Massa ada yang memprovokasi dg melakukan
lemparan ke petugas dan diikuti pelaku lainnya
dg melempar air kotot, batu dan alat lainnya

Massa berhasil merobohkan pintu pagar gedung
DPRD dan berusaha menerobos pasukan enyekat
dari dalmas dan brimob

Massa tidak dapat menembus barikade Dalmas
dan Brimaob, akhirnya mundur dari pintu pagar
gedung DPRD

Massa terus bergerak mundur kemudian terpecah
mjd 2 arah (barat & timur)

Massa menyelamatkan diri dari semprotan air
yang semakin gencar dg lari dan terpencar

Massa tercerai berai menjadi kelompok kecil

Kapolres memerintahkan rantis water canon
menyemprotkan air kearah massa

Kapolres menginformasikan ke Pemda dan Dandim ttg
situas yg semakin memanas, selanjutnya agar
menempatkan anggota TNI di obyek vital yg
ditentukan Kapolres

Kapolres mengendalikan petugas agar tetap terkendali
dan tidak terpancing

Rantis water canon sambil menyemprotkan air
mendorong massa dan diikuti dalmas dan brimob yang
menyekat

Kapolres memerintahkan rantis dalmas dan brimob
untuk memecah massa menjadi 2 arah

Petugas berhenti mendorong massa dan memecah di
perempatan Sengon jl. Rambutan dan di perempatan jl.
tn Baru/Sawangan

Gedung DPRD Depok 600
orang

TNI ditempatkan pada obyek
vital

Kapolres dan
jajaran lapor ke
Karoops PMJ

Kebijakan dan kekuasaan..., Hendra Kurniawan, FISIP Ul, 2009
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(Lanjutan)

SITUASI AMAN (PASCA UNRAS)

Tindakan tegas yg dilakukan Kapolres membuat
para pengunjuk rasa menjadi takut shg situasi dpt
dikendalikan

Dengan penambahan perkuatan dari Mapolda ke
wilayah dan telah dimanfaatkan scr maksimal dg CB
yg tepat untuk mengendalikan pengunjuk rasa

Massa membubarkan diri dg teriak bahwa besok
akan kembali lagi melaksanakan unras

Unit-unit Intelkam mengambil gambar video dilokasi
kerusuhan utk bahan dokumentasi

Unit Reskrimum melakukan penangkapan terhadap
pelaku provokator dan pelaku tindak pidanayg sudang
diketahui identitasnya melalui pengamatan khusus dan
gambar video

Pasukan Brimob dan dalmas tetap bersiaga di obyek
untuk melakukan pengamanan

Patroli lalu lintas dan samapta memantau wilayah yg
sudah ditentukan masing-masing dan melaporkan ke
angkasa

Petugas identifikas dari Polres melakukan pendataan
thd korban luka dan kerugian materiil

Pasukan kunig (dinas kebersihan) pemda kota depok
lakukan pembersihan disekitar lokasi kejadian
Kapolres meminta kepada Dandim agar TNI yg melaks
pam di obyek vital agar di tarik ke pangkalan masing-
masing. Trantib /linmas melaks tugas sebagaimana
biasa sambil tetap monitor situasi di wilayahnya
Petugas tetap berada di penyekatan sampal situasi
betul-betul kondusif

Kapolres melaporkan kdp Kapolda bahwa situas sudah
dapat dikendalikan

Massa membubarkan diri masing-masing dan petugas
melaks Appel konsolidasi dan evaluasi

Sumber: Satdalmas Bagops Polres Depok.

Kebijakan dan kekuasaan..., Hendra Kurniawan, FISIP Ul, 2009
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Lampiran 9. Tugas dan Wewenang Sentra Pelayanan Kepolisian (SPK).

TUGAS DAN WEWENANG DI DALAM

TUGAS DAN WEWENANG KE LUAR

PENERIMAAN LAPORAN/PENGADUAN MASYARAKAT

PENJAGAAN DAN PENGAMANAN
MARKASTAHANAN/BARANG BUKTI

PELAYANAN PERMINTAAN
BANTUAN/PERTOLONGAN
KEPOLISIAN

PENYELESAIAN TINDAK PIDANA
RINGAN DAN PERSELISIHAN ANTAR
WARGA MASYARAKAT

. Pelayanan Masyarakat dengan kegiatan yang dilaksanakan berupa
pencatatan baik yang tertulis maupun lisan dari setiap orang yang melihat,
mengalami dan korban tindak pidana:

Laporan disampaikan tertulis/lisan dari setiap orang yang mengalami,
melihat, menyaksikan/menjadi korban tindak pidana

. Diterima dengan 3 S serta memberikan pelayanan sesua kebutuhan pelapor.
. Laporan ditandatangani pelapor dan Ka SPK, kepada pelapor dibuatkan
STPDL dilanjutkan ke Perwira Siagadi Satreskrim.

. WNA dapat dimintakan berita acara penyumpahan saksi.

. SPK mengamankan data/barang bukti.

. SPK wajib memeriksa kondisi kesehatan tersangka dan melaksanakan
keamanan sementara.

. Dukungan fungsi kepolisian:

Setelah Lap Polisi dibuat dan ditandatangani, Ka SPK menyerahkan LP,
barang bukti dan pelapor kepada Siaga Fungsi Reskrim.

. Petugas Siaga Fungsi Reskrim membuat BAP dan penyumpahan saksi.
. Disbrusikan perkara ke Reskrimum, Reskrimsus, Sat Narkoba.

. Dukungan administrasi kegiatan berupa LP model A & B,
STPDL/pengaduan Model C, Format BA penyumpahan saksi/BAP saks,
Format permintaan visum at repertum, Buku register LP, Buku register surat
tanda terima laporan, dan Buku register barang bukti.

. Sistem pelaporan:

Melaporkan setiap kegiatan rutin kepada Kapolres setiap Pukul 08.00 &
20.00 WIB.

. Untuk Kejadian menonjol di lapangan kesempatan pertama kepada Kapolda
MJ Up. Karo Ops PMJ.

1. Penjagaan markas:

a. Kegiatan yang dilaksanakan berupa trol
serah terimajaga markas, membuat daftar
jagalgiat jaga markas, dan cek
inventaris/kesiapan senjata api.

b. Dukungan Fungsi Kepolisian dari petugas
jaga markas dibantu siaga fungsi dalam
menjaga lingkungan, Ka SPK, serta
seluruh petugas jaga markas dan siaga
fungsi di SPK.

2. Penjagaan tahanan dengan kegiatan yang
dilaksanakan berupa trol pelaks serah
terima jaga tahanan, memasukan dalam
daftar jaga tahanan, pemeriksaan barang-
barang bawaan pembesuk, inspeksi
mendadak, serta menerima laporan tentang
tahanan yang sakit untuk diarahkan
penugasan lanjutan dan melaporkannya
kepada atasan.

3. Pengamanan barang bukti dengan kegiatan

yang dilaksanakan berupa melaksanakan
penjagaan barang bukti pada siaga fungsi
masing-masing, selalu waspada terhadap
keamanan dan ketertiban barang bukti
yang berada di dalam/luar gudang, pam
BB yang berada pada tanggung jawab
fungsi masing-masing.

1. Bencana alam:
a Gempa bumi.
b. Banjir.

c. Gas Beracun.

2. Kecelakaan:

a. Pesawat terbang jatuh.

b. Kerta api tabrakan/terguling.
c. Kapal tabrakan/tenggelam.

3. Kebakaran:

a. pabrik

b. industri.

c. fasilitas umum.

4. Wabah penyakit

5. Pencemaran lingkungan:

a. Meneruskan informasi secepatnya
kepada semuainstans terkait, dan
mendatangi TKP.

b. Menghubungi fungsi dan instans
terkait.

c. KR TKP.

d. Koordinasi dengan instansi lain.

e. Cek perkembangan di lapangan.

f. Melaporkan kejadian tersebut ke
satuan atas.

g. Mendatangkan pihak-pihak terkait,
seperti Puslabfor, Jihandak, Tim
SAR, dan lain-lain.

. Penyelesaian perkara pidana dengan Ancaman

tiga bulan dengan denda Rp. 7.400 (tujuh ribu
limaratus Rp) seperti perkelahian keluarga,
bertetangga dan perkelahian anak di bawah
umur. Kegiatan yang dilaksanakan:
Perkaratindak pidanaringan (Tipiring),
seperti menerima laporan warga, mendatangi
dan mengamankan TKP, saksi-saksi, barang
bukti, dan warga yang terlibat, membuat
BAP, melaksanakan sidang perkara yuridis,
meneruskan ke pengadilan setempat (locus
delicti).

. Perselisihan antar warga.

. Dukungan fungs kepolisian dari Satreskrim,

Bagbinamitra, Satsamapta, dan Satnarkoba.

. Dukungan administrasi berupa UU NO.

39/1999 tentang HAM, KUHAP/KUHP, UU
NO. 2/2002, juklak tipiring, blangko/formulir
yang diperlukan, buku register/mutasi,
expedisi, agenda, dan lain-lain.

. Pengawasan dan Pengendalian dari Kapolres

dan Wakapolres, Kabagops, para Kasatfung
dan Kapolsek, Unit P3D, media massa, serta
warga masyarakat.

Sumber: Unit SPK Bagops Polres Depok.

Kebijakan dan kekuasaan..., Hendra Kurniawan, FISIP Ul, 2009
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Lampiran 10. Biaya Pengurusan SIM di Tingkat Polres.

Tabel 1. Biaya Pengurusan SIM melalui Penjagaan Polres.

Uang yang Harus Dibayar kan dalam Rupiah (Rp)
KIR Sidik BRI Tanpa Ujian Asuransi Laminating Penjagaan Jumlah Keterangan
No. JenisSIM Jari Teori Praktik Klinik
Pengemudi
1 C 12.000,- | 5.000,- 53.500,- 80.000,- 5.000,- = 15.000,- 2.000,- 17.500,- 190.000,- Untuk petugas
2 A 15.000,- | 5.000,- 53.500,- 90.000,- 5.000,- 270.000,- 20.000,- 2.000,- 25.000,- 215.500,- penjagaan bisa tawar-
3 A Umum 15.000,- | 5.000,- 53.500,- 90.000,- 5.000,- 250.000,- 20.000,- 2.000,- 50.000,- 535.500,- menawar .
4 B1 15.000,- | 5.000,- 53.500,- 100.000,- 5.000,- 270.000,- 20.000,- 2.000,- 50.000,- 525.500,-
5 B1 Umum 15.000,- | 5.000,- 53.500,- 110.000,- 5.000,- 270.000,- 20.000,- 2.000,- 50.000,- 555.500,- Angka dalam satuan
6 B2 15.000,- | 5.000,- 53.500,- 110.000,- 5.000,- 270.000,- 20.000,- 2.000,- 50.000,- 555.500,- ribuan.
7 B2 Umum 15.000,- | 5.000,- 53.500,- 110.000,- 5.000,- 270.000,- 20.000,- 2.000,- 50.000,- 555.500,-
8 BlkeBlUmum | 15.000,- | 5.000,- 53.500,- 325.000,- 5.000,- 270.000,- 20.000,- 2.000,- 50.000,- 750.000,-

Sumber: Satlantas Polres, Dwilaksana (2005).

Tabel 2. Tarif Tidak Resmi dan Biaya Tambahan yang Harus Dibayarkan untuk Pengurusan SIM.

Sumber: Satlantas Polres, Dwilaksana (2005).

No. Uraian Besar Uang (Rp) Golongan SIM Besar Biaya (Rp) W Keterangan
1 | Res Bank 52.500,- CBaru 72.000,- | Perincian:
2 Administras 70.000,- C Perpanjangan 50.000,- | Diserahkan ke Polda: 10.000,-
3 Asuransi 15.000,- A Baru 80.000,- | Diserahkan ke Polwil: 5.000,-
4 | Sidik Jari 5.000,- A Perpanjangan 60.000,- Jumlah:  15.000,-
5 Laminating 2.000,- B Baru _ 90.000,- _
6 Pemeriksaan Dokter 12.000,- B Perpanjangan 70.000,- | Sisanyauntuk Polres.

Jumiah 157.000,- B Umum 110.000,-

Sumber: Satlantas Polres, Dwilaksana (2005).
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